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PRAKATA REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan
karunia-Nya, sehingga Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UPN
“Veteran” Yogyakarta dapat menyelenggarakan Seminar Nasional Tahun Ke-2, Call Paper,
dan Pameran Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti RI. Adapun
tema yang diangkat dalam seminar ini adalah “Tata Kelola Ekonomi Indonesia dalam
masyarakat Ekonomi ASEAN Dan Meningkatkan Martabat Bangsa Berbasis Sumber Daya
Energi dan Memperkokoh Sinergi Penelitian Antar Pemerintah, Industri & Perguruan
Tinggi”

Seminar Nasional Tahun Ke-2, Call Paper, dan Pameran Hasil Penelitian & Pengabdian
kepada Masyarakat Kemenristekdikti RI diselenggarakan antara lain untuk mempertemukan
berbagai pihak, yaitu Pemerintah, Industri dan Perguruan Tinggi dalam membangun bangsa
yang tangguh berbasis penelitian di semua bidang disiplin ilmu baik sosial maupun eksakta.
Kegiatan ini juga merupakan salah satu wahana untuk penyebarluasan hasil-hasil penelitian
dan kajian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, serta saling bertukar informasi untuk
meningkatkan mutu baik penelitian maupun pendidikan. Lebih dari itu, melalui seminar
diharapkan pula terjadi komunikasi yang baik antara pemerintah, dunia industri, perguruan
tinggi, dan lembaga-lembaga riset, sehingga tercipta sinergi yang bersifat implementatif.

Pada kesempatan ini banyak para ahli, akademisi, dan praktisi telah berhimpun di dalam
seminar ini untuk menyampaikan makalah hasil-hasil penelitian dan pengabdiannya. Makalah-
makalah tersebut selanjutnya dituangkan dalam sebuah prosiding. Diharapkan prosiding ini
dapat bermanfaat, turut menambah informasi, dan memperluas khasanah

pengetahuan pembaca tentang upaya meningkatkan martabat bangsa berbasis sumber daya
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PRAKATA KETUA LPPM
UNIVERSITAS PEMBANUNGAN NASIONAL “VETERAN”
"'YOGYAKARTA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Ibu Retor UPN”Veteran”Yogyakarta

Yth. Bapak Wakil Direktur Utama BNI’46, Bp.Dr. Suprajarto, M.M.
Yth. Bapak VP Pertamina Upstream, Dr. Sigit Raharjo, MT

Yth. Bapak Suyoto, M.Si. (Bupati Bojonegoro)

Yth. Bapak Prof. Dr. Ainun Naim (Sekjen Kemenristekdikti)

Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan
rahmat, karunia, nikmat, dan segala anugerah serta kekuatan, sehingga kita senantiasa diberikan
semangat untuk terus memperbaiki diri guna mewujudkan pengabdian sebagai masyarakat
akademik yang memiliki kepedulian atas berbagai permasalahan bangsa sesuai dengan kapasitas
kita masing-masing. Sholawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah
memberi pencerahan yang penuh dengan ilmu dan pengetahuannya seperti sekarang ini.

Seminar Nasional Tahun Ke-2, Call Paper, dan Pameran Hasil Penelitian & Pengabdian
Masyarakat Kemenristekdikti RI ini adalah merupakan tatakelola ekonomi Indonesia dalam
masyarakat ekonomi ASEAN dan meningkatkan martabat bangsa berbasis sumber daya energi &
memperkokoh sinergi penelitian antar pemerintah, industri dan perguruan tinggi. Bidang Sosial,
Eksak dan Pengabdian merupakan salah satu wahana penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan
kajian yang dilakukan berbagi pihak untuk saling tukar menukar informasi dalam rangka
peningkatan mutu penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi. Seminar ini juga diharapkan
terpenuhinya prinsip tata kelola pemerintah, industri, dan pergururan tinggi akan memperkokoh
martabat bangsa dan terjadi komunikasi antara dunia industri, perguruan tinggi, serta lembaga-
lembaga penelitian.

Seminar Nasional, Call Paper, dan Pameran hasil Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Kemenristekdikti RI ini diikuti oleh praktisi dan akademisi dari Perguruan Tinggi-Perguruan
Tinggi terkemuka di Indonesia. Baik bidang Sosial, Eksak, dan Pengabdian dengan jumlah
naskah yang masuk lebih dari 90 naskah.

Akhir kata, semoga semnas dan call paper ini bermanfaat dan saya menghaturkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak khususnya peserta seminar dan call for paper
serta seluruh pelaksana kegiatan atas peran sertanya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan
kegiatan ini.

Wassalammualaikum Wr. Wb.
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PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT. BUKIT ASAM
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

oleh

'Sri Suryaningsum, ?Muhammad Irhas Effendi
Raden Hendri Gusaptono, Berlina Ayu Suryana
Lurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2Management Department, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional -Veteranll Yogyakarta, DIY, Indonesia
JI. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta, 55283, Fax (0274) 486400
Telepon: 085729671807, Email: srisuryaningsum@upnyk.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejaunh mana PT. Bukit Asam menjalankan
Program CSR untuk program pengentasan kemiskinan. Implementasi program Corporate
Social Responsibility (CSR) pada setiap korporasi mempunyai karakteristik yang berbeda —
beda. Karakter tersebut harus dikaji sesuai dengan karakter sosial, lingkungan dan
masyarakat sekitar sehingga dana yang dianggarkan sesuai dengan kebutuhan program dan
ketepatan program. PT. Bukit Asam yang beroperasi di Sumatera Selatan. Metode yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi ke lokasi-lokasi CSR PT.
Bukit Asam dan studi pustaka dari annual report dan laporan CSR PT. Bukit Asam.
Penelitian dilakukan di PT. Bukit Asam sebagai salah satu perusahaan tambang batubara
yang telah melaksanakan program CSR.Hasil dari analisis ini adalah PT. Bukit Asam yang
beroperasi di Sumatera Selatan lebih mengedepankan program corporate social responsibility
(CSR) berorientasi kepada internal masyarakat sekitar untuk program pengentasan
kemiskinan.

Keynote: PT. Bukit Asam, CSR, Pengentasan Kemiskinan, Lingkungan, Pertambangan

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan pada ini, perusahaan tidak hanya dihadapkan pada
tanggung jawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara ekonomis semata, yaitu nilai
perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan
aspek sosial dan lingkungannya. Perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk
menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga bertanggungjawab terhadap
aspek sosial dan lingkungannya. Dasar pemikirannya adalah menggantungkan semata-mata
pada kesehatan finansial tidak menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan.
Keberlanjutan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan aspek terkait lainnya, yaitu
aspek sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan istilah
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan aspek penting yang harus dilakukan
perusahaan dalam operasionalnya. (Rudito, Budimanta, Prasetijo. 2004).

PT. Bukit Asam merupakan salah satu perusahaan besar yang berkecimpung dalam
dunia pertambangan berlokasi di Sumatera Selatan memiliki karakteristik tingkat standar
pendidikan, kehidupan sosial lebih baik dari masyarakat yang tinggal di wilayah operasi
pertambangan batubara. Perbedaan karakteristik ini memberikan dampak yang besar terhadap
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pengaplikasian program CSR sebagai aturan wajib dari pemerintah bagi perusahaan —
perusahaan yang bergerak dalam bidang explorasi sumber daya alam (Suryaningsum, 2015).

Menurut Suryaningsum (2009), dalam Indeks CSR, salah satu tanggungjawab
korporasi terutama perusahaan yang bergerak dalam explorasi dan exploitasi sumber daya
alam (Pasal 74 UU No. 40/2007) mineral, tambang ataupun migas adalahcorporate social
responsibility (CSR) yang merupakan gerakan etis kepedulian sebagai wujud tanggung jawab
sosial dan pembangunan ekonomi, seiring dengan perbaikan kualitas hidup para karyawan
dan keluarganya, komunitas setempat, dan masyarakat secara luas (World Business Council
for Sustainable Development). Menurut Pasal 1 titik 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang
tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat,
maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam Tinjaun Yuridis Kebijakan Pemberlakuan Tanjungjawab Corporate Social
Responsibility, Adhe Adhari (2015) menyatakan bahwa pelaksanaan CSR pada masing —
masing perusahaan pertambangan batubara dan mineral mempunyai standar growth center
yang berbeda — beda tergantung pada daerah dimana perusahaan tersebut beroperasi sehingga
implementasi CSR dilapangan harus dikaji berdasarkan karakter sosial masyarakat sekitar
dan presentase dana yang dianggarkan dalam pelaksanaan Corporate Social Responsiblity
perusahaan tersebut. Menurut UU No. 4 Tahun 2009 hal yang terpenting adalah pelaksanaan
Corporate Social Responsibility di lapangan dapat memberikan pemberdayaan kepada
masyarakat lokal yang berada pada daerah operasi perusahaan berupa kegiatan pelatihan,
bantuan modal, dorongan, bimbingan, peluang dan prioritas ketenagakerjaan untuk
menempati posisi tertinggi dalam perusahaan.

Corporate Social Responsibility

D'Amato, dkk. 2012, menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility merupakan
peningkatan kualitas kehidupan yang mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai
individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat
menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada
sekaligus memelihara, atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses
usaha untuk memproduksi dampak positif pada suatu komunitas, atau merupakan suatu
proses yang penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan
bisnis dari stakeholdersbaik secara internal (pekerja, shareholders, dan penanam modal)
maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota komunitas, kelompok
komunitas sipil dan perusahaan lain).

Jadi, tanggung jawab perusahaan secara sosial tidak hanya terbatas pada konsep pemberian
donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis serta pasif, semua itu hanya
dikeluarkan dari perusahaan akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antara
stakeholders. Konsep Corporate Social Responsibility melibatkan tanggung jawab kemitraan
antara pemerintah, lembaga, sumberdaya komunitas, juga komunitas lokal (setempat).
Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif dan statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab
bersama secara sosial antara stakeholders dalam pengentasan kemiskinan.
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Penerapan CSR

Menurut Wibisono (2008), terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika
perusahaan akan melakukan program CSR, setidaknya terdapat empat tahap, diantaranya:
1.  Tahap perencanaan

Perencanaan terdapat tiga langkah utama, yaitu awareness building, CSR Assessment,
dan CSR manual building. Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun
kesadaran mengenai pentingnya CSR dan komitmen manajemen. Upaya ini dapat dilakukan
antara lain melalui seminar, lokakarya, diskusi kelompok, dan lain-lain.

CSR Assessment merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan
mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-
langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan
CSR secara efektif.

Langkah  selanjutnya adalah dengan membuat CSR manual. Hasil
assessmentmerupakan dasar menyusun manual atau pedoman implementasi CSR. Upaya
yang perlu dilakukan antara lain melalui benchmarking, menggali dari referensi atau
menggunakan tenaga ahli.

Manual assessment merupakan inti dari perencanaan, karena menjadi panduan atau
petunjuk pelaksanaan CSR bagi komponen perusahaan. Penyusunan manualCSR dibuat
sebagai acuan, panduan dan pedoman dalam pengelolaan kegiatan sosial kemasyarakatan
yang dilakukan oleh perusahaan. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kejelasan dan
keseragaman pola pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan guna tercapainya
pelaksanaan program yang terpadu, efektif dan efesien.

2. Tahap Implementasi

Perencanaan sebaik apapun tidak akan berarti dan tidak akan berdampak apapun bila
tidak diimplementasikan dengan baik, akibatnya tujuan program CSR secara keseluruhan
tidak akan tercapai, dan masyarakat tidak akan merasakan manfaat yang optimal padahal
anggaran yang telah dikucurkan tidak bisa dibilang kecil. Oleh karena itu perlu disusun
strategi untuk menjalankan rencana yang telah dirancang.

Dalam memulai implementasi, Wibisono (2008), menyatakan bahwapada dasarnya
terdapat tiga aspek yang harus disiapkan, yaitu; siapa yang akan menjalankan, apa yang harus
dilakukan, dan bagaimana cara melakukan impelementasi beserta alat apa yang diperlukan.
Dalam istilah manajemen populer, aspek tersebut diterjemahkan kedalam:

- Pengorganisasi, atau sumber daya yang diperlukan

- Penyusunan (staffing) untuk menempatkan orang sesuai dengan jenis tugas atau
pekerjaan yang harus dilakukannya

- Pengarahan (directing) yang terkait dengan bagaimana cara melakukan tindakan

- Pengawasan atau kontrol terhadap pelaksanaan

- Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana

- Penilaian (evaluating) untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan.

Tahap impelementasi ini terdiri dari tiga langkah utama, yaitu sosialisasi, pelaksanaan
dan internalisasi. Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen
perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan CSR khususnya mengenai
pedoman penerapan CSR. Agar efektif, upaya ini perlu dilakukan dengan suatu tim atau
divisi khusus yang dibentuk untuk mengelola program CSR, langsung berada dibawah
pengawasan salah satu direktur atau CEO. Tujuan utama sosialisasi adalah agar program CSR
yang akan diimplementasikan mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen perusahaan,
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sehingga dalam perjalanannya tidak ada kendala serius yang dapat dialami oleh unit
penyelenggara.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman
Corporate Social Responsibilityyang ada, berdasarkan roadmap yang telah disusun,
sedangkan internalisasi adalah tahap jangka panjang. Internalisasi mencakup upaya-upaya
untuk memperkenalkan tentang Corporate Social Responsibilitydi dalam seluruh aspek bisnis
perusahaan, misalnya melalui sistem manajemen Kinerja, prosedur pengadaan, proses
produksi, pemasaran dan proses bisnis lainnya. Dengan upaya ini dapat dinyatakan bahwa
penerapan CSR bukan sekedar kosmetik namun telah menjadi strategi perusahaan, bukan lagi
sebagai upaya untuk compliance tetapi sudah beyond compliance.

3. Tahap Evaluasi

Setelah program diimplementasikan, langkah berikutnya adalah evaluasi program.
Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu
untuk mengukur sejauhmana efektifitas penerapan CSR. Terkadang ada kesan, evaluasi baru
dilakukan jika ada program yang gagal sedangkan jika program tersebut berhasil, justru tidak
dilakukan evaluasi. Padahal evaluasi harus tetap dilakukan, baik saat kegiatan tersebut
berhasil atau gagal, bahkan kegagalan atau keberhasilan baru bisa diketahui setelah program
tersebut dievaluasi.

Menurut Prayogo dan Dody (2011) dalam Evaluasi Program Corporate Social
Responsibility dan Community Development pada industri tambang dan migas,evaluasi
program corporate social responsibility(CSR) perlu diadakan setiap tahunnya bukan untuk
tindakan mencari-cari kesalahan. Evaluasi dilakukan sebagai sarana untuk pengambilan
keputusan. Misalnya keputusan untuk menghentikan, melanjutkan, memperbaiki atau
mengembangkan aspek-aspek tertentu dari program yang telah diimplementasikan.

4.  Pelaporan

Pelaporan dilakukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses
pengembalian keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan
mengenai perusahaan. Jadi selain berfungsi untuk keperluan shareholder juga untuk
stakeholder yang memerlukan

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi ke lokasi-
lokasi CSR PT. Bukit Asam dan studi pustaka dari annual report dan laporan CSR PT. Bukit
Asam. Penelitian dilakukan di PT. Bukit Asam sebagai salah satu perusahaan tambang
batubara yang telah melaksanakan program CSR. Menurut Suryaningsumsri (2015) PT. Bukit
Asam terus menerus mendorong pertumbuhan ekonomi dan membangun kemndirian
masyarakat serta terus berupya memperbaiki kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari
komitmen untuk terus menerus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitar,
membangun hubungan yang harmonis di tengah-tengah lingkungan yang berdampak terhadap
pengentasan kemiskinan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
PT. Bukit Asam

PT. Bukit Asam berada pada wilayah Tanjung Enim yang secara administratif termasuk
dalam wilayah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pencapaian daerah
relatif mudah karena terletak pada ruas jalan utama lintas Sumatera Jalur Tengah. Kota
Muara Enim dapat dicapai dari Kota Palembang dengan kendaraaan selama kurang lebih 4
jam perjalanan dengan jarak kurang lebih 185 km.

Berdasarkan Laporan Tahunan PT. Bukit Asam tahun 2014, keadaan umum masyarakat lokal
di daerah Tanjung Enim Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang telah
dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa PT Bukit Asam
Tanjung Enim mempunyai dampak eksternalitas positif terhadap sosial ekonomi masyarakat
dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Pasar Tanjung Enim.

Menurut Gunradi. R, Sabranto, Dkk. 2005 (dalam Laporan Lapangan Pemantauan Dan
Evaluasi Konservasi Sumber Daya Mineral, di Daerah Kabupaten Muara Enim, Provinsi
Sumatera Selatan), lapangan pekerjaan yang diberikan oleh PT. Bukit Asam terhadap
masyarakat lokal memberikan keuntungan dalam hal penggurangan yang semakin sedikit
dikarenakan PT. Bukit Asam memberikan banyak kesempatan kepada masyarakat lokal
untuk menjadi tenaga kerja di PT. Bukit Asam, dan ditambah juga dengan adanya Kegiatan
UsahaBersama (KUB) antara masyarakat sekitar dengan PT.Bukit Asam.

Kegiatan Usaha Bersama yang diselenggarakan oleh PT. Bukit Asam dalam pengentasan
kemiskinan memberikan dampak yang positif yaitu berkembangnya struktur ekonomi yang
mengakibatkan munculnya industri — industri kecil dan rumah tangga sehingga memberikan
kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk mengembangkan usaha-usahanya dan memberikan
sumber-sumber pekerjaan baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum
karena semakin berkembangnya mata pencaharian di Kelurahan Pasar Tanjung Enim. Situasi
seperti ini dapat mendorong semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi pada masyarakat
sekitar sehingga program pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan baik dan tepat
sasaran.

Gunradi. R, Sabranto, dkk. (2005), menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat
lokal juga semakin meningkat dengan adanya fasilitas transportasi yang membuat harga tanah
di Daerah Tanjung Enim naik, fasilitas lingkungan membuat masyarakat menjadi sadar akan
pentingnya melestarikan alam, fasilitas pendidikan meningkatkan mutu pendidikan
masyarakat setempat, berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi masyarakat dan fasilitas
umum lainnya dalam menunjang aktifitas masyarakat sehari — hari serta ketersediaan sumber
daya alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kelurahan Pasar
Tanjung Enim.
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Gambar 2. Alur Penanggung Jawab Corporate Social Responsibility PT. Bukit Asam
2015
(Annual Report Sustainbility, 2014)

Struktur organisasi CSR PTBA

SENIOR MANAJER
CSR

CSR Senior Manager

CSR DAN BINA WILAYAH
CSR Plarning and Environment

Tabel 1. Bidang Corporate Social Responsibility PT. Bukit Asam

Bidang CSR PT. Bukit Asam
Pengembangan Industri Kecil
Pengembangan Industri Besar

Ekonomi Pelatihan Softskill
Usaha Tani
Sosial Kelestarian kesenian lokal daerah

Pemberian bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan
Kerja sama dengan Pemerintah
Pemberian sembako kepada masyarakat kurang mampu
Kerja sama dengan masyarakat
Mengikutsertakan masyarakat lokal
Lingkungan Green Mining

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa program corporate social responsibility(CSR) yang
diterapkan di PT. Bukit Asam mempunyai orientasi terhadap stakeholder dan masyarakat
pemangku kepentingan bisnis batubara tersebut dengan lebih melibatkan masyarakat sekitar
untuk melaksanakannya memberikan dampak internal pada masyarakat sekitar yang cukup
signifikan. Program-program CSR PT. Bukit Asam dalam pengentasan kemiskinan di sekitar
wilayah PT. Bikit Asam beroperasi memberikan dampak yang signifikan untuk
keberlangsungan masyarakat sekitar dalam program pengentasan kemiskinan.

KESIMPULAN

Karakteristik corporate social responsibility (CSR) disesuaikan dengan perusahaan
pertambangan batubara beroperasi, masing — masing perusahaan mempunyai standar growth
center yang berbeda — beda tergantung pada daerah dimana perusahaan tersebut beroperasi
sehingga dana yang dianggarkan sesuai dengan kebututuhan program dan ketepatanprogram.
PT. Bukit Asam vyang beroperasi di Sumatera Selatan lebih mengedepankan program
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corporate social responsibility (CSR) untuk pengentasan kemiskinan yang berorientasi
kepada internal masyarakat sekitar. Pelaksanaan CSR yang baik akan memberikan manfaat
bagi perseroan yaitu untuk meningkatkan citra perusahaan, mengembangkan kerja sama
dengan perusahaan lain, memperkuat brand merk perusahaan dimata masyarakat,
memberdayakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya, dan memberikan inovasi bagi
perusahaan.Selain memberikan manfaat untuk perusahaan CSR juga memberikan dampak
yang cukup untuk masyarakat sekitar dalam program pengentasan kemiskinan.
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Dampak Disparitas Upah Pada Masalah Sosial

Didit Welly Udjianto
Joko susanto
(jk.susanto.68@gmail.com)

Abstrak

Dalam banyak kasus terdapat suatu ironi antara pertumbuhan ekonomi
regional yang tinggi, namun sebagian penduduknya miskin akibat disparitas
pendapatan. Adanya disparitas pendapatan berdampak pada masalah sosial
dan merupakan alasan utama untuk melakukan penelitian ini. Dengan
menggunakan analisis regresi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan
disparitas pendapatan akan diikuti dengan kenaikan masalah kriminalitas.
Disparitas pendapatan menyebabkan masyarakat yang berpendapatan rendah
merasa unfair dan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kaidah
hukum

Kata Kunci: dampak, disparitas, pendapatan, kriminalitas

Abstract
In many cases, there is a certain irony when regional economic growth is high,
but most of the population is poor due to the income disparity. The impact of
income disparities on social problems are the main reasons for doing this
research. By using regression analysis, the results showed that the increase in
income disparity will be followed by a rise of criminality rate. Income
disparities cause low-income communities feel unfair. This condition reflected
in a dysfunctional behavior that deviates from the rules of law.
Keywords: impact, income, disparity, crime,

Pendahuluan

Pesatnya pembangunan ekonomi regional telah menyebabkan tumbuh dan
berkembangnya sejumlah kota di pulau Jawa termasuk di DIY dan Jawa Tengah. Beberapa
daerah yang pada mulanya merupakan daerah non-urban telah berkembang menjadi daerah
urban. Perubahan ini diikuti dengan perubahan status dan tingkat sosial ekonomi penduduk
serta berkembangnya aktivitas ekonomi (Faizah dan Hendarto, 2013). Keragaman aktivitas
ekonomi di daerah urban akan lebih banyak daripada keragaman aktivitas ekonomi di daerah
non-urban. Pertumbuhan suatu kota (urban) akan disertai dengan semakin banyaknya jumlah
dan macam aktivitas ekonomi yang ada di kota tersebut.

Berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi di perkotaan berdampak pada
heterogenitas mata pencaharian penduduknya. Kota besar memiliki prasarana yang lebih
banyak seperti terminal, jalan tol, pelabuhan, bandar udara dan fasilitas umum lainnya.
Dukungan infrastruktur ini menyebabkan kota-kota besar memiliki keragaman aktivitas
ekonomi yang lebih banyak daripada aktivitas ekonomi di kota-kota kecil. Berbagai lapangan
usaha (sektor ekonomi) dan profesi bermunculan seiring dengan berkembangnya aktivitas
ekonomi kota. Produktivitas pekerja di tiap-tiap sektor ekonomi dan profesi berbedabeda.
Demikian pula halnya dengan profesi pekerja. Setiap profesi kerja membutuhkan keahlian
tertentu sehingga produktivitas berbeda-beda menurut profesinya. Produktivitas pekerja
terkait dengan tingkat upah. Tinggi rendahnya upah ditentukan antara lain berdasar
produktivitas pekerja (Pernia dan Salas, 2006).

Disparitas produktivitas pekerja antar sektor maupun antar profesi menyebabkan
timbulnya disparitas upah antar kelompok pekerja dan selanjutnya menyebabkan terjadinya
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disparitas pendapatan. Berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi di perkotaan berdampak
pada heterogenitas mata pencaharian penduduknya. Kota besar memiliki prasarana yang lebih
banyak seperti terminal, jalan tol, pelabuhan, bandar udara dan fasilitas umum lainnya.
Dukungan infrastruktur ini menyebabkan kota-kota besar memiliki keragaman aktivitas
ekonomi yang lebih banyak daripada aktivitas ekonomi di kota-kota kecil. Berbagai lapangan
usaha (sektor ekonomi) dan profesi bermunculan seiring dengan berkembangnya aktivitas
ekonomi kota.

Produktivitas pekerja di tiap-tiap sektor ekonomi dan profesi berbeda-beda. Demikian
pula halnya dengan profesi pekerja. Setiap profesi kerja membutuhkan keahlian tertentu
sehingga produktivitas berbeda-beda menurut profesinya. Produktivitas pekerja terkait
dengan tingkat upah. Tinggi rendahnya upah ditentukan antara lain berdasar produktivitas
pekerja. Disparitas produktivitas pekerja antar sektor maupun antar profesi menyebabkan
timbulnya disparitas upah antar kelompok pekerja. Disparitas upah terjadi akibat disparitas
komposisi keahlian penduduk antar daerah. Perbedaan keahlian antar pekerja merupakan
faktor penentu terjadinya disparitas upah (Combes et al, 2008).

Perkembangan ekonomi di DIY dan Jawa Tengah berjalan secara bersamaan sehingga
perekonomian kedua propinsi tersebut memiliki hubungan erat satu sama lain. Hubungan
ekonomi antara dua propinsi ini ditopang oleh berkembangnya kawasan Joglo Semar yang
mencakup kota Yogyakarta, Solo dan Semarang. Hal ini didukung oleh letak geografis DIY
yang diapit oleh Jawa Tengah, kecuali DIY bagian selatan yang berbatasan dengan Samudera
Indonesia. Dengan demikian terdapat satu kesatuan ekonomi antara DIY dan Jawa Tengah.
Didukung dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka kota-kota di DIY dan Jawa
Tengah tumbuh dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditandai oleh
berkembangnya sejumlah aktivitas ekonomi seperti industri, perdagangan dan jasa. Macam
dan ragam kegiatan ekonomi menyebabkan munculnya berbagai lapangan usaha dan profesi
dengan tingkat upah yang berbeda satu sama lain. Disparitas tingkat upah mengindikasikan
adanya disparitas pendapatan.

Disparitas pendapatan akan berdampak pada permasalahan sosial. Potensi timbulnya
masalah social meningkat seiring dengan berkembangnya kota-kota di DIY dan Jawa Tengah.
Letak DIY dan Jawa Tengah yang secara geografi berdekatan memungkinkan terjadinya
perpindahan penduduk (migrasi) antara kota-kota di DI'Y dengan Jawa Tengah.

Selanjutnya penelitian ini akan menganalisis pembangunan ekonomi regional dari
perspektif penduduk guna mengetahui disparitas pendapatan yang diukur dari disparitas upah
(wage gap) di kota-kota di DIY dan Jawa Tengah, dan mengidentifikasi hubungan antara
disparitas pendapatan dengan jumlah masalah sosial penduduk. Hal ini karena sering kali
terdapat suatu ironi antara pertumbuhan ekonomi regional yang tinggi dengan disparitas
pendapatan (Royuela et al., 2014). pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali diikuti pula
dengan rendahnya kualitas hidup (quality of life) sebagian penduduknya terutama yang
bekerja pada industri manufaktur berupah rendah. Rendahnya upah sebagian pekerja
menyebabkan terjadinya kemiskinan relatif yang berpotensi menimbulkan masalah sosial.
Permasalahan sosial yang tinggi terjadi di daerah dengan disparitas pendapatan yang tinggi
pula (Wilkinson dan Pickett, 2011).

Landasan Teori

Masyarakat suatu negara (daerah) bersifat heterogen yang secara ekonomi terdiri dari
berbagai strata yang ditandai dengan kepemilikan sumber daya diantara anggota masyarakat
yang juga bersifat heterogen. Potensi dan kemampuan tiap strata masyarakat berbeda-beda.
Terdapat sekelompok anggota masyarakat yang memilki sumber daya dalam jumlah yang
lebih banyak daripada sekelompok masyarakat lainnya. Dalam kaitan dengan pertumbuhan
ekonomi, maka permasalahan yang sering terjadi adalah kenaikan jumlah barang dan jasa
tersebut sering kali tidak dapat dinikmati anggota masyarakat secara merata. Heterogenitas
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pemilikan sumber daya menyebabkan tidak semua anggota masyarakat dapat berperan serta
dalam proses produksi. Hal ini berarti ada sejumlah anggota masyarakat yang tidak ikut serta
dalam proses produksi dan sebagai akibatnya mereka tidak mendapatkan kontribusi. Dengan
kata lain mereka tidak memperoleh pendapatan.

Kondisi lain yang juga sering ditemui adalah adanya sejumlah kecil anggota
masyarakat lapisan atas menikmati sejumlah besar barang dan jasa yang dihasilkan
perekonomian, sedangkan masyarakat lainnya (walaupun jumlahnya banyak) hanya
menikmati barang dan jasa dalam jumlah yang relatif sedikit. Dengan demikian terdapat
kesenjangan antar anggota masyarakat. Disparitas pendapatan ini menjadi salah satu isu
(masalah) yang cukup mengganggu dan akhir-akhir ini menyita banyak perhatian.

Disparitas pendapatan telah banyak dibahas dalam dua dasa warsa terakhir. Disparitas
pendapatan timbul akibat adanya pemusatan investasi ke beberapa daerah/kota tertentu.
Dalam penentuan lokasi investasi, maka investor akan berupaya untuk mendapatkan daerah
yang berdaya saing. Secara ekonomi daerah berdaya saing ini akan mencakup kota-kota yang
memiliki sarana dan prasarana (infrastruktur) dan sumber daya manusia yang memadai.
Dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang mencukupi, maka proses produksi barang
dan jasa di wilayah tersebut dapat dilakukan dengan biaya lebih rendah. Demikian pula
ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tinggi mampu melengkapi
ketersediaan modal/kapital sehingga perpaduan keduanya mampu menghasilkan proses
produksi yang efisien dan efektif.

Kota yang banyak memperoleh tambahan investasi akan tumbuh lebih cepat.
Pertumbuhan kota menyebabkan perubahan daerah sekitar kota dari daerah yang bersifat non-
urban menjadi daerah urban. Dengan kata lain terjadi aglomerasi perkotaan. Keragaman
aktivitas ekonomi meningkat seiring dengan pertumbuhan ukuran kota. Perusahaan-
perusahaan besar akan berlokasi di kota besar yang memilik infrastruktur lebih lengkap
seperti ketersediaan jalan tol, pelabuhan dan bandar udara. Perusahaan-perusahaan ini
memiliki keunggulan sehingga mereka bisa memilih pekerja berkualifikasi tinggi sesuai
yang diinginkan. Keberadaan pekerja berkualifikasi tinggi dan infrastruktur memadai
menjadikan proses produksi berjalan lebih efisien. Barang dan jasa dapat dihasilkan dengan
biaya lebih rendah. Dengan demikian produk memiliki daya saing tinggi dan mampu
menguasai pasaran.

Kemampuan penduduk kota untuk memanfaatkan potensi yang timbul dari aglomerasi
perkotaan berbeda-beda. Penduduk yang berpendidikan tinggi mampu memanfaatkan
peluang yang timbul. Mereka mampu bekerja di sektor-sektor ekonomi yang produktif.
Sementara itu, di sisi lain terdapat anggota masyarakat yang gagal memanfaatkan peluang
yang timbul dari aglomerasi perkotaan ini. Faktor penawaran tenaga kerja berlebih (labor
surplus) menyebabkan outcome pasar tenaga kerja ditentukan oleh permintaan tenaga kerja.
Dengan berbagai pertimbangan dalam efisiensi produksi, maka perusahaan menentukan
spesifikasi pekerja yang dibutuhkan. Spesifikasi kebutuhan akan pekerja dengan kualifikasi
tertentu menjadikan tidak semua penduduk kota mampu memenuhi spesifikasi yang
disyaratkan. Seringkali terjadi lowongan kerja di suatu industri tidak terisi, sedangkan pada
saat bersamaan terdapat sejumlah pencari kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan yang
dicarinya.

Pencari kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan akan menjadi penganggur atau
terpaksa bekerja di sektor informal dengan produktivitas yang lebih rendah. Demikian pula
suatu profesi pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan profesi lainnya. Suatu
profesi pekerjaan memerlukan spesifikasi tertentu sehingga tidak semua pekerja dapat
memasukinya. Hal ini menyebabkan disparitas produktivitas pekerja antar sektor ekonomi
dan antar profesi. Disparitas produktivitas pekerja, baik menurut sektor ekonomi maupun
profesi pekerja (jabatan) akan berdampak pada disparitas tingkat upah. Hal ini dikarenakan
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produktivitas pekerja berhubungan dengan tingkat upah (Pernia dan Salas, 2006). Disparitas
tingkat upah menunjukkan disparitas pendapatan antar kelompok pekerja yang tinggal di
suatu kota. Hal tersebut menunjukkan adanya disparitas pendapatan. Satu kelompok
masyarakat berpendapatan tinggi, sedangkan kelompok masyarakat lainnya berpendapatan
rendah sehingga terdapat ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Tidak seluruh masyarakat kota mampu memanfaatkan peluang yang timbul dari
pertumbuhan kota. Hal ini terkait dengan keragaman potensi yang dimiliki masyarakat di
antaranya keragaman dalam pendidikan. Mereka yang memiliki pendidikan dan keahlian
tinggi mampu memanfaatkan peluang ini, sedangkan pekerja yang tidak memiliki pendidikan
dan keahlian yang cukup akan tersisih. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi
tinggi diikuti dengan memburuknya disparitas pendapatan (Wilkinson dan Pickett, 2011).

Potensi pertumbuhan ekonomi kota bergantung pada faktor-faktor pendukungnya di
antaranya infrastruktur. Pada umumnya kota-kota besar memiliki infrastruktur yang memadai
sehingga mampu menghasilkan output (barang dan jasa) dalam jumlah yang besar pula. Kota
dengan ukuran lebih besar memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi pula. Akan tetapi
tingginya PDRB per kapita tidak selalu menunjukkan tingginya kesejahteraan penduduknya.
Hal ini karena pada umumnya distribusi pendapatan masyarakat tidak merata atau dengan
kata lain terdapat disparitas pendapatan.

Disparitas pendapatan berpotensi menyebabkan terjadinya masalah sosial. Disparitas
pendapatan menyebabkan timbulnya masalah kemiskinan relatif. Penduduk yang
berpendapatan rendah (miskin secara relatif) tidak mampu memenuhi kebutuhannya terutama
kebutuhan sekunder dan tersier. Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat kelas bawah
merupakan penyebab masalah disparitas pada bidang-bidang sosial. Secara umum indikator
sosial seperti angka kriminalitas, angka perceraian, angka bunuh diri, angka harapan hidup
dan angka melek huruf merupakan ukuran kesejahteraan yang menggambarkan kondisi nyata
dialami masyarakat.

Kepuasan masyarakat yang diukur dengan indikator-indikator sosial mampu
menggambarkan tinggi rendahnya masalah sosial. Disparitas pendapatan menyebabkan
masyarakat yang berpendapatan rendah merasa unfair. Wujud dari penilaian unfair adalah
perilaku masyarakat yang disfungsional. Hal ini berarti perilaku sekelompok masyarakat
menyimpang dari aturan atau norma-norma yang seharusnya. Kelompok masyarakat yang
berperilaku disfungsional menjadi sumber masalah sosial yang rumit. Tindakan kelompok ini
dapat mengakibatkan penderitaan masyarakat. Apabila tindakan ini berlangsung terus
menerus, maka dikhawatirkan hal ini akan menurunkan pola-pola kehidupan yang
disfungsional kepada keturunan atau generasi penerus sehingga masalah sosial ini menjadi
masalah yang berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan data Badan Pusat Statistik (BP). Data penelitian akan
mencakup upah pekerja, pertumbuhan penduduk, kesempatan kerja, dan tingkat kriminalitas.
Cakupan rentang waktu penelitian adalah periode 2001-2014. Pemilihan titik awal tahun
2001 dikarenakan pada periode tersebut mulai berlakunya otonomi daerah. Adapun titik akhir
pada tahun 2014 dikarenakan publikasi BPS pada tahun tersebut merupakan publikasi
terbaru. Cakupan obyek penelitian meliputi Kota Yogyakarta, Solo, Salatiga, Magelang,
Semarang, Pekalongan dan Tegal.

Definisi operasional dijelaskan sebagai berikut. 1). Masalah sosial diproksi dengan
variabel tingkat kriminalitas yaitu jumlah kasus kriminalitas selama satu tahun. 2).
Disparitas upah adalah selisih antara upah terendah (diproksi dari upah minimum kota
=UMK) dengan upah tertinggi (diproksi dari upah manajer). Karena masalah ketersediaan
data, maka upah manajer diestimasi berdasar UMK dikalikan rasio perbandingan antara upah
pekerja produksi di bawah supervisi dengan upah manajer di Jawa Tengah dan DIY. 3).
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Pertumbuhan penduduk adalah persentase pertambahan penduduk kota setiap tahunnya 4).
Pertumbuhan kesempatan kerja adalah persentase pertambahan penduduk yang bekerja setiap
tahun

Penelitian ini meliput kondisi sosial dan ekonomi kota-kota di DIY dan Jawa Tengah
periode 2001-2014. Dengan demikian data penelitian berbentuk data panel yang merupakan
gabungan dari data belah silang dan runtun waktu. Data panel memiliki beberapa keunggulan
dibandingkan data belah silang atau data runtun waktu (Baltagi, 2003:5-7). Salah satu
prasyarat regresi adalah variabel-variabel dalam model berkointegrasi. Untuk menguji apakah
variabel dalam model berkointegrasi digunakan uji kointegrasi Pedroni.

Dampak disparitas upah pada tingkat kriminalitas diestimasi dari model berikut.

Yi =@+ oXy + BX i+ XK g + 8y

Secara berturut-turut X1 adalah disparitas upah (persen), X2 adalah pertumbuhan
penduduk (persen), X3 adalah pertumbuhan kesempatan kerja (persen), Y adalah masalah
sosial yang diproksi tingkat kriminalitas (kasus).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis

Pengujian  kointegrasi  berkaitan dengan kemungkinan adanya hubungan
keseimbangan angka panjang antar variabel ekonomi seperti yang dikehendaki dalam teori
ekonomi. Dalam Penelitian ini pengujian kointegrasi dilakukan berdasar model kointegrasi
Kao. Hasil Pengujian kointegrasi Kao menunjukkan adanya penolakan terhadap hipotesis Ho
yang menyatakan tidak adanya kointegrasi antar variabel untuk model. Pada regresi data
panel terdapat 2 (dua) model dasar yaitu model fixed effects dan random effects. Hasil Uji
Hausman menunjukkan bahwa nilai m lebih besar daripada x* pada derajat keyakinan
(0=5%), maka model yang dipilih adalah fixed effects. Hal ini berarti hasil analisis dilakukan
berdasar model fixed effects.

Melalui metode estimasi dengan model fixed effects dan reduksi terhadap paramater-
paramater yang tidak signifikan diperoleh hasil estimasi yang sederhana. Hasil pengujian
redundant coefficient menunjukkan bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel (0=5%)
sehingga tidak signifikan. Hal ini berarti beberapa koefisien regresi memang tidak signifikan.
Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,7392 menunjukkan bahwa sebesar 73,92 persen
variasi tingkat kriminalitas dapat dijelaskan oleh variasi pada variabel-variabel dependen,
sisanya sebesar 26,08 persen dijelaskan oleh residual. Sementara itu nilai F hitung sebesar
31,55 dan signifikan menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama
berpengaruh pada tingkat masalah sosial.
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Tabel 1
Hasil Estimasi Jangka Pendek Dampak Disparitas Upah Pada Tingkat Kriminalitas
(Fixed Effects)

Nomor. Variabel Koefisien  t-statistik  t-tabel
(a0 =5%)
1. C 75,788 1,164 1,645
2. X1 0,103 3,781* 1,645
3. X2 10,197 1,534 1,645
4, X3 2,624 0,783 1,645
Variabel dependen: Tingkat kriminalitas
Adjusted R? = 0,739 Fhitung = 31,55

*) signifikan pada (0=5%)

Pembahasan

Koefisien regresi variabel disparitas pendapatan sebesar 0,103. Hal ini menunjukkan
bahwa kenaikan disparitas pendapatan sebesar 1 juta akan diikuti dengan kenaikan tingkat
kriminalitas sebesar 103 kasus (cetiris paribus). Disparitas pendapatan menyebabkan
masyarakat yang berpendapatan rendah merasa unfair. Wujud dari penilaian unfair adalah
perilaku masyarakat yang disfungsional. Hal ini berarti perilaku sekelompok masyarakat
menyimpang dari aturan atau norma yang seharusnya. Kelompok masyarakat yang saling
berperilaku disfungsional yang mengarah kepada kriminalitas.

Akar permasalahan konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, mengarah pada
perebutan atas sumber-sumber kepemilikan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas
dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidakmerataan pembagian aset-aset
sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan
pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkan tambahan
asset. Sering kali upaya tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Adapun
variabel pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan lapangan kerja tidak berpengaruh pada
tingkat kriminalitas.

Untuk itu diperlukan upaya untuk mengurangi disparitas pendapatan tanpa
mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh adalah
penyebaran investasi antar daerah (Kim dan Kim, 2003), peningkatan infrastruktur
transportasi, desentralisasi perundingan bersama antara pekerja dan pengusaha, dan
peningkatan akumulasi human capital (Banerjee and Jarmuzek, 2009).

KESIMPULAN

Kenaikan disparitas pendapatan akan diikuti dengan kenaikan masalah sosial
(diproksi dengan tingkat kriminalitas). Disparitas pendapatan menyebabkan masyarakat yang
berpendapatan rendah merasa unfair. Wujud dari penilaian unfair adalah perilaku masyarakat
yang disfungsional. Perilaku sekelompok masyarakat menyimpang dari aturan atau norma-
norma yang seharusnya dan melanggar kaidah hukum.
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ABSTRACT

IAS 50/55 will be applied for financial statements beginning on January 1, 2009.
However, there are several obstacles faced by compilers of financial statements, DSAK-IAI
decided to change the effective date of the implementation of SFAS 50 and 55 (Revised 2006 )
be for periods beginning after January 1, 2010. The purpose of this study was constraints and
the impact of the adoption of 1AS 50 and 55 on the financial statements of banks. This study
was performed to all banks listed in the Indonesian capital market. The total number of
companies listed in the stock market some 31 banks. This research was conducted with the
observation period 2009 to 2014 then for 6 years is a period of observation, so that data is
numbered 186 in the form of financial statements annual report. The results of this study
concluded that one of the challenges faced by banks in the implementation of IAS 55 is
inadequate historical data held for calculating collective impairment (collective impairment).
Besides obstacles in the implementation of SFAS 50 ,55 (revised 2006), among others,
information systems, accounting policies, the availability of data, human resources, financial
statement comparability, availability of data, feeding the data and time reporting.

Keyword: SFAS No. 50 (Revised 2006), SFAS No. 55 (Revised 2006), the impact of SFAS 50
and 55.

ABSTRAK

PSAK 50/55 akan diterapkan untuk laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2009.
Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyusun laporan keuangan,
DSAK-IAI memutuskan untuk mengubah tanggal efektif pemberlakuan PSAK 50 dan 55
(Revisi 2006) menjadi untuk periode yang dimulai setelah 1 Januari 2010. Tujuan dari
penelitian adalah ingin menetahui kendala dan dampak dari penerapan PSAK 50 dan 55 pada
laporan keuangan perbankan. Penelitian ini dilakukan untuk seluruh perbankan yang terdaftar
di pasar modal Indonesia. Jumlah seluruh perusahaan yang terdaftar di pasar modal sejumlah
31 bank. Penelitian ini dilakukan dengan perioda amatan 2009 sd 2014 Maka selama 6 tahun
adalah jangka waktu observasi, sehingga datanya berjumlah 186 laporan keuangan dalam
bentuk annual report. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa salah satu tantangan
yang dihadapi perbankan dalam implementasi PSAK 55 adalah belum memadainya data
historis yang dimiliki untuk menghitung penurunan nilai secara kolektif (collective
impairment). Selain itu kendala dalam penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) antara lain
sistem informasi, kebijakan akuntansi, ketersediaan data, sumber daya manusia,
komparabilitas laporan keuangan, ketersediaan data, feeding data dan waktu pelaporan.

Kata Kunci: PSAK No. 50 (Refisi 2006), PSAK No. 55 (Refisi 2006), dampak penerapan
PSAK 50 and 55.
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1. PENDAHULUAN
Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi
keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi
pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan
pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada
mereka. (PAPI, 2008)
Dalam penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan acuan standar yang berlaku
umum di Indonesia seperti pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Interpretsi
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), International Accounting Standard (IAS)/
International Financial Reporting Standards (IFRS), ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia,  peraturan  perundang-undangan  yang relevan  dengan  laporan
keuangan dan lain-lain. PSAK 50 dan PSAK 55 merupakan bagian standar yang
diterapkan pada penyusunan laporan keuangan perbankan.

Pada artikel ini akan dibahas mengenai penerapan dan dampak implementasi PSAK 50
dan PSAK 55 pada laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dimana penerapan
PSAK No. 50 (Revisi 2006), -Instrument keuangan: Penyajian dan Pengungkapanll dan
PSAK No. 55 (Revisi 2006), -Instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuranl, berlaku
efektif untuk laporan keuangan dengan periode pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010 dan
diterapkan secara prospektif yang dimulai. (BRI, 2010). Sehingga pada pelaksanaanya
terdapat perbedaan dan dampak yang diakibatkan dari penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 di
Laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (Revisi 2008) kebijakan akuntansi
Umum, kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua
hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK. Apabila PSAK belum mengatur
masalah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari suatu transaksi atau
peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan
keuangan menyajikan informasi:
a. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan; dan
b. Dapat diandalkan, dengan pengertian:

1) Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahaan;

2) Mengambarkan substansial ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak
semata-mata bentuk hukumnya;

3) Netral, yaitu bebas dari keberpihakan;

4) Mencerminkan kehati-hatian; dan

5) Mencakup semua hal yang materal

Manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang

memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan keuangn. Dalam melakukan
pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan:

a. Persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah
terkait;

b. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban
yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
(KDPPLK); dan

c. Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang
lazim sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.

17



Prosiding LPPM UPN “VETERAN’ YOGYAKARTA Tahun 2016 ISBN: 978-602-60245-0-3

2.2 State of the Art

Penelitian, Murdianingrum (2005) sudah melakukan penelitian pendahuluan yaitu dampak
analisis pengaruh struktur modal dan tipe kepemimpinan perusahaan terhadap kelengkapan
laporan keuangan.

IFRS memiliki karakteristik yang bebeda dengan standar akuntansi yang sebelumnya
digunakan. Menurut Suwardjono (2011) bahwa standar akuntansi mempunyai implikasi
terhadap kehidupan ekonomik, business, dan sosial. Teori akuntansi berperan dalam tahap
pemilihan konsep teknik, dan metoda dalam penyusunan standar untuk mncapai tujuan
tertentu. Karena akuntansi bersifat utilitarian, praktik akuntansi yang diterapkan harus
didasarkan pada analisis kos dan manfaat untuk wilayah (negara) diterapkannya standar
tersebut. Dengan kata lain, praktik akuntansi sebagai manifestasi pelaksanaan standar
semestinya harus mengarahkan atau membantu ke pencapaian tujuan negara. Di Amerika,
ketika menyusun rerangka konseptual, FASB menetapkan tujuan pelaporan keuangan atas
dasar kondisi dan lingkungan di Amerika. Rerangka konseptual harus dirancang untuk
kepentingan negara, bukan hanya untuk kepentingan perusahaan dan investor. oleh karena
itu, rerangka konseptual mestinya harus direkayasa dengan seksama dalam rangka mencapai
tujuan negara.

2.3Adopsi IFRS

International Accounting Standard (IAS) adalah Standar Akuntansi Internasional untuk
pelaporan keuangan yang disusun oleh International Accounting Standard Committee
(IASC). Sejak 1 April 2001, International Accounting Standard Board (IASB) melanjutkan
peran IASC dalam penyusunan standar dan mulai menerbitkan International Financial
Reporting Standard (IFRS). Penting untuk membedakan antara adopsi IFRS atau konvergensi
IFRS. Sedangkan Konvergensi adalah mekanisme bertahap yang dilakukan suatu negara
untuk mengganti standar akuntansi nasionalnya dengan IFRS. Konvergensi banyak
ditemukan di negara berkembang, (Nobes, 2010). Walaupun bukan merupakan adopsi
penuh, konvergensi menunjukkan perbedaan yang minimal dengan IFRS. Perbedaan yang
ada biasanya dalam hal waktu penerapan atau sedikit pengecualian dalam pengaturan standar
tertentu. Pada kenyataannya beberapa negara akan mengalami kesulitan untuk melakukan
adopsi IFRS secara penuh. Kendala yang mungkin dihadapi antara lain perangkat hukum, tata
kelola dan juga budaya. Chen, Ding, dan Xu (2009).

Hasil penelitian berkaitan dengan adopsi IFRS untuk negara-negara Asia dilakukan oleh
Suryaningsum (2012, 2013) menyatakan bahwa negara-negara yang mengadopsi IFRS
memiliki kualitas laporan keuangan yang tidak berbeda dengan kualitas laporan keuangan
sebelum dilakukan adopsi. Format dan bentuk saja yang membedakan laporan keuangan
sebelum dan sesudah adopsi IFRS. Keberadaan standar akuntansi lokal yang mengadaptasi
standar internasional (DSTD) menunjukkan kecenderungan negara tersebut akan mengadopsi
IFRS. Keberadaan standar akuntansi lokal yang mengadaptasi internasional tidak dapat selalu
menjadi dasar yang kuat bahwa negara tersebut akan mengadopsi IFRS.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk seluruh perbankan yang terdaftar di pasar modal Indonesia.
Jumlah seluruh perusahaan yang terdaftar di pasar modal pada April 2014 ini (saat proposal
ini dibuat) adalah sejumlah 31 bank. Penelitian ini dilakukan dengan perioda amatan 2009 sd
2014 (tahun 2014 adalah diterbitkannya laporan keuangan tahun 2013). Maka selama 6 tahun
adalah jangka waktu observasi, sehingga datanya berjumlah 186 laporan keuangan dalam
bentuk annual report. 1 annual report yang diterbitkan perusahaan memiliki jumlah halaman
sekitar 300 sd 500 halaman. Sehingga data riset dilakukan terhadap 335.200 sd 670.400
halaman.

18



Prosiding LPPM UPN “VETERAN’ YOGYAKARTA Tahun 2016 ISBN: 978-602-60245-0-3

4. PEMBAHASAN
Perubahan Mendasar dan Analisis Dampak PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006)
Menurut Bank Mandiri (2010), perubahan mendasar dan analisis dampak PSAK 50 dan 55
(Revisi 2006):
1. Klasifikasi
Aset keuangan harus diklasifikasikan berdasrkan Kklasifikasi Dfair Value Throught
Profit/Loss (FVPTL), Held to Maturity (HTM), Available for sale (AFS) dan Loan &
Receivables. Kewajiban keuangan harus diklasifikasikan berdasarkan Kklasifikasi FVTPL dan
Other Liabilities. Implikasinya adalah bank-bank harus mereview Kklasifikasi seluruh
instrumen keuangan yang dimiliki per tanggal 1 Januari 2010 sesuai dengan intensi dan
kemampuan financial bank, serta berdasarkan karakteristik aset dan kewajiban keuangan
dimaksud. Hal ini menentukan perlakuan akuntansi yang tepat untuk masing-masing
instrumen keuangan tersebut.
2. Effective Interest Rate
Berdasarkan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006), pendapatan bunga dan biaya bunga
instrumen keuangan diakui sebesar effective interest rate (EIR). Apabila dalam suatu
perolehan instrumen keuangan terdapat biaya transaksi dan/ atau fee yang terkait langsung
(attributable) dengan perolehan tersebut, maka EIR instrumen keuangan harus dihitung
dengan memasukkan komponen biaya transaksi dan/atau fee tersebut. Biaya transaksi dan fee,
antara lain adalah sebagai berikut: pendapatan provisi kredit, denda/penalti atas opsi
pelunasan sebelum jatuh tempo, fee kepada karyawan atas aplikasi kredit yang disetujui,
biaya hadiah yang diberikan atas setiap aplikasi deposito. Implikasi atau dampaknya yaitu:
bank harus mengidentifikasi biaya dan fee yang dapat dikategorikan sebagai biaya transaksi,
bank harus menentukan tingkat materialitas biaya transaksi dan fee yang terkait langsung
(attributable) yang harus diamortisasi dengan metode EIR.
3. Fair Value
Bukti terbaik dari nilai wajar adalah kuotasi di pasar yang aktif, yaitu bid price untuk aset
keuangan dan ask price untuk kewajiban keuangan. Apabila pasar untuk suatu instrumen
keuangan tidak aktif, entitas menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.
Dampak atau implikasinya: bank harus melakukan mark to market aset keuangan yang
dikategorikan sebagai FVTPL atau AFS dengan menggunakan bid price dan kewajiban
keuangan yang dikategorikan sebagai FVTPL dengan menggunakan ask price, bank perlu
menyesuaikan sistem yang dimiliki.
4. Impairment
Perbedaan perhitungan PPA / CKPN:
e PPA berdasarkan PBI : PPA umum wajib di bentuk sebesar 1% dari baki debet.
e PPA khusus wajib dibentuk berdasarkan tingkat kolektibilitas dengan memperhatikan
prinsip 3 pilar.
CKPN berdasarkan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006)
e Tidak terdapat ketentuan pembentukan PPA umum
e Harus mngidentifikasi adanya bukti objektif penurunan nilai dan melakukan impairment
test untuk menentukan kerugian penurunan nilai aset
o Impairment test untuk aset keuangan yang individual signifikan, dilakukan secara
individual dan aset keuangan yang tidak individual signifikan dilakukan secara kolektif.

Dampak terhadap Bank Secara Umum pada penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006)

Menurut Bank Mandiri, (2010), dampak terhadap bank secara umum pada penerapan PSAK
50 dan 55 (Revisi 2006):
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Laporan Keuangan: berdampak signifikan pada laporan keuangan perbankan karena
terdapat perubahan cara pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan.

People / organization: perlu meningkatkan awareness dan pemahaman seluruh organiasi
terhadap ketentuan-ketentuan pada PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) melalui sarana trining
dan sosialisasi, perlu melibatkan hampir seluruh unit kerja karena penerapan PSAK 50 dan
55 (revisi 2006) mempengaruhi hampir seluruh transaksi maupun produk perbankan.
Business Process: berdampak pada proses bisnis karena perlu penyesuaian prosedur dan
kebijakan dalam menentukan nilai wajar, recognition dan derecognition instrumen
keuangan serta perhitungan pencadangan kerugian penurunan nilai.

Policy: perlu mengidentifikasi dan mengkaji perubahan kebijakan akuntansi serta
kebijakan terkait lainnya, sehubungan dengan pemberlakuan PSAK 50 dan 55 (Revisi
2006), perlu menyesuaikan kebijakan terkait lainnya sesuai perubahan tersebut.

Sistem: perlu mengidentifikasi dan mengkaji kebutuhan sistem untuk mendukung
penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006), termasuk identifikasi kebutuhan data,
melakukan pengembangan sistem untuk mendukung penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi
2006).

Penerapan Awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) pada
Perbankan

Ketentuan transisi atas penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55

(Revisi 2006) dilaksanakan sesuai dengan Buletin Teknis No. 4 yang dikeluarkan oleh Ikatan
Akuntan Indonesia, memberikan tambahan pedoman di bawah ini:

1

Perhitungan Suku Bunga Efektif

Perhitungan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi yang diperoleh sebelumnya dan masih bersaldo pada tanggal 1
Januari 2010 ditentukan berdasarkan arus kas masa depan yang akan diperoleh sejak
penerapan awal PSAK No. 55 (Revisi 2006) sampai dengan jatuh tempo instrumen
keuangan tersebut.

Penghentian Pengakuan

Instrumen keuangan yang sudah dihentikan pengakuannya sebelum tanggal 1 Januari 2010
tidak dievaluasi kembali berdasarkan ketentuan penghentian pengakuan dalam PSAK No.
55 (Revisi 2006).

Instrumen Keuangan Majemuk

instrumen keuangan majemuk yang ada pada tanggal 1 Januari 2010 harus dipisahkan
antara komponen kewajiban dan komponen ekuitas berdasarkan paraf 11 PSAK No. 50
(Revisi 2006).

Klasifikasi Instrumen Keuangan sebagai Kewajiban atau Ekuitas

Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai
kewajiban atau ekuitas sesuai dengan paragraf 11 PSAK No. 50 (Revisi 2006).
Penurunan Nilai Instrumen Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank menentukan penurunan nilai instrumen keuangan
berdasarkan kondisi pada saat itu. Selisih antara penurunan nilai ini dengan penurunan
nilai yang ditentukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku sebelumnya diakui
langsung ke saldo laba pada awal tanggal 1 Januari 2010.
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Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Dampaknya Terhadap

Laporan Keuangan Tahun 2015 ( Studi Kasus pada Bank BRI)

PSAK PSAK Pokok-Pokok Perubahan Dampak ke BRI
No | Baru Lama
1 | PSAK50 | PSAK50 | Penyesuaian ruang lingkup mengacu BRI telah melakukan
(2014) : (2010) : pada PSAK yang telah mengatur penyesuaian sesuai dengan
Instrumen | Instrumen | secara khusus (contoh : PSAK 68). perubahan standar yang
Keuangan | Keuangan | 1. Memberikan pedoman aplikasi atas | disyaratkan. Sampai saat ini,
: ) kriteria saling hapus aset dan BRI telah mengadopsi
Penyajian | Penyajian liabilitas keuangan. perlakuan kriteria saling hapus
2. Memberikan pedoman aplikasi atas | dan penyelesaian neto jika dan
kriteria penyelesaian neto. hanya jika BRI memiliki
3. Berlaku ketentuan transisi secara kekuatan hukum untuk
retrospektif. melakukan saling hapus dan
maksud menyelesaian secara
neto untuk merealisasi aset dan
menyelesaiakan liabilitas
secara simultan.
2 | PSAK55 | PSAK 55 | Penyesuaian ruang lingkup mengacu
(2014) : (2010) : pada PSAK yang telah mengatur
Instrumen | Instrumen | secara khusus (contoh : PSAK 68).
Keuangan: | Keuangan: | 1. Mengatur pencatatan instrumen
Pengakuan | Pengakuan keuangan saat nilai wajar pada saat
dan dan pengakuan berbeda dengan harga
Pengukura | Pengukura transaksi. Mengatur penjelasan
n n mengenai pengukuran reklasifikasi
derivatif melekat. Mengatur
kualifikasi item lindung nilai,
2. penghentian instrumen lindung
nilai, penilaian efektifitas lindung
nilai dan periode pengakuan
lindung nilai atas arus kas. Berlaku
ketentuan transisi secara
retrospekitif.
3 | PSAK 60 | PSAK 60 | Penyesuaian ruang lingkup mengacu BRI telah melakukan
(2014) : (2010) : pada PSAK yang telah mengatur penyesuaian sesuai dengan
Instrumen | Instrumen | secara khusus (contoh : PSAK 68) standar yang disyaratkan,
Keuangan: | Keuangan: | 1. Pengungkapan bagi entitas yang diantaranya peningkatan
Pengungk | Pengungk memenuhi persyaratan saling pengungkapan atas nilai wajar
apan apan hapus. dan risiko likuiditas. Termasuk

2. Pengungkapan yang disyaratkan
untuk penghentian keseluruhan dan
sebagian.

3. Berlaku ketentuan transisi secara
retrospektif.

pula penyesuaian modifikasi ke
sistem informasi dan
pengendalian internal terkait
syarat pengungkapan serta
pertimbangan manajemen
tentang tingkat signifikasi
input dalam pengukuran nilai
wajar.
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Dampak Penerapan PSAK 55 (Revisi 2006) Terhadap Perbankan di Indonesia

Dalam Bank Indonesia (2010), pada awalnya PSAK 50/55 akan diterapkan untuk laporan
keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2009. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang
dihadapi oleh penyusun laporan keuangan, DSAK-IAI memutuskan untuk mengubah tanggal
efektif pemberlakuan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) menjadi untuk
periode yang dimulai setelan 1 Januari 2010 sesuai dengan pengumuman No.
1705/DSAK/IAI/XI1/2008.

Sebagai entitas yang mayoritas struktur neracanya terdiri dari aset keuangan dan kewajiban
keuangan, implementasi PSAK 55 dan 50 akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi
perbankan dibandingkan entitas pelapor lainnya dengan struktur neraca yang tidak didominasi
oleh instrumen keuangan.

Salah satu tantangan yang dihadapi perbankan dalam implementasi PSAK 55 adalah belum
memadainya data historis yang dimiliki untuk menghitung penurunan nilai secara kolektif
(collective impairment). Untuk itu, Bank Indonesia bersama dengan DSAK-IAI dan Dewan
Standar Profesi Akuntan Publik (DSPAP)-IAI memberikan masa transisi khusus yang secara
standar akuntansi dimungkinkan. Bagi bank yang belum memiliki data kerugian historis yang
cukup dan belum dapat melakukan proses estimasi yang memadai untuk menentukan besarnya
collective impairment, maka pembentukan collective impairment dapat mengacu pada
pembentukan cadangan umum dan cadangan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
Indonesia mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sampai dengan 31 Desember 2011.
Adapun bank yang tidak memiliki keterbatasan wajib tetap menerapkan perhitungan collective
impairment sesuai PSAK 55.

Tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan secara cukup mendasar dalam metode
pengukuran dan klasifikasi instrumen keuangan yang berdampak pada perlakuan akuntansi di
bank. Klasifikasi instrumen keuangan menjadi Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba
Rugi yang sebelumnya hanya ada untuk surat berharga, saat ini diterapkan untuk seluruh
instrumen keuangan, termasuk kredit.

Tantangan juga dihadapi bank untuk kredit, yang merupakan instrumen keuangan yang
signifikan di perbankan. Kredit kemungkinan besar akan masuk dalam kategori Pinjaman Yang
Diberikan dan Piutang (Loan and Receivables) yang diukur dengan cara harga perolehan yang
diamortisasi (amortised cost). Untuk itu, bank perlu melakukan penyesuaian pengukuran dari
semula berdasarkan baki debet menjadi berdasarkan amortised cost.

Selain itu, penyajian laporan keuangan berdasarkan IFRS belum sepenuhnya mengadopsi
kepentingan kehati-hatian perbankan. Cadangan yang dibentuk adalah sebesar selisih antara
estimasi arus kas awal dengan estimasi arus kas setelah terdapat bukti obyektif terjadinya
penurunan nilai. Sementara itu, sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan, pembentukan
cadangan didasarkan baik pada incurred losss maupun expected loss sehingga modal bank
diharapkan dapat menutup potensi kerugian yang terjadi. Untuk menjembatani hal tersebut,
perhitungan cadangan sesuai ketentuan Bank Indonesia akan digunakan dalam konteks
perhitungan modal, sementara untuk penyajian laporan keuangan bank tetap menghitung
cadangan sesuai PSAK.

Untuk memantau persiapan bank dalam menerapkan PSAK 55, Bank Indonesia telah
meminta bank untuk menyampaikan action plan baik dalam aspek sumber daya manusia,
sistem maupun proses. Selan itu, Bank Indonesia juga telah melakukan on site visit ke beberapa
bank untuk melihat secara langsung persiapan yang dilakukan oleh bank.

Kendala-kendala Penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006)

Beberapa kendala dalam penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) antara lain sebagai berikut:
1. Sistem Informasi
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a. Dalam proses implementasi sistem IT sesuai PSAK 50 dan 55 (revisi 2006), berdasarkan
kesanggupan rekanan, diketahui bahwa pengembangan sistem yang digunakan untuk
penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) minimal membutuhkan waktu selama 6 bulan.

b. Tidak terdapat bank di Indonesia yang dapat dijadikan benchmark dalam menerapkan
sistem IT yang sudah sesuai dengan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006).

c. Diperlukan pemahaman yang memadai untuk dapat memastikan bahwa sistem IT yang
digunakan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada PSAK 50 dan 55 (revisi 2006).

d. Untuk mendapatkan hasil perhitungan Probability of Default (PD) sesuai best practice,
harus dikembangkan sistem risk management terlebih dahulu agar tidak terjadi duplikasi
dalam pengembangan sistem.

2. Kebijakan Akuntansi

a. Perlu disusun kebijkan akuntansi masing-masing bank yang sesuai dengan PSAK 50 dan
55 (revisi 2006) dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya..

b. Perlu dilakukan simulasi terhadap metodologi yang akan ditetapkan pada kebijakan
akuntansi.

3. Ketersediaan Data

Bank atu perusahaan harus memastikan ketersediaan data untuk melakukan perhitungan-

perhitungan sesuai PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) sebagai berikut:

> Effective Interest Rate (EIR)

Untuk dapat menghitung EIR instrumen kredit diperlukan data, sebagai berikut:

Data estimasi arus kas kontraktual kredit s.d. jatuh tempo (pokok dan bunga), Biaya
transaksi dan pendapatan yang teratribusi langsung terhadap perolehan kredit, Jangka
waktu kredit (star date dan due date), Suku bunga kontraktual, Baki debet kredit.

Apabila data tersebut belum tersedia di sistem, perlu dilakukan enhancement

> Fair Value
Untuk dapat mengukur nilai wajar instrumen keuangan (mark to market), diperlukan data
bid price untuk aset keuangan dan ask price untuk kewajiban keuangan..

» Collective Impairment
Untuk dapat menghitung Collective Impairment instrumen kredit diperlukan data historis
kredit minimum selama 3 (tiga) tahun, sebagai berikut:

Data historis kualitas kredit yang tercermin pada rating atau kolektibilitas, Data
carrying value kredit (nilai tercatat kredit), Data kredit hapus buku, Data recovery dari
kredit hapus buku, Data bucket tunggakan kredit, Data Loss Identification Period (LIP).

Apabila data tersebut belum tersedia di sistem, perlu dilakukan enhancement.

> Individual Impairment
Untuk dapat menghitung individual impairment instrumen kredit diperlukan data sebagi
beikut:

Data estimasi arus kas untuk kredit yang secara individual signifikan dan memiliki
bukti objektif penurunan nilai (discounted cash flow method), Data nilai pengikatan
agungan dan data nilai wajar agunan, termasuk estimasi waktu likuidasi, estimasi biaya-
biaya likuidasi serta dokumen legal (fair value of collateral method), Data suku bunga
kontraktual, Data suku bunga pasar, Data EIR per rekening, Data rating per rekening atau
peer debitur, Data carrying value kredit (nilai tercatat kredit).

Untuk memperoleh data tersebut di atas diperlukan waktu dan effort yang cukup besar dan

apabila data belum tersedia, perlu dilakukan enhancement.

4. Sumber Daya Manusia

Meskipun selama ini telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan, namun akibat kompleksitas

PSAK 50 dan 55 (revisi 2006), pemahaman seluruh organisasi masing-masing bank dalam

menerapkan PSAK tersebut masih belum cukup memadai.

5. Komparabilitas Laporan keuangan
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Perlu dipahami bagaimana pengaruh penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) terhadap
komparabilitas laporan keuangan yang disusun masing-masing bank, mengigat ruang yang
diberikan dalam penetapan kriteria, seperti aset yang termasuk impaired, fee yang harus
diamortisasi dan lain-lain, cukup luas.

6. Kendala-Kendala lain yang Perlu Diperhatikan
> Proses pengumpulan data untuk melakukan perhitungan loan impairment memelukan
waktu yang cukup lama dapat mengakibatkan keterlambatan penyusunan laporan
keuangan.
» Belum terdapat peraturan perpajakan yang telah disesuaikan dengan PSAK 50 dan 55
(revisi 2006).

Kendala-kendala Penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006)
Disamping harus menyusun laporan keuangan untuk keperluan publikasi, perbankan
diharuskan untuk menyusun Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), dimana terdapat beberapa
kendala dalam pelaporan LBU jika menggunakan data hasil penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi
2006), antara lain sebagai berikut:
1. Ketersediaan data
Dengan belum tersedianya data hasil penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) secara
memadai, dapat berakibat pada ketidakakuratan pengisian field pelaporan LBU 2008.
2. Feeding Data

> Sistem feeding data, khususnya yang terkait dengan carrying value loan dan hasil
perhitungan loan impaiment, baik yang dihitung secara individual maupun yang dihitung
secara kolektif ke dalam form LBU 2008 perlu dikembangkan.

» Mengingat penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) masih belum dilakukan scara
sistem, maka berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses feeding data untuk
dilaporkan dalam format LBU 2008.

3. Waktu pelaporan

Proses penyusunan laporan keuangan lebih lama dikarenakan adanya proses bisnis baru dan

masih terdapat proses manual yang dilakukan terkait dengan penerapan PSAK 50 dan 55

(revisi 2006).

5 KESIMPULAN

PSAK 50/55 akan diterapkan untuk laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2009.
Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyusun laporan keuangan,
DSAK-IAI memutuskan untuk mengubah tanggal efektif pemberlakuan PSAK 50 (Revisi
2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) menjadi untuk periode yang dimulai setelah 1 Januari 2010
sesuai dengan pengumuman No. 1705/DSAK/IAI/X11/2008.

Salah satu tantangan yang dihadapi perbankan dalam implementasi PSAK 55 adalah belum
memadainya data historis yang dimiliki untuk menghitung penurunan nilai secara kolektif
(collective impairment). Selain itu kendala dalam penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006)
antara lain sistem informasi, kebijakan akuntansi, ketersediaan data, sumber daya manusia,
komparabilitas laporan keuangan, ketersediaan data, feeding data dan waktu pelaporan.
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ABSTRACT

IFRS number 6 on exploration and evaluation of mineral resources is a new phase in
the general mining accounting treatment that can increase the relevance and reliability of
financial statements. However, the application of IFRS 6 numbers is done directly by adopting
PSAK number 64, so the lack of in-depth study on the application of IFRS number 6 in
particular coal mining company in Indonesia.

In this study proves that the IFRS number 6 is not ready to be applied in Indonesia
because it is less wise and relevant to mining conditions in Indonesia, from 15 coal companies
listed in Indonesia Stock Exchange in the period from 2013 to 2015 there are new companies
that apply IFRS 1 number 6. thus the need for in-depth study on the application of IFRS
number 6.

Keywords: IFRS 6, IAS 64, exploration and evaluation, mining

ABSTRAK

IFRS nomor 6 mengenai eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral merupakan
sebuah fase baru dalam perlakuan akuntansi pertambangan umum yang dapat meningkatkan
relevansi dan realibilitas laporan keuangan. Namun, penerapan IFRS nomor 6 ini dilakukan
langsung dengan mengadopsi PSAK nomor 64, sehingga kurang adanya kajian yang mendalam
mengenai penerapan IFRS nomor 6 pada perusahaan pertambangan khususnya batubara yang
ada di Indonesia.

Pada penelitian ini membuktikan bahwa IFRS nomor 6 belum siap diterapkan di
Indonesia karena dirasa kurang bijak dan relevan dengan kondisi pertambangan di Indonesia,
dari 15 perusahaan batubara yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-
2015 baru ada 1 perusahaan yang menerapkan IFRS nomor 6. Sehingga perlu adanya kajian
yang mendalam mengenai penerapan IFRS nomor 6.

Kata kunci: IFRS 6, PSAK 64, eksplorasi dan evaluasi, pertambangan

1. PENDAHULUAN

Perusahaan pertambangan memiliki Kkarakteristik yang sangat berbeda dengan
perusahaan-perusahaan lain. Di berbagai basis data pun biasanya diklasifikasikan berbeda. Di
Indonesia, kedua jenis pertambangan ini menduduki peringkat atas untuk hasil produksinya.
Karena itu, dibutuhkanlah suatu metode akuntansi yang berbeda. Hal ini disebabkan industri
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pertambangan memiliki beberapa aktivitas spesifik, yaitu aktivitas eksplorasi, pengembangan
dan konstruksi, produksi, dan pengelolaan lingkungan hidup.

International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan salah satu standar
akuntansi yang berlaku secara internasional dan telah digunakan diberbagai perusahaan di
negara yang berbeda-beda. Adanya konvergensi IFRS yang berlaku di suatu perusahaan,
khususnya di Indonesia sendiri, maka sedikit banyaknya diduga akan mempengaruhi
ketepatanwaktu penyampaian laporan keuangan pada berbagai perusahaan terkait dan juga para
pemangku kepentingan (Robert, 2015).

Penerapan IFRS dapat menunjang terwujudnya empat karakteristik kualitatif laporan
keuangan, seperti dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan. Informasi yang
terkandung dalam laporan keuangan harus memiliki tingkat relevansi yang baik sehingga
informasi yang disajikan harus tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan.
Informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya apabila terdapat penundaan dalam
pelaporannya (Hilmi dan Ali dalam Ariyani dan Budiharta, 2014).

Penerapan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 33 revisi tahun 2011
dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 64 (IFRS nomor 6 mengenai eksplorasi
dan evaluasi sumber daya mineral) tahun 2011 merupakan sebuah fase baru dalam perlakuan
akuntansi pertambangan umum. Hal ini disebabkan pendekatan yang digunakan lebih
mengedepankan principle based dari pada rule based. Perusahaan-perusahaan tambang
diharapkan sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 33 revisi tahun
2011 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 64 tahun 2011 untuk Kkegiatan
eksplorasi dan pengupasan lapisan tanah dalam pengakuan aset sehingga meningkatkan
relevansi dan realibilitas laporan keuangan.

Penerapan PSAK nomor 64 langsung mengadopsi IFRS nomor 6 tanpa adanya kajian
yang lebih mendalam lagi apakah relevan dengan kondisi pertambangan di Indonesia. Karena
jika ternyata kurang relevan tidak dapat menunjang relevansi dan reabilitas laporan keuangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standard pencatatan dan
pelaporan akuntansi yang berlaku secara internasional yang dikeluarkan oleh Internasional
Accounting Standards Board (IASB). IASB merupakan sebuah lembaga yang bertujuan
mengembangkan standard akuntansi -umum di seluruh dunia. Dengan adanya standar yang
berlaku secara internasional ini perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang
berkualitas tinggi, dapat dibandingkan serta dapat digunakan oleh investor di pasar modal
global serta stakeholder lain.

Menurut Stovall dalam Istiningrum (2012), adanya konvergensi standar akuntansi yaitu
IFRS dengan perencanaan konversi yang tepat sebelumnya oleh semua organisasi dan lembaga
yang dipengaruhi oleh keputusan ini akan dapat meningkatkan komparabilitas laporan
keuangan secara internasional, meningkatkan akses ke pasar internasional, mengurangi
konvergensi laporan keuangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun standar
IFRS yang didasarkan pada principle based ini membuat penentuan standar yang digunakan
menyesuaikan kebutuhan masing-masing perusahaan dan memerlukan professional judgement,
sehingga membutuhkan tingkat pemahaman yang lebih tinggi oleh seorang akuntan yang
menyusun laporan keuangan suatu perusahaan dan juga auditor yang mengaudit laporan
keuangan perusahaan tersebut. Pelaksanaan penerapan IFRS ke SAK di Indonesia sampai saat
ini masih harus dilakukan secara bertahap atau dengan kata lain belum dapat diberlakukan di
seluruh perusahaan khususnya pada perusahaan-perusahaan di Indonesia sendiri karena
berbagai ketentuan dan juga aturan hukum yang mengikat di Indonesia.
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Pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam standar akuntansi nasional
bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas baik, persyaratan akan item-
item pengungkapan akan semakin tinggi sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi pula,
manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan, laporan
keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat, dan laporan
keuangan akan lebih dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid (Petreski,
2006). Penerapan ini juga bertujuan agar daya informasi laporan keuangan dapat terus
meningkat sehingga laporan keuangan dapat semakin mudah dipahami dan dapat dengan
mudah digunakan baik bagi penyusun, auditor, maupun pembaca atau pengguna lain.

Sejak tahun 2008 Indonesia mulai melakukan kovergensi IFRS sebagai wujud
kesepakatan pemerintah Indonesia atas hasil pertemuan pemimpin negara G20 forum di
Washington DC. Salah satu standar akuntansi keuangan yang dikonvergensi terhadap
IFRS adalah standar mengenai minyak dan gas bumi. Oleh karena itulah pada 1 Januari
2012 PSAK No. 29 (revisi 1994) yang berlandaskan US GAAP dicabut dan diganti dengan
PSAK No. 64 (2011): Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya
Mineral yang telah mengadopsi IFRS 6: Exploration for and Evaluation of Mineral Resources.

IFRS 6 eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral memiliki efek yang
memungkinkan entitas mengadopsi standar untuk pertama kalinya untuk menggunakan
kebijakan akuntansi untuk aset eksplorasi dan evaluasi yang diterapkan sebelum mengadopsi
SAK. Hal ini juga memodifikasi pengujian penurunan nilai aset eksplorasi dan evaluasi dengan
memperkenalkan indikator penurunan nilai yang berbeda dan memungkinkan nilai tercatat
untuk diuji pada tingkat agregat (tidak lebih besar dari segmen).

Dalam IFRS 6 yang mengatur bidang usaha pertambangan batubara, hanya diatur
mengenai kegiatan eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. Biaya awal sebelum kegiatan
explorasi dan evaluasi (pra-exploration cost) tidak diatur secara spesifik didalam IFRS.
Pengeluran perusahaan atas aset explorasi dan evaluasi dicatat sebesar biaya perolehannya
(cost model) atau sesuai dengan harga wajar (revaluation model). Perusahaan melakukan
penelitian dan penyajian atas aset explorasi dan evaluasi sumber daya mineral batubara dengan
cara mengklasifisikan aset tersebut sebagai aset berwujud atau aset tak berwujud sesuai dengan
sifat aset yang diperoleh dan menerakan klarifikasi tersebut secara konsisten (Pamungkas,
Rusherlistyani, 2015).

Hal-hal yang menyangkut didalam IFRS 6 antara lain mengenai biaya pengembangan.
Biaya pengembangan sumber daya mineral merupakan biaya yang dikeluarkan setelah
cadangan terbukti sampai dengan dimulainya aktivitas produksi. Hal kedua yang terdapat
dalam IFRS 6 yaitu mengenai biaya yang dikeluarkan sebelum eksplorasi dan evaluasi antara
lain termasuk biaya perizinan untuk melakukan eksplorasi dan evaluasi (Pamungkas,
Rusherlistyani, 2015).

Dalam Rosdini (2014), International Accounting Standard Board (IASB) menerbitkan
IFRS 6 mengenai aktivitas eksplorasi dan evaluasi perusahaan pertambangan dan energi pada
tahun 2004, namun baru efektif diberlakukan pada tahun 2006. Alasan penyusunan IFRS 6
adalah:

a Tidak ada IFRS yang secara khusus mengatur mengenai akuntansi untuk aktivitas
eksplorasi dan evaluasi. 1AS 38 dan IAS 16 tidak menyebutkan secara khusus perlakuan
akuntansi untuk aktivitas tersebut.

b. Terdapat beberapa pandangan yang berbeda mengenai bagaimana
pengeluaran eksplorasi dan evaluasi seharusnya diberlakukan dalam IFRS.

c. Berbagai pembuat standar akuntansi menetapkan praktik akuntansi untuk asset
eksplorasi dan evaluasi yang beragam dan terkadang berbeda dari praktik industri sehingga
memerlukan perhatian untuk diseragamkan.
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d. Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi bagientitas yang terkait dengan pertambangan
adalah signifikan.
e. Banyaknya entitas yang terlibat dalam pengeluaran eksplorasi dan evaluasi.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif tepat digunakan dalam studi ini karena evaluasi penerapan IFRS
nomor 6 yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang akan lebih dipahami dengan cara
membandingkan kebijakan perusahaan dan kegiatan operasionalnya terkait dengan IFRS
nomor 6 tersebut.

Objek dalam penelitian ini adalah biaya eksplorasi dan evaluasi pada perusahaan-
perusahaan tambang yang berdasarkan status sudah mengimplementasikan IFRS nomor 6.

Data sekunder yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah data mengenai
laporan keuangan perusahaan, khususnya annual report yang berisi kebijakan akuntansi yang
terkait dengan objek penelitian seperti Mutasi Asset Under Construction, Reklasifikasi Biaya
Pengeboran, Penilaian Biaya Geologi & Geofisika, dan Production Sharing Contract
Valuation.

4. HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN

Data yang di gunakan adalah data sekunder yang di peroleh dari Bursa Efek Indonesia
(BEI). Laporan keuangan perusahaan pertambangan batubara pada periode tahun 2013 sampai
2015. Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan di perusahaan batubara pada
periode 2013-2015:

Tabel
Kebijakan Akuntansi Perusahaan Batubara Periode 2013-2015
No Nama 2013 2014 2015
Perusahaan
1 ADRO PSAK No.38 PSAK No.60 | PSAKNo.1 PSAK No. 4 PSAK No.1 PSAK No. 4
(Adaro Energy | PSAK No. 51 PSAK No.44 | PSAK No. 15 PSAK No.24 | PSAK No. 15 PSAK No. 24
Thk) PSAK No.65 PSAK No.66 | PSAK No.46 PSAK No.48 | PSAK No.46 PSAK No. 48
PSAK No.67 PSAK No.68 | PSAK No.50 PSAK No.55 | PSAK No.50 PSAK No. 55
PSAK No. 1 PSAK No.4 | PSAK No.60 PSAK No.65 | PSAK No.60 PSAK No. 65
PSAK No. 15 PSAK No.24 | PSAK No. 66 PSAK No.67 | PSAK No.66 PSAK No. 68
PSAK No. 33 PSAK No.68 PSAK No.33 | PSAK No.69 PSAK No. 14
PSAK No. 14
2 ARII PSAK No. 1 PSAK No. 1 PSAK No. 60 PSAK No. 66
(Atlas PSAK No. 55 PSAK No. 55 PSAK No. 24 PSAK No. 65
Resources PSAK No. 14 PSAK No. 67 PSAK No. 68
Thk) PSAK No.7 PSAK No. 14
PSAK No.55 PSAK No. 1
PSAK No.4 PSAK No. 46
PSAK No. 48 PSAK No. 50
PSAK No. 55
3 BSSR PSAK No. 38 PSAK No. 7 PSAK No.1 PSAK No. 4
(Baramulti PSAK No. 22 PSAK No. 48 PSAK No. 15 PSAK No. 24
Suksessarana | PSAK No. 48 PSAK No. 33 PSAK No. 46 PSAK No. 48
Thk) PSAK No. 5 PSAK No. 24 PSAK No.50 PSAK No. 55
PSAK No. 5 PSAK No.60 PSAK No. 65
PSAK No. 66 PSAK No. 67
PSAK No. 68
4 BYAN PSAK No. 33 PSAK No. 38 | PSAK No. 65 PSAKNo.1 PSAK No. 46
(Bayan PSAK No. 60 PSAK No.65 | PSAK No. 48 PSAK No. 48 PSAK No. 24
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Resources PSAK No.66 PSAK No.67 | PSAK No. 55 PSAK No. 65 PSAK No. 67
Thk) PSAK No. 68 PSAK No. 1 PSAK No. 10 PSAK No.4 PSAK No. 15
PSAK No.4 PSAKNo. 15 | PSAK No.7 PSAK No.50 PSAK No. 55
PSAK No. 24 PSAK No. 55 PSAK No. 60 PSAK No. 66
PSAK No. 7 PSAK No. 68 PSAK No. 10
PSAK No.7  PSAK No. 57
5 DEWA PSAK No. 38 PSAK No.65 PSAK No.66 | PSAKNo.1 PSAK No. 4
(Darma PSAK No. 24 PSAK No. 67 PSAK No.68 | PSAK No. 15 PSAK No. 24
Henwa Tbk) | PSAK No. 60 PSAK No.24 PSAK No.10 | PSAK No. 46 PSAK No. 48
PSAK No. 10 PSAK No. 60 PSAK No.55 | PSAK No.50 PSAK No. 55
PSAK No. 55 PSAK No. 57 PSAK No. 60 PSAK No. 65
PSAK No. 57 PSAK No. 66 PSAK No. 67
PSAK No. 68 PSAK No. 57
6 DOID PSAK No. 53 PSAK No.55 PSAK No.53 | PSAK No. 55 PSAK No. 24
(Delta Dunia | PSAK No. 7 PSAKNo.7  PSAK No.24 | PSAK No. 53 PSAK No. 1
Makmur Tbk) | PSAK No. 25 PSAK No.57 PSAK No.60 | PSAK No.4 PSAK No. 15
PSAK No. 24 PSAKNo.1  PSAKNo.4 | PSAKNo.46 PSAK No. 48
PSAK No. 55 PSAK No.15 PSAK No.46 | PSAK No.50 PSAK No. 60
PSAK No. 57 PSAK No.48 PSAK No.50 | PSAK No. 65 PSAK No. 66
PSAK No. 60 PSAK No.65 PSAK No.66 | PSAK No. 67 PSAK No. 68
PSAK No. 33 PSAK No.67 PSAK No.68 | PSAK No.7 PSAK No. 57
7 GEMS PSAK No.10 PSAKNo.4 | PSAKNo.10 PSAKNo.4 | PSAKNo.55 PSAK No. 10
(Golden PSAK No.22 PSAKNo.7 | PSAKNo.22 PSAKNo.7 | PSAKNo.1 PSAK No.65
Energy Mines | PSAK No. 50 PSAK No.55 | PSAK No.55 PSAK No.60 | PSAK No. 50 PSAK No. 60
Thk) PSAK No.60 PSAK No.16 | PSAK No.16 PSAK No.30 | PSAK No. 48 PSAK No. 46
PSAK No.30 PSAK No.64 | PSAK No.64 PSAK No.48 | PSAK No.24 PSAK No.7
PSAK No.48 PSAK No.23 | PSAK No. 23 PSAK No. 24 | PSAK No. 14 PSAK No. 22
PSAK No.24 PSAK No.46 | PSAK No.46 PSAK No. 56
PSAK No.56 PSAK No.57 | PSAK No.57 PSAK No.5
PSAKNo.5 PSAK No. 33 | PSAK No.33 PSAK No. 14
8 HRUM PSAK No. 10 PSAK No.29 PSAKNo0.33 | PSAKNo.1 PSAK No. 24
(Harum PSAK No. 38 PSAKNo.1  PSAKNo.24 | PSAK No.46 PSAK No. 13
Energy Thk) | PSAK No. 60 PSAK No.4  PSAKNo.15 | PSAKNo.4 PSAK No. 15
PSAK No. 55 PSAK No.46 PSAK No.48 | PSAK No. 24 PSAK No. 65
PSAK No. 58 PSAK No.50 PSAK No.55 | PSAK No. 67 PSAK No. 16
PSAK No. 48 PSAK No.60 PSAK No.65 | PSAK No.19 PSAK No. 66
PSAK No. 66 PSAK No.67 | PSAK No.53 PSAK No. 30
PSAK No. 68 PSAK No.58 | PSAK No.14 PSAK No. 48
PSAK No.55 PSAK No. 58
9 ITMG PSAK No. 33 PSAK No. 33 PSAK No. 24
(Indo PSAK No. 38 PSAK No. 60 PSAK No. 60
Tambangraya | PSAK No. 60 PSAK No. 51 PSAK No. 1
Megah Thk) | PSAK No. 51
10 KKGI PSAK No.22 PSAKNo.7 | PSAKNo.22 PSAK No.55 | PSAK No. 22
(Resource PSAK No.56 PSAK No.55 | PSAK No.57 PSAKNo.1 | PSAK No. 24
Alam PSAK No.57 PSAKNo.1 | PSAKNo.4  PSAKNo.15 | PSAK No. 38
Indonesia) PSAKNo.4  PSAK No.15 | PSAK No. 24 PSAK No. 65 | PSAK No. 55
PSAK No.24 PSAK No.65 | PSAK No. 66 PSAK No.4 | PSAK No. 57
PSAK No.66 PSAK No.67 | PSAK No. 15 PSAK No. 24
PSAK No. 68 PSAK No. 67 PSAK No. 68
11 MYOH PSAK No.50 PSAK No.60 | PSAK No. 55 PSAKNo.1 PSAK No. 24
(Samindo PSAK No.55 PSAK No.7 | PSAK No. 38 PSAK No.4  PSAK No. 15
Resources PSAK No.26 PSAK No.24 | PSAK No. 22 PSAK No.46 PSAK No. 48
Thk) PSAK No.38 PSAK No.57 | PSAK No. 7 PSAK No.50 PSAK No. 55
PSAK No. 5 PSAK No. 60 PSAK No. 65
PSAK No. 67 PSAK No. 68
PSAK No.7 PSAK No. 10
12 PKPK PSAK No. 38 PSAK No. 38 PSAKNo.1 PSAK No. 24
(Perdana PSAK No. 60 PSAK No. 60 PSAK No.4  PSAK No. 15
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Karya Perkasa | PSAK No. 51 PSAK No. 51 PSAK No. 46 PSAK No. 48
Thk) PSAK No. 55 PSAK No. 55 PSAK No.50 PSAK No. 55
PSAK No. 4 PSAK No. 4 PSAK No. 60 PSAK No. 65
PSAK No. 5 PSAK No. 5 PSAK No. 67 PSAK No. 68
PSAK No.7 PSAK No. 13
PSAK No. 66
13 PTBA PSAK No. 51 PSAK No. 33 PSAK No. 24 PSAK No. 1
(Tambang PSAK No. 38 PSAK No. 46 PSAK No. 67
Batubara Bukit | PSAK No. 60 PSAK No. 55 PSAK No. 66
Asam PSAK No.7  PSAK No. 57
(Persero) Thk)
14 PTRO PSAK No. 38 PSAKNo.1  PSAKNo.24 | PSAKNo.1 PSAK No.24
(Petrosea Tbk) | PSAK No. 60 PSAK No.4  PSAKNo.15 | PSAKNo.4 PSAK No. 15
PSAK No. 68 PSAK No.46 PSAK No.50 | PSAK No. 46 PSAK No. 50
PSAK No. 55 PSAK No.55 PSAK No.60 | PSAK No. 55 PSAK No. 60
PSAK No.65 PSAK No.67 | PSAK No. 65 PSAK No. 67
PSAK No.68 PSAK No.23 | PSAK No. 68 PSAK No. 30
PSAK No. 14 PSAK No. 13 | PSAK No. 14 PSAK No. 58
PSAK No. 48 PSAK No. 48
15 TOBA PSAK No. 1 PSAK No. 24 | PSAK No. 1 PSAK No.24 | PSAKNo.1 PSAK No. 24
(Toba Bara PSAK No. 4 PSAK No. 55 | PSAK No. 4 PSAK No. 55 | PSAK No.55 PSAK No. 65
Sejahtera Tbk) | PSAK No. 65 PSAK No. 67 | PSAK No.65 PSAK No.67 | PSAK No. 67 PSAK No. 68
PSAK No.68 PSAK No.22 | PSAK No. 68 PSAK No.22 | PSAK No.22 PSAK No. 14
PSAK No. 14 PSAK No. 16 | PSAK No. 14 PSAK No. 16 | PSAK No. 16 PSAK No. 7
PSAK No.48 PSAK No. 38 | PSAK No.48 PSAK No. 33 | PSAK No.46 PSAK No. 50
PSAK No. 7 PSAK No. 7 PSAK No. 46 | PSAK No. 60 PSAK No. 24
PSAK No.50 PSAK No.60 | PSAKNo.5 PSAK No. 57
PSAK No. 66 PSAK No. 25 PSAK No. 27

Sumber:; www.idx.co.id
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Pengeluaran untuk eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasi dan diakui sebagai -aset
eksplorasi dan evaluasil untuk setiap daerah pengembangan (area of interest) apabila izin
pertambangan telah diperoleh dan masih berlaku dan: (i) biaya tersebut diharapkan dapat
diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi daerah
pengembangan, atau (ii) apabila kegiatan tersebut belum mencapai tahap yang
memungkinkan untuk menentukan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat
diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan, dalam daerah pengembangan (area of
interest) terkait masih berlangsung. Pengeluaran ini meliputi penggunaan bahan pembantu
dan bahan bakar, biaya survei, biaya pengeboran dan pengupasan tanah sebelum dimulainya
tahap produksi dan pembayaran kepada kontraktor. Setelah pengakuan awal, aset eksplorasi
dan evaluasi dicatat menggunakan model biaya dan diklasifikasikan sebagai aset berwujud,
kecuali memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset takberwujud.

Pemulihan aset eksplorasi dan evaluasi tergantung pada keberhasilan pengembangan
dan eksploitasi komersial daerah pengembangan (area of interest) tersebut. Aset eksplorasi
dan evaluasi diuji untuk penurunan nilai bila fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa
jumlah tercatatnya mungkin melebihi jumlah terpulihkannya. Dalam keadaan tersebut, maka
entitas harus mengukur, menyajikan dan mengungkapkan rugi penurunan nilai terkait sesuai
dengan PSAK No. 48 (Revisi 2009) Aset eksplorasi dan evaluasi ditransfer ke -Tambang
dalam pengembanganll pada akun -Aset pertambanganl setelah ditetapkan bahwa tambang
memiliki nilai ekonomis untuk dikembangkan.

Pengeluaran untuk tambang dalam pengembangan dan biaya-biaya lain yang terkait
dengan pengembangan suatu area of interest setelah transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi
namun sebelum dimulainya tahap produksi pada area yang bersangkutan, dikapitalisasi ke
-Tambang dalam pengembanganl sepanjang memenuhi Kkriteria kapitalisasi. Pada saat
tambang dalam pengembangan diselesaikan dan tahap produksi dimulai, ~-Tambang dalam
pengembanganll ditransfer ke -Tambang pada Tahap Produktifl pada akun -Aset
Pertambanganl, yang dicatat pada nilai perolehan, dikurangi deplesi dan akumulasi
penurunan nilai. Deplesi tambang pada tahap produksi adalah berdasarkan metode unit
produksi sejak daerah pengembangan (area of interest) tersebut telah berproduksi secara
komersial, selama periode waktu yang lebih pendek antara umur tambang dan sisa
berlakunya PKP2B atau IUP.

Biaya pengupasan tanah dibebankan sebagai biaya produksi berdasarkan rasiorata-rata
pengupasan tanah selama umur tambang. Jika rasio pengupasan tanah aktual melebihi rasio
rata-rata, kelebihan biaya pengupasan tanah tersebut dikapitalisasi sebagai pengupasan tanah
ditangguhkan sebagai bagian dari aset pertambangan, secara Kkolektif, aset-aset ini
merefleksikan investasi gabungan pada unit penghasil kas yang relevan, yang diuji untuk
penurunan nilai bila kejadian dan kondisi mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya tidak
dapat dipulihkan.

Penerapan IFRS nomor 6 sebenarnya mempunyai dampak yang besar terhadap
perusahaan, namun banyak perusahaan yang belum menerapkan kebijakan akuntansi tersebut.

Pada penelitian Pamungkas, Rusherlistyani (2015) juga menghasilkan temuan yang
sama, bahwa perusahaan minyak dan gas masih banyak yang belum menerapkan IFRS nomor
6 seperti hasil yang didapatkan saat ini pada perusahaan batubara. Kajian ulang untuk
mengetahui apakah penerapan PSAK 64 yang diadopsi dari IFRS 6 Exploration for and
Evaluation of Mineral Resources dirasa kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Mengingat
adanya karakteristik eksplorasi yang berbeda pada masing-masing industri pertambangan dan
migas di Indonesia. Terlebih lagi, PSAK 64 merupakan pengganti standar akuntansi
sebelumnya yang telah dirasa cukup komprehensif mewakili masing-masing industri
pertambangan dan migas, yaitu pada PSAK 29 dan PSAK 33.
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Dengan adanya pencabutan PSAK 29 dapat menunjukkan bahwa PSAK 64
mengenai Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral yang mengadopsi seluruh
pengaturan dalam IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral dirasa masih kurang
bijak karena tidak relevan dengan kondisi di Indonesia yang telah memiliki SAK untuk
minyak dan gas bumi dan pertambangan umum.

5. PENUTUP

IFRS 6 mengenai eksplorasi dan evaluasi, mensyaratkan pengungkapan informasi
yang mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan yang
timbul dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral, termasuk kebijakan akuntansi untuk
biaya eksplorasi dan evaluasi termasuk pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi jumlah aset,
kewajiban, pendapatan dan biaya operasi dan arus kas yang timbul dari eksplorasi dan
evaluasi sumber daya mineral investasi.

Dengan adanya eksplorasi dan evaluasi akan menambah adanya aset eksplorasi dan
evaluasi perusahaan, sehingga eksplorasi dan evaluasi sangat berpengaruh dalam laporan
keuangan maupun kondisi peruahaan. Namun dengan penelitian ini membuktikan bahwa
IFRS nomor 6 belum siap diterapkan di Indonesia karena dirasa kurang bijak dan relevan
dengan kondisi pertambangan di Indonesia, dari 15 perusahaan batubara yang terdaftar dalam
Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015 baru ada 1 perusahaan yang menerapkan IFRS
nomor 6. Hasil yang diperoleh ini sama seperti hasil penelitian Pamungkas, Rusherlistyani
(2015) mengenai penerapan IFRS nomor 6 pada perusahaan minyak dan gas.

Pada perusahaan Golden Energy Mines Tbk itupun hanya menerapkan IFRS nomor 6
pada periode 2013 dan 2014, pada periode 2015 IFRS nomor 6 sudah tidak diterapkan lagi.
Hal tersebut sangat membuktikan bahwa IRS nomor 6 belum siap diterapkan di Indonesia.

Sehingga dalam adopsi IFRS secara penuh sebaiknya penerapan adopsi standar
akuntansi dilakukan setelah adanya kajian yang mendalam mengenai suatu standar. Karena
dengan penelitian ini dapat diketahui bahwa masih banyak perusahaan pertambangan yang
belum siap untuk menerapkan IFRS nomor 6, terbukti dengan belum diterapkannya IFRS
nomor 6 pada laporan keuangan.
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Abstract

Various problems disaster in Indonesia has been growing national awareness of the
importance disaster risk reduction, especially the eruption of Mount Sinabung. This study
aims to enhance communication model via SMS Gateways disasteras disaster mitigation at
the local government BPBDs Karo district of North Sumatra. This study used a qualitative
approach by data collection techniques of observation, interviews, and a Focus Group
Discussion (FGD) in the Regional Disaster Management Agency (BPBD) Karo, Office of
Communications and Information and around the disaster site and the displaced victims of
Sinabung.. Data analysis technique is using Spreadley data analysis model. The results
showed that the SMS Gateway program plays an important role as an EWS (Early Warning
System), also have a role in spreading all kinds of information both pre-disaster, disaster
relief and post-disaster can be easily and quickly done. In facts, the previous socialization did
not deliver the result as expected. The parties that became operator SMS Gateway did not
run the role that has been agreed as of SMS Gateway could not functionate optimally. There
are several recommendations were issued, one of which was that the manager was moved
from BPBDs to the Department of Communications and Informatics. Further assistance
program is conducted by the UNDP through the Village Information System.

Keyword: SMS Gateway, disaster communication, BPBD Karo

Abstrak

Berbagai persoalan bencana di Indonesia telah menumbuhkan kesadaran nasional tentang
pentingnya pengurangan resiko bencana khususnya erupsi Gunung Sinabung. Penelitian ini
bertujuan untuk menyempurnaan model komunikasi bencana melalui SMS Gateways untuk
mitigasi bencana pada BPBD Pemda Kabupaten Karo Sumatera Utara. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara,
dan Focus Group Discussion (FGD) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Karo, Dinas Komunikasi dan Informasi serta di sekitar lokasi bencana dan
pengungsi korban Sinabung. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data
Spreadley. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SMS Gateway selain berperan
penting sebagai EWS (Early Warning System), juga berperan dalam penyebaran segala
macam informasi baik pra bencana, tanggap darurat dan paska bencana dapat dengan mudah
dan cepat dilakukan. Hanya faktanya, sosialisasi yang dilakukan pada tahun pertama belum
memberikan hasil sesuai dengan diharapkan. Pihak-pihak yang menjadi operator SMS
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Gateway tidak menjalankan peran sesuai dengan yang sudah disepakati sehingga SMS
Gateway tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Ada beberapa rekomendasi yang
dikeluarkan, salah satunya ialah bahwa pengelola dipindahkan dari BPBD ke Dinas Kominfo.
Selanjutnya pendampingan program ini dilakukan oleh UNDP melalui Sistem Informasi
Desa.

Kata Kunci: SMS Gateway, komunikasi bencana, BPBD Karo, Gunung Sinabung

Pendahuluan

Gunung Sinabung terletak di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Indonesia.
Gunung ini sudah lama tidak aktif (dari “Carbon Dating” diketahui aktivitas awan panas
terjadi pada 1200 tahun yang lalu (Agus Solihin, 2014). Gunung ini meletus pada 27 Agustus
2010 dan 2013-2014, 2015 sampai awal tahun 2016 masih menyemburkan awan panas.
Terakhir, pada 21 Mei 2016, Gunung Sinabung kembali meletus dengan mengeluarkan awan
panas. Pemantauan secara intensif masih terus dilakukan, serta sosialisasi kepada masyarakat
tentang ancaman aktivitas erupsi G. Sinabung juga harus tetap dilakukan secara intensif.

Berbagai persoalan bencana di Indonesia telah menumbuhkan kesadaran nasional
tentang pentingnya pengurangan resiko bencana (Hokao and Daungthima, 2013), Isu
manajemen bencana menjadi salah satu dari sembilan prioritas pembangunan nasional pada
2010-2014, diarahkan untuk membangun masyarakat Indonesia yang tangguh dalam
menghadapi bencana. Berkaitan dengan hal tersebut, kajian tentangkomunikasi bencana
sangat dibutuhkan terutama untuk membentuk masyarakat yang tangguh bencana melalui
mitigasi bencana. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam
mengantisipasi berbagai hal buruk yang akan terjadi didukung dan berkoordinasi dengan
instansi terkait. Penguatan masyarakat dalam pengelolaan mitigasi bencana alam sangat
diperlukan, seperti pengelolaan informasi bencana, proses evakuasi, proses
pengungsian, dapur umum, pengelolaan dana bantuan untuk pengungsi, dan lainnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyempurnaan model
komunikasi bencana berbasis masyarakat dengan SMS gateway untuk mengatasi bencana
Gunung Sinabung Kab. Karo Sumatera Utara? Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk
menyempurnakan model komunikasi bencana melalui SMS Gateways untuk mitigasi bencana
erupsi gunung Sinabung di Kabupaten Karo Sumatera Utara.

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Karo yang terancam bencana
Gunung Sinabung, khususnya masyarakat sekitar Sinabung, serta Pemda Kabupaten Karo dan
Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan prioritas pembangunan nasional dengan urgensi
dapat mengatasi masalah strategis berskala nasional terkait membentuk masyarakat
tangguh bencana.

Kajian Literatur

Kajian komunikasi bencana sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain; Puji
Lestari, (2007); Badri, Muhamad (2008); Nugroho (2008); Puji Lestari, Susilastuti, Retno
Hendariningrum (2009); Ramli (2010), Junaedi, Fajar (2011), Ratna Noviani (2012), dan
Hidayat (2012), Puji Lestari, Agung Prabowo dan Arif Wibawa (2012). Temuan hasil
penelitian penelitian sebelumnya (2014) tentang model komunikasi bencana berbasis
masyarakat untuk mitigasi bencana Gunung Sinabung di antaranya sebagai berikut; (1) Di
kabupaten Karo merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan bencana: Gunung
berapi Sinabung (meletus th 2010, 2013, 2014 sampai artikel ini ditulis 2016 masih sering
meletus, (2) Pada saat bencana meletusnya Gunung Sinabung 2010, 2013-2016 manajemen
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komunikasi bencana saat tanggap darurat belum terkoordinasi dengan baik, antara lain
penyebabnya adalah; belum ada SOP (Standar Operasional Prosedur) Manajemen
Komunikasi Bencana yang dijadikan pedoman pelaksanaan penanganan tanggap darurat. (3)
Sistem informasi dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya masih ditemui banyak
kendala, sumbatan informasi, akibatnya penanganan korban kurang optimal. (4) Program
SMS Gateway sudah dirancang dan kerja sama dengan BPBD Karo dan pihak terkait bencana
Sinabung. (5) Berkaitan dengan temuan di atas, perlu adanya tindak lanjut, guna
penyempurnaan sms gateway. Mitigasi bencana sebagai wadah komunikasi antara pemda
dengan warga masyarakat, guna memperlancar komunikasi dan untuk mengantisipasi bila
terjadi bencana sewaktu-waktu. Sistem Peringatan Dini menggunakan Teknologi Informasi
dan Komunikasi, serta Strategi Komunikasi Kelompok (Pemda, masyarakat, relawan) perlu
disempurnakan sesuai kemanfaatannya.

Penelitian ini juga merujuk pada teori informasi organisasi (West dan Turner 2008:
339-349) yang memiliki sejumlah asumsi dasar, yaitu : (1) Organisasi manusia ada dalam
sebuah lingkungan informasi. Asumsi ini menyatakan bahwa organisasi bergantung pada
informasi agar dapat berfungsi dengan efektif dan mencapai tujuan mereka. (2) Informasi
yang diterima sebuah organisasi berbeda dalam hal ketidakjelasannya. Ketidakjelasan yang
dimaksud di sini adalah ambiguitas dalam hal informasi yang diterima oleh organisasi. (3)
Organisasi manusia terlibat di dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan
informasi. Dalam upaya mengurangi ambiguitas tersebut, organisasi mulai melakukan
aktivitas kerja sama untuk membuat informasi yang diterima dapat dipahami dengan baik.
Bencana Gunung Sinabung sangat terkait dengan ambiguitas informasi. Guna mengurangi
kekacauan informasi, organisasi dalam hal ini BPBD Karo mengupayakan agar informasi
tentang bencana Gunung Sinabung dapat dikelola secara efektif . Program SMS Gateway
Sinabung merupakan salah satu media alternatif memperlancar informasi pra, saat, dan
pascabencana Sinabung.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat pengembangan
penelitian sebelumnya yaitu model komunikasi bencana Sinabung di Kabupaten Karo
Sumatera Utara yang meletus tahun 2010 sampai sekarang masih aktif. Peneliti melakukan
penyempurnaan model komunikasi bencana berbasis masyarakat untuk mitigasi bencana
gunung Sinabung melalui TTG SMS Gateway dan SOP Komunikasi bencana.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan focus Group
Discussion (FGD). Observasi dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Karo, Dinas Komunikasi dan Informasi serta di sekitar lokasi bencana dan
pengungsi korban Sinabung. Wawancara dan FGD dilaksanakan bersama aparat Pemerintah
Daerah yang berwenang dalam pengambilan kebijakan dalam mengatasi bencana
diantaranya, Bupati, Sekda, Kepala BPBD, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Kepala
Dinas Sosial dan dinas terkait lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data Spreadley (1980)
dengan tahapan sebagai berikut:

1. Analisis sebelum ke lapangan. Hasil studi pendahuluan data sekunder untuk
menentukan fokus penelitian.

2. Analisis data selama di lapangan. Peneliti melakukan analisis data bersamaan dengan
melakukan observasi dan wawancara. Bilamana peneliti merasa belum cukup
terpenuhi dengan jawaban informan, peneliti melanjutkan pertanyaan hingga data
yang didapatkan valid.
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3. Analisis data selesai dari lapangan. Beberapa langkah dilakukan pada tahap ini, antara
lain:

- Analisis domain yaitu memberikan gambaran umum dan menyeluruh dari
objek panel.

- Analisis taksonomi yaitu penjabarannya serinci dari analisis domain melalui
observasi terfokus.

- Analisis komponensial yaitu mencari spesifik pada setiap detail struktur
internal, dan

- Analisis tema kultural yaitu mencari hubungan antar data yang hasilnya
berupa temuan subtansif dan formal.
Hasil analisis data disusun menjadi laporan penelitian, dipresentasikan dalam
seminar dan ditulis sebagai artikel jurnal.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian tentang manajemen komunikasi bencana merupakan penelitian lanjutan
hibah Stranas sejak tahun 2014, hasil penelitian pada saat itu menemukan model komunikasi
bencana Sinabung melalui program SMS Gateway Sinabung. Pada tahun 2015 UPN
Yogyakarta dan Combine telah bekerja sama membangun sistem informasi peringatan dini
untuk Sinabung. Sistem informasi itu berupa SMS Gateway. Sistem ini dijadikan rujukan
juga untuk menjadi EWS. SMS Gateway Sinabung saat ini sudah ada dan bisa digunakan.
Pengelolaan dilakukan bersama antara Combine, UPN -Veteranl Yogyakarta dan BPBD dan
Kominfo Kabupaten Karo. Combine sebagai pihak yang membuatkan dan server SMS. UPN
-Veteranl Yogyakarta menjadi fasilitator terkait pembangunan dan implementasi SMS
Gateway. Sedangkan BPBD Kabupaten Karo menjadi operator dan Dinas Kominfo
memberikan suport untuk pengelolaan secara teknis dan server. Tahapan kegiatan yang
dilakukan untuk program SMS Gateway diantaranya:

1. Diskusi skema sistem informasi untuk peningkatan pengetahuan, penyampaian
dan penyebarluasan informasi peringatan dini sinabung, akhirnya SMS Gateway
menjadi kesepakan sistem yang akan digunakan.

Pembangunan SMS Gateway untuk peringatan dini Sinabung.

Melakukan uji coba sistem agar sesuai dengan yang diharapkan.

Memfinalkan SMS Gateway dan membuat panduan untuk penggunaan.

Melakukan sosialisasi dan Ujicoba SMS Gateway dengan BPBD Kabupaten

Karo bersama lembaga terkait yang tergerak dalam kerja — kerja penanggulangan

maupun pengurangan risiko bencana erupsi gunung Sinabung.

6. Melakukan diskusi untuk pembagian peran kepada masing — masing lembaga
yang menjadi operator SMS Gateway.

7. Pembuatan SOP pengelolaan SMS Gateway.

ok wN

Kegiatan sosialisasi, uji coba dan diskusi pembagian peran program ini dilaksanakan
pada bulan 22 — 23 April 2015 di ruang rapat BPBD Kabupaten Karo. Kegiatan itu juga
dihadiri oleh asisten bupati Karo dan lembaga-lembaga baik pemeritah maupun swasta yang
bekerja untuk melakukan penanganan erupsi gunung Sinabung. Pada kesempatan tersebut,
sistem diujicoba, dan hasilnya sesuai yang diharapkan dimana alur penyampaian dan
penyebarluasan informasi terkait gunung sinabung dapat dengan mudah dilakukan.

Dengan adanya program SMS Gateway dan penyusunan pengelola yang sudah
disepakati, diharapkan segala macam informasi baik pra bencana, tanggap darurat dan paska
bencana dapat dengan mudah dan cepat dilakukan, sehingga masyarakat luas dengan mudah
mendapatkan informasi terkini maupun perkembangan informasi yang terjadi karena gunung
Sinabung. Tetapi faktanya, sosialisasi yang dilakukan pada kali pertama belum memberikan
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hasil sesuai dengan diharapkan. Pihak-pihak yang menjadi operator SMS Gateway tidak
menjalankan peran sesuai dengan yang sudah disepakati. Hal ini menyebabkan SMS Gateway
tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya informasi yang
disampaikan melalui sistem SMS Gateway. Bahkan nomor yang digunakan untuk nomor
center akhirnya mati dan harus berganti nomor. Nomor yang sekarang digunakan adalah
085701005153.

Peran yang dimiliki oleh pengelola SMS Gateway sangat diperlukan karena berfungsi
sebagai simpul penerima maupun penyebaran informasi. Dari hal tersebut, dilakukan evaluasi
oleh peneliti dan pihak terkait yang telah bekerjasama. Hasilnya mengeluarkan beberapa
rekomendasi terkait dengan SMS Gateway. Salah satunya ialah bahwa pengelola perlu
adanya mitra sebagai administrator yang berfungsi untuk menerima dan penyebarkan
informasi. Pentingnya informasi dapat dengan mudah dan cepat sampai ke banyak pihak atau
orang terutama masyarakat karena sejak erupsi tahun 2012 sampai 2016 erupsi gunung
Sinabung masih terjadi pula memakan korban jawa. Selain ancaman erupsi, banjir lahar hujan
juga banyak terjadi.

Simpulan

Ketangguhan masyarakat di wilayah rawan bencana seperti Sinabung sangatlah
diperlukan. Guna menciptakan hal tersebut diperlukan perhatian serius oleh berbagai
kalangan baik pemerintah, swasta, maupun pihak lain yang dapat memberikan kontribusi.
Program SMS Gateway sebagai salah satu luaran dari penelitian ini dirancang agar
memberikan manfaat dalam penyampaian dan penyebarluasan informasi terkait Sinabung.
Adanya SMS gateway diharapkan penyampaian dan penyebarluasan informasi tersebut lebih
cepat, tepat, dan akurat sampai ke masyarakat terdampak sehingga penanganan bencana
Sinabung lebih baik dan menekan angka korban.

Program ini bekerjasama dengan Combine, UNDP Sinabung, Jaringan Radio
Komunitas republik Indonesia (JRKI), dan tim lintas sektor yang bergerak untuk Sinabung
guna memaksimalkan pemanfaatan media alternatif SMS sebagai upaya pengurangan resiko
bencana.

Rekomendasi

Peneliti bersama pihak mitra melakukan pemetaan fungsi pada masing-masing tim yaitu, (1)
Kominfo Kabupaten Karo mengelola sistem SMS Gateway. (2) Tim UNDP memetakan
orang yang menjadi operator dan pengelola SMS Gateway, (2) Tim UPN menyiapkan SOP
untuk operasional SMS Gateway dan pembagian peran masing-masing pengelola, (3)
Combine menjamin keberadaan program SMS Gateway , dan (4) JRKI  berperan
memperkuat dua radio komunitas yang ada di Desa Perteguhan, Kecamatan Simpang Empat
dan Desa Batukarang, Kecamatan Payung untuk menjadi agen penyampaian dan
penyebarluasan informasi.

Kegiatan SMS Gateway Sinabung ini terwujud berkat dana hibah penelitian Strategis
Nasional Dikti mulai 2014 — 2016. Di mana tim peneliti berasal dari UPN Yogyakarta dengan
ketuai oleh Dr. Puji Lestari, SIP, M.Si dan anggota Prof. Ir Sari Bahagiarti dan Dr. Eko
Teguh Paripurno, MT.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisa bagaimana strategi branding diterapkan Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro dalam mengembangkan kawasan migas di Desa Wonocolo,
Kecamatan Kedewan. Desa ini memiliki keunikan berupa suasana penambangan minyak
bumi tradisional yang bisa dirasakan setiap mata memandang. Ketika sumur minyak tua
sudah mulai habis ditambang, pemerintah, masyarakat dan perusahaan minyak Pertamina
berpikir bagaimana mengubah dan memberi nilai tambah pada desa ini melalui strategi
branding.  Strategi branding meliputi kegiatan menciptakan, = mengembangkan,
mengimplementasikan dan mengelola merek secara terus-menerus sampai merek tersebut
menjadi kuat atau bisa dikatakan dengan istilah brand equity. Menggunakan metode
penelitian kualitatif, penelitian ini mendeksripsikan bagaimana tahapan yang dilakukan dalam
membranding desa yang sebelumnya kawasan sumur minyak tua, menjadi sebuah kawasan
wisata baru yang memiliki nilai ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga tahapan
yang dilakukan dalam membranding Desa Wonocolo sebagai desa wisata: identifikasi
keunikan desa, penciptaan identitas brand dan penciptaan pesan brand. Tantangan terbesar
dalam strategi branding ini adalah mengubah pola pikir masyarakat Desa Wonocolo bahwa
menjadikan Wonocolo sebagai desa wisata bisa memberikan nilai ekonomi

Kata kunci: branding, ecotourism, identitas, keunikan

PENDAHULUAN

Aktivitas penambangan liar di kawasan sumur minyak dan gas bumi (migas) yang
sudah tua terjadi di beberapa lokasi. Yang menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana
sumur-sumur ini dtambang dengan cara yang kurang memperhatikan keselamatan jiwa dan
keamananan terhadap lingkungan. Untuk mengurangi kegiatan penambangan tersebut,
pemerintah berencana mengubah sumur tua itu menjadi kawasan wisata.

Harapannya adalah dengan mengubah kawasan sumur minyak tua menjadi kawasan
wisata akan meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Ini seperti yang dilakukan di Desa
Wonocolo, Bojonegoro, Jawa Timur. Meski akan dijadikan destinasi wisata, kegiatan
penambangan minyak masih bisa tetap berjalan. Pemerintah akan menugaskan anak usaha PT
Pertamina (Persero), PT Pertamina EP, untuk mengelola sumur tersebut. Ada beberapa
tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan migas. Pertama, merubah pola pikir
masyarakat. Mereka harus diyakinkan dan ditunjukkan bahwa merubah kawasan tambang
minyak sumur tua menjadi kawasan wisata meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.
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Bagi pemerintah, hal ini tentu saja bisa meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu tentu saja
bisa meningkatkan citra sebagai kota tujuan wisata.

Kedua, mengemas daerah bekas sumur tua menjadi sebuah kawasan wisata layaknya
sebuah produk. Dalam hal ini tantangan terbesar adalah mengidentifikasi keunikan dari
kawasan migas yang akan dijadikan sebagai fokus utama wisata yang akan ditawarkan.

Pengembangan kawasan wisata migas juga sangat menarik jika diithubungkan dengan
ecotourism. Ecotourism merupakan bentuk wisata yang dikelola dengan pendekatan
konservasi. Berdasarkan kondisi empiris di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah, Bagaimanakah pengembangan strategi branding ecotourism kawasan migas di desa
Wonocolo Kabupaten Bojonegoro?

KAJIAN TEORI

Ecotourism. Definisi paling baru dari ecotourism menurut The International Ecotourism
Society (TIES) adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah alami yang menjaga
lingkungan, mempertahankan kesejahteraan masyarakat lokal dan melibatkan interpretasi dan
edukasi khususnya pada staf dan tamu (responsible travel to natural areas that conserves the
environment, sustains the well-being of the local people and involves interpretation and
education) (http://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism.

Branding. Menciptakan persepsi yang koheren dari sebuah organisasi di benak beragam
pemangku kepentingan merupakan tantangan yang dihadapi oleh banyak organisasi.
Hubungannya dengan penelitian ini, branding bisa dikatakan sebagai pencitraan, diperlukan
agar tampilan tempat wisata tersebut lebih segar, lebih atraktif, lebih diingat orang dan pada
akhirnya orang akan ramai datang berkunjung ke tempat wisata tersebut.

METODE

Penelitian ini termasuk kategori penelitian deskriptif. Penelitian ini diharapakan bisa
mendapatkan gambaran utuh yang lebih jelas dan mendalam mengenai (1) permasalahan dan
tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan wisata migas berbasis ecotourism
berupa strategi implementasi bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan; (2) mengetahui
kapasistas sumber daya manusia dalam pengembangan desa wisata sebagai salah satu
stakeholder penting dalam pengembangan desa wisata.

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan berdasarkan interview
guide yang telah disusun.

2. Studi Pustaka, untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, peneliti
memanfaatkan berbagai macam data dan teori yang dikumpulkan melalui buku-buku,
majalah, surat kabar, makalah, seminar dan informasi sebagai penunjang penelitian
seperti kebijaksanaan di bidang pendidikan tinggi serta bahan-bahan tertulis lainnya
sebagai dasar penulisan.

3. Observasi, merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala
yang diteliti, merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan
psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan
pengamatan dan ingatan penulis (Ruslan, 2006: 35).
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Adapun yang yang menjadi subyek penelitian adalah Desa Wonocolo yang memiliki
luas 11,37 Km?, dan berjarak 5,5 Km dari ibukota kecamatan yaitu Kedewan, Kabupaten
Bojonegoro. Desa ini memiliki tanah sawah seluas 4 Ha dan tanah kering seluas 1133 Ha.
Sedangkan obyek penelitian adalah srategi branding Desa Wonocolo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wonocolo: Strategi Branding sebuah Desa Wisata. Dalam konteks penelitian ini, upaya
untuk menjadikan Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro sebagai
daerah tujuan ecotourism selalu berada di benak pemangku kepentingan baik internal
(masyarakatnya) maupun eksternal (pemerintah, wisatawan dan pelaku usaha) merupakan
sebuah tantangan tersendiri.

Dalam konteks branding pengembangan desa wisata, pihak-pihak terkait (pemerintah
Kecamatan Kedewan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, PT
Pertamina E&P Cepu, dan SKK Migas) mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan
seperti berikut ini:

= Pemahaman masyarakat Desa Wonocolo untuk mendukung terwujudnya Desa Wisata
Wonocolo.
= Perencanaan pengelolaan kawasan sumur tua menjadi Desa Wisata dan pemetaan potensi
obyek wisata.
= Pembangunan sarana dan infrastruktur penunjang Desa Wisata.
= Pengelola Desa Wisata adalah masyarakat lokal.
Berikut akan diulas strategi branding ecoutorism Desa Wisata Wonocolo, Kecamatan
Kedewan, Kabupaten Bojonegoro.

Keunikan Bojonegoro dan Wonocolo.

Menurut Dr. Jatmiko Setiawan, dosen Geologi UPN Veteran Yogyakarta, menyatakan
bahwa tekstur lapisan bumi Bojonegoro yang kaya minyak bisa dikategorikan ke dalam
geoheritage. Apakah geoheritage? Geoheritage (berasal dari kata geo- yang berarti -bumill
dan —heritage yang berarti -warisanl) adalah situs atau area geologi yang memiliki nilai-nilai
yang penting di bidang keilmuan, pendidikan, budaya, dan nilai estetika (The Geological
Society of America, 2012).

Suatu kawasan bisa diangkat menjadi wisata alam geologi jika bisa memenuhi syarat
berikut ini:

1) Berupa Geotapak Alami

2) Mempunyai Nilai-Nilai Penting Di Bidang Keilmuan, Pendidikan, Budaya Dan Estetika
3) Memiliki Akses Yang Mudah Dijangkau

4) Memiliki Sarana-Prasarana Umum Yang Lengkap

5 Masyarakat Yang Mendukung
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Gambar 1. Lokasi Sumur Minyak Tua Gambar 2. Minyak yang sudah diangkat dari
Wonocolo sumur dimasukkan ke jerigen.

Kondisi sekarang, sudah mulai banyak sumur minyak tua yang berkurang dari sisi
produksi sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat. Satu fenomena yang bisa dilihat
dari peninggalan sumur minyak tradisional adalah tonggak-tonggak kayu yang diposisikan
sebagai menara kerekan untuk menimba sumur minyak dari kedalaman ratusan meter ke
permukaan bumi. Dari sisi keekonomian, sumur minyak tua ini mungkin sudah tidak
produktif lagi. Namun disisi lain, jika kawasan sumur tua dan sekitarnya didesa Wonocolo
dijadikan sebuah destinasi wisata baru, maka hal ini menjadi sebuah terobosan unik. Bahkan,
bisa manjadi yang pertama di dunia.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mencoba menggali potensi ini dengan
mengolahnya menjadi destinasi wisata yang diberi nama Petroleum Geoheritage Wonocolo.
Di sini pengunjung bisa ber-selfie dengan latar belakang pemandangan aktifitas penambangan
secara tradisional. Kondisi alam di sini bisa mengingatkan orang pada pemandangan di film
Wild wild west, Texas Amerika Serikat.

Menurut SKK Migas, ada beberapa potensi wisata sekaligus keunikan yang bisa
dikembangkan di Desa Wisata Sumur Minyak Tua Wonocolo. Potensi-potensi tersebut
sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:

A g" g \
- Sepeda Alam . N - Pemasaran Produk & §
i | Fot¢ > Kerajinan Lokal

Gambar diatas menunjukkan potensi wisata Sumur Tua yang dikombinasikan dengan
struktur geologis alam menarik yang dimbinasikan dengan fasilitas penunjang wisata, seperti
jeep dan motor trail untuk kepentingan wisata petualangan dan keindangan alam. Dan agar ini
semua tercapai, dibuatlah peta jalan (road map) pencapaian pengembangan Desa Wisata
Sumur Minyak Tua Wonocolo.
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Dalam rangka mengubah pola pikir atau memberikan pandangan baru pada
masyarakat Desa Wonocolo, mereka kemudian diajak untuk melakukan studi banding ke
Yogyakarta. Ada 2 lokasi utama yang menjadi tujuan, yakni Wisata Lava Tour Merapi dan
Goa Pindul Gunung Kidul. Kedua lokasi wisata ini dipilih karena pengelolaan wisata ini
murni dari masyarakat sepenuhnya. Tujuannya tentu saja menekankan perubahan pola pikir
masyarakat Desa Wonocolo dan meyakinkan mereka bahwa mereka juga bisa merubah desa
mereka menjadi desa wisata. Apalagi hal ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah
Kabupaten Bojonegoro dan Pertamina E & P Unit Cepu.

Identitas Brand Desa Wonocolo.

Berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat seperti
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, PT Pertamina dan asyarakat Desa Wonocolo, akhirnya
disepakati untuk menamakan Desa Wisata Wonocolo dengan nama The Little Teksas
Wonocolo. Penamaan ini sedikit banyak mengadopsi sebuah wilayah di Amerika yag
bernama Texas dan kaya akan sumber minyak dan menjadi cadangan minyak Amerika
Serikat. Selain itu kondisi iklim wilayah yang sedikit panas dan terkesan gersang juga
dianggap memiliki kesamaan. Hal ini yang kemudian ditonjolkan sebagai keunikan dari Desa
Wonocolo dan dikembangkanlah beragam aktivitas wisata yang sesuai dengan kondisi
geografis wilayah Desa Wonocolo sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Selain itu, penamaan The Little Teksas Wonocolo juga memiliki filosofi untuk tetap
memunculkan nama Wonocolo agar selalu diingat oleh mereka yang baru mau akan
berkunjung (prospek) maupun yang telah berkunjung ke desa Wonocolo (konsumen).
Pertanyaan yang kemudian juga muncul adalah mengapa Teksas bukan Texas? Hal tersebut
dikarenakan teksas diambil dari kata "Tekadnya Selalu Aman dan Sejahteral.

THE LITY%Z TEKSAS WONOCOLO

Gambar 4 Papan nama The Little Teksas Wonocolo dipasang di lereng desa yang memiliki
kontur perbukitan.

Little Teksas Wonocolo tersebut merupakan satu-satunya destinasi wisata terkait
dengan sumur minyak di Indonesia. Sehingga nanti muncul beberapa tempat yang bisa
dikunjungi para pelajar untuk mengetahui proses pengambilan minyak secara tradisional
juga. Ini merupakan sebuah keunikan yang bisa dijual sebagai paket wisata.

Penciptaan Pesan Brand. Setalah identitas brand dibuat, selanjutnya dalam tahapan strategi
branding adalah penciptaan pesan brand. Dalam hal ini, keunikan Desa Wisata WWonocolo
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sebagai desa ecotourism bekas kawasan migas menjadi keunggulan dan fokus dari pesan
brand itu sendiri.

-Di Wonocolo juga ada energi terbarukan yaitu panas bumi. Jika diolah bisa menjadi
geotermal. Nah, di Wonocolo kita bisa belajar energi terbarukan dan juga energi tidak
terbarukan. Begitu pula, pengolahan minyak mentah di Bojonegoro juga lengkap karena ada
yang diolah secara tradisional dan juga ada yang modern,| ungkapnya (http://berita
bojonegoro.com/read/4643-sumur-tua-wonocolo-jadi-destinasi-wisata-baru.html).

Dari berita yang dimuat pada portal Berita Bojonegoro menunjukkan bagaimana
pesan yang hendak disampaikan adalah Desa Wisata Wonocolo sebagai sebuah wisata
alternative unik dan baru yang belum pernah ada sebelumnya di dunia. Dengan keunikan
berfokus pada kawasan migas tua dan kekayaan geologi yang luar biasa.

Melalui penciptaan pesan brand inilah brand desa wisata tertanam dengan baik di
benak public. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggunakan beberapa media komunikasi
baik above the line, below the line maupun between the line media. Penggunaan above the
line media misalnya berupa pemasangan iklan di Koran local seperti Tribun Jatim,
pemasangan billboard di wilayah strategis seperti jalan propinsi, dan pemberitaan di beberapa
media massa lokal dan online seperti detik.com. Sedangkan penggunaan below the line
seperti pengadaan beberapa acara wisata dengan mengggandeng perusahaan  seperti
Pertamina juga telah dilakukan. Strategi lainnya juga adalah tamu-tamu dari intansi
pemerintah yang mengadakan studi banding ke Kabupaten Bojonegoro juga diajak ke lokasi
Desa Wisata Wonocolo ini.

Media lain yang juga tidak boleh diabaikan adalah penggunaan between the line
media, berupa media sosial yang sekarang luar biasa penggunnaannya. Facebook fan page
milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro misalnya, memuat aneka wisata yang bisa dinikmati
oleh pengunjung.

Pada akhirnya, yang diuntungkan dari ini semua adalah warga Desa Wisata
Wonocolo. Ketika sumur minyak mereka sudah tidak lagi bias dieksplorasi, upaya
pemerintah Kabupaten Bojonnegoro menjadikan desa mereka sebagai sebuah destinasi wisata
baru merupakan sebuah langkah yag layak diapresiasi. Bagi pemerintah Kabupaten
Bojonegoro, semangat menjadikan Desa Wonocolo sebagai sebuah desa wisata juga
merupakan perwujudan dari semangat pembangunan daerah yang berbasis pada masyarakat.

KESIMPULAN

Branding adalah proses pembentukan citra merek yang melibatkan dua unsur penting
manusia (hati & pikiran; hati= nurani, pikiran=logika) agar pelanggan dapat dengan
sendirinya melihat keunggulan produk dari merek tersebut dibanding dengan merek lain yang
serupa sehingga pelanggan (maupun calon pelanggan) akan memilih mempercayakan pada
merek tersebut.

Pengembangan strategi branding meliputi tiga aspek, yakni identifikasi keunikan
produk dan target pasar, penciptaan identitas brand, dan penciptaan pesan brand. Branding
ecotourism desa wisata harus memfokuskan pada aspek keunikan sebagai unsur pembeda
desa wisata. Dan Desa Wonoloco, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro memiliki
keunikan tersebut. Sebagai daerah bekas kawasan sumur minyak tua dan memiliki tekstur
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geologis yang unik, pengembangan Desa Wonocolo sebagai kawasan ecotourism menjadi
sebuah strategi branding yang tepat.

Meskipun demikian, perlu menjadi catatan bahwa dalam pengembangan strategi
branding sebuah desa wisata, dukungan dari beragam pihak sangat dibutuhkan. Karena
sesungguhnya membangun desa wisata sama dengan membangun daerah dan itu berarti
menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
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Abstract

The purpose of this study is the arrangement of data and information and analysis of
prime product and the potential development of aspects of the creation of added value,
market expansion, and production technology. The location of this research is the town of
Magelang, with the primary consideration that there are many small and medium industries
with various products, but the industrial sector's contribution to the formation of small output.
The methodology used in this study is qualitative and quantitative. The analytical tool used to
achieve the purpose of the study was essentially aimed at mengaanalisis and evaluate the
factors that will be used to determine product/commodity in the regions are : the scoring
method , the value chain and AHP. The study shows that by weighting the criteria with the
highest weighting is excellence, followed by criteria Acceptance criteria Stakeholders and
Benefits . Through all three criteria , then a short list of featured products in a row priority is
getuk , tofu crackers and cassava crackers . Furthermore , through a comparative analysis of
the value chain getuk obtained that the product meets the criteria for superior products and
processed cassava as the Regional Core Competence of Small Industries ( KIID ) The city of
Magelang .

Keywords: prime product, core competence, value chain, AHP.

Pendahuluan

Tujuan utama pembangunan ekonomi selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi, juga harus dapat mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan
tingkat pengangguran. Dalam skala yang lebih luas tujuan pembangunan ekonomi bermuara
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat
dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan
pendapatan antar penduduk, antar sektor, dan antar daerah/wilayah.

Pembangunan daerah dipengaruhi oleh optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah,
berupa pemberdayaan sektor dan produk unggulan yang diharapkan memberikan dampak
(multiplier) terhadap pertumbuhan ekonomi. Produk unggulan juga merupakan sumber
keunggulan bersaing (mempunyai kontribusi besar dalam memberi manfaat bagi pasar) dan
berpotensi untuk diaplikasikan di beragam pasar.

Produk unggulan dalam analisis lanjutan berkaitan erat dengan kompetensi inti daerah
maupun kompetensi inti industri daerah (prime mover). Suatu kompetensi inti daerah sangat
menentukan arah perkembangan dari daerah tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan
tingkat segi perekonomian dari suatu daerah serta menciptakan daya saing dari tingkatan
daerah sampai kepada tingkatan negara. Adapun kompetensi inti daerah harus bercirikan: (1)
mengembangkan sebuah produk baru atau jasa baru dan dapat dilakukan prospek ke
masyarakat umum; (2) memiliki sesuatu yang unik dan sulit ditiru oleh daerah lainya.

Sebagai salah satu kawasan andalan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi
unggulan utama meliputi industri menengah dan kecil yang menghasilkan berbagai produk:
pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa, termasuk perguruan tinggi dan
simpul pariwisata. Kegiatan usaha industri yang ada di Kota Magelang sebagian besar adalah
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industri menengah dan kecil dan berorientasi kepada kebutuhan rumah tangga. Keberadaan
industri kecil dan rumah tangga tersebar hampir di semua wilayah, dengan aneka industri
jenis makanan hingga produk kerajinan.

Namun demikian, secara sektoral lapangan usaha industri pengolahan selama 10
(sepuluh) tahun terakhir hanya mampu memberikan kontribusi terhadap output (PDRB)
sebesar 13 - 14 persen (BPS, 2015). Berbagai masalah di tingkat kebijakan maupun pelaku
usaha seperti daya saing produk, bahan baku, perluasan akses pasar dan belum fokusnya
perhatian pemerintah daerah terhadap industri lokal yang berbasis kepada kompetensi inti
menjadikan sektor industri sektor industri pengolahan pengolahan Kota Magelang jalan di
tempat.

Industri yang berkembang di Kota Magelang saat ini adalah industri yang terkait
dengan imej Kota Magelang sebagai Kota Jasa, Kota Transit dan Kota Pendidikan
diantaranya industri makanan, jajanan, kerajinan. Posisi wilayah yang strategis dan
perkembangan sektor pedagangan, jasa serta pariwisata merupakan faktor pendorong bagi
perkembangan industri kecil dan menengah. Di samping itu, keberadaan kampus Perguruan
Tinggi di wilayah ini juga turut mendorong perkembangan industri kreatif berskala kecil.

Posisi wilayah sebagai simpul bagi Kabupaten di sekitarnya serta kedekatan secara
geografis dengan DIY juga menjadikan Kota Magelang sebagai pasar barang-barang hasil
industri dari wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan membantu
pemerintah daerah setempat dalam merumuskan roadmap produk unggulan berbasis
kompetensi inti agar daya saing produk industri kecil dan menengah semakin meningkat. Di
samping itu, dengan dikenalinya produk unggulan dengan ciri unik dan tidak mudah ditiru,
maka nilai ekonomis produk juga akan meningkat.

Tinjauan Pustaka
2.1. Kompetensi Inti (Core Competence)

Kompetensi inti adalah sumber keunggulan bersaing bagi perusahaan. Gary Hamel
dan C.K. Prahalad (1990) memperkenalkan konsep kompetensi inti (core competence)
sebagai gabungan proses pembelajaran dan keterampilan koordinasi yang memungkinkan
perusahaan menghasilkan produk-produk tertentu. Kompetensi inti (core competence)
merupakan kumpulan keterampilan dan teknologi yang memampukan perusahaan untuk
menyediakan manfaat tertentu bagi pelanggannya.

Kompetensi inti dimanifestasikan dalam bentuk produk inti (core products) yang
berperan sebagai penghubung antara berbagai kompetensi yang ada dengan produk akhir.
Produk inti memungkinkan terjadinya proses penciptaan value pada produk jadi. Bilamana
suatu organisasi memiliki produk inti yang berhasil,maka organisasi tersebut dapat
memperluas jumlah penggunaan produk tersebut untuk mencapai keunggulan biaya. (Contoh:
Honda memiliki produk inti berupa mesin-mesin berbahan bakar bensin; produk inti tersebut
digunakan pada berbagai produknya, sepettl berbagai kendaraan bermotor).

Menurut Javidan (1998) cara pandang Prahalad dan Hamel terlalu sempit, karena
melihat konsep kornpetensi, kompetensi inti dan kapabilitas sebagai hal yang sinonim.
Definisi tersebut hanya terfokus pada pada bagian kecil dari rantai nilai organisasi, dan telah
mengaburkan pengertian kompetensi dan kapabilitas. Javidan mcmbagi kompetensi inti,
kompetensi, kapabilitas dan sumberdaya menurut kesulitan dan nilainya ke dalam suatu
hirarki seperti digambarkan berikut ini.
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Kompetensi Inti tinggi
Kompetensi -
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Kapabilitas
Gambar 2.1
Hirarki Kompetensi
Sumberdaya L iefd_ah ________________ Menurut Javidan (1998)

2.2. Produk Unggulan dan Kompetensi Inti (Core Competence)

Berkembangnya suatu sektor atau subsektor sebenarnya adalah cerminan dari
kelompok produk atau jasa di dalam sektor tersebut. Seringkali di dalam suatu subsektor ada
produk/jasa atau komoditas yang perkembangannya saat ini dan potensi pengembangannya di
masa depan nyata-nyata lebih baik dari komoditas lain. Komoditas ini sering dlsebut sebagai
komoditas unggulan daerah, karena tingginya kontribusi aktivitas dalam pengusahaan
komoditas terhadap perekonomian daerah. Meskipun kompetensi inti daerah tidak sama
dengan konsep komoditas unggulan, penentuan kompetensi inti daerah seringkali diawali
dengan penentuan komoditas unggulan prioritas. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa
keunggulan suatu komoditas merupakan indikator adanya sumber-sumber keunggulan
bersaing di daerah yang menyebabkan komoditas tersebut dapat berkembang dengan baik.
Akan tetapi, sumber keunggulan bersaing tersebut tidak selalu sama untuk setiap komoditas:
sebagian komoditas tumbuh dan berkembang karena adanya faktor alam, sebagian karena
adanya keterampilan yang sudah lama ditekuni oleh masyarakat setempat, dan mungkin ada
yang berkembang karena tradisi yang berslfat khas.

Beberapa peneliti telah mengusulkan beberapa metode untuk mengidentifikasi
kompetensi inti . (Y. Zhang, 2009). Walsh dan Linton (2001) mencoba mengiktisarkan hasil
dari berbagai upaya dalam mengidentifikasi kompetensi beberapa industri yang dapat
dianggap sebagai "suatu bangun dasar di dalam proses mengidentifikasi kompetensi suatu
(organisasi) perusahaan” dengan cara mencoba mengekstrak kompetensi inti berdasarkan
hasil observasi dari 4 (empat) aspek yaitu: aspek bahan baku (materials),pabrikasi dan
perakitan (manufacturing-fabrication and assembling), jasa/layanan bebasis pengetahuan
(knowledge based services) dan jasa/layanan yang terkandung pengetahuan (knowledge
embeded services). Walsh dan Linton juga mengemukakan bahwa sebagian besar kesulitan
didalam mengidentifikasi kompetensi inti muncul dikarenakan sifat kompetensi yang slfatnya
bertingkat-tingkat (hierarchical dan multi dimensi).

Tampoe (1994) mengusulkan suatu proses untuk mengidentifikasi kompetensi inti
yang disebut sebagai proses (untuk melakukan) isolasi kompetensi inti. Proses ini dimulai
dengan mengidentfikasi produk/jasa utama dengan menganalisis arus pendapatan. Sumber-
sumber yang digunakan untuk menghasilkan produk/jasa inti kemudian kemudian
diisolasikan melalui kegiatan menganalisis atribut dari sumber-sumber tersebut.
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Lewis (1995) mengembangkan suatu pendekatan yang bertumpu pada kegiatan
lokakarya (workshop) dan diskusi untuk mengidentifikasi kompetensi inti, dan dengan
melibatkan perangkat dari luar organisasi untuk melakukan analisis terhadap data dan
informasi terkait secara komprehensif terhadap keseluruhan bisnis.

2.3. Studi Terkait

Kajian terhadap produk unggulan dan kompetensi inti daerah antara lain dilakukan
oleh Daryono dan Wahyudi, 2008. Melalui penetapan kriteria yang meliputi nilai produksi,
investasi/unit, jumlah tenaga kerja dan preferensi nara sumber, diperoleh bahwa batik dan
produk batik menempati ranking pertama dalam matrik keputusan produk unggulan industri
kecil. Batik Solo memiliki keunikan dalam motif, motif yang ada sangat banyak, tetapi
memiliki kompetensi unggulan dominan dalam karakteristik, desain dan daya inovasi, serta
makna filosofis atas motifnya. Kurniyati, 2010 menggunakan teknik scoring terhadap potensi
dan berbagai variabel kompetensi inti industri Kabupaten Bangkalan adalah industri berbahan
baku hutan (rakyat) dan perikanan. Kompetensi inti di Kabupaten Bangkalan masih
ditentukan oleh resource based industries daripada market based industries. Dengan kata
lain, kompetensi inti industri lebih banyak ditentukan oleh potensi sumber daya (resources)
yang dibutuhkan dalam proses industri, utamanya bahan baku yang berasal dari sumber daya
alam manusia lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat dkk, 2011 dengan mengaplikasikan teknik
AHP menunjukkan bahwa kompetensi inti Kabupaten Tangerang adalah terkait industri
tekstil dan produk tekstil. Sedangkan strategi pengembangannya dilakukan berdasarkan 3
(tiga) tahap yaitu tahap awal (early stage) melalui dukungan kebijakan pemerintah dan
dukungan infrastruktur serta finansial; tahap utama (main stage) melalui restrukturisasi
peremesinan dan pengembangan sumber daya manusia; tahap akhir (final stage) melalui
peningkatan produktivitas dan penguatan kluster industri. Rahab dan Istiqgomah, 2013
menggunakan teknik AHP dan Interpretive Structural Modeling untuk menganalisis faktor
determinan kompetensi inti industri lokal di Kabupaten Banyumas. Hasil studi menunjukkan
bahwa batik lokal merupakan industri paling potensial untuk dikatakan sebagai komptensi
inti industri lokal di Kabupaten Banyumas. Keunggulan kompetitif batik lokal didasarkan
pada tiga tahap pengembangan, yakni: (1) tahap awal (dukungan infrastruktur, pembiyaan
dan dukungan perizinan), (2) tahap utama (pengembangan SDM, manajemen dan pemasaran,
merk dan keunikan batik dan (3) tahap akhir (peningkatan produktivitas dan inisiasi yang
berhubungan dengan dukungan industri).

Niskha dkk, 2015 menggunakan teknik AHP untuk mengidentifkasi produk unggulan
berbasis klaster di Kota Malang dan memilih prioritas strategi untuk pengembangan sentra
produk unggulan tersebut. Dengan metode AHP, diperoleh hasil bahwa produk unggulan
daerah berbasis klaster di Kota Malang adalah produk tempe dan keripik tempe yang
dihasilkan oleh sentra industri tempe dan keripik tempe Sanan.

Metodologi Penelitian

Metodologi yang akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab
pertanyaan bagaimana menetapkan produk unggulan berbasis kompetensi inti daerah.
Adapun pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis profil industri kecil dan
menengah, potensi pasar, daya saing produk, potensi sumber daya manusia, kelembagaan,
dan menggambarkan jawaban responden serta keputusan terhadap penetapan produk
unggulan daerah. Penelitian ini berlokasi di Kota Magelang. Pengumpulan data
dilakukan dengan melakukan wawancara terstruktur dan mendalam, observasi, survey dan
FGD (Focus Group Discussion) dengan stakeholders. Responden dan narasumber meliputi
asosiasi pelaku industri kecil dan menengah, Dinas Perindustrian dan UKM, akademisi,
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BAPPEDA, FEDEP, Kota Magelang. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik
porpusive sampling.

Alat analisis utama yang digunakan meliputi teknik scoring dan Analytical Hierarchy
Process (AHP). Setelah mendapatkan daftar produk unggulan, tahap selanjutnya adalah
menetapkan komoditas unggulan prioritas (1 produk). Untuk itu digunakan alat analisis AHP
dengan set kriteria yang ditujukan untuk menilai masing-masing komoditas unggulan. Di
dalam menetapkan komoditas unggulan prioritas digunakan set kriteria yang ditujukan untuk
menilai masing-masing komoditas dan berbagai segi.

IV.  Analisis dan Pembahasan

4.1. Penetapan Produk Unggulan

Hasil pembobotan (skoring) dari daftar panjang produk IKM yang ada di Kota
Magelang, diperoleh 5 produk IKM yang dapat dinominasikan sebagai produk unggulan
daerah yakni: Getuk, Ceriping Ketela, Kerupuk Tahu, Tahu dan Mainan Anak. Selanjutnya
dilakukan evaluasi terhadap 5 (lima) produk unggulan tersebut, melalui kriteria-kriteria yang
nantinya digunakan untuk menentukan satu produk unggulan daerah menggunakan perangkat
AHP. Adapun hasil evaluasi terhadap kriteria-kriteria utama untuk mengevaluasi produk
unggulan yang dinominasikan sebagai produk prioritas dapat dilihat sebagai berikut:

Produk Unggulan Daerah yang
Menjadi Basis Pengembangan KI1ID

Keunggulan Manfaat Penerimaan Stakeholder
(0,554) (0,169) (0,276)

Efektifitas Rantai Pasok
(0,139)

Kontribusi Terhadap
Perekonomian (0,029)

Kesiapan & Kesediaan
Masyarakat (0,061)

| Wawasan Produk/ Komoditas
(0,187)

Penyerapan Tenaga Kerja
(0,054)

Kesiapan & Kesediaan
Pemerintah (0,053)

- Lokalitas dan Keunikan
Daerah (0,228) ]

Citra Daerah

(0,086) [ Kesiapan & Kesediaan

Pelaku Usaha (0,162)

Gambar 4.1 : AHP Produk Unggulan Daerah Kota Magelang

Berdasarkan hasil pembobotan dengan metode analisis AHP diatas, kemudian
dilakukan pemeringkatan terhadap 5 (lima) produk IKM unggulan yang menjadi
pertimbangan untuk nantinya dijadikan dasar pemilihan produk IKM prioritas di Kota
Magelang. Adapun hasil pembobotan kelima produk unggulan IKM yang dinominasikan
sebagai produk prioritas yaitu Getuk (6,51), Kerupuk Tahu (4,95), dan Ceriping Ketela
(4,26). Dengan demikian maka dapat direkomendasikan bahwa produk Getuk dapat menjadi
produk fokus (basis) IKM Kota Magelang. Hal ini dikarenakan keunikan produk ini yang
telah lama identik dan ikut membentuk citra Kota Magelang. Serta dengan pertimbangan
penerimaan stakeholder yang sangat baik terhadap produk yang dapat dilihat dari terdapatnya
banyak IKM produksi getuk dalam skala yang cukup besar dan menyerap banyak tenaga
kerja.
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4.2. Analisis Rantai Nilai Produk Unggulan Terpilih
Getuk merupakan salah satu makanan basah dari olahan singkong segar, sehingga
ketahanannya hanya mencapai 2-3 hari saja. Pemasaran getuk Kota Magelang selain
dipasarkan dalam kota tersebut hanya dipasarkan di kota-kota sekitar kawasan seperti Kota
Semarang, Yogyakarta, dan Solo serta yang paling jauh adalah Kota Surabaya dan Jakarta.
Proses produksi hingga pemasaran merupakan proses utama yang dilakukan oleh pelaku
usaha. Sedangkan proses oleh pendukung langsung (suporter) dan lembaga pendukung tidak
langsung (enabler), dijabarkan sebagai berikut:
1. Supporter
a. Industri mesin sederhana pengolahan getuk dan suku cadangnya.
b. Industri/penjual plastik dan kardus kemasan
c. Forum IKM, berupa pengembangan usaha dengan dukungan fasilitasi pelatihan,
dan pengurusan sertifikat usaha makanan secara bersama dan terorganisir.
d. Perguruan Tinggi, berupa penelitian pendukung pengembangan produk.
e. Peternak, menampung/mengambil sisa produksi yang tidak terpakai untuk paka
ternak.
2. Enabler
a. Diskoperindag: Secara teknis bertanggungjawab melakukan pembinaan SDM
industri, mengembangkan teknologi, dukungan pemasaran dan dukungan
kelembagaan. Kemudian juga melakukan bantuan fasilitasi pengurusan sertifikat
kelengkapan usaha dan fasilitasi permodalan.
b. Bappeda: Secara teknis bertanggungjawab melakukan perencanaan anggaran dan
strategi yang bermanfaat dalam pengembangan produk unggulan daerah.
c. Dinkes: Secara teknis bertanggungjawab melakukan fasilitasi penyuluhan dan
pembuatan SPIRT bagi IKM.

[ Rantai Pasok Bahan baku } Pemasaran J

[ remsoanan (
——

Didistribusikan ke Pusat
oleh-oleh Kota Magelang

Pengupasan dan
pencucian singkong

Petani Singkong

Klenteng

Pasokan Mesin Pengolah Perebusan

Dan Suku Cadang

Sortir

Penggilingan

Pemotongan dan

~J Didistribusikan keluar
deaerah

Dijual langsung
Kemasan

il

Pasokan Plastik dan Dus

pengemasan

f | f f
[ |

Forum IKM Perguruan Tinggi

Industri mesin Industri/penjual plastik v

sederhana pengolahan

dan kardus kemasan

Peternak

Supporter

l Diskoperindag ‘

|

Bappeda ‘ l

Dinkes

Enabler

Gambar 4.6: Diagram Rantai Nilai IKM Getuk Kota Magelang

Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kota
Magelang memiliki Kompetensi Inti Daerah Industri Kecil (KIID) berupa hasil olahan
singkong berupa produk Getuk. Produk ini memiliki potensi paling besar untuk dapat
menjadi Produk Unggulan Daerah Kota Magelang. Selain merupakan produk makanan khas
yang telah identik dan melekat pada citra Kota Magelang, produk ini juga telah berkembang
dengan baik dan banyak diusahkan oleh pelaku usaha IKM di Kota Magelang.
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Faktor seperti ketersediaan bahan baku, pelaku IKM Getuk cukup banyak dan
memiliki kualitas cukup baik, serta faktor potensi pasar yang terus berkembang juga menjadi
faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan IKM Getuk sebagai KIID Kota Magelang. Di
samping itu, IKM Getuk yang merupakan hasil olahan singkong memiliki rantai nilai yang
cukup potensial untuk dikembangkan, diantaranya industri rekayasa teknik (mesin pemotong
dan penggiling singkong), industri plastik dan kardus kemasan, serta peternakan yang
kesemuanya berada di sekitar Kota Magelang. Pemasaran Getuk juga berpeluang untuk
dikemas sebagai atraksi wisata di mana pembeli dapat melihat langsung proses pengolahan
singkong menjadi getuk, hal ini sejalan dengan pengembangan pariwisata Kota Magelang
yang didukung produk unggulan daerah.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil analisis dapat di rumuskan saran bagi pengembangan produk
unggulan Kota Magelang yaitu:
1). Peningkatan kelembagaan
2). Peningkatan mutu produk
3). Peningkatan pemasaran
4). Penguatan Rantai Pasok
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Intisari

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model kawasan andalan berbasis
potensi daerah. Sasaran yang dituju adalah mengidentifikasi sektor dan subsector potensial di
Kabupaten Sleman. Sektor potensial di Kabupaten Sleman di identifikasi dengan
menggunakan analisis Statis Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient
(DLQ), dan Tipologi Klassen dengan memanfaatkan data Pendapatan Domestik Regional
Bruto (PDRB) sektoral tahun 2010-2014

Berdasarkan analisis DLQ yang dilakukan terhadap PDRB sektoral di Kabupaten
Sleman dapat diketahui sektor dan subsektor apa yang merupakan sektor unggulan di
Wilayah Kabupaten Sleman. Analisis potensi ekonomi sektoral di Kabupaten Sleman ini
digunakan sebagai kerangka dasar dalam mengembangkan ekonomi daerah berbasis Kawasan
Andalan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan penurnan kemiskinan di
Kabupaten Sleman

Abstract

The purpose of this study was to develop a model based on potential local economy. The aim
pursued is to identify the potential sector and subsector of local economy in Sleman. Potential
sectors and subsectors identified using by Static analysis Location Quotient ( SLQ ) and
Dynamic Location Quotient (DLQ),and Klassen Tipology by utilizing the data sectoral Gross
Regional Domestic Product ( GRDP ) 2010-2014. Based on the analysis conducted on the
DLQ sectoral GRDP in Sleman sector and subsector can be determined what is the dominant
sector.

I. Pendahuluan

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan
perubahan dengan tujuan utama untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup
masyarakat, meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan kualitas hidup. Dalam
pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, Kabupaten Sleman berbagai tantangan baik
internal maupun eksternal. Tantangan tersebut antara lain persaingan usaha yang semakin
meningkat yang disertai dengan pertambahan jumlah penduduk. Peningkatan dinamika
masyarakat dan persaingan usaha tersebut akan terasa semakin berat dengan pemberlakuan
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 menjadi tantangan bagi
Kabupaten Sleman untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta
menciptakan investasi peluang usaha baru.

Berdasarkan potensi ekonomi daerah beberapa potensi bisnis di Kabupaten Sleman
sangat memungkinkan untuk dikembangkan serta digali potensinya sehingga dapat menarik
investor baru. Beberapa sektor potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sleman
adalah antara lain adalah sektor pertanian (agrowisata), industri, perdagangan dan jasa, serta
sektor pariwisata, dengan kawasan pengembangan sesuai dengan RT/RW Kabupaten Sleman
sebagai berikut :

1. Kawasan Utara (Kawasan Lereng Gunung Merapi)
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Kawasan ini merupakan penyangga air bersih di Kabupaten Sleman dan Kota Jogja.
Kawasan ini tepat untuk investasi di bidang produksi air mineral, eko wisata, jasa kuliner,
wisata agro, budidaya agrobisnis, wisata pedesaan, dll.

2. Kawasan Timur
Kawasan ini meliputi Kecamatan Prambanan dan sebagian Kecamatan Kalasan dan
Kecamatan Berbah. Sebagai kawasan area non irigasi dan cocok untuk pengembangan
tanaman perkebunan serta banyak peninggalan situs candi.lnvestasi yang cocok adalah
pemasaran dan diversifikasi produk perkebunan, pengembangan fasilitas wisata serta
sarana event wisata untuk sejarah kepurbakalaan.

2. Kawasan Tengah
Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) yang meliputi Kecamatan Melati,
Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat
pendidikan, perdagangan baru dan jasa. Investasi yang tepat untuk kawasan ini adalah
pengembangan perdagangan baru untuk skala kecil hingga besar, wisata perkotaan dan
pengembangan bisnis jasa pendidikan.

4. Kawasan Barat
Kawasan ini meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan. Kawasan ini
merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku
sehingga sangat cocok untuk budidaya pertanian dan perikanan darat.

Hal pokok yang menjadi pertimbangan pembangunan daerah Kabupaten Sleman saat
ini adalah bagaimana kawasan-kawasan di wilayah Kabupaten Sleman dapat tumbuh dan
berkembang secara mandiri berdasarkan potensi sektoral dan karakteristik spesifik yang
dimilikinya. Berdasarkan uraian diatas, upaya pembangunan di segala bidang dan
pengembangan kawasan-kawasan di wilayah Kabupaten Sleman perlu dilakukan identifikasi
terhadap potensi ekonomi sektoral di Kabupaten Sleman sebagai kerangka dasar dalam
mengembangkan ekonomi daerah berbasis Kawasan Andalan.

Il. Tinjauan Pustaka
2.1. Konsep Pembangunan Wilayah

Pendekatan terpadu (integrated) merupakan jalan tengah antara pendekatan
sentralisasi yang menekankan pertumbuhan di wilayah pusat kota (kota utama) dan
desentralisasi yang menekankan pada penyebaran investasi pada wilayah belakang
(perdesaan). Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi disertai
pemerataan yang dilaksanakan berdasarkan pertumbuhan berimbang. Argumen mengenai
pendekatan terpadu dalam lingkup spasial dikemukakan oleh Rondinelli untuk mencari
alternatif strategi pendekatan pengembangan dengan tujuan menyebarkan dan mendorong
pertumbuhan wilayah belakang dan membawa wilayah tersebut untuk ikut berpartisipasi
secara efektif dalam proses pembangunan (Rondinelli, 1985:1-2).
2.2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Andalan

Pertumbuhan dan Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah senantiasa disertai
dengan perubahan struktural. Pertumbuhan dan pengembangan suatu wilayah merupakan
suatu proses kontinu sebagai hasil dari berbagai pengambilan keputusan didalam ataupun
yang mempengaruhi suatu wilayah. Proses yang terjadi sangat kompleks melibatkan aspek
ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan politik (pemerintahan) sehingga pada hakekatnya
pengembangan wilayah adalah suatu sistem pembangunan wilayah yang tidak dapat dipisah
pisahkan (Nugroho, 2004 dalam Sjafrizal).

Menurut Prod‘homme dalam Rondinelli (1985) dalam pengembangan wilayah
merupakan program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan
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memperhitungkan sumber daya yang ada dan kontribusinya pada pembangunan suatu

wilayah. Beberapa kata kunci yang terdapat dalam pengembangan wilayah, yaitu:

1 Program yang menyeluruh dan terpadu.

2. Sumber daya yang tersedia dan kontribusinya terhadap wilayah.

3.Suatu wilayah tertentu.

Dalam pelaksanaan pengembangan wilayah perlu ditempuh pendekatan yang cocok sesuai

dengan potensi, kondisi dan nilai-nilai budaya masyarakat yang ada di wilayah tersebut,

sehingga pendekatan yang diterapkan akan cocok dengan permasalahan yang dihadapi.

Pendekatan dalam pengembangan wilayah ada 2 yaitu :

1 Pengembangan wilayah pendekatan sisi permintaan
Pendekatan sisi permintaan merupakan suatu pendekatan pengembangan ekonomi wilayah
dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan meningkatnya permintaan
lokal atas barang dan jasa, maka akan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat
dan selanjutnya mendorong pertumbuhan sektor industri barang dan jasa. Pertumbuhan
industri barang dan jasa akan mampu menyerap tenaga kerja lokal sehingga akan terjadi
proses multiplier effect yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

2. Pengembangan Wilayah Pendekatan Sisi Penawaran
Pendekatan sisi penawaran merupakan pendekatan pengembangan wilayah yang ditujukan
untuk meningkatkan penawaran komoditas-komoditas tertentu yang diproses dari sumber
daya lokal. Dengan adanya ekspor ke luar wilayah diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan lokal yang pada akhirnya akan menumbuhkan kegiatan ekonomi di wilayah
tersebut.

I11.  Metode Penelitian
3.1. Data
Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data PDRB 17 sektor ADHK

Kabupaten Sleman dan DIY tahun 2010-2014 yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS),
dan Bappeda
3.2. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah analisis Location Quotient (LQ) dengan Location
Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ). Gabungan antara nilai SLQ dan
DLQ dijadikan kriteria dalam menentukan apakah sektor ekonomi tersebut tergolong
unggulan, prospektif, andalan, dan kurang prospektif dengan kriteria sebagai berikut:

SLQ | DLQ Keterangan
1| <1 <1 Sektor bukan unggulan yang tidak berpotensi unggulan
2 | <1 >1 Sektor bukan unggulan tetapi berpotensi unggulan
3 | >1 <1 Sektor unggulan yang tidak berpotensi unggulan
4 | >1 >1 Sektor unggulan yang berpotensi unggulan

Selain analisis LQ juga digunakan analisis Tipologi Klassen untuk menentukan
klasifikasi sektoral di Kabupaten sleman

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Analisis SLQ dan DLQ
Berdasarkan perhitungan yang dlakukan dengan analisis SLQ dan DLQ terhadap
sektor dan subsektor PDRB di Kabupaten Sleman selama tahun 2010 -2014 dapat ditemukan
sektor dan subsektor yang masuk dalam kategori sektor dan subsektor
1 Kategori Andalan atau unggulan dan berpotensi unggul di Kabupaten Sleman adalah
sebagai berikut:
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a. Subsektor industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi
b. Sektor konstruksi
c. Sektor transportasi dan pergudangan terutama pada subsektor pergudangan dan jasa
penunjang angkutan pos dan kurir
d. Sektor real estate dan
e. Sektor jasa perusahaan
2 Kategori Prospektif atau Bukan merupakan Unggulan, namun berpotensi menjadi
sektor unggulan adalah
Subsector keutanan dan penebangan kayu
Subsector industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman
Subsector industri alat angkutan
Subsektor industri furniture
Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
Sektor Informasi dan komunikasi
Subsektor angkutan darat
Sektor jasa keuangan
Subsector jasa penunjang keuangan
Sektor jasa kesehatan dan kegiatan social
Sektor Jasa lainnya
3 Kategorl Kurang Prospektif atau Sektor Unggulan namun tidak berpotensi unggul
adalah:
a. Subsektor tanaman holtikultura
b. Subsektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya
c. Subsektor angkutan udara
d. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
e. Sektor jasa pendidikan
4. Kategori tidak prospektif atau bukan unggulan dan tidak berpotensi unggul adalah
a. Sektor pertanian, kehtanan dan perikanan kecuali subsector tanaman holtikultura dan
subsector kehutanan dan penebangan kayu
Sektor pertambangan dan penggalian
Sektor industri makanan dan minuman
Subsektor industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki
Subsektor industri barang dari logam, kmputer, barang elektronik dll
Subsektor Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL pada sektor industri pengolahan
Sektor pengolahan listrik dan gas
Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
Subsector jasa perantara keuangan
Subsektor jasa asuransi dandana pension
Sektor administasi pemerintahan, pertahanan, dan asuransi
4.2. Analisis Tipologi Klassen
Berdasarkan analisis Tipologi Klassen di Kabupaten Sleman, dengan menngunakan
data PDRB 17 Sektor lapangan usaha atas dasar harga konstan Kabupaten Sleman
selama periode 2010-1014 dan PDRB DIY diperoleh hasil seperti ang ditunjukan oleh
tabel 1 sebagai berikut:

Ao SQ@ e o0 o

X SQ@ oo 0o
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Tabel 1: Tipologi Klassen Kabupaten Sleman
Tahun 2010 — 2014

Share Pertumbuhan Sektoral
Sektoral gi>g gi<g
si>s Sektor maju dan tumbuh Pesat Sektor maju tetapi tertekan
= Konstruksi = Industri pengolahan
= Transportasi dan Pergudangan = Penyediaan akomodasi dan
= Jasa Perusahan makan minum
= Administrasi Pemerintahan, | = Jasa kesehatan dan kegiatan
pertahan, dan jaminan sosial sosial
si>s Sektor Potensial Sektor Relatif Tertinggal
= Pertambangan dan penggalian = Pertanian, kehutanan, dan
= Pengadaan listrik gas perikanan
= Pengadaan air, pengelolaan | = Perdagangan besar dan eceran
sampah, limbah dan daur ulang | = Reparasi mobil dan sepeda
= Informasi dan komunikasi motor
= Jasa Keuangan dan asuransi = Jasa pendidikan
= Jasa lainnya

V. Penutup

Berdasarkan analisis potensi sektoral dengan menggunakan analisis SLQ dan DLQ di
Kabupaten Sleman pada Tahun 2010-2014 diketahui bahwa sektor konstruksi, sektor
transportasi pergudangan, real estate dan jasa perusahaan merupakan sektor utama yang
merupakan sektor basis di Kabupaten Sleman. Sementara itu berdasarkan analisis Tipologi
Klassen sektor yang meripakan sektor maju dan tumbuh pesat adalah Konstruksi Transportasi
dan Pergudangan, Jasa Perusahan, dan Administrasi Pemerintahan, pertahan, dan jaminan
sosial
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Abstract

Women workers who are married and have children is a woman whose role as wife and
mother to her children as well as a career woman in the job. Daily role that the exercise is
not easy, housewives often face demands perceived to be balanced with the ability he has,
demands like that used to make a working woman experiencing stress at work.

Stress occurs because of an imbalance between the two roles, at the same time a
woman is required to work as much as possible and on the other hand plays a mother who
always pay attention to the family, in addition to their depressed feelings, feeling the
implementation of the role that may affect the results of other roles because of a conflict
between the values of life with the role that. The sources of stress (stressor) can be
categorized in three things: the stressor task demands (tekanaan related work premises),
stressor demands of the role (the pressure exerted as a function of the role of employees,
personal demands stressors is the pressure created by the family

Keywords: Dual Role Conflict Women, Performance and stressors.
Abstrak

Wanita pekerja yang sudah menikah dan mempunyai anak adalah seorang wanita yang
berperan sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya dan sekaligus sebagai wanita yang berkarir
dalam pekerjaannya. Peran sehari-harinya yang dijalankannya tidaklah mudah, ibu rumah
tangga seringkali menghadapi tuntutan-tuntutan yang dirasakan tidak seimbang dengan
kemampuan yang dimilikinya, tuntutan-tuntutan seperti itu biasa membuat seorang wanita
pekerja mengalami stres dalam bekerja.

Stres terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kedua peran tersebut, pada saat
yang bersamaan seorang wanita dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dan di sisi lain
berperan sebagai seorang ibu yang selalu memperhatikan keluarga, selain itu adanya perasaan
tertekan, merasa pelaksanaan peran yang satu akan mempengaruhi hasil peran lain karena
adanya pertentangan antara nilai-nilai hidup dengan peran yang dimiliki. Sumber-sumber
stres (stressor) bisa dikatagorikan dalam 3 hal yaitu stressor tuntutan tugas ( tekanaan yang
berkaitan denga pekerjaan), stressor tuntutan peran (tekanan yang diberikan sebagai suatu
fungsi dari peran sebagai karyawan, stressor tuntutan pribadi adalah tekanan yang diciptakan
oleh keluarga

Kata Kunci : Konflik Peran Ganda Wanita, Kinerja dan Stressor.
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A. PENDAHULUAN

Perubahan demografi ditandai dengan meningkatnya jumlah wanita pekerja, hal ini
didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan jumlah wanita pekerja
pada tahun 2011 mencapai 48.440 juta dibandingkan tahun 2010 sebesar 47.240 juta dan
tahun 2009 yang baru 46.680 juta orang. Hal ini sejalan dengan terjadinya fenomena semakin
meningkatnya partisipasi kerja wanita dan peran pekerja wanita dalam dunia bisnis. Arah
perkembangan wanita pekerja menunjukan peningkatan yang cukup berarti secara kuantitatif,
sedangkan secara kualitatif perkembangan karier wanita pekerja pada tugas-tugas manajerial
yang secara tradisional dijabat oleh pekerja laki-laki, menjadai nyata adanya

Menurut hasil penelitian, Jacinta (2002) menyatakan bahwa wanita pekerja yang menjadi
responden ingin tetap bekerja, karena pekerjaan memberikan banyak manfaat yaitu mulai dari
dukungan financial, mengembangkan pengetahuan dan wawasan, memungkinkan aktualisasi
kemampuan, memberikan kebanggaan diri dan kemandirian (meskipun penghasilan suami
mencukupi), serta memungkinkansubyek mengaktualisasikan aspirasi pribadi lain yang
mendasar seperti memeberi rasa yang berarti sebagai pribadi, meskipun keterlibatan dalam
berbagai peran ini dapat memberikan keuntungan psikososial seperti ; peneingkatan
kepercayaan diri, moral, serta kebahagiaan, kesulitan dalam memenuhi tuntutan pekerjaan
dan keluarga.

Berperan Ganda tidak mudah untuk dijalani sekaligus, sebagai seorang pekerja dan
sebagai ibu rumah tangga, Wanita pekerja yang telah menikah dan punya anak memiliki
peran dan tanggung jawab yang lebih berat dari pada wanita single. Peran Ganda pun dialami
wanita pekerja tersebut selain berperan dalam keluarga juga harus berkarier, maka hal inilah
yang menjadikan timbulnya konflik peran ganda, yaitu konflik antara pekerjaan-keluarga dan
keluarga-pekerjaan

Konflik pekerjaan-keluarga terjadi bila ada benturan antara tanggung jawab pekerjaaan
dan tanggung jawab di rumah, satu sisi wanita dituntut untuk bertanggung jawab dalam
mengurus dan membina keluarga secara baik, disisi lain dituntut pula untuk bekerja sesuai
dengan standar perusahaan dengan menunjukkan kinerja yang baik, contohnya perusahaan
sulit menuntut lembur atau tugas luar kota pada wanita pekerja yang mempunyai anak balita.

Konflik keluarga-pekerjaan menurut Kossek dan Ozeki dalam Namasivayam dan Zhao
(2006), konflik keluarga-pekerjaan merupakan konflik yang muncul ketika peran seorang
dalam keluarga mengganggu peran pekerjaannya, contohnya ketika wanita karier tersebut

merasa terganggu pekerjaanya karena harus mengantar anaknya atau harus menjaga anaknya.

Kondisi-kondisi konflik peran ganda pada wanita pekerja tersebut sering memicu
terjadinya konflik pada kehidupan perusahaan, bila tidak ditangani secara serius akan
berdampak pada pencapaian tujuan perusahaan, salah satunya adalah rendahnya Kinerja
karyawan secara keseluruhan, disamping itu juga bisa menyebabkan timbulnya tekanan jiwa
secara psikologis (stres) pada diri karyawan tersebut.

Menurut Gitosudarmo dan Suditta (2000), stress mempunyai dampak positif dan
negatif. Dampak positif stress pada tingkat rendah sampai tingkat moderat bersifat fungsional
yang artinya berperan sebagai pendorong pengingkatan kinerja, sedangkan pada tingkat
negatif sters pada tingkat tinggi adalah penurunan kinerja.
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Menurut Warell, (2002) menyatakan bahwa wanita yang bekerja mempuyai 3 (tiga)
faktor dasar yang melandasinya, yang pertama adalah kebutuhan ekonomi, sering Kkali
kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, sehingga para wanita harus
bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Faktor yang kedua adalah karena
adanya aspek-aspek pendidikan yang sudah lebih tinggi, faktor ini menjadikan wanita
cenderung akan memilih untuk bekerja. Faktor yang ketiga adalah memenuhi keutuhan untuk
lebih dihargai dan untuk merealisasikan potensi yang dimiliki.

Dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Hal ini mendorong
wanita untuk ikut serta dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka tidak mengherankan
apabila saat ini sering menjumpai wanita yang bekerja. Dalam era sekarang ini, ilmu dan
teknologi berkembang dengan pesat, menyebabkan semakin berkurangnya sekat-sekat yang
memisahkan antara pria dan wanita untuk bekerja. Dengan berbagai macam kesulitan yang
dihadapi ibu rumah tangga membuat sang ibu merasa tugas rumah tangga dan tuntutan
pekerjaan di kantor menjadi sang ibu merasa tertekan, terancam dan menghadapi konflik.
Tuntutan tugas rumah tangga tersebut dianggap sang ibu melebihi sumber daya yang
dimilikinya karena semua tugas rumah tangga dikerjakan seorang diri yang mana
membutuhkan keterampilan, waktu, dan tenaga yang banyak. Ketidakseimbangan antara
tuntutan dengan sumber daya yang dimiliki menyebabkan seorang ibu berada dalam kondisi
stres yang dirasakan. Selain itu, keadaan yang kurang harmonis di keluarga ini juga berasal
dari ketidakmampuan dalam pemenuhan peran sebagai pasangan suami istri dan peran
sebagai orang tua akibat terlalu sibuk dan lelah dalam pekerjaannya. Jika ibu yang bekerja
tidak dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga maka akan menimbulkan
tekanan sehingga mengakibatkan ibu tersebut sering marah-marah kepada anak dan suami,
kurang memperhatikan anak-anak dan suami, cepat lelah, dan lain-lain. Tuntutan pekerjaan
berhubungan dengan tekanan yang berasal dari beban kerja yang berlebihan dan waktu,
seperti; pekerjaan yang harus diselesaikan terburu-buru dan deadline.

Stres yang dialami oleh ibu rumah tangga terjadi karena sang ibu menilai bahwa
tugasnya membawa kerugian pada dirinya sehingga dirasakan membebani oleh seorang ibu
yang bekerja. Penilaian seorang ibu yang bekerja terhadap tugas ibu rumah tangga
menentukan tingkat stres yang dirasakannya. Setiap orang dalam hidupnya mempunyai satu
harapan untuk lebih baik daripada waktu sekarang dan untuk dalam mencapai cita-citanya
dibutuhkan suatu usaha agar dapat mewujudkannya. Menjadi seorang wanita karir menjadi
dambaan setiap wanita, wanita mandiri yang mempunyai pekerjaan, berpenghasilan dan
memiliki jabatan di suatu perusahaan. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep emansipasi
wanita, di mana wanita juga ingin dihargai dan diapresiasi sama dengan pria. Sesuai dengan
kodratnya sebagai seorang ibu dan istri, tenaga kerja wanita memiliki sebuah konflik peran
ganda. Kodrat wanita yang utama yaitu menjadi seorang ibu rumah tangga yang berbakti
pada suami dan mengayomi anak-anaknya. Sedangkan peran wanita saat ini bertambah
menjadi wanita pekerja. Peran ganda wanita juga sering disebu t dengan -dual career”.

Masalah peran ganda menyulitkan kedudukan wanita yang berkarir. Adanya pandangan
normatif masyarakat yang beranggapan bahwa seorang wanita karir dinilai lebih berhasil
apabila ia sukses dalam pekerjaannya dan juga dalam keluarganya. Setiap peran tentu saja
menuntut konsekuensi dan tanggung jawab yang berbeda. Peran ganda sebagai ibu rumah
tangga dan pekerja menuntut wanita karir untuk menyeimbangkan pemenuhan kewajiban dan
tugasnya, sehingga akan muncul konflik peran ganda. Konflik peran inilah yang mesti
diperhatikan sebagai faktor pembentuk terjadinya stres di tempat kerja.
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Pada artikel ini akan dibahas mengenai peran ganda wanita terhadap kinerja, dengan
pembahasan pengertian konflik peran ganda, kinerja, dan stres. Konflik peran ganda dapat
menimpa laki-laki maupun perempuan, namun dalam penulisan ini hanya memfokuskan pada
konflik peran ganda yang terjadi pada wanita karir yang sudah menikah.

Penulisan ini bertujuan untuk dapat menjadi masukan dan informasi yang berkaitan
dengan hubungan antara peran ganda dengan stres kerja sehingga dapat digunakan sebagai
acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya serta sebagai acuan
pengambilan kebijakan suatu perusahaan bagi karyawan wanita yang sudah berkeluarga.
Dapat menjadi masukan bahwa konflik peran ganda berpengaruh terhadap stres Kkerja,
sehingga keluarga dapat memberikan dukungan agar tidak menimbulkan stres dalam
pekerjaanya.

2.  TINJAUAN TEORI
2.1 Konflik Peran Ganda Wanita

Konflik sebagai suatu situasi dimana terjadi emosi dan tujuan yang tidak sesuai satu
sama lain terhadap individu yang satu dengan yang lainnya kemudian menyebabkan
timbulnya pertentangan. Menurut Killman dan Thomas (1978), konflik diartikan sebagai
kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Menurut
Luthans (2001: 407) peran didefinisikan sebagai suatu posisi yang memiliki harapan yang
berkembang dari norma yang dibangun. Individu yang terlibat dalam peran ganda bisa
menghadapi pilihan perilaku yang rumit. Hal ini terjadi karena mereka harus menjalani
berbagai peran yang berbeda, sementara dalam masing—masing peran itu sendiri bisa terjadi
dari serangkaian peran yang kompleks.

Konflik peran ganda yang dialami oleh wanita karir mempunyai kesulitan-kesulitan
dalam memenuhi tuntutan peran, yaitu sebagai ibu rumah tangga, individu, istri, wanita
pekerja, dan warga masyarakat. Kegagalan dalam memenuhi tuntutan dari salah satu peran
baik sebagai individu, ibu rumah tangga, istri, warga masyarakat maupun sebagai wanita
pekerja akan menimbulkan konflik, sehingga kurang mempunyai waktu untuk keluarga.
Menurut Fisher, (2001:143- 170) Konflik peran juga akan muncul disaat seorang karyawan
menunjukkan harapan yang tidak sesuai sehingga membuatnya sulit atau secara efektif tidak
mungkin sesuai dengan harapan pihak lain. Konflik peran ini terjadi ketika kehidupan rumah
tangga seseorang berbenturan dengan tanggung jawabnya di tempat kerja, seperti masuk kerja
tepat waktu, menyelesaikan tugas harian, atau kerja lembur. Demikian juga tuntutan
kehidupan rumah tangga yang menghalangi seseorang untuk meluangkan waktu untuk
pekerjaannya atau kegiatan yang berkaitan dengan karirnya.

Konflik peran ganda yang dialami oleh wanita karir dapat menyebabkan hambatan
dalam bekerja. Bila tidak ingin seperti itu disarankan sebaiknya wanita tersebut tidak
berprinsip sebagai seorang wanita super yang sanggup melakukan semua pekerjaan sendiri.
Ketidakmampuan seorang wanita karir dalam menyelesaikan konflik peran ganda tersebut
dapat menyebabkan mereka menampilkan sikap kerja yang negatif misalnya kurang
termotivasi dalam bekerja, kurang konsentrasi, yang disebabkan urusan keluarga sehingga
dengan demikian akan berpengaruh terhadap kinerja. Konflik akibat peran ganda yang
dimiliki oleh karyawan perempuan dapat menyebabkan tingkat stres kerja yang nantinya akan
berpengaruh terhadap kinerja karyawan perempuan.
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Stoner et al. (1990) menyatakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konflik
peran ganda, yaitu:

1. Time pressure, semakin banyak waktu yang digunakan untuk bekerja maka semakin
sedikit waktu untuk keluarga.
2. Family size dan support, semakin banyak anggota keluarga maka semakin banyak
konflik, dan semakin banyak dukungan keluarga maka semakin sedikit konflik.
3. Kepuasan kerja, semakin tinggi kepuasan kerja maka konflik yang dirasakan semakin
sedikit.
4. Marital and life satisfaction, ada asumsi bahwa wanita bekerja memiliki konsekuensi
yang negatif terhadap pernikahannya.
5. Size of firm, yaitu banyaknya pekerja dalam perusahaan mungkin saja mempengaruhi
konflik peran ganda seseorang.
Dampak konflik yang terjadi dalam hidup manusia. Dampak konflik tersebut ada
yang berdampak postif dan ada juga berdampak negatif. Dampak konflik yang berpengaruh
dalam Kinerja seseorang:

1. Dampak positif
Menurut Wijono (1993: 3) menyatakan bahwa dampak konflik positif yaitu apabila
upaya penanganan dan pengelolaan konflik yang terjadi dalam suatu lingkungan
pekerjaan dilakukan secara efisien dan efektif maka dampak positif akan muncul
melalui perilaku yang seorang karyawan sebagai sumber daya manusia yang potensial.

2. Dampak negatif
Menurut (Wijono, 1993: 2) dampak konflik negatif disebabkan oleh kurang efektifnya
pengelolaan. Kurang efektifnya pengelolaan yang dimaksud di sini yaitu adanya
kecenderungan untuk membiarkan konflik semakin bertamabah. Menghindari adanya
sebuah konflik bukanlah keputusan yang baik, karena yang terpenting adalah
menghadapi konflik tersebut dan menyelesain, bukan menghindari, kemudian
membiarkannya terjadi.

Dengan menjalani peran ganda, maka konsentrai seseorang bisa terpecah. Jika hanya
memfokuskan diri pada satu peran saja, maka peran yang lain akan terbengkalai. Sebagai
contoh, jika seorang wanita hanya fokus pada keluarga, maka tanggung jawab pada
pekerjaannya akan terbengkalai, kualitas kinerja menurun, prestasi dan produktivitas di
kantor semakin memburuk. Demikian juga sebaliknya, jika wanita hanya berfokus
terhadap pekerjaannya dan lebih bertanggungjawab pada pekerjaan di luar rumahnya,
maka situasi dan kondisi keluarganya akan memburuk.

2.2 Stressor

Stres kerja adalah suatu reaksi perasaan tertekan atau terganggu baik fisik,
psikologis, maupun perilaku yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi pekerjaan.
Stres kerja merupakan perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi
pekerjaannya. Menurut Robin (2006) menjelaskan bahwa stres adalah suatu kondisi yang
dinamis dalam mana seseorang individu dihadapkan pada suatu peluang, tuntutan, atau
sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan individu tersebut dan yang hasilnya
dipandang tidak pasti dan penting. Sedangkan Davis dan Newstrom (1996) menyatakan
stres sebagai bentuk kondisi yang mempengaruhi emosi, pikiran, dan kondisi fisik
seseorang. Stres yang terjadi ditempat kerja merupakan hasil reaksi emosi akibat
kegagalan individu beradaptasi di lingkungan kerja dimana terjadi ketidak sesuaian antara
harapan dan kenyataan.
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Menurut Margiati (1999: 78) mengkategorikan gejala stres tersebut menjadi:

Bekerja melewati batas kemampuan

Kelerlambatan masuk kerja

Ketidakhadiran pekerjaan

Kesulitan membuat keputusan

Kesalahan yang sembrono

Kelalaian menyelesaikan pekerjaan

Lupa akan janji yang telah dibuat dan kegagalan diri sendiri

Kesulitan berhubungan dengan orang lain

Kerisauan tentang kesalahan yang dibuat

Menunjukkan gejala fisik seperti pada alat pencernaan, tekanan darah tinggi, radang
kulit, radang pernafasan.

Menurut Hendrix, Spencer & Gibson (1994) terdapat beberapa macam stres yang
dihadapi oleh wanita, yaitu:

T SQ@ o o0 o

1 Wanita pekerja dipengaruhi oleh sumber stres (stressor) yang biasanya dihadapi oleh
laki-laki seperti beban kerja yang berlebihan, overskills, underutilization skills,
kebosanan kerja, hubungan dengan pasangan dan anak, dan masalah keuangan.

2 Sumber stres (stressor) yang kedua ini bersifat unik dan berasal dari pekerjaannya atau
di luar pekerjaan. Yang berasal dari pekerjaan misalnya; kebosanan, rendahnya tingkat
kekuasaan, permintaan tinggi dalam pekerjaan pekerjaan, dan sedikitnya promosi yang
diberikan perusahaan
Leontaridi dan Ward (2002) menyatakan bahwa sumber stres Kkerja (stressor)

disebabkan oleh faktor lingkungan kerja seperti tekanan kerja yang berat, manajemen yang
tidak sehat dan hubungan yang buruk dengan karyawa lainnya. Gejala stres ditempat kerja
dapat diamati dari perilaku para karyawan, antara lain : kepuasan kerja yang rendah, kinerja
yang menurun, semangat kerja menghilang, kurangnya kreativitas, keputusan yang jelek,
serta banyak melakukan pekerjaan yang tidak produktif. Stres yang dialami seorang ibu
rumah tangga terjadi karena sang ibu menilai bahwa tugasnya membawa kerugian pada
dirinya sehingga dirasakan membebani oleh sang ibu. Penilaian sang ibu terhadap tugas
rumah tangga menentukan derajat stres yang dirasakannya. Stres pada karyawan bukanlah
suatu hal yang selalu berakibat buruk pada karyawan dengan hasil kinerjanya, namun di sisi
lain stres juga dapat memberikan sebuah motivasi bagi karyawan untuk memberikan rasa
semangat dalam menjalankan setiap pekerjaannya untuk mencapai prestasi kerja yang baik
untuk karir karyawan dan untuk kemajuan perusahaan.
Menurut Robbin (2006) ada 3 faktor yang menjadi penybab utama Stres (Stressor)

yaitu :

1 Faktor Lingkungan luar perusahaan seperti ketidakstabilan dalam pemerintahan yang
berakibat pada tidak menentunya jaminan kepastian hukum dan factor teknologi yang
semakin cepat berubah sehingga mengharuskan seorang harus segera beradaptasi

2. Faktor Lingkungan di dalam perusahaan seperti masalah tuntutanpekerjaan atau beban
kerja, kurangnya tingkat kebebasan berekspresi, hubungan antar pribadi yang tidak
harmonis

3. Faktor Pribadi yaitu factor-faktor yang terjadi dari diri pribadi termasuk lingkungan
pribadinya seperti masalah keluarga/ suami isteri, banyaknya kebutuhan melebihi
pendapatan ataupun ketidakcocokan dalam bekerja

2.3 Kinerja
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang
dalam suatu organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam
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rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan yang tidak melanggar hukum dan
sesuai dengan moral atau etika. Menurut As‘ad (2004: 46) mendefinisikan kinerja sebagai
kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Ostroff
(1992), menerangkan dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kinerja karyawan mengacu
pada prestasi kerja karyawan diukur berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan
perusahaan. Asumsi tentang pengertian tersebut didasarkan pada individu yang dapat
memuaskan kebutuhannya dengan cara mencapai apa yang menjadi tujuannya dan dapat
memberi kontribusi bagi organisasi untuk meraih tujuan. Kinerja merupakan kondisi yang
harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat
pencapaian hasil yang akan dicapai nantinya.

Menurut Gibson, (1986) ada 3 (tiga) faktor yang berpengaruh terhadap kinerja seorang
individu:

1. Faktor individu : kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja,
tingkat sosial dan demografi seseorang.

2. Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja.

3. Faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem
penghargaan (reward system).

Kinerja seseorang merupakan ukuran sejauh mana keberhasilan seseorang dalam
melaksanakan tugas yang didapat. Penilaian kinerja adalah sistem yang digunakan untuk
menilai apakah seseorang telah melaksanakan pekerjaan secara keseluruhan dan sesuai
dengan prosedur. Sebuah perusahaan atau organisasi memiliki tingkatan pekerjaan dari yang
paling rendah hingga yang paling tinggi. Semakin tinggi tingakatan pekerjaan tersebut maka
akan semakin tinggi pula tanggungjawab dan imbalan yang akan diterima karyawan

3. METODE PENELITIAN
3.1 Populasi dan Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah para staf pengajar wanita perguruan
tinggi di DI'Y. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan teknik non-probabilty
sampling dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel,
berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti dimana sampel yang dipilih dengan
menggunakan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian yang
dikembangkan.

Untuk pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
syarat-syarat sebagai berikut:

a. Dosen
b. Bekerja minimal 5 tahun
c. Sudah menikah dan memiliki anak balita

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri atas dua macam, yaitu: variabel terikat (dependent
variable) atau variabel yang tergantung pada variable lainnya, dan variabel bebas
(independent variable) atau variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya.
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
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1. Variabel terikat (dependent variable), yaitu stres kerja (Y1) dan kinerja (Y2).
2. Variabel tidak terikat (independent variable), yaitu konflik peran ganda atau work-
family conflict (X)

3.3 Data

Menggunakan data primer. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui
kuesioner dengan menggunakan skala Likert 1-5 yang diberikan kepada responden, yaitu
staf pengajar di DIY.

3.4 Metode Analisis Data

Agar suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus diolah dan
dianalisis terlebih dahulu, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Tujuan
metode analisis data adalah untuk mengintepretasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah
data yang terkumpul. Pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS
(Statistical Package for Social Science) versi 21, yakni dengan metode Path Analysis
(analisis jalur).

3.4.1 Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif adalah bentuk analisa yang berdasarkan dari data yang
dinyatakan dalam bentuk uraian. Data kualitatif ini merupakan data yang hanya dapat diukur
secara langsung. Proses analisis kualitatif ini dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

1. Pengeditan (editing)
2. Coding

3. Scoring

4. Tabulating

5. Statistik Deskriptif

3.4.2 Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif adalah bentuk analisa yang menggunakan angka-angka dan
perhitungan dengan metode statistic, maka data tersebut harus diklasifikasikan dalam
kategori tertentu dengan menggunakan tabel-tabel tertentu untuk mempermudah dalam
menganalisis menggunakan program SPSS for Windows.

4.  PEMBAHASAN

Dampak Stressor yang disebabkan karena tuntutan Tugas, Peran dan Pribadi terhadap
kinerja individu dapat diibaratkan seperti pisau bermata dua, disatu sisi stressor karena
tuntutan Tugas, Peran dan Pribadi yang berlebihan (over Stress) akan dapat menyebakan
kinerja menurun sedangkan sebaliknya ketika tuntutan tugas, peran dan pribadi yang masih
dalam tingkatan moderat justru bisa meningkatkan kinerja individu tersebut.

Peran ganda muncul ketika seorang individu menjalankan posisi yang berbeda dari
organisasi atau kelompok dalam waktu yang bersamaan. Sebagai contoh peran ganda, yaitu
seseorang yang memiliki tanggung jawab di tempat Kkerja, tetapi juga bertanggung jawab di
rumah. Wanita dengan peran ganda dituntut untuk berhasil dalam dua bidang yang
bertentangan. Wanita yang memliki peran ganda akan bertemu dengan konflik-konflik yang
timbul akibat pilihan yang sulit. Stres kerja pada karyawan perempuan adalah tanggapan
seorang karyawan perempuan terhadap suatu kondisi atau kejadian yang ada di perusahaan
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yang dapat mengganggu kondisi fisik dan psikologisnya. Pekerjaan wanita yang berperan
ganda berusaha semaksimal mungkin untuk mendampingi anak-anak, berhasil mengurus
rumah tangga, anak-anak serta suami, tetapi tetap dapat menyalurkan kebutuhan keuarga
sebagai makhluk sosial, mampu mandiri dari segi keuangan, pengembangan wawasan, dan
bangga saat menjadi wanita karir. Robbins (2003) menyatakan tingkat stres yang mampu
dikendalikan mampu membuat karyawan melakukan pekerjaanya dengan lebih baik, karena
membuat mereka mampu meningkatkan intensitas kerja, kewaspadaan, dan kemampuan
berkreasi, tetapi tingkat stres yang berlebihan membuat kinerja mereka akan mengalami
penurunan. Keinginan untuk menjalankan kedua peran tersebut dengan sempurna, terkadang
saling bertentangan satu dengan yang lain, sehingga dapat menimbulkan masalah pada
kinerjanya

5. Kesimpulan

Wanita yang menjalani peran ganda, maka konsentrasinya bisa terpecah, jika hanya
memfokuskan diri pada satu peran saja, maka peran yang lain akan terbengkalai. Seorang
wanita hanya fokus pada keluarga, maka tanggung jawab pada pekerjaannya akan
terbengkalai, kualitas kinerja menurun, prestasi dan produktivitas di kantor semakin
memburuk. Demikian juga sebaliknya, jika wanita hanya berfokus terhadap pekerjaannya dan
lebih bertanggungjawab pada pekerjaan di luar rumahnya, maka situasi dan kondisi
keluarganya akan memburuk. Gejala timbulnya stres inilah yang harus segera diatasi agar
tidak mempengaruhi kinerjanya. Stres kerja yang dialami oleh wanita pekerja ini bisa disikapi
dan dikelola dengan baik. Hal ini tergantung dari pengalaman kerjanya, hubungan social
dengan rekan-rekan kerjanya, dan juga dukungan rekan-rekan kerjanya.

Gejala terjadinya stres ditempat kerja dapat diamati dari perilaku para karyawan, antara
lain : kepuasan kerja yang rendah, kinerja yang menurun, semangat kerja menghilang,
kurangnya kreativitas, keputusan yang jelek, serta banyak melakukan pekerjaan yang tidak
produktif. Kinerja adalah perilaku yang nyata dan dapat ditunjukkan kepada setiap orang
sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan kinerjanya.
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INFORMASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA

PADA PERPUSTAKAAN

Ketua : Dr. Hiras Pasaribu, MSi., Ak., CA

Anggota : Drs. Alp. Yuwidiantoro., MSi.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi, kualitas Layanan dan
penggunaan teknologi informasi terhadap kepuasan mahasiswa. Responden dalam penelitian
ini adalah mahasiswa program studi Manajemen, Akuntansi dan llmu Ekonomi; sebanyak
100 mahasiswa. Penelitian ini , adalah studi survey, dengan menyebarkan kuesioner kepada
responden, menggunakan pengukuran data dengan skala pengukuran 5 (Likert type item).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable empathy (kualitas layanan dan perhatian
layaanan perpustakaan) dan penggunaan teknologi informasi yang berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan mahasiswa. Hasil ini memberi informasi pada pimpinan untuk
menyesuaikan atau meningkatkan pelayanan karyawan perpustakaan terhadap mahasiswa
pengunjung perpustakaan dan meningkatkan ketersediaan serta penggunaan teknologi
informasi di perpustaakaan.

Kata kunci : Budaya organisasi; kualitas layanan; teknologi informasi dan kepuasan
mahasiswa.

Abstract

This study aims to determine the influence of organizational culture, quality of services and
use of information technology on student satisfaction. Respondents in this study is a student
of Management, Accounting and Economics; as many as 100 students. This study, is a survey
study, by distributing questionnaires to the respondents, using data measurement with 5
measurement scale (Likert type item). The results showed that empathy variable (quality of
service and attention library) and the use of information technology that significantly
influence student satisfaction. These results provide information to leaders to adjust or
improve services to students of library employees of library visitors and increase the
availability and use of information technology in library.

Key words : Organizational culture; quality of services; information technology; student
satisfaction
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PENDAHULUAN

Banyak penelitian yang mengangkat kepuasan mahasiswa terhadap perpustakaan, tetapi
temuannya berbeda-beda; hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan di setiap organisasi
pendidikan mempunyai Kinerja yang berbeda. Kinerja perpustakaan terkait dengan budaya
organisasi; sumberdaya manusia yang memberi layanan dan ketersediaannya buku pustaka
serta penerapan teknologi di perpustaan. Masalah penelitian yang diajukan adalah : apakah
budaya organisasi, kualitas layanan dilihat dari tangibles, reliability, responsiveness,
assurance, empathy dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepuasan
mahassiswa pada perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN -Veteranl Yogyakarta.
Penelitian ini diharapkan menghasilkan luaran sebagai bahan kajian untuk menyusun
kebijakan dan program peningkatan kualitas layanan perpustakaan untuk pengembangan
perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN -veteranl Yogyakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan kualitas layanan dan pemanfaatan teknologi dan kepuasan didasarkan pada Theory
of Reasoned Action (TRA oleh Fiesbean).

Kepuasaan Mahasiswa

Kepuasan pelanggan adalah kepuasan atau kekecewaan yang dirasakan oleh pelanggan
setelah membandingkan antara harapan dan kenyataan yang diperolehnya. Tjiptono (2010)
mengatakan : Kepuasan atau ketidak puasaan pelanggan adalah respon adalah pelanggan;
sebagai hasil evaluasi ketidak sesuaian yang dirasakan antara harapan dan kinerja.

Budaya Organisaasi dan Kepuasaan Mahasiswa

Budaya diartikan sebagai suatu pikiran atau akal budi (Kamus Besar Bahasa Indonesia);
budaya bias diartikan sesuatu yang menjadi kebiasaan dan sulit berubah; sedangkan budaya
organisasi adalah seperangkat asumsi yang dibangun dan dianut bersama dalam organisasi
sebagai modal dalam beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan proses integrasi internal
(Poerwanto 2008). Astuty dan Ike dalam penelitiannya (2010) dan penelitian Soejono (2005)
menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja;
demikian juga dengan penelitian Jaya, Adam Wie (2013) menyatakan budaya organisasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.

Kualitas Layanan dan Kepuasaan Mahasiswa

Pelayanan atau layanan diartikan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain (Kamus Besar
Bahasa Indonesia); menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No :
63/KEP/M/PAN/7/2003; Pelayanan (umum) diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan
yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagaai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.
Menurut Juran dan Deming dalam Pasaribu (2009); mengataakan bahwa kualitas adalah
kesesuaian untuk pengguna (Fitness of use), hal ini bisa diartikan bahwa suatu produk atau
jasa hendaklah sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharaapkan oleh pengguna; sehingga
bisa dikatakan bahwa kualitas layanan adalah suatu perbuatan menawarkan tercapainya
kepuasan pengguna.
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Dalam penelitian ini menggunakan 5 faktor yang menentukan kualitas layanan vyaitu
tangibles (bukti langsung), reliability (reliabilitas), responsiveness (daya tanggap), assurance
(Jaminan), empathy (empati; kemudahan berelasi, komunikasi dan perhatian).Penelitian
Maysaroh (2003); Pasaribu (2009) serta Ciptono dan Diana (2010) menyatakan bahwa
kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa.

Penggunaan Teknologi Informasi dan Kepuasan Mahasiswa

Pada dasarnya sebuah perpustakaan adalah sumber informasi, pengguna mengharapakan
dapat memperoleh informasi yang relevan yang luas secara efisien dan efektif; Teknologi
informasi dapat dikatakan sebagai teknik dan prosedur menyimpan, memproses serta
mendistribusikan data dan informasi secara efisien dan efktif (Kusuma; Arif 2014). Penelitian
Pasaribu (2009) dan Kusuma (2014) menyimpulkan bahwa tersedianya buku referensi dan
jurnal di perpustakaan dapat meningkatkan respon positif kepuasan mahasiswa.

Hipotesis yang dikembangakan

Budaya organisasi, kualitas layanan dilihat dari tangibles, reliability, responsiveness,
assurance, empathy dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepuasan
mahassiswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian survey yang kuesioner untuk mengumpulkan data primer,
dengan responden 100 mahasiswa UPN -Veteranll Yogyakarta. Kuesioner disusun
berdasarkan indicator variable dengan menggunakan skala Likert 5 item. Model penelitian
untuk menguji hipotesis memakai Regresi Linier berganda:

Y=a+b1X1+b2X2+h3X3+b4X4+b5X5+h6X6+b7X7+e

Dimana :

Y = kepuasan mahaasiswa
bi=kefisien regresi

X1= budaya organisasi

X2=tangible

X3= reliability

X4= Responsiveness

X5= assurance

X6=empathy

X7= penggunaan teknologi informasi
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HASIL PENELITIAN

Dengan menggunakan spss 16, dieproleh hasil bahwa secara bersama X1,X2,X3,X4,X5,X6
dan X7 mempengaruhi kepuasan mahasiswa, artinya budaya organisasi, kualitas layanan
yang meliputi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy dan penggunaan
teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan mahassiswa jadi
hipotesis penelitian terdukung. Tetapi secara parsial hanya X6 (empathy) dan X7
(penggunaan teknologi informasi) saja yang signifikan mempengaruhi kepuasan mahasiswa,
hasil ini menunjukkan bahwa karakter mahasiswa UPN -veteranl Yogyakarta sudah
mempunyai budaya organisasi yang satu, mungkin ini sebagai indikan keberhasilan muatan
mata kuliah WidyamwatYasa. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa UPN -Veteranl
Yogyakarta lebih menghendaki adanya empati (X6); yaitu kemudahan berelasi, komunikasi
dan perhatian dari pustakawan, atau ditingkatkannya humanisme pustakawan akan
meningkatkan kepuasan mahasiswa. Disisi lain X7 Juga signifikan mempengaruhi kepuasan
mahasiswa menunjukkan bahwa mahasiswa UPN -Veteranl Yogyakarta, menyadari bahwa
penggunaan teknologi informasi akan meningkatkan manfaat yang dapat menunjang proses
belajar mereka, mahasiswa menghendaki ditingkatkannya akses informasi untuk
meningkatkan kepuasan mereka.

PENUTUP
SIMPULAN

1 Budaya organisasi, kualitas layanan yang meliputi tangibles, reliability,
responsiveness, assurance, empathy dan penggunaan teknologi informasi secara
bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan mahassiswa.

2 secara parsial hanya X6 (empathy yaitu kemudahan berelasi, komunikasi dan
perhatian) dan X7 (penggunaan teknologi informasi) saja yang signifikan
mempengaruhi kepuasan mahasiswa.

REKOMENDASI

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi pimpinan untuk meningkatkan kualitas layanan
dan penggunaan teknologi informasi di perpustakaan.
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Lampiran
Output SPSS 16
Descriptive Statistics

Std.
N Minimum|Maximum| Mean Deviation

x1 100 7.00 20.00[ 14.0100 3.28601
X2 100 7.00 20.00[ 13.7600 3.05214
x3 100 6.00 20.00[ 13.1300 2.53323
x4 100 5.00 20.00[ 13.8000 3.23803
x5 100 6.00 20.00[ 14.0900 2.81445
X6 100 8.00 20.00 13.9400 2.96382
X7 100 6.00 20.00 14.2000 2.65147
y 100 6.00 20.00[ 13.0200 3.02174
Valid N

(listwise) 100
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Coefficients?

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) -1.305 2.040 -.640 524
x1 -.011 .096 -.012 -.115 .908
X2 .004 131 .004 .030 .976
x3 .258 .140 216 1.847 .068
x4 218 121 233 1.805 074
x5 .010 .140 .009 071 .944
X6 194 .083 190 2.333 .022
X7 .366 110 321 3.315 .001

a. Dependent Variable: y
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Abstract

The adoption of IFRS is a new phenomenon because it is done by Indonesia in 2012,
making this a two-year financial statements are presented in a new phenomenon. The
phenomenon of the adoption of IFRS is important to investigate, because the characteristics
of IFRS which is very different from the characteristics of previous domestic standards.
Characteristics of a principles-based IFRS, whereas the characteristics of previous domestic
standards are rule-based..

This study aims to provide empirical evidence about the effect of the adoption of IFRS
on earnings management and test management level difference between the earnings before
and after the adoption of IFRS. The object of research is manufacturing companies listed on
the Stock Exchange in 2009-2011 (before IFRS) and 2012-2014 (after IFRS). The sampling
technique used was purposive sampling. The main variables in this study are the IFRS and
earnings management.

Based on this study concluded that that was new IFRS applicable in Indonesia, the
possibility can not be fully implemented as a whole and effectively so that still allow for the
occurrence of earnings management. The results of this study indicate that there are no
differences in earnings management statistically significant before and after the full IFRS
adoption. This suggests that the presence of SFAS IFRS-based company has not been able to
reduce the actions that managers oportunitis earnings management.

Keywords: Earnings Management, Adoption of IFRS

Abstrak

Adopsi IFRS merupakan fenomena baru karena dilakukan oleh Indonesia tahun 2012,
sehingga dua tahun ini laporan keuangan disajikan dalam fenomena yang baru. Fenomena
adopsi IFRS ini penting untuk diteliti, karena karakteristik IFRS yang sangat berbeda dengan
karakteristik standar domestik sebelumnya. Karakteristik IFRS berbasis prinsip, sedangkan
karakteristik standar domestik sebelumnya adalah berbasis aturan.

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh adopsi IFRS
terhadap manajemen laba dan menguji perbedaan tingkat manajemen laba antara sebelum dan
sesudah adopsi IFRS. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
tahun 2009-2011 (sebelum IFRS) dan 2012-2014 (setelah IFRS). Teknik pengambilan sampel
yang digunakan adalah purposive sampling. Variabel utama dalam penelitian ini adalah IFRS
dan manajemen laba.

Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa bahwa IFRS ini masih baru berlaku di
Indonesia, kemungkinan belum sepenuhnya dapat diterapkan secara keseluruhan dan efektif
sehingga masih memungkinkan untuk terjadinya manajemen laba. Hasil dari penelitian ini
menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan manajemen laba yang signifikan secara statistik
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sebelum dan sesudah pengadopsian penuh IFRS. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan
PSAK berbasis IFRS di perusahaan belum mampu mengurangi tindakan oportunitis manajer
yaitu pengelolaan laba.

Kata Kunci: Managemen Laba, Adopsi IFRS, Indonesia,
PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan internasional mensyaratkan perusahaan harus memahami praktik
akuntansi ditempat perusahaan tersebut berkedudukan. Ketika dunia bisnis dapat dikatakan
hampir tanpa batas negara, sumber daya produksi (misal uang) yang dimiliki oleh seorang
investor di satu negara tertentu dapat dipindahkan dengan mudah dan cepat ke negara
misalnya melalui mekanisme bursa saham. Tentu saja akan timbul suatu masalah ketika
standar akuntansi yang dipakai di negara tersebut berbeda dengan standar akuntansi yang
dipakai di negara lain. Investor dan kreditor serta calon investor dan calon kreditor akan
menemui banyak kesulitan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan dengan
standar yang berbeda-beda. Hal tersebut diatas yang mendorong timbulnya standar akuntansi
internasional yaitu IFRS (International Financial Reporting Standards)yang dirumuskan oleh
IASB (International Accounting Standard Board) yang sekarang ini telah diterapkan dan
diadopsi di negara- negara Eropa dan Amerika pada tahun 2005.

Perbedaan persepsi akuntansi di setiap negara maka dibentuklah Standar Akuntansi
Internasional yang dikenal dengan IFRS yang nantinya bertujuan memudahkan rekonsiliasi
bisnis dalam lintas negara dan sekarang ini satu per satu negara di dunia telah dan mulai
mengadopsi IFRS. Penerapan dan adopsi mengenai IFRS ini merupakan suatu hal yang
menimbulkan perdebatan dan berbagai macam reaksi dari berbagai negara di dunia, baik
reaksi yang mendukung maupun reaksi yang menentang.

Dengan mengadopsi IFRS, akan lebih membantu para investor dalam mengestimasikan
investasi pada perusahaan berdasarkan data-data laporan keuangan perusahaan pada tahun
sebelumnya, semakin meningkatnya tingkat pengungkapan suatu perusahaan maka
berdampak pada rendahnya biaya modal perusahaan. Informasi dalam laporan keuangan
harus relevan dan representasi agar dapat mempengaruhi tujuan pengambilan keputusan.
Informasi yang diberikan manajemen kepada pemegang saham harus dapat mewakili kondisi
baik buruknya kondisi ekonomi suatu perusahaan. Scott (2012) menyatakan bahwa apabila
beberapa pihak yang terkait dalam transaksi bisnis memiliki informasi lebih dibandingkan
pihak lainnya, maka kondisi tersebut dikatakan sebagai asimetri informasi (information
asymmetry). Kondisi asimetri tersebut dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk
memaksimalkan kepentingan pribadinya dengan menyembunyikan informasi-informasi yang
tidak diketahui oleh pemegang saham. Semuanya tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai
usaha-usaha untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat pribadi (obtaining private gains).
Pihak manajemen dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi dalam pelaporan keuangan
dengan cara melakukan manajemen laba.

Manajemen laba diduga dilakukan oleh pihak manajemen dalam proses pelaporan
keuangan suatu perusahaan karena mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang
dilakukan. Manajemen laba tidak harus dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data
atau informasi akuntansi, tetapi lebih dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi
(accounting methods) untuk mengatur keuntungan yang bisa dilakukan karena memang
diperkenankan menurut accounting regulations. Menurut Siregar dan Bachtiar (2003)
perusahaan yang melakukan manajemen laba cenderung mengungkapkan informasi lebih
sedikit dalam laporan keuangannya agar tidak terdeteksi. Perusahaan dengan tingkat
pengungkapan minimal cenderung melakukan manajemen laba dan sebaliknya. Sulistyanto
(2008) mengemukakan bahwa keberadaan aturan dalam standar akuntansi dapat merupakan
salah satu alat yang mengakomodasi dan memfasilitasi perusahaan melakukan kecurangan.
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Perusahaan dapat menyembunyikan kecurangan dengan memanfaatkan berbagai metode dan
prosedur yang terdapat dalam standar akuntansi, sehingga standar akuntansi seolah-olah
mengakomodasi dan memberi kesempatan perusahaan untuk mengatur dan mengelola laba
perusahaan.

Salah satu upaya untuk mengurangi praktik manajemen laba tersebut dengan
melakukan koreksi terhadap standar akuntansi. Perbaikan standar akuntansi yang saat ini
sedang menjadi isu menarik adalah pengadopsian IFRS. Implementasi adopsi IFRS secara
keseluruhan berlaku efektif dan wajib bagi perusahaan yang go public di Indonesia terhitung
mulai 1 Januari 2012. Penetapan tersebut diharapkan mampu meminimalisasi tingkat
manajemen laba di perusahaan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk melihat pengaruh
adopsi IFRS terhadap praktik manajemen laba salah satunya oleh Handayani (2014), yang
menyatakan bahwa adopsi IFRS tidak berpengaruh terhadap manajemen laba akrual maupun
manajemen laba riil pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Namun penelitian yang
dilakukan oleh Narendra (2013), menyatakan bahwa adopsi IFRS berpengaruh positif
terhadap manajemen laba, tetapi penurunan tingkat manajemen laba tidak terlalu signifikan.
Berdasarkan fakta di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menginvestigasi apakah adopsi
IFRS berpengaruh terhadap manajemen laba di Indonesia, terutama pada sektor perusahaan
manufaktur. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang relevan
untuk mengevaluasi penerapan adopsi IFRS di Indonesia. Selain itu, adopsi IFRS secara
bertahap yang dipilih oleh DSAK membuat lebih temotivasi untuk melakukan penelitian
sejenis pada periode selanjutnya, karena efek dari penerapan adopsi IFRS pada manajemen
laba dimungkinkan akan berbeda di setiap tahun karena adanya kemajuan adopsi IFRS.

KAJIAN LITERATUR
1.  Manajemen Laba

Manajemen laba adalah suatu hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan
karenamanajemen laba termasuk dalam kegiatan yang melibatkan potensi pelanggaran,
kejahatan, dan konflik yang dibuat oleh manajemen perusahaan yang bertujuan untuk
menarik minat investor. Tingginya manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan makan
antinya akan berhubungan erat dengantingkat kualitas laba yang rendah dan manajer
melakukan manajemen laba untuk menjamin laba yang berkualitas tinggi (Daniati dan
Subhairi, 2006).

Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba merupakan sebuah intervensi yang
memiliki tujuan teretentu dalam hal pelaporan keuangan ekternal demi mendapatkan
keuntungan pribadi. Manajemen laba akan mengakibatkan laba tidak sesuaidengan realitas
ekonomi, sehingga kualitas laba menjadi rendah. Manajemen melakukan manajemen laba
disamping untuk mendapatkan keuntungan pribadi adalah adanya keinginan manajemen
untuk memperlihatkan sedemikian rupa sehingga kinerjanya terlihat baik. Manajemen laba
dilakukan dengan motivasi untuk menyampaikan inside information kepada investor. Dalam
jangka panjang Kinerja aktual perusahaan akan semakin mendekati tingkat kinerja yang
dilaporkan dan para investor akan semakin meningkatkan kepercayaannya pada nilai kinerja
yang dilaporkan. Sebaliknya, jikamanajemen laba dilakukan dengan motivasi untuk menunda
pengakuan kinerja yang buruk maka dalam jangka panjang kinerja aktual perusahaan tidak
akan mendekati nilai kinerja yang dilaporkan dan para investor akan semakin tidak
mempercayai laporan 27 manajemen pada laporan keuangan (Gul, 2003). Pengukuran
manajemen laba secara konvensional menggunakan Discretionary Accruals (DA).

Beberapa penelitian telah banyakdilakukan mengenai adopsi IFRS terhadapkualitas
informasi akuntansi yang dicerminkan dengan manajemen laba di tiap negara didunia. Chen
(2010) menemukan bukti empiris bahwa dengan adopsi IFRS secara mandatory dapat
meningkatkan kualitas informasi akuntansi dan menurunkan manajemen laba dibandingkan
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sebelum mengadopsi IFRS. Selanjutnya penelitian oleh Anggraita (2012) yang menemukan
adanya penurunan manajemen laba pada masa setelah adopsi IFRS khususnya pada
komponen. Mengacu pada pernyataan 1Al tahun 2009 yang menyebutkan bahwa IFRS dapat
mempersulit tindakan manajemen laba melalui penerapan fair value dan balance sheet
approach, maka asumsi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang mengadopsi IFRS
secara penuh cenderung memiliki tingkat manajemen laba yang lebih kecil.

Konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori keagenan. Teori agency
berfokus pada dua individu yaitu principal dan agen yang masing-masing pihak yaitu agen
dan principal berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri, sehingga
menimbulkan konflik kepentingan diantara principal dan agen (Scott, 1997). Earnings
management merupakan intervensi dari pihak manajemen untuk mengatur laba yaitu dengan
menaikkan atau menurunkan laba akuntansi dengan memanfaatkan atau kelonggaran
penggunaan metode dan prosedur akuntansi. Karena standar akuntansi memperbolehkan
perusahaan untuk memilih metode akuntansi. Teknik dan pola manajemen laba menurut
Setiawati dan Na‘im (2000) dalam Pramudji, Trihartati, (2010) dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi Manajemen dapat
mempengaruhi laba melalui perkiraan terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi
tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi asset tetap atau amortisasi
asset tidak berwujud, estimasi biaya garansi, dll.

b. Mengubah metode akuntansi Manajemen laba dapat dilakukan dengan mengubah
metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi. Contohnya:
mengubah depresiasi asset tetap dari metode jumlah angka tahun ke metode garis lurus.

c. Menggeser periode biaya atau pendapatan Manajemen laba dapat dilakukan dengan
menggeser periode atau pendapatan. Contohnya: mempercepat atau menunda
pengeluaran untuk penelitian sampai pada periode akuntansi periode berikutnya,
mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya,
mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur penjualan aset
tetap perusahaan.

2. Adopsi IFRS di Indonesia

Adanya adopsi IFRS oleh seluruh negara di dunia, akan berpengaruh dan berhubungan
erat dengan kualitas akuntansinya. IFRS merupakan standar pelaporan keuangan yang dibuat
oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB). IASB merupakan lembaga independen
yang didanai oleh pihak swasta dan berperan dalam menyusun standar akuntansi berbasis di
London. Tujuan dari IASB adalah mengembangkan standar akuntansi internasional yang
berkualitas tinggi, dapat dipahami, dan dapat dilaksanakan secara global untuk menghasilkan
laporan keuangan yang transparan dan dapat diperbandingkan. IFRS merupakan standar
akuntansi yang muncul karena adanya tuntutan globalisasi yang mengharuskan perusahaan-
perusahaan untuk beroperasi lintas negara. Perusahaan-perusahaan multinasional
membutuhkan suatu standar akuntansi internasional yang dapat berlaku di seluruh negara.
IFRS memberikan penekanan pada penilaian profesional dengan disclosures yang jelas dan
transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan
tertentu (Cahyati, 2011).

Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) (2002), tingkat konvergensi
IFRS dapat dibedakan menjadi 5 tingkat yaitu:

a. Full Adoption, yaitu apabila suatu negara melakukan konvergensi seluruh standar IFRS
dan menerjemahkan IFRS sama persis ke dalam bahasa yang negara tersebut gunakan
b. Adopted, yaitu bila konvergensi IFRS dilakukan oleh sebuah negara namun disesuaikan
dengan keadaan negara tersebut
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c. Piecemeal, yaitu apabila suatu negara hanya melakukan konvergensi sebagian besar
nomor IFRS yaitu nomor standar tertentu dan paragraf tertentu saja
d. Referenced, yaitu apabila IFRS hanya dijadikan sebagai referensi, standar yang
diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang
disusun sendiri oleh pembuat standar negara tersebut
e. Adopted, yaitu apabila suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.
Tujuan dari pembentukan IFRS adalah menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan
posisi keuangan perusahaan secara jujur dan adil dalam jangka waktu tertentu dengan
menggunakan standar pelaporan keuangan internasional sehingga informasi yang terkandung
dalam laporan keuangan dapat dibandingkan secara internasional (Norton, 2006). Menurut
Wiraharja (2010) manfaat dari diterapkannya IFRS sebagai suatu standar akuntansi adalah:
1. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan standar akuntansi
keuangan yang dikenal secara internasional
2. Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi
3. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund raising melalu pasar modal
secara global
4. Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan

3. Adopsi IFRS dan Managemen Laba Berbasis Aktivitas Real

Managemen laba dilakukan dengan bermacam teknik. Teknik-teknik dalam melakukan
managemen laba antara lain akrual (Jones, 1991), manipulasi aktivitas real (Rochowdhury,
2006), pendapatan diskresioner (Stubben, 2010), penstrukturan transaksi (Marquardt dan
Wiedman, 2005), dan penggantian Kklasifikasi (McVay, 2006). Kebanyakan penelitian
managemen laba hanya memfokuskan pada teknik managemen laba berbasis akrual, oleh
karena itu sangat penting untuk memahami bagaimana perusahaan melakukan managemen
laba melalui aktivitas real, selain akrual menurut Cohen dan Zarowin (2010), McVay (2006),
Rocychowdhury (2006), Zang (2005)

Penelitian mengenai managemen laba berbasis aktivitas real dikemukakan oleh
Roychowdury (2006). Roychowdury (2006) membuat model untuk mendeteksi manipulasi
aktivitas real dengan menguiji aliran kas operasi (CFO), kos produksi, dan biaya diskresioner.
CFO merupakan aliran kas operasi yang dilaporkan dalam laporan aliran kas. Kos produksi
didefinisikan sebagai jumlah dari COGS dan perubahan dalam persediaan selama periode
tersebut. Biaya diskresioner didefinisikan sebagai jumlah dari biaya iklan, R&D, dan biaya
administrasi & umum serta biaya penjualan. Selanjutnya Roychowdury  (2006)
menggunakan ukuran tersebut untuk mendeteksi manipulasi aktivitas real di sekitar batas laba
yang mendekati nol dengan menguji apakah ada nilai yang abnormal dari ketiga variabel
tersebut. Roychowdury (2006) menemukan bahwa perusahaan mencoba untuk menghindari
rugi dengan menawarkan diskun yang besar yang ditunjukkan oleh peningkatan penjualan
yang bersifat temporer, melakukan overproduksi untuk menurunkan kos barang terjual
(COGS), dan mengurangi pengeluaran diskresioner secara agresif untuk meningkatkan
margin, selain itu juga menemukan bahwa praktik ini akan berkurang ketika investor semakin
pandai. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi managemen melakukan manipulasi aktivitas
real adalah keanggotaan industri, cadangan persediaan dan piutang, kesempatan tumbuh, dan
adanya utang. Managemen laba real dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan
managemen yang menyimpang dari praktik bisnis yang normal yang dilakukan dengan tujuan
utama untuk mencapai target laba (Cohen dan Zarowin, 2010; Roychowdhury, 2006).

Leuz (2010) melakukan pengujian empiris terhadap kesegeraan mengadopsi SPKI
dengan managemen laba. Penelitian ini dilakukan dengan alasan bahwa perbedaan
pendekatan regulasi pelaporan akan lebih berdampak pada peran praktik pelaporan.
Penelitian Leuz (2010) ini menggunakan basis managemen laba akrual saja. Leuz (2010)
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membagi tiga dan lima kluster pengadopsi SPKI, Kluster-kluster ini diuji dengan kondisi
managemen laba berbasis akrual.Kluster pertama adalah negara-negara yang termasuk dalam
kelompok pengadopsi standar akuntansi internasional lebih awal. Kelompok pengadopsi
standar akuntansi internasional lebih awal ini memiliki tingkat managemen laba yang lebih
rendah dibandingkan kelompok negara pengadopsi standar akuntansi internasional lebih
lambat.

Hipotesis

Orientasi penelitian ini adalah kemutakhiran dalam menganalisis fenomena adopsi
IFRS. Adopsi IFRS dilakukan oleh Indonesia tahun 2012. Penelitian ini menduga terjadinya
perubahan orientasi praktik managemen laba yang dilakukan oleh manager. Dugaan ini
berdasarkan karakteristik IFRS yang sangat berbeda dengan dengan karakteristik standar
domestik sebelumnya. Karakteristik IFRS berbasis prinsip, sedangkan karakteristik standar
domestik sebelumnya adalah berbasis aturan. Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh
adopsi IFRS terhadap perilaku manager dalam melakukan managemen laba.

Pada saat belum adopsi IFRS, basis yang berlaku adalah basis aturan, sehingga
kewenangan manager dalam melakukan judgmen tidaklah besar. Hal ini diduga berpengaruh
terhadap orientasi perilaku manager melakukan managemen laba berbasis akrual lebih besar
ketika menggunakan standar lokal pada saat perioda sebelum adopsi IFRS. Hipotesis yang
diajukan adalah sebagaiberikut.

H:: Managemen laba berbasis akrual lebih banyak digunakan pada saat menerapkan standar
lokal daripada saat sesudah adopsi IFRS.

Pada saat setelah adopsi IFRS, basis yang berlaku adalah basis prinsip, artinya
aturannya sedikit jadi lebih mengandalkan judgmen manager, sehingga kewenangan manager
dalam melakukan judgmen sangat besar. Hal ini diduga berpengaruh terhadap orientasi
perilaku manager melakukan managemen laba berbasis aktivitas real lebih besar ketika
menggunakan standar lokal pada saat perioda sebelum adopsi IFRS. Manager melakukan
managemen laba berbasis aktivitas real lebih besar ketika sudah adopsi IFRS. Hipotesis yang
diajukan adalah sebagaiberikut.

H>: Managemen laba berbasis aktivitas real lebih banyak digunakan pada saat sesudah adopsi

IFRS daripada perioda standar lokal.

METODE PENELITIAN

Orientasi perilaku manager diproksi dengan managemen laba yang digunakannya.
Penghitungan proksi managemen laba ini akan menunjukkan kecenderungan manager
tersebut dalam melakukan managemen labanya, yaitu apakah manager tersebut memiliki
kecenderungan melakukan managemen laba akrual ataukah manager tersebut memiliki
kecenderungan melakukan managemen laba aktivitas real. Tahun penelitian adalah enam
tahun yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Perioda ini akan dibagi menjadi dua yaitu
tahun 2009 sd 2011 dan perioda tahun 2012 sd 2014.

1 Perioda tahun 2009 sd 2011 adalah perioda dimana belum melakukan adopsi IFRS.
Perioda tahun ini akan dihitung kecenderungan manager melakukan managemen
labanya apakah managemen laba akrual ataukah memiliki kecenderungan managemen
laba aktivitas real.

2 Perioda tahun 2012 sd 2014 adalah perioda dimana sudah melakukan adopsi IFRS.
Perioda tahun ini juga akan dihitung kecenderungan manager melakukan managemen
labanya apakah managemen laba akrual ataukah memiliki kecenderungan managemen
laba aktivitas real.

Populasi adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
tahun 2009-2014. Sampel adalah jumlah proporsional berdasarkan sektor industrinya.
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PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji secara empiris mengenai perbedaan praktik
manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen (manajer) pada perusahaan
manufaktur sebelum dan sesudah pengadopsian penuh IFRS, maka dapat disimpulkan bahwa
tidak terdapat perbedaan manajemen laba yang signifikan secara statistik sebelum dan
sesudah pengadopsian penuh IFRS. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PSAK berbasis
IFRS di perusahaan belum mampu mengurangi tindakan oportunitis manajer yaitu
pengelolaan laba. Adopsi PSAK berbasis IFRS yang belum lama diterapkan di perbankan
merupakan faktor penyebab pengadopsian IFRS belum dapat memberikan kontribusi yang
positif pada laporan keuangan. Disamping itu, faktor lain yang menjadi pertimbangan yaitu
kondisi perkonomian serta peraturan di Indonesia yang berbeda dengan negara di Eropa
menyebabkan perbedaan hasil dari di terapkan IFRS sebagai pedoman penyusunan laporan
keuangan.

Adopsi IFRS belum tentu dapat mengakomodasi karakteristik khusus suatu negara. Hal
ini terjadi karena IASB sebagai standard setter dari IFRS memiliki anggota yang sebagian
besar adalah negara maju. Oleh karena itu, IFRS belum tentu sepenuhnya sesuai apabila
diimplementasikan di negara yang memiliki karakteristik berbeda dengan negara maju,
sehingga pengadopsian IFRS harus disesuaikan dengan karakteristik suatu negara agar proses
harmonisasi dapat mengakomodasi perbedaan karakteristik negara tersebut (Whardani, 2009).
Ketidaksesuaian dalam penerapan adopsi IFRS dengan karakteristik suatu negara inilah yang
dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari pembuatan standar ini, yang salah satunya
sebagai penyederhana berbagai alternatif kebijakan akuntansi yang diperbolehkan dan
diharapkan IFRS ini dapat membatasi pertimbangan kebijakan manajemen perusahaan
terhadap manipulasi laba sehingga dapat meningkatkan kualitas laba. Oleh karena itu, agar
penerapan adopsi IFRS dapat efektif dan sesuai dengan tujuan serta berdampak positif bagi
pelaporan keuangan maka perlu dipertimbangkan adanya perbedaan karakteristik, baik dari
segi perusahaan maupun negara secara luas. Adopsi IFRS ini masih baru berlaku di
Indonesia, kemungkinan belum sepenuhnya dapat diterapkan secara keseluruhan dan efektif
sehingga masih memungkinkan untuk terjadinya manajemen laba.

KESIMPULAN

Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh adopsi IFRS terhadap perilaku manager
dalam melakukan manajemen laba. Adopsi IFRS diharapkan akan membawa dampak positif
diantaranya adalah dari sisi pelaporan keuangan. Dengan adanya adopsi IFRS maka akan
tercipta suatu pelaporan yang seragam, sehingga memudahkan para pengguna laporan
keuangan untuk melakukan kebijakan kebijakan yang terkait dengan performa laporan
keuangan suatu perusahaan. Hal ini akan membudahkan investor lintas Negara untuk
melakukan kebijakan investasinya. Konvergensi IFRS bertujuan untuk mengasilkan suatu
laporan keuangan yang relevan dan reliable sehingga akan tercipta suatu laporan yang lebih
berkualitas baik untuk asset, kewajiban, modal, pendapatan dan beban. Standar IFRS berbasis
prinsip akan lebih condong pada pengunaan nilai wajar dan pengungkapan yang lebih banyak
serta rinci diharapkan dapat mengurangi adanya praktik manajemen laba.
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ABSTRACT

This study aims to determine whether there are significant differences of financial
performance before and after the mining company applied ISAK No. 29. The financial
performance is measured by using a profitability ratio that consists of Return on Assets
(ROA), Return on Equity (ROE), Profit Margin (PM), and return on Investment (ROI). This
study uses the population of all mining companies listed in Indonesia Stock Exchange in the
period 2014-2015. Purposive sampling using sampling, the samples that meet the criteria
that 10 companies from 39 mining companies in the period in 2014 before being applied
ISAK No. 29. The analysis tool uses different test paired t-test. Results from testing in mind
that there are no significant differences between the financial performance before and after
application of ISAK No. 29.

Keywords : ISAK No. 29, financial performance , test different, mining companies

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan
kinerja keuangan perusahaan tambang sebelum dan sesudah diterapkan ISAK nomor 29.
Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yang terdiri dari Return
on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Profit Margin (PM), dan Return on Investment
(ROI). Penelitian ini menggunakan populasi semua perusahaan tambang yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2015. Penarikan sampel menggunakan purpusive
sampling, maka sampel yang memenuhi kriteria tertentu sebanyak 10 perusahaan dari 39
perusahaan tambang pada periode tahun 2014 sebelum diterapkan ISAK nomor 29. Alat
analisis menggunakan uji beda t-test paired. Hasil dari pengujian diketahui bahwa tidak
terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan setelah diterapkan
ISAK nomor 29.

Kata kunci: ISAK nomor 29, kinerja keuangan, uji beda, perusahaan tambang.
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1. PENDAHULUAN

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) nomor 29 yang berkaitan dengan
biaya pengupasan tanah tahap produksi pada pertambangan terbuka akan diterapkan pada
tanggal 1 Januari 2015. Secara tegas perusahaan-perusahaan pertambangan seperti PT Bukit
Asam, PT Adaro, PT Kaltim Prima Coal, dan perusahaan tambang lainnya menyatakan
belum siap dan akan mengaji ulang penerapan ISAK Nomor 29 ini. Karena dengan
diterapkannya ISAK nomor 29 akan mempunyai dampak terhadap biaya pengupasan tanah
tahap produksi yang akhirnya berdampak pada kinerja keuangan perusahaan-perusahaan
tambang. Seberapa besar dampak ISAK nomor 29 terhadap kinerja keuangan perlu dilakukan
penelitian. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu
pertimbangan sebelum memutuskan menerapan ISAK nomor 29 tersebut.

Penerapan ISAK nomor 29 ini adalah adopsi penuh (full adoption) atas IFRIC nomor
20 tanpa pernah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Dewan Sandar Akuntansi Keuangan
Indonesia. Adopsi penuh tanpa dilakukan penelitian sebelumnya sebenarnya cukup berisiko,
oleh karena itu penelitian ini penting dilaksanakan. Fenomena ini penting dan harus diteliti,
karena hal ini berkaitan dengan rekayasa sosial dalam bidang standar pelaporan keuangan
bagi perusahaan pertambangan terbuka di Indonesia. Rekayasa sosial ini menyebabkan
penyajian laporan keuangan perusahaan mengalami perubahan. Seberapa besar perubahan
atas diterapkan ISAK nomor 29 ini perlu dilakukan penelitian. Dengan dilakukan penelitian
ini diharapkan dapat diketahui dampak penerapan ISAK nomor 29 apakah mempunyai
dampak positif atau negatif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan tambang terbuka.

Penelitian dilakukan dengan studi empiris berkaitan dengan ketersediaan data
sekunder dari perusahaan-perusahaan tambang. Pada tahun ini disajikan pelaporan
pelaksanaan ISAK nomor 29 yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2015. Studi empiris
ini dirancang dengan menggunakan alat analisis uji beda antara sebelum dan sesudah
pelaksanaan ISAK nomor 29 terhadap kinerja keuangan yang diproksikan rasio-rasio
profitabilitas pada perusahaan-perusahaan tambang.

Penelitian terdahulu terkait dengan dampak implementasi IFRS terhadap kinerja
keuangan sudah pernah dilakukan, namun yang terkait dengan dampak ISAK nomor 29
terhadap kinerja keuangan khususnya pada perusahaan tambang sepanjang pengetahuan
peneliti belum pernah dilakukan. Berdasarkan tersebut di atas maka peneliti termotivasi
untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah
Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 29 (Studi Empiris pada
Perusahaan Tambang) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014
sampai 2015.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan secara statistik signifikan
terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan profitabilitas perusahaan terhadap nilai rasio
Retun on Assets (ROA), Return on Investment (ROI) Profit Margin dan Return on net Worth
pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah
implementasi ISAK nomor 29.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Hq: rasio Return on Investment (ROA) berbeda signifikan sebelum dan sesudah implementasi
ISAK nomor 29

H>: rasio Retun on Assets (ROE) berbeda signifikan sebelum dan sesudah implentasi ISAK
nomor 29
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Has: rasio Profit Margin (PM) berbeda signifikan sebelum dan sesudah implementasi ISAK
nomor 29

Ha: rasio Return on Investment (ROI) berbeda signifikan sebelum dan sesudah implementasi
ISAK nomor 29

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pembentukan IFRS

IFRS merupakan suatu standar akuntansi internasional yang disusun oleh International
Accounting Standar Board (IASB), yang awal terbentuknya bernama International
Accounting Standarts Committee (IASC). IASC dibentuk tahun 1973 di London Inggris yang
saat ini mengalami perubahan yang sangat mendasar pada peraturan berkaitan dengan
akuntansi. Kartikahadi et al (2012) menyatakan bahwa aturan yang dibuat oleh organisasi ini
dulu bernama International Accounting Standar (IAS) dan sekarang menjadi International
Financial reporting Standards (IFRS). Purba (2010) menyatakan bahwa International
Financial Reporting Standards mencakup:

a. International Financial reporting Standards (IFRS) adalah standar yang diterbitan
sebelum tahun 2001.

b. International Accounting Standar (IAS) adalah standar yang diterbitkan sebelm tahun
2001.

c. Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting
Interpretations Committee yaitu setelah tahun 2001.

d. Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations Committee (SIC) yaitu
sebelum tahun 2001.

2.2. Adopsi Standar Akuntansi

Idonesia sejak tahun 1994 sebenarnya sudah mengadopsi sebagaian 1AS. Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan interprestasi atas Standar Akuntansi Keuangan
(ISAK) yang diberlakukan sejak tahun 1994 adalah saduran dari 1AS dan intepretasi SIC dan
standar-standar yang ada pada IFRS diadopsi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan
(DSAK). Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyatakan bahwa tingkat
pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi 5 tingkat:

a  Full Adoption; suatu negara mengadopsi seluruh standar IFRS dan menterjemahkan
IFRS sama persis ke dalam bahasa yang negara tersebut gunakan

b. Adopted; program konvergensi PSAK ke IFRS telah dicanangkan IAl pada Desember
2008. Adopted maksudnya adalah mengadopsi IFRS namun disesuaikan dengan
kondisi di negara tersebut.

¢ Piecemeal; suatu negara hanya mengadopsi sebagaian besar nomor IFRS yaitu nomor
standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja.

d Referenced (Covergence); sebagai referensi, standar yang diterapkan hanya mengacu
pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan
pembuat standar.

e Not adopted at all; suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.
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Sejak tahun 2012 Indonesia telah melaksanakan sistem akuntansinya menganut bentuk
full adoption IFRS. Dengan mengadopsi penuh IFRS maka laporan keuangan yang dibuat
berdasarkan PASK tidak memerlukan rekonsiliasi dengan laporan keuangan berdasarkan
IFRS.

Dalam melakukan konvergensi ada dua strategi adopsi yaitu big bang strategy dan
gradual strategy. Big bang strategy mengadopsi penuh IFRS sekaligus, tanpa tahapan-
tahapan tertentu, sedangkan gradual strategy adalah adopsi IFRS dilakukan secara bertahap.
Big bang strategy biasa digunakan oleh negara-negara maju, sedangkan gradual strategy
lebih banyak digunakan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia.

2.3. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah alat untuk menilai prestasi dan kondisi keuangan suatu
perusahaan, di mana seorang analis keuangan memerlukan ukuran tertentu (Husnan 2007).
Ukuran yang seringkali digunakan adalah rasio atau indeks yang menunjukkan hubungan
antara dua atau lebih data keuangan. Analisis dan penafsiran berbagai rasio akan memberikan
pema-haman yang lebih baik terhadap prestasi dan kondisi keuangan daripada analisis yang
hanya mengemukakan data laporan keuangan saja. Selain itu, Husnan (2012) mengemukakan
bahwa di antara alat-alat analisis kinerja keuangan yang selalu digunakan untuk mengukur
kelemahan atau kekuatan yang dihadapi perusahaan di bidang keuangan adalah analisis rasio.

Analisis rasio pada dasarnya merupakan kejadian masa lalu, oleh karena itu faktor-
faktor yang mungkin ada pada perioda yang akan datang. Untuk itu seorang analis dituntut
agar dapat memberikan hasil analisis dan intepretasi yang baik dan cermat, sebab hasil
analisis akan bermanfaat dalam menentukan kebijakan manajemen keuangan untuk
pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Husnan (2007) mengemukakan bahwa
kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yang terdiri dari
Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) Profit Margin (PM), dan Retun on
Investment (ROI).

2.4. Dampak Penerapan IFRS

Dampak penerapan IFRS dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi dengan
adanya penurunan manajemen laba dibandingkan sebelum penerapan IFRS (Ball, 2006; Barth
and Lang, 2008). Pengadopsian IAS selain menurunkan manajemen laba juga menjadikan
pengakuan kerugian yang lebih tepat dan meningkatnya value relevance atas informasi laba.
Penerapan value relevance pada akhirnya akan mempengarui laporan keuangan perusahaan
(Barth and Lang, 2008). Tanko (2009) melakukan peneltian di Negeria mengenai kinerja
perusahaan yang dinilai melalui rasio sebelum dan sesudah pengadopsian IFRS menunjukkan
bahwa kinerja menjadi turun tetapi tidak signifikan sesudah pengadopsian IFRS.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Eropa dengan mengadopsi IFRS akan
berdampak positif terhadap peningkatan laba yang terjadi (O° Connel and Sullivan; 2008).
Penelitian pengadopsian IFRS di Itali menunjukkan hasil pengaruh positif terhadap laba
(Cordazzo; 2007). Kondisi ini sama dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan di Kanada
yang hasil rasio keuangan lebih baik sesudah pengadopsian IFRS (Blanchette dan Girard;
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2011). Pazarskis et al (2011) melakukan penelitian tentang dampak implementasi IFRS
terhadap rasio keuangan pada jenis perusahaan teknologi informasi di Athens Stock Exchange
(ASE) di Yunani mengemukakan bahwa hanya rasio EBIT dan rasio gearing yang
mengalami perbedaan signifikan dari dua belas rasio keuangan yang diteliti.

2.5. ISAK No. 29

ISAK No. 29 standar hanya mengatur pengupasan lapisan tanah pada tahap produksi.
Biaya pengelolaan lingkungan hidup mengikuti ketentuan dalam PSAK 57: Provisi, Liabilitas
Kontijensi dan Aset Kontijensi. Dalam tambang terdapat aktivitas memindahkan sisa
penambangaTahap pengembangan biaya pengupasan tanah umumnya dikapitalisasi —
kemudian disusutkan. Tidak semua pengupasan terkait dengan persediaan namun dapat
berupa akses menuju mineral di lapisan yang lebih tinggi.

Ruang Lingkup ISAK No 29 adalah untuk biaya pemindahan material yang timbul
dalam aktivitas penambangan terbuka selama tahap produksi (biaya pengupasan lapisan tanah
pada tahap produksi). Permasalah pada ISAK NO 29 adalah:

1. Pengakuan biaya pengupasan lapisan tanah pada tahap produksi sebagai aset;
2. Pengukuran awal aset aktivitas pengupasan lapisan tanah; dan
3. Pengukuran selanjutnya aset aktivitas pengupasan lapisan tanah.
Pengakuan Biaya Pengupasan Lapisan Tanah pada Tahap Produksi sebagai Aset:

1. Aktivitas pengupasan lapisan tanah direalisasikan dalam bentuk produksi persediaan.
2. Manfaatnya untuk akses menuju material — aset aktivitas pengupasan lapisan tanah
3. Persyaratan pencatatan aset: manfaat ekonomi, identifikasi komponen material yang
aksesnya ditingkatkan, biaya dapat diukur dengan anda
Pengukuran Awal Aset Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah:

1 Pada saat awal mengukur sebesar biaya perolehan ditambah alokasi overhead
langsung
2. Biaya terkait aktivitas insidentil tidak dimasukkan
3. Jika tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, maka entitas mengalokasikan biaya
antara persediaan dan aset aktivitas pengupasan tanah
Pengukuran Selanjutnya Aset Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah:

1 Menggunakan biaya perolehan atau jumlah revaluasian dikurangi penyusutan atau
penurunan nilai.
2. Penyusutan dengan dasar sistematis selama masa mafaat, metode unit produksi
3. Masa manfaat berbeda dengan masa manfaat pertambangan
Entitas mengakui aset aktivitas pengupasan lapisan tanah jika dan hanya jika seluruh
kriteria berikut terpenuhi:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan
aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalir kepada entitas

2. Entitas dapat mengidentifikasi komponen bijih mineral yang aksesnya telah
ditingkatkan; dan

3. Biaya yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah dengan komponen
tersebut dapat diukur secara andal
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3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel penelitian, antara lain Return on
Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Profit Margin (PM) dan Return on Investment
(ROI). Objek penelitian adalah laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data ini diperoleh dari situs
resmi BEI (www.idx.co.id). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan
yang terdaftar di BEI tahun 2014 sebelum diterapkan ISAK nomor 29 dan perioda tahun 2015
setelah diterapkan ISAK nomor 2015. Sedangkan prosedur pemilihan sampel dalam
penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel secara non probabilitas dengan
teknik purpusive sampling, yaitu pemilihan sampel dari populasi berdasarkan Kriteria-kriteria
berupa suatu pertimbangan tertentu (Hartono, 2013). Kriteria pemilihan sampel dalam
penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.

Prosedur penarikan sampel

1. Perusahaan pertambangan yang
terdaftar di BEI secara berturut- 39
turut perioda 2014 sd 2015

2. Perusahaan pertambangan yang
tidak menerbitkan annual (8)
report secara berturut-turut
perioda 2014 sd 2015

3. Perusahaan yang belum (21)
menerapkan ISAK 29

Jumlah perusahaan yang telah
menggunakan ISAK 29 10

Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan maka di peroleh sebanyak 10
perusahaan pertambangan yang digunakan sebagai sampel penelitian ini. Jenis pengumpulan
data ini cross-section dari pengumpulan laporan keuangan 31 Desember 2014 — 2015. Berikut
adalah perusahaan tambang yang sesuai dengan Kriteria dapat dilihat pada tabel 2:
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Tabel 2.
Perusahaan Tambang Periode 2014 - 2015

No Kode Nama Perusahaan
1 ADRO Adaro Energy Thk.

2 ARII Atlas Resources Tbk.

3 BSSR Baramulti Suksessarana Thk.

4 BYAN Bayan Resources Tbk.

5 GEMS Golden Energy Mines Thk.

6 HRUM Harum Energy Tbk.

7 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk.
8 MITI Mitra Investindo Thk.

9 PSAB J Resources Asia Pasifik Tbk.

10 TOBA Toba Bara Sejahtera Tbk.

Sumber: www.idx.co.id

Sebelum dilakukan uji beda, data yang ada diuji normalitas terlebih dahulu. Data
normal merupakan salah satu syarat uji beda. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui
distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Normalitas data dapat
dilihat dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Selanjutnya dilakukan uji beda data
untuk mendapatkan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pengujian t-test paired
dengan aplikasi SPSS 17.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari ikhtisar laporan
keuangan perusahaan tambang tahun 2014 sebelum diterapkan ISAK nomor 29 dan tahun
2015 sesudah diterapkannya ISAK nomor 29. Pada penelitian ini, masing-masing perpektif
dalam paired sampel t test akan diukur dengan indikator pengukuran profitabilitas atas rasio
Return on Assets (ROA), Return on Equity atau Return on net Worth, Profit Margin (PM)
dan Return on Investment (ROI).

4.1. Pengujian Instrumen

Dari hasil olahan dengan menggunakan SPPS 17 yang disajikan pada tabel 3 terlihat
bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) data untuk ROA, Profit Margin (PM), dan ROE sebelum
menerapkan ISAK nomor 29 sebesar 0,962, 0,189, 0,267 dan 0,261. Karena nilai tersebut
lebih besar dari pada alpha (Asymp.Sig. >0,05) maka dapat disimpulkan bahwa data kinerja
keuangan perusahaan dengan pengukuran ROA, ROE, Profit Margin (PM) dan ROI
berdistribusi normal.
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Tabel 3.

Hasil uji normalitas

Keterangan Kolmogorov-  Asymp. Sig. (2-

Smirnov Z tailed)
ROA sebelum ,504 ,962
ROA _sesudah ,838 483
ROE_sebelum 1,086 ,189
ROE_sesudah 919 ,367
PM_sebelum 1,003 ,267
PM_sesudah 941 ,339
ROI_sebelum ,754 ,621
ROI_sesudah 1,110 ,170

Pada Tabel 3 dapat diketahui juga bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) untuk ROA
setelah penerapan ISAK 29 sebesar 0,483, ROE sebesar 0,367, Profit Margin (PM) sebesar
0,339, dan ROI sebesar 0,170. Karena nilai tersebut lebih besar dari alpha (Asymp.Sig >0,05),
maka dapat disimpulkan bahwa data kinerja keuangan perusahaan sesudah penerapkan ISAK
nomor 29 berdistribusi normal dengan tingkat signifikansi 0,05.

4.2. Uji Hipotesis

Pengujian t-test terhadap dua sampel yaitu sebelum dan sesudah diterapkan ISAK
nomor 29 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 4.

Hasil Uji t-tes-Paired

Keterangan t df  Sig. (2tailed)
Pair 1 ROA sehelum- ROA sesudah 843 9 il
Pair2  ROE sebelum- ROE_sesudah YA 9 30
Pair3  PM_sehelum- PM _sesudah 1182 9 268
Pair4  ROI_sebelum - ROI_sesudah 915 9 384

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa paired sampel t-test menghasilkan nilai
signifikansi sebesar 0,421 untuk ROA. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa tidak ada
perbedaan signifikansi ROA sebelum dan sesudah diterapkannya ISAK nomor 29 karena nilai
signifikansi ROA lebih besar dari 0,05. Demikian juga untuk nilai signifikansi ROE sebesar
0,380 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang
signifikan. Sedangkan untuk Profit Margin mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,268 lebih
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besar dari 0,05 yang berarti juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan
sesudah diterapkannya ISAK nomor 29. Untuk ROI hasil t test juga menunjukkan nilai
signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,384 yang berarti tidak terdapat perbedaan
yang signifikan.

4.3. Analisis Data

Hasil uji t-test Paired menunjukkan signifikansi sebesar 0,421 untuk ROA, 0,380 untuk
ROE, 0,268 untuk PM dan 0,384 untuk Return on Investment. Karena nilai sig > dari 0,05
maka hasil penelitian ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan
sesudah penerapan ISAK nomor 29. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan dugaan
sebelumnya bahwa terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan sebelum dan sesudah
menerapkan ISAK nomor 29. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Tanco (2012). Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan
yang signifikan karena implementasi penerapan ISAK nomor 29 di Indonesia dilakukan
secara bertahap. Hal ini mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kebijakan tidak terlihat
jelas.

Penerapan ISAK nomor 29 di Indonesia dicanangkan dilakukan secara serentak tanggal
1 Januari 2015, namun dalam kenyataannya saat penelitian dilakukan dari 39 perusahaan
tambang yang menjadi populasi ternyata baru 10 perusahaan tambang yang telah menerapkan
ISAK nomor 29. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan tambang belum siap
dengan perubahan standar ini sehingga berdampak pada perusahaan belum dapat menerapkan
secara penuh. Menerapkan standar akuntansi secara penuh tentunya diperlukan persiapan
sumberdaya manusia yang kompeten dan perlu didukung kapabilitas teknologi informasi
yang memadahi. Selain itu, sumberdaya manusia di Indonesia masih banyak melakukan
beberapa penyesuian karena sebelumnya terbiasa menggunakan standar yang mengacu pada
GAAP sehingga pengetahuan tentang IFRIC atau ISAK masih sangat terbatas.

5. PENUTUP
5.1. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan sebelum
dan sesudah diterapkannya ISAK nomor 29. Kesimpulan yang di peroleh dalam penelitian
ini adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan sebelum dan sesudah
diterapkannya ISAK nomer 29.

5.2.Keterbatasan
Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa keterbatasan dan saran dalam
penelitian ini, antara lain:

1 Variabel rasio keuangan yang diteliti hanya rasio profitabilitas yang teridiri empat
rasio keuangan sehingga tidak bisa melihat rasio keuangan secara luas. Penelitian
selanjutnya disarankan untuk memperluas rasio keuangan lainnya terutama kelompok
rasio penilaian pasar seperti price earning ratio (PER), price to book ratio (PVB).

2. Periode pengamatan penelitian ini hanya 2 tahun karena implementasi ISAK nomor 29
efektif diberlakukan 1 Januari 2015 baru berjalan 1 tahun. Disarankan untuk peneliti
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selanjutnya memperpanjang periode pengamatan sebelum dan sesudah implementasi
ISAK nomer 29.
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Abstract

The purpose of this study is to find out and to analize economic sectors in
Rembang Regency whic have a competitive advantage and specialization . The sectors
with it are used to determine the priority regions and sectors of the typology of the base
for the development of the construction of Regency. Data used in this study is secondary
data in the period 2011-2014. Takken from BPS region of Rembang . Models being
used in this study are Typology Klassen, Shift-Share, LQ and DLQ.

This study find out thatt ransportation , services and insurence agriculture, forestry
fishery transportation, accomodation , finance and insurance are the basic sector in
Rembang Regency and so do the health service and sosial activity.

Key words: , Typology Klassen , Competitive advantage, Specialization, Shift Share

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis sektor sektor ekonomi
potensial yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi di kabupaten Rembang
yang akan digunakan untuk menentukan sektor sektor apa saja yang akan menjadi dasar
bagi pengembangan wilayah Kabupaten. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder periode 2011- 2014 yang diambil dari BPS kabupaten Rembang . Model yang
digunnakan dalam penelitian ini adalah Tipologi Klassen, Shift Share , dan DLQ.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sektor transportasi, jasa dan asuransi ,pertanian
, kehutanan , perikanan ,akonmodasi ,keuanngan dan asuransi merupakan sektor basis di
Kabupaten Rembang , demikian juga dengan aktivitas sosial.

Kata Kunci : Tipologi Klassen, Keunggulan Kompetitif, Spesialisasi, Shift Share

PENDAHULUAN

Salah satu indikator makro ekonomi yang penting untuk mengetahui kondisi
ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh
unit produksi dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa
akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010
di Kabupaten Rembang dari tahun 2011 — 2014 terus mengalami peningkatan dengan
pertumbuhan yang cenderung fluktuatif. Kenaikan PDRB ini disebabkan oleh kontribusi
dari 3 sektor terbesar yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan;
serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Laju pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi didorong oleh laju pertumbuhan semua sektor kecuali sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan yang pertumbuhannya cenderung mengalami penurunan
pada tahun 2014. Dalam teori basis ekonomi dinyatakan bahwa faktor penentu utama
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pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan
barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad, 2002). Sektor unggulan merupakan penggerak
utama dalam pembangunan daerah, adanya sektor unggulan memungkinkan
dilakukannya pemusatan sektor perekonomian yang utama, yaitu pertumbuhan ekonomi
daerah dan pendapatan per kapita daerah (Perroux dalam Kuncoro, 2002). Sektor
potensial/unggulan harus memiliki kelebihan, yaitu unggul secara komparatif dan unggul
secara kompetitif.

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi selama empat tahun terakhir di kabupaten
Rembang cukup baik, namun upaya-upaya untuk meningkatkan PDRB masih harus terus
dilakukan. Perlu upaya-upaya yang kreatif dan inovatif dari Pemda dalam memanfaatkan
potensi ekonomi untuk memberikan hasil yang optimal. Apalagi pada tahun 2015,
Indonesia sebagai anggota ASEAN, telah terikat pada suatu bentuk integrasi ekonomi yang
telah disepakati oleh semua anggota ASEAN yaitu yang disebut dengan ASEAN Economic
Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan hadirnya ajang
MEA ini merupakan peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri
sebagai basis memperoleh keuntungan. Untuk itu sangat diperlukan suatu penelitian untuk
mengetahui potensi serta identifikasi sektor-sektor ekonomi Kabupaten Rembang sebagai
pedoman dalam merumuskan perencanaan pembangunan dalam rangka menghadapi era
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada umumnya serta meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada khususnya.

METODE PENELITIAN
Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kabupaten Rembang.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yakni data yang diperoleh dari hasil
pengolahan pihak kedua (data eksternal) yang berupa PDRB atas dasar harga konstan tahun
2010 dari Kabupaten Rembang dan Propinsi Jawa Tengah tahun 2011 — 2014. Data
bersumber dari BPS berupa Rembang Dalam Angka dan Jawa Tengah Dalam Angka
berbagai tahun terbitan.
Alat Analisis
1. Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk
mengidentifikasi pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi. Alat analisis
ini dapat digunakan melalui dua pendekatan, yang pertama adalah dengan pendekatan
sektoral, dimana merupakan perpaduan antara alat analisis LQ dengan model rasio
pertumbuhan (Syafrizal,1997).
2. Shift Share

Teknik analisis Shift Share ini menggambarkan kinerja sektor-sektor di suatu
wilayah dibandingkan dengan kinerja perekonomian nasional. Ditunjukkan dengan adanya
shift (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah bila daerah itu memperoleh
kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian sehingga akan ditemukan sektor
yang kompetitif di suatu daerah. Menurut Arsyad (2002) penggambaran tentang Kinerja
perekonomian daerah terbagi dalam tiga bidang yang saling berhubungan satu sama lain yaitu
pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menganalisis perubahan pengerjaan aggregat
secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian
tingkat nasional; pergeseran proporsional (Proportional Shift) mengukur perubahan relatif
pertumbuhan atau penurunan perekonomian dibandingkan dengan perekonomian nasional
dan pergeseran diferensial (Differential Shift) menentukan seberapa jauh daya saing sektor
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daerah (lokal) dengan perekonomian nasional. Menurut Soepomo (1993) bentuk umum
persamaan dari analisis shift share dan komponen-komponennya adalah:

Dij = Nij + Mij + Cij Cij = Yij (rij-rin)
Nij = Yij (rn) rij = (Yijt—Yijo)/Yijo
Mij = Yij (rin —rn) rin=(Yint - Yino)/ Yino

rm=(Ynt-Yno)/Yno

Jadi untuk suatu daerah, pertumbuhan nasional / regional, bauran industri dan
keunggulan kompetitif dapat dijumlahkan untuk semua sektor sebagai keseluruhan daerah,
sehingga persamaan shift share untuk sektor i di wilayah j adalah:

Dij=vyij.m+yij(rin—rn)+vyij (rij—rin)
3. Location Quotient dan Dynamic Location Quotient

Analisis LQ berguna untuk mengidentifikasi basis ekonomi (sektor basis) suatu

wilayah. Dengan analisis ini dapat diketahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor
basis atau unggulan (leading sector) di suatu wilayah. Pada dasarnya teknik ini
menyajikan perbandingan relative antara kemampuan sektor di daerah yang diteliti dengan
kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Perbandingan relative ini
dinyatakan secara matematis sebagai berikut (Tarigan, 2005):

LQ=(Si/S) atau (Si/Ni)

ANHN) (SN
Dynamic Location Quotient (DLQ) adalah modi-fikasi dari SLQ, dengan

mengakomodasi faktor laju pertumbuhan keluaran sektor ekonomi dari waktu ke waktu. Nilai
DLQ dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
DLQjj = (IPPSi/IPPS;)"
IPPS;j = (1+0i)/(1+9))
IPPS; = (1+Gi)/(1+G)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten
Rembang tahun 2011 — 2014

Berdasarkan hasil perhitungan klassen tipologi diperoleh pola dan struktur
pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Rembang tahun 2011 — 2014
sebagai berikut: Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat adalah sektor Transportasi dan
Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya; Sektor yang maju tapi tertekan adalah
sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; dan sektor
Administrasi, Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib; Sektor yang masih dapat
berkembang dengan pesat adalah sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas;
Kontruksi; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; dan Jasa Pendidikan; Sektor yang
relatif tertinggal adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan sektor Real Estate
2. Analisis sektor-sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan kompetitif di Kabupaten

Rembang tahun 2011 — 2014

Semua sektor ekonomi di Kabupaten Rembang memiliki dampak bauran industri yang
positif kecuali sektor Pertanian, Kehutanaan dan Perikanan; Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Kontruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor; Jasa Keaunagn dan Asuransi serta Administrasi Pemerintahan,
Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib. National Growth Effects yang menunjukkan
bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah terhadap perekonomian
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Kabupaten Rembang menunjukkan nilai positif (Nij) pada setiap sektor ekonomi dengan nilai
total output Rp 171.530.656,7 juta rupiah. Dengan menggunakan analisis shift share
diketahui bahwa selama kurun waktu 2011-2014, PDRB Kabupaten Rembang mengalami
kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar Rp 163.049.887,3 juta rupiah. Hal ini dapat
dilihat dari nilai Dij yang positif pada semua sektor kegiatan ekonomi.

Adapun sektor yang kompetitif (lihat angka Cij yang positif) di Kabupaten Rembang
adalah sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Transportasi dan
Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa
Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan serta sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial.
Selama periode pengamatan, kedelapan sektor tersebut menunjukkan tingkat kekompetitifan
yang semakin tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat perekonomian
Propinsi Jawa Tengah. Adapun kesembilan sektor yang lain di Kabupaten Rembang
mengalami penurunan competitiveness selama periode pengamatan.

3. Analisis sektor basis ekonomi di Kabupaten Rembang tahun 2011 — 2014
Tabel 1. LQ dan DLQ Kabupaten Rembang Tahun 2011-2014

No |Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 (Rata-ratalQ( DLQ
1 |Pertanian, Kehutanan, dan perikanan 2,12 2,13 2,16 2,10 2,13 1,00
2 |Pertambangan dan penggalian 1,51 1,50 1,49 1,49 1,50 0,89
3 |Industri Pengolahan 0,50 0,52 0,54 0,58 0,54 1,54
4 |Pengadaan Listrik dan gas 0,78 0,79 0,80 0,82 0,79 1,37
5 |Pengadaan Air, Pengelolaan sampah 0,73 0,74 0,74 0,73 0,73 0,80
Limbah dan Daur Ulang
6 |Konstruksi 0,76 0,75 0,69 0,75 0,74 1,24
7 |PerdaganganBesardan Eceran, Reparasi Mobil 0,98 0,97 0,95 0,95 0,96 0,80
dan Sepeda Motor
8 |Transportasi dan Pergudangan 1,21 1,22 1,23 1,25 1,23 1,08
9 |Penyediaan Akomodasi dan makan minum 1,02 1,01 1,03 1,07 1,03 1,23
10 [Informasi dan Kominikasi 0,34 0,34 0,35 0,36 0,35 1,24
11 [Jasa Keuangan dan Asuransi 1,45 1,45 1,47 1,50 1,47 1,21
12 |Real Estate 0,60 0,59 0,57 0,57 0,58 0,84
13 |Jasa Perusahaan 0,82 0,81 0,84 0,83 0,82 1,08
14 [Administrasi, Pemerintahan, Pertahanan dan 1,38 1,39 1,37 1,37 1,38 0,87
Jaminan Sosial Wajib
15 |Jasa Pendidikan 1,21 1,20 1,26 1,32 1,25 1,18
16 |Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,40 1,42 1,43 1,52 1,44 1,25
17 |Jasa lainnya 1,28 1,30 1,28 1,29 1,29 1,02

Berdasarkan hasil perhitungan LQ diperoleh hasil bahwa dari 17 sektor ekonomi di
Kabupaten Rembang, terdapat 9 sektor yang basis. Adapun sektor basis atau sektor unggulan
di Kabupaten Rembang dari tahun 2011-2014 adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi, Pemerintahan,
Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
serta Jasa Lainnya. Namun demikian berdasarkan hasil perhitungan DLQ, sektor basis yang
masih berpotensi untuk menjadi sektor basis di masa yang akan datang di Kabupaten
Rembang adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Transportasi dan Pergudangan;
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan;
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya

Sektor non basis di Kabupaten Rembang tahun 2011-2014 adalah Industri
Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan
Daur Ulang; Kontruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
Informasi dan Komunikasi; Real Estate; dan Jasa Perusahaan. Sementara berdasarkan hasil
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perhitungan DLQ, sektor non basis yang ternyata berpotensi di masa yang akan datang di
Kabupaten Rembang adalah Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Kontruksi;
Informasi dan Komunikasi; serta Jasa Perusahaan.

Jika dilihat dari kontribusinya, tiga sektor penyumbang terbesar PDRB di Kabupaten
Rembang adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; serta
perdagangan besar dan eceran, reaparasi mobil dan sepeda motor. Namun jika dilihat dari
nilai LQ ternyata sektor industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi
mobil dan sepeda motor merupakan sektor non basis dimana nilai LQ kurang dari satu.
Kondisi di atas bisa dijadikan dasar oleh pemerintah Kabupaten Rembang untuk menentukan
arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang khususnya dalam menghadapi Era
Masyarakat Ekonomi Asean.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tipologi klassen diketahui bahwa sektor yang maju dan tumbuh
dengan pesat di Kabupaten Rembang tahun 2011-2014 adalah sektor Transportasi dan
Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya. Sektor yang masih dapat berkembang
dengan pesat adalah sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Kontruksi;
Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; dan Jasa Pendidikan. Sektor-sektor ekonomi
yang mempunyai keunggulan kompetitif di Kabupaten Rembang tahun 2011 — 2014 adalah
sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Transportasi dan Pergudangan;
Penyediaan Akomodasi dan Makan minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan
Asuransi; Jasa Perusahaan serta sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial. Selama periode
pengamatan, kedelapan sektor tersebut menunjukkan tingkat kekompetitifan yang semakin
tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat perekonomian Propinsi Jawa
Tengah.

Sektor ekonomi yang merupakan sektor basis adalah Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa
Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa
Lainnya. Sektor non basis yang berpotensi menjadi sektor basis di masa yang akan datang di
Kabupaten Rembang adalah Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Kontruksi;
Informasi dan Komunikasi; serta Jasa Perusahaan.

REKOMENDASI

Terkait dengan strategi kebijakan, pemerintah daerah Kabupaten Rembang harus dapat
mempertahankan sektor yang masuk kategori maju dan tumbuh dengan pesat, kompetitif,
merupakan sektor basis dan kedepannya juga masih berpotensi menjadi sektor basis yaitu
Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan
dan Asuransi; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
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Abstract

Durring five recent years, the poverty rate in Special Region of Yogyakarta (DIY) is higher
than the national rate. Severity index and the depth of poverty is likely to increase. Inequality
in income is also likely to increase. At the macro level, the local government has been
working to increase economic growth so that development can be enjoyed by the community,
including the poor. The purpose of this study was to analyze the relationship between
economic growth and poverty in DIY. Results of the analysis showed that there is a positive
relationship between economic growth and poverty in DIY, but the relationship is not strong.
The economic growth in DIY is less sensitive to poverty rate. Required evaluation of
macroeconomic policies in DIY so that economic growth be beneficial to the poor.

Keywords: Poverty, Economic Growth, Correlation, Elasticity
Intisari

Selama lima tahun terakhir, angka kemiskinan di DIY lebih tinggi dari pada angka
kemiskinan nasional. Indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan cenderung meningkat.
Ketidakmerataan pendapatan juga cenderung meningkat. Secara makro, pemerintah daerah
telah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar pembangunan dapat dinikmati oleh
masyarakat termasuk penduduk miskin. Penelitian ini memiliki tujuan  menganalisis
hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di DIY. Hasil analisis menunjukan
bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di
DIY, namun hubungannya tidak kuat. Pertumbuhan ekonomi di DIY kurang peka terhadap
tingkat kemiskinan. Diperlukan evaluasi kebijakan makroekonomi di DIY agar pertumbuhan
ekonomi lebih bermanfat bagi penduduk miskin.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Korelasi, Elastisitas

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan besar bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
(Pemda DIY) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah masih relatif tingginya
angka kemiskinan dibandingkan angka kemiskinan nasional. Selama lima tahun terakhir,
penurunan angka kemiskinan DIY lebih lambat dibandingkan penurunan angka kemiskinan
nasional (lihat Gambar 1).
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Gambar 1. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Nasional dengan DIY

Selain masih lebih tinggi daripada angka kemiskinan nasional, penurunan kemiskinan
juga relatif lambat. Selama kurun waktu lima tahun tersebut, angka kemiskinan hanya turun
sebesar 2,98 persen atau 0,596 persen per tahun. Penurunan ini terbilang rendah karena tidak
mencapai 1 (satu) persen per tahun. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di DIY
penurunannya juga relatif lambat. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) selama lima tahun
hanya turun sebesar 0,16; yaitu dari 2,48 pada September 2011 menjadi 2,32 pada September
2015. Indeks keparahan kemiskinan (P2) pada periode yang sama turun sebesar 0,04; yaitu
dari 0,59 pada September 2011 menjadi 0,63 pada September 2015.
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Gambar 2. Trend Gini Ratio di DIY.

Lambatnya penurunan kemiskinan di DIY selain dibayang-bayangi kemungkinan
meningkatnya indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan, juga diiringi dengan
kecenderungan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada tahun 2009, koefisien Gini baru
mencapai 0,38, namun pada tahun 2015 sudah mencapai 0,43. Meskipun koefisien Gini tahun
2015 ini lebih rendah daripada tahun 2013, namun dilihat dari kecederungannya (trend
logarithmic) semakin meningkat.

Melihat potret kemiskinan di atas diperlukan analisa dan evaluasi mendalam terkait
dengan kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian makro. Evaluasi
makroekonomi diperlukan untuk menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi yang ada
selama ini telah mampu mendorong penurunan kemiskinan atau belum.
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Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan
ekonomi dan kemiskinan. Analisis mengenai pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan
diperlukan untuk menjawab permasalahan apakah kebijakan ekonomi makro selam ini
mampu mendorong penurunan kemiskinan secara signifikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan telah mendapatkan
perhatian penting karena pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan yang erat dengan
kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi akan sangat berarti bagi pengentasan kemiskinan. Kraay
(2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, kebijakan makro yang baik dan globalisasi
bermanfaat bagi si miskin.

Menurut Siregar dan Wahyuniarti  (2008), pertumbuhan ekonomi memang
merupakan syarat keharusan (necessary condition) untuk mengurangi kemiskinan. Adapun
syarat kecukupannya (sufficient condition) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam
mengurangi kemiskinan yang berarti bahwa pertumbuhan tersebut hendaknya menyebar di
setiap golongan penduduk miskin (growth with equity).

Agrawal (2008) menunjukkan bahwa provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang
tinggi akan mencapai penurunan yang cepat dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan karena
pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan meningkatnya lapangan kerja dan upah.

Sachs (2004) menyarankan empat pilar sebagai jalan keluar dari kemiskinan.
Pertama, reformasi ekonomi. Kedua, mempunyai penduduk sehat dan terdidik yang dapat
berpartisipasi dalam perekonomian dunia. Ketiga, teknologi. Keempat, penyesuaian struktural
khususnya diversifikasi ekspor. Reformasi ekonomi harus dikombinasikan dengan
sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, Nizar dkk. (2013) mengemukakan
bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDB) dan estimasi pertumbuhan ekonomi
terhadap tingkat kemiskinan secara langsung sangat kecil namun hubungannya negatif
dan signifikan. Oleh karenanya pemerintah hendaknya tidak hanya mengejar angka
pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja akan tetapi lebih daripada itu pertumbuhan
ekonomi harus berkualitas dan berkeadilan yaitu pertumbuhan yang dapat dirasakan oleh
seluruh lapisan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Kessey (2013) yang
menunjukkan bahwa sektor ekonomi, keuangan, kelembagaan dan sosial mempunyai
kontribusi terbesar pada lambatnya proses pengentasan kemiskinan sehingga target MDGs
yang terkait dengan pengentasan kemiskinan pada tahun 2015 tidak tercapai. Strategi untuk
mencapai target terkait pengurangan kemiskinan adalah dengan memperkuat hubungan antar
sektor ekonomi seperti pertanian, industri dan jasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS dan Bappeda.
Penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dianalisis menggunakan analisis
korelasi dan elastisitas. Analisis korelasi mengukur hubungan antara pertumbuhan ekonomi
dan kemiskinan. Analisis elastisitas menghitung elastisitas antara kemiskinan dan
pertumbuhan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi DIY pada periode pengamatan (2011-2015) semakin
meningkat dan tingkat kemiskinan semakin menurun. Dari hasil analisis korelasi, ada
hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di DIY. Ketika
pertumbuhan ekonomi menurun angka kemiskinan juga mengalami penurunan. Meskipun
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demikian korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan tidak cukup kuat
karena nilainya hanya sebesar 0,67.
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Sumber: Pemda DIY, 2016.
Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di DIY

Ada delapan sektor ekonomi di DIY yang memiliki korelasi negatif dengan tingkat
kemiskinan meskipun angka korelasinya relatif rendah. Kedelapan sektor tersebut antara lain:
1) pertanian; 2) industri pengolahan; 3) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur
ulang; 4) jasa keuangan dan asuransi; 5) real estat; 6) jasa perusahaan; 7) jasa pendidikan;
dan 8) jasa lainnya. Ketika pertumbuhan ekonomi kedelapan sektor tersebut meningkat,
tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Disisi lain kesembilan sektor lainnya justru
memiliki korelasi positif dengan tingkat kemiskinan, ketika pertumbuhan ekonomi
kesembilan sektor tersebut mengalami kenaikan, tingkat kemiskinan juga mengalami
kenaikan. sektor tersebut antara lain: 1) pertambangan dan penggalian; 2) pengadaan listrik
dan gas; 3) informasi dan komunikasi; 4) kontruksi; 5) perdagangan besar dan eceran; 6)
transportasi dan pergudangan; 7) penyediaan akomodasi dan makan minum; 8) administrasi
pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; 9) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
(lihat Tabel 1).

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral dan Korelasinya dengan
Tingkat Kemiskinan di DIY

Kuat

Lemah

&

1. Pertambangan 1. Kontruksi
dan Penggalian 2. Perdagangan Besar dan Eceran
2. Pengadaan 3. Transportasi dan Pergudangan
Positif Listrik dan 4. Pe_nyediaan Akomodasi dan Makan
Gas Minum
3. Informasi dan 5. Administrasi Pemerinta, Pertahanan
Komunikasi dan Jaminan Sosial Wajib
6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
1. Pertanian
2. Industri Pengolahan
Negatif - 3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang
Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estat
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6. Jasa Perusahaan
7. Jasa Pendidikan
8. Jasa Lainnya

Sumber: BPS 2016, data diolah.

Hasil korelasi tersebut sejalan dengan hasil analisis elastisitas pertumbuhan ekonomi
dengan tingkat kemiskinan. Nilai elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat
kemiskinan di DIY adalah inelastis (0,28). Artinya pertumbuhan ekonomi DIY tidak peka
terhadap tingkat kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi
saja tidak cukup untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Diperlukan pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas agar tingkat kemiskinan dapat berkurang secara signifikan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil analisis korelasi, ada hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan
tingkat kemiskinan di DIY. Ketika pertumbuhan ekonomi menurun angka kemiskinan juga
mengalami penurunan. Meskipun demikian korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat
kemiskinan tidak cukup kuat. Hasil korelasi tersebut sejalan dengan hasil analisis elastisitas
pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Nilai elastisitas pertumbuhan ekonomi
terhadap tingkat kemiskinan di DIY adalah inelastis. Artinya pertumbuhan ekonomi DIY
tidak peka terhadap tingkat kemiskinan.

Pemerintah daerah DIY sebaiknya mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi
yang memiliki korelasi negatif dengan tingkat kemiskinan, sektor tersebut adalah 1)
pertanian; 2) industri pengolahan; 3) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur
ulang; 4) jasa keuangan dan asuransi; 5) real estat; 6) jasa perusahaan; 7) jasa pendidikan;
dan 8) jasa lainnya
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ABSTRACT

Their Efforts to develop the economic value of women's resources emphasis on linkages
potential and needs of women in a development area, in the form of a network of production
to services and efforts of innovation development through efforts of resource extraction
potential, the development of micro industries, trade, service as well as other investment that
can create jobs and increase the income of the women in his capacity as the poor. This
research is combining the psychological side of the community in improving their quality of
life through the creation of joint ventures. During this measurement Gender Empowerment
Measurement, HDI, GDI was never at the touch of a psychological (motivation and culture).
The women members of the group of cashew have been motivated for the formation of
business groups, engineering tools kacip to finally get a chance distribution of the results of
operations in accordance with the approach potential through the website, the study aims to
analyze the influence of organizational culture and work motivation on the performance of
the women of the group of cashew Krikilan hamlet of Sleman Berbah descriptively. With
descriptive statistical analysis of obtained results showed an increase in performance,
behavioral changes caused by increased motivation and work culture.

Keywords: poverty alleviation, motivation, culture, women's empowerment mechanisms,
GEM, GDI, a potential approach, the formation of business groups, the distribution of
operating results
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ABSTRAK

Adanya Upaya pengembangan nilai ekonomi sumberdaya kaum perempuan
mengutamakan pada keterkaitan potensi dan kebutuhan kaum perempuan di suatu kawasan
pengembangan, dalam bentuk jaringan kerja produksi sampai dengan jasa pelayanan dan
upaya-upaya inovasi pengembangannya melalui upaya penggalian sumber daya potensial,
pengembangan industri mikro, perdagangan, jasa serta investasi lainnya yang mampu
menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan kaum perempuannya dalam
kapasitasnya sebagai kelompok masyarakat miskin. penelitian ini adalah menggabungkan
sisi psikologis masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui pembentukkan usaha
bersama. Selama ini pengukuran Gender Empowerment Measurement, HDI, GDI tidak
pernah di sentuh dari sisi psikologis (motivasi dan budaya masyarakat). Perempuan-
perempuan anggota kelompok pengrajin mete telah dimotivasi untuk pembentukan
kelompok usaha, rekayasa alat kacip sampai akhirnya memperoleh peluang penyaluran hasil
usaha sesuai dengan pendekatan potensi melalui website, maka penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pengaruh budaya organisasional dan motivasi kerja terhadap kinerja
perempuan kelompok pengrajin mete di dusun Krikilan Berbah Sleman secara deskriptif.
Dengan Analisis statistik deskriptif diperoleh hasil yang menunjukkan adanya peningkatan
kinerja, terjadi perubahan perilaku diakibatkan meningkatnya motivasi kerja dan budaya
kerja.

Kata Kunci: pengentasan kemiskinan, motivasi, budaya, mekanisme pemberdayaan

perempuan, GEM, GDI, pendekatan potensi, pembentukan kelompok usaha, penyaluran hasil
usaha

1. PENDAHULUAN

Upaya pemberdayaan perempuan mutlak diperlukan untuk meningkatkan status dan
kedudukan perempuan di berbagai bidang pembangunan. Dua indikator penting yang
mengukur hal itu disajikan dalam laporan pembangunan manusia (Human Development
Report/HDR) vyaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (Human Development
Index/HDI) yang merupakan indeks komposit dari komponen pendidikan, kesehatan
dan ekonomi; dan Gender-related Development Index (GDI). Menurut HDR 2005,
Indonesia berada pada peringkat HDI ke-110 dari 170 negara di dunia, dengan indeks
sebesar 0,697; sedangkan untuk GDI menduduki peringkat ke-87 dari 140 negara di
dunia, dengan indeks sebesar 0,691. Perbedaan angka HDI dan GDI merupakan indikasi
adanya kesenjangan gender. Indikasi kesenjangan diperkirakan akan masih terlihat pada

tahun 2013.

Ukuran lain yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan
pemberdayaan perempuan adalah Gender Empowerment Measurement/GEM. Angka
indeks ini dihitung dari partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik dan
pengambilan keputusan, sehingga berguna untuk mengukur ketimpangan gender di 3
(tiga) hal tersebut. Angka GEM Indonesia pada tahun 2005 sekitar 0,458; yang berarti
peran perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan kurang
dari separuh dari peran laki-laki. Untuk mengatasi rendahnya GDI dan GEM, dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2006 telah dinyatakan bahwa  pengarus
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2.

2.1

2.2.

utamaan gender merupakan salah satu prinsip pengarus utamaan ketika melaksanakan
seluruh kegiatan pembangunan. Dalam kaitan itu, pada akhir tahun 2006 GDI dan GEM
Hasil Penelitan pada tahun pertama ditemukan dari 41 responden yaitu ibu-ibu didusun
Krikilan Berbah Slemen sebagian besar (61%) rata-rata, berpendidikan akhir
setingkat SMA, berusia 40 th, menikah di usia 20 th, pekerjaan ibu RT, dan dalam
kondisi sehat, sedangkan kondisi ekonomi wanita dan keinginan untuk bewirausaha,
jumlah wanita yang sudah memiliki pekerjaan adalah 25 dari total 41 responden (61%)
dengan rata-rata berpenghasilan Rp1.733.840;00. Sementara 16 responden (39%) hanya
menggantungkan penghasilan dari suaminya. Di daerah Berbah, selisih penghasilan
sebesar Rp1.733.840;00 ini termasuk selisin yang sangat besar. Dari sisi pengeluaran
rata-rata per hari untuk kelompok wanita pekerja juga lebih besar dibandingkan
pengeluaran rata-rata harian kelompok wanita tidak bekerja. Hal ini juga berarti bahwa
kesejahteraan untuk responden yang bekerja lebih besar dibandingkan kelompok yang
tidak bekerja dan rata-rata ingin berwirausaha. Pada tahun ke dua dilakukan rekayasa
alat kacip dan penelitian secara kualitatif serta pendampingan intensif atas prosedur
pembentukkan Kelompok Usaha Bersama, dan Pada tahun ke tiga yang merupakan
tahun terakhir dilakukan penyaluran hasil usaha melalui website dengan alamat https://
kerajinan-krikilan.pswebstore.com

KAJIAN LITERATUR
. Budaya Organisasional

Menurut Luthans dalam Susanto (2006: 111) budaya organisasional adalah
norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Setiap
anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang akan berlaku agar diterima oleh
lingkungannya.

Menurut Sarplin dalam Susanto (2006: 120) budaya organisasi adalah suatu
sistem nilai, kepercayaan dan kebiasaan dengan struktur formalnya untuk
menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Menurut Sondang (1995: 233)
budaya organisasi adalah penggabungan antara gaya kepemimpinan manajemen
puncak dan norma-norma serta sistem nilai keyakinan para anggota organisasi.
Menurut Deddy Mulyadi (2006: 270) budaya organisasi adalah apa yang karyawan
rasakan dan bagaimana persepsi ini menciptakan suatu pola teladan kepercayaan, nilai-
nilai dan harapan.

Motivasi

Menurut Gray, et-al (dalam Winardi, 2005) menyatakan bahwa motivasi
merupakan hasil sejumlah proses, yang bersifat internal atau eksternal bagi seseorang
individu, yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam hal
melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.

Menurut Bandura (2000) mendefinisikan self efficacy adalah rasa
kepercayaan seseorang bahwa ia dapat menunjukkan perilaku yang dituntut
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2.3.

2.4.

dalam suatu situasi yang spesifik. Self efficacy lebih mengarahkan pada penilaian
individu akan kemampuannya. motivasi kepercayaan diri terhadap self efficacy
berada dalam pengaturan diri terhadap motivasi. Motivasi individu banyak
ditimbulkan melalui proses kognitif. Orang — orang memotivasi dirinya sendiri
dengan mengarahkan tindakannya dengan melalui berbagai latihan. Mereka percaya
terhadap apa yang mereka lakukan dan selalu mengantisipasi adanya hasil tindakan
yang prospektif. Mereka akan mengatur tujuan yang dimilikinya dan merencanakan
latihan-latihan sebelum melakukan tindakan dengan mendesainnya sesuai nilai-
nilai masa depan.

Kinerja

Kinerja menurut Hasibuan (2009) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang
dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan.
Stolovitch dan Keeps (dalam Rivai, 2005) berpendapat bahwa kinerja merupakan
seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta
pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta.

Sedangkan Rivai (2005) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat
keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam
melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar
hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan
telah disepakati bersama.

Beberapa pengertian kinerja diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil
atau tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah
dibebankan kepadanya menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang
bersangkutan.

Pengaruh Budaya Organisasional Terhadap Kinerja Karyawan

Budaya organisai pada hakekatnya merupakan salah satu unsur pendukung dalam
meningkatkan Kkinerja karyawan. Organisasi yang memperhatikan unsur budaya
organisasi tersebut akan meningkatkan kualitas dari organisasi. Budaya organisasi
menjadi salah satu pedoman kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan menjadi
lebih optimal.

Menurut Mangkunegara, (2013) kinerja karyawan adalah hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Wirawan
(2008) budaya organisasi adalah norma, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, filsafat,
kebiasaan organisasi, dan sebagainya (isi budaya organisasi) yang dikembangkan
dalam waktu yang lama oleh pendiri, pemimpin, dan anggota organisasi yang
disosialisasikan dan diajarkan kepada anggota baru serta diterapkan dalam aktivitas
organisasi sehingga mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku anggota organisasi
dalam bekerja. Berdasarkan pendapatn tersebut dapat dikatakan bahwa dengan budaya
organisasional yang kuat dan dipatuhi karyawan, maka kinerja karyawan akan lebih
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2.5.

baik. Peneliti sebelumnya Basuki (2013), menyatakan bahwa budaya organisasi
berpengaruh postif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai

Motivasi merupakan variabel penting, yang dimana motivasi perlu mendapat
perhatian yang besar pula bagi organisasi dalam peningkatan Kinerja pegawainya.
Motivasi kerja adalah dorongan atau semangat yang timbul dalamdiri seseorang atau
pegawai untuk melakukan sesuatu atau bekerja, karena adanyarangsangan dari luar
baik itu dari atasan dan lingkungan Kkerja, serta adanya dasar untuk memenuhi
kebutuhan dan rasa puas, serta memenuhi tanggung jawab atas tugas-tugas yang
diberikan dan dilakukan dalam organisasi.

Agustuti Handayani (2010) telah meneliti Motivasi Kerja terhadap Kinerja
Karyawan, kemudian menyatakan bahwa Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap
Kinerja Karyawan.

3. METODE PENELITIAN

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di lokasi sasaran yaitu ibu-
ibu pengrajin mete yang berjumlah 41 orang, yang di ambil secara sensus.

Identifikasi Variabel Penelitian

Agar suatu variabel dapat diukur, maka variabel tersebut perlu dioperasionalkan.
Definisi ini memberikan batasan atau arti suatu variabel dengan merinci hal yang
harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur variabel. Pada penelitian ini ada tiga
variabel Budaya Organisasi (independent variable), Motivasi (independent variable)
dan Kinerja(dependent variable).

Alat Ukur yang digunakan

Untuk memperoleh data-data dalam membahas permasalahan ini, penulis
melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan data melalui kuesioner dengan
menyebarkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan dengan format tertentu dan berbagai
pilihan didalamnya.

Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan analisis statistik
deskriptif, pertimbangannya yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul
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sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk
umum atau generalisasi (Sugiyono, 2005)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian dilakukan di dusun Krikilan, desa Kalitirto, kecamatan
Berbah, Kabupaten Sleman.

Tabel 1
Rekapitulasi Tanggapan Responden
Terhadap Budaya Organisasional

Interval Kategori Jumlah % Mean
1,00 sd Sangat 0 0.0%
1,79 rendah
1,80 sd Rendah 2 4.89%
2,59
2,60sd  Cukup 4 9.76%
3,39
3,40sd Tinggi 51.22
4,19 21 %
4,20s/d  Sangat 34.13
5,00 tinggi 14 %
Jumlah 100.0 3.74
41 %

Sumber : Data primer

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa dari 41 responden yang diambil
sebagai sampel, 21 orang atau 51,22% mayoritas perempuan pengrajin mete telah
memberikan penilaian tinggi terhadap variabel budaya kerja dengan rata-rata skor
sebesar 3.74, yaitu berada pada interval antara 3.40 — 4.19. Hal ini menunjukkan
bahwa perempuan pengrajin mete memiliki budaya kerja tinggi atau budaya kerja
yang ketat dimana mereka bekerja lebih disiplin, tanggungjawab, efektif dan kreatif
sesuai standar hasil yang telah ditetapkan karena telah terbentuknya kelompok usaha,
adanya rekayasa alat kacip tradisional ke yang lebih modern dan website sebagai
sarana pemasaran online distribusi hasil.
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Tabel 2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Motivasi Kerja

Interval Kategori Jumlah % Mean
1,00 sd Sangat 0 0.0%
1,79 rendah
1,80 sd Rendah
2,59 4 9.76%
2,60 sd Cukup 2 4.89%
3,39
3,40 sd Tinggi 25 60.98%
4,19
4,20 s/d Sangat 10 24.37%
5,00 tinggi
Jumlah 41 100.0% 3.61

Sumber: Data primer

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa dari 41 responden yang diambil
sebagai sampel, 25 orang atau 60,98% mayoritas pengrajin telah memberikan
penilaian tinggi terhadap variabel motivasi kerja dengan rata-rata skor sebesar 3.61,
yaitu berada pada interval antara 3.40 — 4.19. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan
pengrajin mete memiliki motivasi kerja yang tinggi dimana mereka bekerja dengan
memiliki niat yg sungguh-sungguh untuk lebih maju, adanya jaminan keamanan dan
kenyamanan kerja, adanya kesempatan untuk berkreasi sesuai standar hasil yang telah
ditetapkan, hasil yang diterima dapat mendukung ekonomi rumah tangga. Motivasi
tinggi disebabkan karena telah terbentuknya kelompok usaha, adanya rekayasa alat
kacip tradisional ke yang lebih modern dan website sebagai sarana pemasaran online

distribusi hasil.

Tabel 3

Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kinerja

Interval Kategor Jumlah % Mean

1,00 sd
1,79
1,80 sd
2,59

2,60 sd
3,39

3,40 sd
4,19

Sangat
rendah
Rendah

Cukup

Tinggi

0 0.0%

2 4.89%

3 7.32%
24 58.54%
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4,20s/d  Sangat 12 29.25%
5,00 tinggi
Jumlah 41 100.0% 3.73

Sumber : Data primer

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa dari 41 responden yang diambil
sebagai sampel, 24 orang atau 58,54% menyatakan tinggi. Mayoritas perempuan
kelompok pengrajin telah memberikan penilaian tinggi terhadap kinerja dengan rata-
rata skor sebesar 3.73, yaitu berada pada interval antara 3.40 — 4.19. Hal ini
menunjukkan bahwa perempuan pengrajin mete menguasai pekerjaan dengan baik,
cepat tanggap terhadap tugas baru, hasil kerja memenuhi target, bersedia
meningkatkan hasil kerja, dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk digunakan
semaksimal mungkin dalam bekerja.

5. KESIMPULAN

1. Terbentuknya Kelompok Usaha, Rakayasa Alat Kacip dan Pemasaran Online
melalui website menyebabkan adanya perubahan perilaku perempuan pengrajin
mete sehingga berdampak pada Budaya Organisasional atau Budaya Kerjanya

2. Terbentuknya Kelompok Usaha, Rakayasa Alat Kacip dan Pemasaran Online
melalui website menyebabkan adanya perubahan perilaku perempuan pengrajin
mete sehingga berdampak pada tingginya Motivasi Kerjanya

3. Adanya Kelompok Usaha, Rakayasa Alat Kacip dan Pemasaran Online melalui
website menyebabkan Budaya Organisasional atau Budaya Kerja dan Motivasi
tinggi sehingga berdampak pada tingginya hasil atau Kinerja Perempuan Pengrajin
Mete

SARAN

Kami telah memenuhi keinginan dari para perempuan kelompok pengrajin mete
di dusun Krikilan Berebah Sleman untuk berwirausaha, dengan membentuk
Kelompok Usaha, Merekayasa alat kacip tradisional ke yang lebih Modern serta
membuat website untuk mendistribusikan dan memasarkan hasil secara online, maka
saran kami Kkepada para pengrajin untuk terus berkarya, Kkreatif inovatif
mengaktualkan potensi yang dimiliki. Keinginan wirausaha ini harus ditindaklanjuti
oleh pemerintah dan juga masyarakat luas untuk membinanya. Dengan demikian akan
meningkatkan perekonomian bangsa.
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MODEL LITERASI MEDIA DI LINGKUNGAN IBU-IBU RUMAH TANGGA DI
YOGYAKARTA

(Studi pada kec. Gondomanan Yogyakarta, dan Kec. Banguntapan Bantul DI
Yogyakarta)

Dewi Novianti
Siti Fatonah
Jurusan Ilmu Komunikasi UPN -Veteranl Yogyakarta
dewinovianti_upn@yahoo.co.id

Abstrak

Maraknya perkembangan media membuat konten-konten yang ada tidak lagi dapat
dikontrol. Muatan konten terbesar dari media adalah hiburan. program siaran yang tidak
mendidik. Mereka lebih mengedepankan program-program hiburan yang kurang
memperhatikan etika dan norma masyarakat. Mereka tidak peduli dampak negatif program
siaran yang dikedepankan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kemampuan
literasi media, membuat Identifikasi model penggunaan media, mengidentifikasi faktor-
faktor yang memengaruhi konsumsi media, serta identifikasi yang dilakukan guna
menunjang tercapainya tujuan penelitian berikutnya yaitu usulan kebijakan dalam
mengembangkan model literasi media yang lebih efektif khususnya bagi Ibu-lbu Rumah
Tangga di lingkungan Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah studi pustaka,
wawancara mendalam, observasi, dan FGD. Teori yang digunakan adalah Teori Difusi
Inovasi, Social Learning Theori, dan literasi media.. Hasil penelitian menunjukkan ada
berbagai media yang digunakan oleh Ibu-lbu Rumah tangga, tetapi yang paling dominan
adalah televisi. Banyak waktu yang digunakan untuk hiburan dengan menonton acara Tv,
tetapi mereka tidak menyadari dampak yang ditimbulkan oleh media ini. Ada beberapa
dari ibu-ibu rumah tangga yang sudah menyadari pentingnya memilah konten media yang
dikonsumsi tetapi belum secara mendalam memahami dampak yang ditimbulkan bagi
anggota keluarga terutama anak-anak.

Kata kunci: Literasi media, konten media, Ibu Rumah Tangga

Pendahuluan

Maraknya media di tanah air membuat khalayak media haruslah selektif dan cerdas
dalam membaca, mendengar, dan menonton konten media tersebut. Media konvensional
seperti televisi, Koran, majalah, tabloid, dan radio, mempuyai andil besar dalam
menyampaikan berbagai informasi. Tidak hanya media konvensional, media baru yakni
media interaktif melalui internet juga tidak bisa dinafikkan berpengaruh luar biasa besar
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terhadap sikap khalayaknya. Kedua macam media tersebut dapat membentuk opini publik,
dapat menggerakkan massa, dan bahkan dapat merubah keadaan.

Media interaktif mengalami lompatan pengguna yang mencengangkan. Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan jumlah pengguna internet
pada tahun 2013 mencapai 71,19 juta, meningkat 13 persen dibanding tahun 2012 yang
mencapai sekitar 63 juta pengguna. Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemenkominfo) RI menargetkan 150 juta orang menggunakan akses internet pada 2015
(http://www.antaranews.com). Media interaktif yang semakin murah dan tersebar juga
menghadirkan kecemasan tersendiri. Situs pornografi, permainan online, media sosial telah
menyita waktu dan perhatian pelajar sehingga menyita waktu dan perhatian dalam belajar.
Konsep berinternet yang sehat sulit untuk diterapkan karena sifatnya yang sangat personal.

Perkembangan media tersebut telah membawa kecemasan baru, yaitu masalah isi (content).
Media massa, khususnya televisi, diyakini banyak menghadirkan program siaran yang
tidak mendidik. Mereka lebih mengedepankan program-program hiburan yang kurang
memperhatikan etika dan norma masyarakat. Mereka tidak peduli dampak negatif program
siaran yang dikedepankan tersebut. Misalnya adalah eksploitasi terhadap perempuan, anak,
kemiskinan, humor yang rendah, gaya hidup bebas dan sebagainya.

Berbicara literasi media (literasi media) untuk di Indonesia boleh dikatakan baru
merebak dalam dekade 2000-an, walau sebenarnya sudah menjadi wacana global Sejak
dekade 1980-an. Media televisi merupakan media yang memiliki daya pikat lebih
dibanding media massa lainnya. Ini dikarenakan media televisi menyita indra pandang dan
dengar. Sementara media massa lainnya hanya menyita satu indra saja. Di Indonesia
sendiri sampai dengan tahun 2007 tercatat populasi pesawat televisi tidak kurang dari 40
juta unit, dengan jumlah pemirsa lebih dari 200 juta orang. Hal tersebut diperkuat dengan
data BPS tahun 2006 yang menyebutkan bahwa 85,86% penduduk Indonesia mempunyai
kemampuan mengakses media televisi. Angka tersebut relatif tinggi, dibandingkan dengan
aksesibilitas penduduk Indonesia pada media radio yang hanya sebesar 40,26% dan pada
media cetak (koran/majalah) sebesar 23,46%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa
penduduk Indonesai masih menjadikan media televisi sebagai media utama dalam
mendapatkan informasi maupun hiburan sehari-hari (Wiratmojo, 2010:47).

Terkait dengan literasi media salah satu elemen masyarakat yang paling dominan
dalam keluarga terutama dalam mendidik putra putri bangsa adalah peran Ibu. Ibu-ibu
rumah tangga merupakan tonggak atau tiang keluarga perlu memiliki pendidikan yang baik
terutama dalam cerdas membaca media (menonton, mendengar, membaca, menelaah
menyaring media). Selektivitas ini tidak bisa muncul begitu saja tanpa adanya kesadaran
yang tinggi dan kepedulian dari kalngan yang yang telah melek media untuk dapat
menyosialisasikan, menyadarkan, dan sampai pada mencerdaskan ibu-ibu rumah tangga.
Sebagian besar waktu ibu-ibu rumah tangga ini dihabiskan dengan menonton acara televisi
dan bermedia sosial. Tidak terkecuali ibu-ibu rumah tangga yang berada di daerah
Gondomanan Yogyakarta, dan Banguntapan Bantul.

Realita di atas menjadi sebuah permasalahan khususnya dalam hal ini rentannya
warga masyarakat akan pengaruh negatif dari media. _Bijak dalam bermedia‘ menjadi
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penting bagi para pemerhati media. Warga masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih
untuk mengantisipasi hal tersebut. Perlu ada suatu model gerakan literasi media.

Dari implementasi gerakan ini akan menghasilkan  suatu model yang bisa
diimplementasikan secara kontinyu bagi warga masyarakat yang belum melek media.
Target ibu-ibu rumah tangga pada umumnya adalah menciptakan generasi yang
terpelajar dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, mereka tetap harus berinteraksi dengan
media sebagai sumber informasi namun dengan self kontrol sebagai filternya. Inilah
pentingnya literasi media.

Penelitian ini bertujuan: pertama, Memetakan kemampuan literasi media di
lingkungan Ibu-1bu Rumah Tangga di Gondomanan Yogyakarta, dan Banguntapan Bantul,
DI Yogyakarta. Kedu, membuat Identifikasi model penggunaan media di lingkungan lIbu-
Ibu Rumah Tangga di Gondomanan Yogyakarta, dan Banguntapan Bantul, DI Yogyakarta.
Ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi media di lingkungan
Ibu-lbu Rumah Tangga di Gondomanan Yogyakarta, dan Banguntapan Bantul, DI
Yogyakarta.

Literasi Media

Pemahaman literasi media atau melek media secara sederhana adalah bagaimana
khalayak mampu memilih atau menyaring isi pesan yang disampaikan oleh media.
Khalayak mampu membedakan mana yang dianggap penting atau baik dan mana yang
dianggap buruk. Pada dataran ini khalayak sudah semakin cerdas, aktif dan kritis. Bahkan
khalayak tidak begitu saja mempercayai pesan yang disampaikan oleh media. Untuk itulah
dibutuhkan adanya media edukasi dalam konteks literasi media. Wirodono dalam Rejeki
(2010:67) mengemukakan tiga kategori khalayak yang rentan terhadap pengaruh buruk
media, yakni anak-anak, remaja, dan kaum ibu.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Obyek dalam penelitian ini adalah
memetakan kemampuan literasi media dari Ibu-lbu dasa Wisma di Lingkungan
Gondomanan Yogyakarta, dan Ibu-lbu Dasa Wisma Banguntapan Bantul DI Yogyakarta.
Selanjutnya mengembangkan model yang tepat untuk dapat diimpletasikan serta dijadikan
kebijakan untuk mencerdaskan Ibu-lbu Dasa Wisma di Lingkungan Gondomanan
Yogyakarta, dan Banguntapan Dasa Wisma Bantul DI Yogyakarta dalam berinteraksi
dengan media.

Sumber Data ; Wawancara mendalam (Indepth Interview), Observasi, dan Focused
Group Discussion (FGD)
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Hasil Dan Pembahasan

Literasi Media Ibu-lbu Dasa Wisma Kec. Gondomanan

Nara Sumber semuanya adalah ib-ibu rumah tangga. Ada yang murni sebagai ibu
Rumah tangga, ada yang bermata pencaharian berwiraswasta yakni berjualan barang
maupun jasa, dan buruh.

Semua narasumber merupakan aktivis organisasi yakni Pendidikan Kesejahteraan
Keluarga (PKK), Dasa Wisma dan Aisyiyah. Mayoritas narasumber berpendapat bahwa
media yang sering mereka konsumsi adalah televisi.

Televisi dipandang sebagai media yang murah dan mudah. Bahkan ada beberapa
narasumber memiliki televisi yang lebih dari satu. Frekuensi menonton televisi narasumber
ini kurang dari lima jam sehari. Mereka menonton televisi biasanya pada waktu senggang
saja atau hanya sekedar mendampingi keluarga dikarenakan kesibukan sebagai aktivis dan
pekerjaan..

Pada umumnya tayangan yang lebih mereka sukai adalah acara siraman rohani dan
motivasi

Hal ini dikarenakan latar belakang narasumber yang merupakan seorang aktivis

organisasi keislaman sehingga mereka cenderung menyukai tayangan rohani Islam.

Budaya membaca narasumber minim. Hal ini bisa dilihat dari sedikitnya intensitas
narasumber dalam membaca koran. Bahkan hanya ada satu orang yang berlangganan koran
yakni ibu Atika, itu pun tidak rutin membaca koran.

Mayoritas narasumber asing dengan media sosial. Pengguna medsos pada forum ini
hanyalah ibu Atika.la mendapat informasi dari medsos dan sudah paham bagaimana
bersikap yang tepat saat menjumpai berita hoax.

Umumnya para narasumber bersikap peduli terhadap tayangan yang ditonton oleh
keluarga mereka. Hal ini ditunjukkan dengan pendampingan menonton tayangan televisi.
Akan tetapi para narasumber belum mengetahui perubahan sikap yang terjadi pada
keluarga yang berumur anak-anak dan remaja saat mereka menonton tayangan yang salah.
Mereka menganggap bahwa anaknya baik-baik saja.

Literasi Media Ibu-ibu Dasa Wisma Kec. Bangun Tapan Bantul

Ibu-ibu yang menjadi responden memiliki latar belakang status pekerjaan yang
beragam, yakni di samping sebagai sebagai ibu rumah tangga, ada yang bekerja sebagai
PRT (pembantu Rumah

Tangga) paruh waktu, buruh, ojek, berjualan. Beberapa diantaranya memiliki
pekerjaan tambahan seperti berjualan es, membantu memasak untuk hajatan, dan berjualan
sembako di Pasar. Sisanya, mereka menjalani kegiatan sosial lebih banyak di kampung.

Beberapa ibu diantaranya memiliki acara favorit seperti tayangan tentang psikologi
anak, Mamah Dedeh, Kick Andy, dan Mario Teguh. Tidak ada yang menyebutkan
mengikuti tayangan sinetron atau pun tayangan sinetron favorit.
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Mereka mengaku senang dengan tayangan tersebut karena inspiratif, informatif, dan
mengguggah. Salah satu ibu menolak mengikuti serial tayangan sinetron di televisi karena
tidak ingin kecewa jika terlewat satu episode. Salah satu ibu yang lain mengemukakan
tidak ingin rajin mengikuti tayangan sinetron karena tidak suka. Mereka cenderung
menonton sinetron hanya pada saat ingin saja.

Termasuk ibu-ibu yang lain, mereka mendampingi putra-putrinya saat mereka
mengonsumsi media. Jika ada tayangan kartun yang tidak pas mereka akan nasehati dan
berikan pendidikan (informasi) terkait tayangan tersebut. Mereka mengaku putra-putrinya
tidak memiliki acara favorit di televisi yang harus dikonsumsi setiap periode tertentu.

Simpulan

Penelitian Literasi media pada ibu-ibu rumah tangga pada kecamatam Gondomanan
Yogyakarta dan Bantul, memperlihatkan bahwa setiap harinya ibu-ibu tersebut
mengonsumsi media untuk hiburan dan mendapatkan informasi. Namun porsi hiburan
lebih besar dibanding sebagai media informasi. Hampir semua narasumber adalah wanita
pekerja dari kalangan bawah, sehingga kurang memahami apa dampak negative dari
media. Media yang paling sering dikonsumsi adalah televisi. Karena sifatnya yang audio
visual, sehingga daya tarik TV jauh lebih besar daripada media lainnya. Koran, majalah,
dan radio sebenarnya juga digunakan oleh ibu-ibu ini sebagai sarana hiburan dan
informasi. Namun sayangnya masih sangat minim yang menggunakannya, kalaupun dibaca
atau didengar hanya sebatas membaca headline, atau untuk mencari tugas sekolah anak.

Saran yang bisa diberikan :

1. Perlu ada sosialisasi media khususnya bagi kalangan ibu-ibu rumah tangga

2. Pemerintah perlu membuat sebuah regulasi khusus bagi ibu-ibu rumah tangga
untuk diberikan pelatihan-pelatihan mengenai literasi media

3. Literasi media tidak sebatas media konvensional saja, akan tetapi juga perlu
diberikan penyadaran akan pentingnya media on line. Paling tidak untuk antisipasi
bagi anak-anak akan informasi negatif.
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Abstract

KB Paradigm already shifting from population control and fertility decline to the health of
reproduction by concerning about the rights of reproduction and gender equality. One of
the attempt or effort is men participation in KB whether it is by condor or vasectomy. The
socialization of MOP Method is not easy. Many contradictions come from both man and
wife. Religion aspect also becomes one of consideration. The first research held in
Surabaya and Badung Bali discovered that the success KIE MOP were using creative
strategy that combine every kind of marketing communication whether it’s personal selling
(face to face), advertisement (brochure), sales promotion (counseling). The success of KIE
cannot use rely on only one kind of marketing communication. This is because opinion
public making is important to behavioral change. To overcome this constrain, clergy and
testimony from vasectomy participant were needed as supporting source. This research
applied to other research locus, Pekalongan, which characterized as religious city that has
many fisherman villages. The aim of this research is to discover the implementation of
marketing communication of vasectomy method in Pekalongan. The research method is
collecting data through observation.

The research result shows that MOP socialisation was almost never been done before.
There’s also no amount of target of participants. KIE implementation by applying the
marketing communication for MOP gains a better response from counselor team and
society. GerebekPasar was effective to create public’s opinion. GerebegPasar is a
counseling held in public places such as market. Marketing team was equipped with
brochures and loudspeaker to gain the response from market visitors. People were
enthusiast and not hesitate to ask about MOP. Counseling also effective to create public
opinion because it attended by clergy, doctors and MOP participants who give satisfying
amount of information. Face to face communication were effective for behavioral change
because each participant candidates could ask effectively. Motivation using persona
creates linkage between the officer and MOP participant candidates. After this KIE
activity, there are 6 couple who join this program.

Keywords: Vasectomy, integrated marketing communication, gerebek pasar/termina.
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ABSRTAK

Paradigma KB telah berubah yaitu dari pengendalian populasi dan penurunan
fertilitas menjadi lebih ke arah kesehatan reproduksi dengan memperhatikan hak-hak
reproduksi dan kesetaraan gender. Salah satu upaya adalah kepesertaan pria dalam ber-KB
baik kondom maupun vasektomi. Sosialisasi metode MOP tidak mudah. Pertentangan
berasal dari kaum pria maupun para istri. Faktor agama juga menjadi kendala tersendiri.
Penelitian pertama yang di lakukan di Kota Surabaya dan Kabupaten Badung Bali
diketahui bahwa keberhasilan KIE MOP dilakukan dengan strategi kreatif yaitu
memadukan semua bentuk komunikasi pemasaran baik personal selling (face to face),
periklanan (brosur), sales promotion (penyuluhan). Keberhasilan KIE tidak bisa hanya
mengandalkan salah satu dari bentuk komunikasi pemasaran. Hal ini dikarenakan
pembentukan opini publik menjadi penting untuk perubahan perilaku. Untuk mengatasi
hambatan lain dibutuhkan tokoh agama dan testimoni peserta vasektomi sebagai
narasumber pendukung. Hasil penelitian ini diujicobakan di lokasi penelitian lain yaitu
Kota Pekalongan yang memiliki karakter sebagai kota religius dan banyak kampung
nelayan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil implementasi komunikasi
pemasaran terpadu metode vasektomi di Kota Pekalongan. Metode pengumpulan data
dengan observasi pada eksperimen lapangan dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini KIE MOP hampir tidak pernah dilakukan.
Perolehan kepesertaan juga tidak ada target. Pelaksanaan KIE dengan penerapan
komunikasi pemasaran terpadu metode MOP mendapat sambutan positip baik tim
penyuluh maupun masyarakat. Gerebek pasar cukup efektif untuk membuat opini publik.
Gerebek pasar adalah penyuluhan yang dilakukan di tempat-tempat umum yaitu pasar. Tim
marketing dilengkapi dengan brosur dan di bantu pengeras suara cukup mendapatkan
respon para pengunjung pasar. Para pengunjung cukup antusias dan tidak malu untuk
menanyakan perihal MOP. Penyuluhan juga efektif untuk menciptakan opini publik karena
kehadiran tokoh agama, dokter, dan peserta MOP bisa memberikan informasi yang
memuaskan. Komunikasi tatap muka cukup efektif dalam perubahan perilaku karena
masing-masing calon peserta bisa efektif bertanya. Periklanan dengan brosur juga
membantu masyarakat lebih memahami metode MOP. Motivasi dengan xcalon peserta
MOP. Setelah kegiatan KIE maka ada 6 pasangan yang mengikuti porgram vasektomi.

Kata kunci : vasektomi, komunikasi pemasaran terpadu, gerebek pasar/terminal
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Pendahuluan

Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan tahun 1994 di
Mesir telah menyepakati perubahan paradigma yaitu dari pengendalian populasi bergeser ke
paradigma kesehatan reproduksi dengan memperhatikan hak-hak reproduksi dan kesetaraan
gender. Paradigma baru ini menuntut kesadaran kaum laki-laki akan kewajibannya turut
serta menjamin/mewujudkan kesehatan reproduksi perempuan (istri). Pergerseran
paradigma ini mengharuskan pemerintah untuk terus melakukan Komunikasi, Informasi,
Edukasi (KIE) agar peran serta laki-laki dalam kepesertaan KB meningkat.

Menurut dr. Widi Atmoko, perkembangan metode kontrasepsi pria cukup penting
karena lebih dari 40 % perempuan tidak mencapai target dalam program keluarga
berencana. Sekitar 80 juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan setiap
tahun. Kontrasepsi wanita banyak didominasi metode hormonal (suntik, pil/oral). Sementara
mereka tidak tertib yang pada akhirnya memicu laju pertumbuhan. Disamping itu
kontrasepsi yang dipakai wanita kurang mendukung kesehatan reproduksi: seperti metode
IUD dapat menimbulkan perdarahan, metode hormonal berpengaruh pada hormon-hormon
lain dalam tubuh. Sementara vasektomi merupakan metode kontrasepsi yang efektif,
mudah, cepat, dan aman. Selain itu kepesertaan vasektomi mendukung kesehatan
reproduksi wanita (Atmoko, 2013)

Namun demikian, kepersertaan vasektomi masih sangat rendah. Banyak faktor baik
yang datang dari istri, suami, atau masyarakat, bahkan pemerintah. Banyak istri yang takut
suaminya akan selingkug jika ikut vasektomi. Sementara laki-laki (suami) takut kehilangan
kejantanan, kenikmatan. Opini masyarakat masih negatif yaitu memahami vasektomi adalah
dikebiri dan dilarang agama. Fatwa MUI melalui ijtima ulama ke IV 2012 di Tasikmalaya
memutuskan bahwa vasektomi tidak secara mutlak dan tidak halal secara mutlak. Artinya
diperbolehkan jika tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan kemandulan permanen, ada
jaminan dapat direkanalisasi kembali dan tidak membahayakan bagi yang bersangkutan.
Sementara pemerintah belum optimal dalam mengedukasi pria untuk menjadi peserta KB
terutama metode vasektomi.

Partisipasi pria/suami dalam KB adalah tangggung jawa pria/suami dalam dalam
meningkatkan kesehatan reproduksi wanita/istri  sekaligus mewujudkan keluarga
berkualitas. Para pria/suami harus ditumbuhkan kesadarannya bahwa akan tanggung
jawabya pada keberhasilan KB mereka dan tidak melempar tanggung jawab tersebut pada
wanita/istri mereka. Mereka harus sadar akan prinsip kesetaraan gender dalam ber-KB.
Mereka harus sadar bahwa kaum wanita/istri sudah menanggung beban luar biasa mulai dari
hamil, melahirkan, menyususi, merawat anak-anak. Tidak sepantasnhya jika penggunaaan
metode kontrasepsi juga menjadi tanggung jawabnya. Sementara penggunaan metode
kontrasepsi untuk wanita lebih beresiko pada kesehatan reproduksi daripada metode
kontrasepsi pada kaum pria.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan berkorelasi positip
terhadap penerimaan vasektomi (Hardiani, 2013: Wahyuni, 2013). Artinya informasi yang
cukup tentang vasektomi telah merubah sikap tentang vasektomi dan berujung pada
peningkatan akseptor vasektomi. Informasi yang cukup memadahi telah mampu merubah
pandangan tentang vasektomi (sebagai metode yang positif). Untuk itu permasalahan yang
muncul adalah bagaimana model Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) yang tepat sehingga
pesan penting vasektomi dapat diterima tanpa unsur keterpaksaan.

Ada dua kasus yang menarik tentang keberhasilan KIE vasektomi yaitu di Kota
Surabaya dan di kabupaten Badung. Pemerintah Kota Surabaya mampu meraih MDGs
Award tahun 2013 untuk kategori kesehatan reproduksi dengan program Keberhasilan
pemerintah dalam membina kelompok Vasektomi. Di kabupaten Badung ada bidan yang
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memperoleh penghargaan sebagai bidan teladan nasional karena ketekunannya sebagai
penyemangat KB pria. Dari dua wilayah yang mempunyai keunggulan dalam KIE
vasektomi ini, penelitian ini berusaha mensistesis sebuah model alternatif KIE ( model
kreatif dan inovatif tentang KIE) yang bisa dijadikan program nasional untuk meningkatkan
kepesertaan / akseptor KB Pria Lestari

Dari hasil penelitian di dua wilayah tersebut diketahui bahwa untuk meningkatkan
peserta jumlah peserta KB Pris Lestari mereka tidak mengandalkan satu bentuk komunikasi
pemasaran saja. Mereka mengembangkan strategi alternatif lain dengan sangat kreatif yaitu
memadukan seluruh bentuk komunikasi pemarasan. Hasilnya adalah opini publik tentang
MOP terbentuk dan perubahan perilaku yang ditandai meningkatnya peserta KB Pria
Lestari yang cukup signifikan. Model ini perlu diadop untuk daerah lain yang ingin
meningkatkan jumlah peserta KB Pria Lestari.

Kota Pekalongan adalah adalah wilayah pesisir yang sebagian penduduknya bekerja
sebagai nelayan. Seperti pada umumnya kehidupan nelayan diwarnai dengan kemiskinan,
pendidikan rendah, dan kepesertaan KB rendah. Pemerintah kota Pekalongan menetapkan
Kelurahan Bandengan sebagai -kampung KBIl untuk meningkatkan keberhasilan program
KB di Kelurahan tersebut. Bandengan merupakan perkampungan nelayan yang kumuh,
peserta KB rendah.

Penelitian ini akan mengobservasi keberhasilan model KIE Vasektomi di Kota
Surabaya dan Kabupaten Badung untuk diujicobakan di Kota Pekalongan. Permasalahan
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana efektifita komunikasi
pemarasan terpadu pada KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) metode vasektomi sebagai
upaya peningkatan akseptor KB Pria Lestari di Kota Pekalongan?

Tinjauan Pustaka

Pemasaran menurut definisi dari AMA (American Marketing Association) diartikan
sebagai fungsi organisasi dan serangkaian proses menciptakan, mengkomunikasikannya,
dan menyampaikan nilai bagi para pelanggan serta mengelola relasi pelanggan sedemikian
rupa sehingga memberikan manfaat bagi organisasi dan para stakeholdernya. Hasan
(2008:1) menjelaskan bahwa pemasaran merupakan sebuah konsep ilmu dalam strategi
bisnis yang bertujuan mencapai kepuasan optimal bagi stakeholder (pelanggan, karyawan,
pemegang saham) dalam jangka panjang.

Pemasaran bukan sebatas distribusi produk. Pemasaran meliputi beberapa aktivitas
yang kemudian terseknal dengan konsep 4P (Product, Price, Place dan Promotion).
Keempat aktifitas ini harus mendapat perhatian yang sama yang kemudian disebut
marketing mix (bauran pemasaran). Aktifitas yang berkaitan dengan bidang komunikasi
adalah P keempat yaitu promotion. Komunikasi Pemasaran (promosi) didefinisikan sebagali
proses penyebaran informasi tentang perusahaan dan apa yang hendak ditawarkannya
(offering) pada pasar sasaran (Sulaksana, 2007:23). Komunikasi Pemasaran menurut
Keegan (1995), dalam Machfoedz (2010:16-17) didefinisikan sebagai semua elemen dalam
pemasaran yang memberi arti dan mengkomunikasikan nilai kepada konsumen dan
stakeholder sebuah perusahaan.

Selama ini kegiatan komunikasi pemasaran lebih dikenal untuk memasarkan
produk dan jasa. Menurut Alifahmi, pemasaran juga bisa dilakukan untuk mengampanyekan
ide, (konsep), menjual event (pertunjukan, lomba dan pameran), personal (mempopulerkan
figur, calon presiden dan pemimpin), perusahaan atau institusi, hingga memasarkan tempat
atau kawasan (places marketing) seperti memasarkan tempat wisata, kota dan kawasan
industri. Pemasaran ide semacam ini populer dengan istilah Pemasaran Sosial (Social
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Marketing). Dari sisi Komunikasi Pemasaran, pemasaran sosial dapat dikaji melalui : isi
pesan, gaya komunikasi, media yang digunakan, segmen khalayak sasaran hingga efek
terhadap publik. Komunikasi Pemasaran Sosial merupakan upaya untuk memanfaatkan
teknik-teknik dan sumber-sumber usaha komersial untuk mencapai tujuan sosial dalam hal
tersedianya perlengkapan, informasi dan pelayanan secara luas. Istilah social marketing
(pemasaran sosial) menggambarkan esensi dari melayani kepentingan sosial melalui teknik-
teknik pemasaran.

Komunikasi pemasaran memiliki beragam bentuk yaitu periklanan, humas, sales
promotion, personal selling, dan lain-lain (Shimp, 2003:2). Masing-masing bentuk
komunikasi pemasaran mempunyai cara kerja dan tujuan yang berbeda. Dengan demikian
tidak bisa dibandingkan mana yang lebih efektif. Dalam konsep pemasaran terkini yang
dilakukan adalah melakukan bauran (mix) dari berbagai bentuk tersebut sehingga
menghasilkan tanggapan calon pengguna secara optimal (persepsi, motif, perilaku,
kepuasan, dan loyalitas)

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sebuah perspektif yang melihat
perilaku manusia adalah adalah pasif, dapat diubah, dapat diarahkan, dan dapat
digeneralisir. Persepsi dan perilaku manusia dapat dikondisikan. Pendekatan ini lebih
banyak menguji teori dari pada menemukan teori. Sifat penelitian konfirmatif (deduktif)
Cresswell (1994:163). Dalam pendekatan ini melibatkan hubungan antar variabel.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen lapangan
yaitu percobaan yang dilakukan untuk mengetahui respon khalayak terhadap produk yang
diinformasikan (Mangkunegara, 2012:52). Penelitian ini berusaha menjaring informasi-
informasi empirik dari implementasi komunikasi pemasaran terpadu vasektomi di Kota
Pekalongan

Subyek penelitian adalah implementasi komunikasi pemasaran terpadu vasektomi di
Kota Pekalongan. Adapun obyek penelitian adalah anggota kelompok KB pria vasektomi,
tenaga penyuluh BKKBN setempat, tenaga media, tokoh agama, dan masyarakat calon
peserta.

Data dikumpulkan dengan observasi. Menurut Bungin (2007:116) dalam observasi
ini, yang terpenting adalah pengamat (observer). Selain pengamatan, data juga dikumpulkan
melalui wawancara. FGD digunakan untuk mendiskusikan hasil pelaksanaan Komunikasi
pemarasan terpadu yang dilakukan oleh tim. Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan
dianalisis dengan strategi analisis audit komunikasi (salah satu varian dari desain analisis
kualitatif-verifikatif)

Hasil penelitian dan pembahasan

Realisasi target pencapaian peserta program keluarga berencana di wilayah Kota
pekalongan hingga akhir tahun 2015, melampaui target yang ditetapkan 6.250 akseptor
tercapai 113,06 persen, atau mencapai 7.066 akseptor KB. Pencapaian tersebut didapatkan
dari berbagai program yang dilakukan oleh BMP2AKB dan semua stakeholdernya. Program
KIE yang paling sering dilakukan adalah kunjungan rutin dari rumah ke rumah baik oleh
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Penyuluh KB ataupun kader. Sebelum melakukan kunjungan, terlebih dahulu tim
mengadakan pra konseling yang bertujuan menentukan target yang sesuai dengan Kriteria.
Penentuan target ini berdasarkan hasil observasi dan masukan dari para kader. Sedangkan
untuk penyuluhan massa masih menginduk pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
masyarakat, seperti PKK, pengajian dan sebagainya. Untuk kalangan remaja, sosialisasi
juga dilakaukan dengan mencari kegiatan yang sesuai.

Dari jumlah tersebut peserta MOP hanya ada 6 orang dari target 16 atau 37.5
persen. Kepesertaan KB pria lebih banyak menggunakan alat kontrasepsi kondom. Hasil
wawancara nenunjukkan bahwa metode MOP tidak disosialisasikan secara khusus. Para
penyuluh hanya menyampaikan informasi MOP secara sekilas. Belum pernah ada kegiatan
KIE khusus MOP. Beberapa kendala yang ditemukan dilapangan diantaranya adalah faktor
agama. Kota pekalongan yang dikenal sebagai kota santri, memiliki masayarakat dengan
tingkat religiusitas yang tinggi, masih berpegang teguh pada prinsip agama yang tidak
memperbolehkan melakukan tidakan penghambatan dalam memperoleh keturunan.
Dukungan dari tokoh agama juga masih sangat kurang, sehingga masyarakat masih takut
dalam hal kehalalan metode vasektomi ini.

Hal lain yang menjadi kendala metode vasektomi, yaitu pandangan masyarakat
tentang vasektomi ini masih sangat tabu, sehingga masyarakat yang sudah melakukan
vasektomi pun masih malu-malu untuk mengakui bahwa dia adalah peserta KB vasektomi.
Hal ini berkaitan juga dengan rumor yang berkembang di masyarakat tentang akibat dari
vasektomi yang dapat menyebabkan pria tidak jantan lagi. Pemahaman masyarakat bahwa
vasektomi adalah sama dengan dikebiri dan sebagainya. Rumor tersebut belum terjawab,
sehingga KIE yang rutin mutlak dilakukan untuk meluruskan stigma masyarakat tentang
KB Vasektomi.

Kendala yang terakhir yaitu tentang kebijakan pemerintah kota pekalongan yang
belum memprioritaskan vasektomi sebagai metode kontrasepsi untuk pria. Hal ini juga
disebabkan jumlah anggaran yang masih sangat kecil. Untuk melakukan tindakan vasektomi
pemerintah hanya menyediakan biaya sebesar Rp. 250.000 per orang. Selain itu pemerintah
Kota Pekalongan belum memberdayakan para peserta vasektomi. Mereka belum terikat oleh
wadah seperti komunitas/kelompok dimana pemerintah dapat melakukan pembinaan dalam
pemberdayaan ekonomi yang pada akhirnya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi yang
belum ikut vasektomi.

Implementasi KIE yang dilakukan pada wilayah Kota Pekalongan, mengadopsi
metode yang ada di Kota Surabaya dan Badung, Bali. Kegiatan yang dilakukan yaitu
dengan melakukan serangkaian sosialiasi KIE dan Gerebek pasar. Sebelum melakukan
kegiatan tersebut, terlebih dahulu dilakukan koordinasi awal dengan berbagai unsur yang
terlibat, seperti PLKB, Kader, akseptor KB, tokoh ulama, dan tenaga medis. Koordinasi
yang dilakukan bertujuan untuk menentukan metode yang akan digunakan dan sasaran
mana saja yang akan dituju.

Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu penyuluhan formal. Kegiatan ini pertama ini
dilakukan di Kelurahan Bandengan yang merupakan kawasan pesisir pantai dengan
mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan. Dalam kegiatan ini ini
menghadirkan narasumber dari tenaga medis, yaitu dokter yang bertugas melakukan
tindakan vasektomi, tokoh ulama, dan akseptor vasektomi untuk memberikan testimoni
terkait keikutsertaan dalam vasektomi. ini dijelaskan berbagai hal terkait vasektomi, dari
apa itu vasektomi, kelebihan dan kekurangan serta bagaimana tindakan vasektomi
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dilakukan. Selain itu tokoh ulama menjelaskan pula vasektomi dari sisi agama, tentang
bagaimana vasektomi dalam pandangan islam. Tujuan dari KIE ini adalah memberikan
pemahaman yang benar baik sesuai medis ataupun non medis tentang Vasektomi.
Penggunaan bahasa dan cara penyampaian pesan disesuaikan dengan karakter masyarakat
yang dituju. Ceramah dan testimoni masih menjadi metode utama. Ceramah yang dilakukan
menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat bahkan yang
hanya lulusan sekolah dasar. Selain ceramah, penyampaian testimoni oleh akseptor juga
menjadi bagian yang penting dalam memberikan keyakinan pada calon akseptor.

Model komunikasi ini efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Tim penyuluh dapat membawa peraga untuk menjelaskan materi MOP(khususnya tim
media). Para peserta mempunyai kesempatan bertanya dengan leluasa. Tim penyuluh dapat
melihat perubahan sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan baik dengan wawancara atau
ceklist kuesioner. Disamping itu kedekatan antara penyuluh dan peserta dapat terbentuk.
Forum ini bisa ditindaklanjuti dengan kunjungan ke rumah-rumah untuk menciptakan
perubahan perilaku.

Setelah KIE selesai dilaksanakan, selanjutnya tim yang dibentuk yang merupakan
gabungan dari berbagai elemen, diantaranya penyuluh KB, Kader, akseptor dan beberapa
unsur lain melakukan gerebek pasar. Gerebek pasar dilakukan untuk mendekati langsung
calon akseptor. Kegiatan gerebek pasar di Pekalongan, dilakukan pada tempat yang banyak
mendatangkan masyarakat, dalam hal ini dipilih pasar tiban yang aktifitasnya dimulai sore
hari sekitar pukul 4 dan berahir menjelang maghrib. Pasar tiban yang terletak dijalan kartini
ini menjadi tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang berasal dari berbagai
wilayah di pekalongan. Tim melakukan sosialisasi langsung dengan mengajak berdialog
masyarakat yang ditemui tentang seputar vasektomi dan juga membagikan brosur berisi
informasi pendukung yang membantu untuk mengilustrasikan berbagai hal tentang
vasektomi. Selain itu informasi tentang kegiatan gerebek dan vasektomi juga disampaikan
melalui pengeras suara pada mobil pelayanan yang berkeliling diseputaran pasar tiban
tersebut.

Kegiatan serupa juga kembali dilakukan pada aktifitas pasar tiban. Kali ini yang
dipilih adalah kegiatan car free day pada hari minggu yang berpusat di alun-alun Kota
Pekalongan. Skala acara ini hampir 3 kali lipat dari pasar tiban di jalan kartini. Treatmen
yang dilakukan juga hampir sama seperti yang dilakukan pada gerebek sebelumnya. Sasaran
dari kegiatan gerebek ini lebih luas, tidak hanya pengunjung car free day tetapi juga
petugas-petugas yang terlibat dalam acara tersebut seperti satpol PP, Polisi dan sebagainya.

Dari rangkaian kegiatan tersebut, hasil yang didapatkan cukup efektif. Terbukti dari
adanya peningkatan kepesertaan MOP. Kegiatan ini berhasil menjaring kurang lebih 6 calon
akseptor yang berminat untuk melakukan vasektomi, dari yang biasanya hanya 1 orang saja
yang di dapatkan dari kegaiatan penyuluhan sebelumnya.

Kesimpulan

Keberhasilan KIE vasektomi tidak bisa hanya mengandalkan salah satu bentuk
komunikasi pemasaran. Upaya menarik peserta vasektomi perlu diciptakan opini publik
terlebih dahulu. Penggunaan komunikasi pemasaran terpadu sifatnya saling melengkapi.

128



Prosiding LPPM UPN “VETERAN’ YOGYAKARTA Tahun 2016 ISBN: 978-602-60245-0-3

Gerebek pasar merupakan bentuk sales promotion. Brosur merupakan bentuk periklanan.
Dua bentuk komunikasi pemasaran ini harus mendapatkan porsi lebih besar jika tujuan
utama dari KIE adalah penciptaan opini publik. Penyuluhan formal dan kunjungan ke
rumah-rumah merupakan bentuk dari personal selling. Kegiatan ini harus mendapat
perhatian lebih jika tujuan KIE adalah pada perubahan perilaku yaitu kepesertaan
vasektomi. Hal yang menambah kredibilitas pesan diperlukan komunikator yang terlibat
langsung yaitu dokter, tokoh agama, dan peserta (testimoni).
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Abstract

In 2011 the government of Yogyakarta city promote urban tourist as a tourist
destination expansion in the city of Yogyakarta. The shifting of the tourists interest
nowadays not only to visit but also to interact directly, then the urban tourism could be an
option for tourists. It have positive impact for the community. One of the urban tourist
location is Rejowinangun. Rejowinangun called as agroeducation tourism because they
focus to educate tourist about plant.

This is a descriptive study with qualitative approach. This research using primary data
with interviews as the main instrument for data collection and secondary data to support
the result. Respondents were management of urban tourist as a key informant and the
government represented by the tourism department of Yogyakarta.

The results showed that tourism at the Rejowinangun's urban tourist already made
much progress although there are still some issues that must be addressed. The
development of the urban tourist has a promising opportunity in the future. Shifting
traveled interests influencing travel choice for travelers where a more natural traveling and
captured the daily life of a community starts to become a choice for traveler.

Keywords: Urban Tourism, Urban Tourist, Community Based Tourism.

PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas pariwisata yang dianggap murah dan diyakini lebih ramah
lingkungan, baik lingkungan sosial maupun alamiah, telah tumbuh dan berkembang pesat
dalam beberapa dekade terakhir ini. Aktivitas pariwisata baru ini memiliki berbagai bentuk,
antara lain pariwisata bersenang-senang (leisure tourism), pariwisata petualangan
(adventure tourism), pariwisata alternatif (alternative tourism), pariwisata alam (geo-
tourism atau eco-tourism), dan pariwisata sosial (ethnic and cultural tourism), atau bahkan
agro-tourism dan green tourism.
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Konsep pariwisata berkembang sebagai reaksi terhadap pariwisata konvensional yang
dianggap terlalu sempit dan rekreasi sentris. Konsep pariwisata yang lebih utuh dan
berorientasi pengembangan masyarakat telah mengubah perilaku pelaku kepariwisataan,
mulai dari pemerintah, operator usaha pariwisata, serta biro perjalanan wisata dalam
merencanakan dan menjual produk wisata kepada para wisatawan dalam maupun luar
negeri. Sebagai sebuah aktivitas pariwisata memiliki ciri-ciri: fleksibel (jadwal, jenis, dan
waktu aktivitas dapat disesuaikan), pangsa pasar dengan kategori dan ciri yang jelas
(segmented) dan mampu mencitakan relung (niche) pasar, terdapat hubungan/interaksi dua
arah yang saling menguntungkan antara wisatawan dengan lingkungan dan masyarakat, dan
disertai dengan tingkat kesadaran akan pelestarian lingkungan yang tinggi.

Salah satu konsep yang menjelaskan peranan komunitas dalam pembangunan pariwisata
adalah Community Based Tourism (CBT). Secara konseptual prinsip dasar kepariwisataan
berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui
pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan
kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Sasaran utama
pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat
(setempat).

Karena sifat CBT yang memperhatikan keberadaan masyarakat maka jenis pariwisata
ini sangat mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan
(sustainable tourism) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pariwisata yang
memperhitungkan penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan,
memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat.

KAJIAN LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS
Pariwisata Berbasis Masyarakat

Hausler and Strasdas (2003 : 3) menyatakan bahwa pariwisata berbasis masyarakat
merupakan sejenis kepariwisataan yang perkembangan dan pengelolaannya dikontrol oleh
masyarakat lokal, dimana bagian terbesar dari manfaat yang dihasilkan kepariwisataan
tersebut dinikmati oleh masyarakat lokal, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak
langsung dalam kepariwisataan tersebut, serta memberikan pendidikan bagi pengunjung
maupun masyarakat lokal mengenai pentingnya usaha konservasi terhadap alam dan
budaya.

Anstrand (2006) mendefinisikan Community Based Tourism (CBT) sebagai pariwisata
yang memperhitungkan dan menempatkan keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya,
diatur dan dimiliki oleh komunitas, untuk komunitas. Anstrand mencoba melihat
Community Based Tourism (CBT) bukan dari aspek ekonomi terlebih dahulu melainkan
aspek pengembangan kapasitas komunitas dan lingkungan, sementara aspek ekonomi
menjadi _induced impact® dari aspek sosial, budaya dan lingkungan. Suansri (2003:14)
menguatkan definisiCommunity Based Tourism (CBT) sebagai pariwisata yang
memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya dalam
komunitas.Community Based Tourism (CBT) merupakan alat bagi  pembangunan
komunitas dan konservasi lingkungan.

Pantin dan Francis (2005:2) menyusun definisi Community Based Tourism (CBT)
sebagai integrasi dan kolaborasi antara pendekatan dan alat (tool) untuk pemberdayaan
ekonomi komunitas, melalui assessment, pengembangan dan pemasaran sumber daya alam
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dan sumber daya budaya komunitas. Demartoto dan Sugiarti (2009:19) mendefinisikan
CBT sebagai pembangunan pariwisata dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk
masyarakat. Definisi lain menyatakan bahwa pariwisata berbasis masyarakat bertujuan
untuk mempromosikan partisipasi dan kepemilikan masyarakat lokal terhadap
kepariwisataan yang dikembangkan di daerahnya (UNWTO —STEP Foundation, 2011).

a. Karakteristik Pariwisata Berbasis Masyarakat

Secara konseptual prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah
menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam
berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya
diperuntukkan bagi masyarakat. Sasaran utama pengembangan kepariwisataan haruslah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat (setempat). Melalui konsep Community Based
Tourism, setiap individu dalam komunitas diarahkan untuk menjadi bagian dalam rantai
ekonomi pariwisata, untuk itu para individu diberi keterampilan untuk mengembangkan
small business.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan
pariwisata berbasis komunitas, masyarakat setempat memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai
subjek (pelaku) dan juga sebagai objek (atraksi). Sebagai subyek, komunitas lokal memiliki
karakteristik dan keterbatasan-keterbatasan sosial, budaya dan ekonomi yang mungkin
belum sesuai dengan aktivitas pariwisata, sedangkan sebagai atraksi, masyarakat juga harus
dapat menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan wisatawan yang memiliki tuntutan spesifik.

Pembangunan kepariwisataan harus diarahkan pada pembangunan komunitas secara
utuh. Community are regarded as the vocal point of the tourism planning exercise, not the
tourist (Murphy, 1985). Konsep produk wisata yang berbasis komunitas (community based)
melihat kepariwisataan sebagai fenomena sosial dan merupakan interaksi manusia dengan
lingkungan dalam arti yang seluas-luasnya. Murphy (1985) mengemukakan: “Tourism
development is a local issues because that is the level where the action takes place”. Lebih
lanjut, Murphy menyatakan bahwa pariwisata yang berbasis masyarakat mengandung unsur-
unsur sebagai berikut : Integrasi dan koordinasi; Kelenturan dan keikutsertaan masyarakat;
Pasar yang terseleksi; Kekayaan budaya setempat; Investasi dan lapangan pekerjaan secara
setempat; Efek demonstrasi kebudayaan; Daya dukung dan berfungsi secara majemuk;
Sinergi antar sumberdaya potensial.

b. Kampung Wisata Sebagai Pariwisata Berbasis Komunitas

Kampung Wisata, dikembangkan sebagai upaya untuk membangun ekonomi
masyarakat dari sektor pariwisata di suatu wilayah. Dengan konsep ini, diharapkan dapat
menstimulasi perkembangan sektor lain yang terkait di wilayah tersebut. Wisata Kampung,
merupakan alternatif wisata budaya atau tradisi yang diharapkan memberikan dampak
berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan berbagai sektor kehidupan masyarakat di
wilayah tersebut, terutama peningkatan ekonomi melalui peningkatan pendapatan
komunitas dari kegiatan kunjungan wisata.

Kampung wisata merupakan penggabungan antara atraksi, akomodasi dan fasilitas
pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu
dengan tata cara dan tradisi yang ada (Nuryanti, 1993) sehingga dalam perwujudannya,
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kampung wisata hendaknya dapat memenuhi tuntutan-tuntutan yang ada, baik dari segi
penyediaan fasilitas wisata maupun dari segi sirkulasi serta pengolahan ruang luar yang
memiliki keanekaragaman.

James J. Spillane (1994: 63-72) berpendapat bahwa suatu objek wisata harus meliputi 5
unsur penting agar wisatawan merasa puas dalam menikmati perjalanannya, yaitu sebagai
berikut.

1. Atraksi. Atraksi adalah pusat dari industry pariwisata. Atraksi merupakan sesuatu yang
mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Motivasi wisatawan untuk
mengunjungi suatu tempat tujuan wisata adalah untuk memenuhi atau memuaskan
beberapa kebutuhan atau permintaan. Biasanya para wisatawan tertarik pada suatu lokasi
karena ciri-ciri khas tertentu.

2. Fasilitas. Unsur fasilitas cenderung berorientasi pada atraksi disuatu lokasi karena
fasilitas harus dekat dengan pasarnya. Fasilitas cenderung mendukung dan bukan
mendorong pertumbuhan dan cenderung berkembang pada saat yang sama atau sesudah
atraksi berkembang. Suatu atraksi juga dapat merupakan fasilitas. Jumlah dan jenis
fasilitas tergantung kebutuhan wisatawan.

3. Infrastruktur. Unsur Atraksi dan fasilitas tidak dapat tercapai dengan mudah jika belum
terdapat infrastruktur dasar. Infrastruktur termasuk semua konstruksi di bawah dan di
atas tanah dan suatu wilayah atau daerah.

4. Transportasi. Unsur transportasi meliputi unsur pengangkutan serta moda bagi wisatawan
untuk mencapai tempat wisata.

5. Keramahan (Hospitality). Unsur keramahan meliputi unsur penerimaan masyarakat lokal
terhadap wisatawan. Wisatawan yang sedang berada dalam lingkungan yang belum
mereka kenal maka kepastian akan jaminan keamanan sangat penting, khususnya
wisatawan asing.

Kampung wisata merupakan sebuah penggabungan ataupun integrasi antara atraksi,
akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan
masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang ada (Nuryanti, 1993). Kriteria
terkait kampung wisata yang dapat dirumuskan, yaitu sebagai berikut (Kuncoroyekti, 2013).

1. Atraksi wisata. Kriteria ini meiliputi semua yang mencakup kondisi alam, seni dan
budaya komunitas setempat, kegiatan produksi, seperti kerajinan batik, kerajinan perak,
dan atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik, unik dan atraktif di kampung
tersebut;

2. Jarak Tempuh. Kriteria ini mencakup jarak tempuh dari kampung wisata terutama tempat
tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibu kota propinsi dan jarak dari ibu kota
kabupaten/kota

3. Besaran atau luasan Kampung atau desa. Kriteria ini merupakan kriteria yang mencakup
masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah
kampung. kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu
kampung/desa

4. Sistem kepercayaan dan sosial. Kriteria ini merupakan aspek penting mengingat adanya
aturan-aturan yang khusus pada sebuah komunitas di kampung

5. Ketersediaan infrastruktur. Kriteria ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan
pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian eksploratif (exploratory research)
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Penelitian eksploratif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami objek
penelitian secara lebih mendalam, mendapatkan pemahaman awal dari fenomena tertentu,
mencari kemungkinan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih spesifik, serta
mengembangkan metode yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan (Babbie, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kampung Wisata Rejowinangun

Kelurahan Rejowinangun merupakan satu kelurahan dari tiga kelurahan yang ada di
Kecamatan Kotagede, sebuah kecamatan diujung timur Kota Yogyakarta yang terkenal
dengan perak dan bekas kerajaan Mataram. Kampung wisata Rejowinangun terletak di
Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta tepatnya sebelah selatan
Kebun binatang Gembiraloka. Kampung wisata ini telah dirintis sejak tahun 2010 dan
dengan kerjasama seluruh elemen masyarakat, pada tanggal 04 Oktober 2013 oleh Kepala
dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Kampung Wisata Rejowinangun diresmikan. Kelurahan
Rejowinangun merupakan satu kelurahan dari tiga kelurahan yang ada di Kecamatan
Kotagede, sebuah kecamatan diujung timur Kota Yogyakarta yang terkenal dengan perak
dan bekas kerajaan Mataram.

Kelurahan Rejowinangun memiliki banyak potensi yang jika dikembangkan akan
sangat luar biasa, meskipun saat ini yang terkenal baru Kebun Raya Kebun Binatang
(KRKB) Gembiraloka yang lokasinya berada di wilayah Kelurahan Rejowinangun. Dengan
adanya tempat wisata KRKB Gembiraloka di wilayah ini, berusaha mengembangkan
wilayah kelurahan dengan potensi yang ada sehingga wisatawan selain mengunjungi
Gembiraloka bisa singgah di kampung wisata ini.

Sudah satu tahun terakhir ini Kelurahan Rejowinangun mengembangkan ciri khusus
yang mungkin tidak dimiliki semua wilayah di Kota Yogyakarta ini. Dengan wilayah semi
pedesaan Rejowinangun mencoba mengembangkan Kampung Sayur dan Kampung Flori
sehingga layak dijual kepada masyarakat luas. Sebagian besar rumah memiliki pekarangan
sempit dan di sepanjang jalan dicoba untuk ditanami sayuran. Saat ini sudah beberapa
daerah dari luar Kota Yogya yang datang berkunjung di KAMPUNG WISATA AGRO
EDUKASI. Tema agro edukasi diambil karena ingin masyarakat mulai dari anak-anak
sampai dewasa bisa belajar mengenal tanaman baik tanaman sayuran, tanaman buah dan
tanaman hias serta cara penanaman, perawatan, pemupukan dan pengolahannya. Untuk itu
ditawarkan paket-paket wisata dengan dilengkapi homestay yang nyaman, berlatih berbagai
kerajinan, mencicipi berbagai kuliner dan kesenian tradisional.

Wilayah Kelurahan Rejowinangun dengan populasi 12 ribu jiwa menerapkan lima
sistem Kluster agar potensi wilayah bisa berkembang dengan baik dan masyarakat bisa maju
bersama. Klaster Kampung Budaya ada di RW 1 sampai dengan 5, Klaster Kampung
Kerajinan di RW 6 dan 7 dengan produk unik lukis kaca terbalik, Klaster Kampung Kuliner
di RW 10, Klaster Kampung Herbal di RW 8 dan 9 dengan produk unggulan jamu J‘GER,
serta Klaster Kampung Agro di RW 11, 12, dan 13. Sementara itu di bidang pelayanan ada
Sistem Informasi Kampung (SIK) berbasis RT untuk mewadahi semua potensi di tingkat
RT.
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b. Potensi Klaster

Klaster Kampung Budaya. Klaster Kampung Budaya ada di RW 1 sampai 5, akan
diketemukan beragam potensi seni budaya ada dan siap dikunjungi oleh wisatawan, seperti :
Sanggar Tari Sekar Arum, Karawitan dan Panembromo Retno Budoyo Rini, Cokekan,
Gejog lesung, Macapatan, Keroncong, Campursari, Kethoprak Sekar Budoyo, Pelatihan
Bahasa Jawa, Hadroh, Siteran.

Klaster Kampung Kerajinan. Klaster Kampung Kerajinan terletak di RW 6 dan 7,
disini banyak sekali pengrajin atau warga yang mempunyai usaha kerajinan. Kerajinan
Batik, Kerajinan Lukis Kaca terbalik, Kerajinan Fiber, Kerajinan blangkon, Kerajinan dari
Sampah An Organik, Kerajinan Akrilik, Kerajinan Sulam Pita, Kerajinan Kulit, Kerajinan
souvenir.

Klaster Kampung Kuliner. Klaster Kampung Kuliner terletak di RW 10, seperti ;
Bakmi Jowo Mbah Gito, Industri Pembuatan Tempe, Makanan tradisional.

Klaster Kampung Herbal. Klaster Kampung Herbal terletak di RW 8 dan 9, dengan
produk jamu gendong dan jamu instan, produk unggulan jamu J‘GER.

Klaster Kampung Agro. Klaster Kampung Agro terletak di RW 11, 12, dan 13.
Berupa pertanian, peternakan, perikanan. Potensi Adat istiadat Tingkeban (tujuh bulanan
kehamilan) dan Upacara adat wiwit pari. Potensi Situs Kuno :Benteng peleman, Nogobondo
dan Situs manuk beri Inap Kampung (Home Stay). Tersedia di rumah penduduk Kampng
Wisata Rejowinangun.

c. Potensi dan Persoalan dalam Pengembangan Kampung Wisata Rejowinangun
Potensi dalam pengembangan Kampung Wisata Budaya Rejowinangun :

1 Atraksi. Rejowinangun memiliki banyak daya tarik wisata budaya. Rejowinangun
memiliki cukup banyak atraksi yang memanfaatkan dan menjunjung tinggi budaya lokal
yang meliputi kesenian daerah, event-event budaya dan upacara adat yang diadakan
setiap tahun, produk-produk budaya (Keris Tosan Aji, Busana Jawa, Wayang Beber, dll),
dan kuliner khas Rejowinangun.

2 Pemanfaatan Potensi Budaya Lokal. Terdapat pelestarian dan pengelolaan potensi
budaya lokal baik yang bersifat intangible (kesenian daerah) dan tangible (produk
budaya, kuliner khas, dll) di Rejowinangun melalui sanggar-sanggar kesenian dan
budaya serta catering rumahan yang tersebar di dalamnya. Terdapat pelatihan kesenian
daerah yang diadakan setiap minggunya di Rejowinangun, meliputi pelatihan Seni
Karawitan, pelatihan Seni Ketoprak, pelatihan Pambiwara, dll. Pengembangan Kampung
Wisata Rejowinangun sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya Jawa, Masyarakat
Rejowinangun telah memiliki kesadaran bahwa dalam pengembangan kampung wisata
ini tidak boleh merusak lingkungan

3 Fasilitas. Terdapat beberapa fasilitas penginapan di sekitar Rejowinangun yang jaraknya
cukup dekat, berupa hotel-hotel dan rumah penduduk yang disewakan. Terdapat fasilitas
perbelanjaan yang letaknya berada di dalam maupun di sekitar Rejowinangun yang
jaraknya cukup dekat. Terdapat fasilitas tempat makan yang letaknya berada di dalam
maupun di sekitar Rejowinangun. Sudah cukup terpenuhinya fasilitas dasar wisata,
seperti ruang publik, informasi (peta jelajah, papan petunjuk nama kampung, papan
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petunjuk arah, dll), peribadatan (masjid dan mushola), keamanan (pos keamanan, pagar
pengamanan, hidran/alat pemadam kebakaran), dan sanitasi (MCK dan WC Umum)
. Aksesibilitas & Transportasi. Lokasi Kampung Wisata Rejowinangun cukup mudah
diakses wisatawan. Wisatawan dapat mencapai Rejowinangun dengan menggunakan
kendaraan pribadi ataupun menggunaan angkutan umum.
. Promosi, Sudah mulai terdapat kegiatan promosi untuk Kampung Wisata Rejowinangun,
walau kegiatan tersebut masih dalam skala kecil. Kegiatan promosi dilakukan dengan
pembuatan brosur dan iklan di media cetak berupa artikel di koran lokal mengenai
Rejowinangun.
. Sumber Daya Manusia. Masyarakat Rejowinangun memiliki kemauan dan kesadaran
untuk mengembangkan kampungnya untuk menjadi kampung wisata. Rejowinangun
telah memiliki organisasi yang bertanggungjawab atas pengembangan kampung wisata.
Organisasi tersebut beranggotakan dan diketuai oleh masyarakat Rejowinangun sendiri.
Sudah terdapat pelibatan masyarakat dalam pengembangan Kampung Wisata
Rejowinangun oleh masyarakat sendiri dan pemerintah baik secara langsung maupun
tidak langsung.. Terdapat program peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti
pelatihan Karawitan, pelatihan Pambiwara, pelatihan Ketoprak, pelatihan sendra tari, dll,
yang dilakukan dan dikoordinasi oleh masyarakat melalui sanggar-sanggar budaya di
Rejowinangun.
. Kelembagaan & Kebijakan. Rejowinangun pernah mendapatkan dana hibah PNPM
Mandiri Pariwisata untuk pengembangan kampung wisatanya
. Ekonomi. Masyarakat Rejowinangun memiliki kesadaran dan kemauan untuk secara
sukarela menyisihkan uang demi pengembangan kampung wisata budaya, namun
tentunya kemampuan masyarakat sangat terbatas sehingga dana yang ada belum
mencukup

Persoalan dalam pengembangan Kampung Wisata Budaya Rejowinangun :

. Atraksi. Atraksi wisata di Rejowinangun walaupun jumlahnya banyak namun belum
dikemas dengan baik, sehingga kurang dapat menarik para wisatawan.

. Pemanfaatan Potensi Budaya Lokal. Pengelolaan dan potensi budaya lokal yang bersifat
tangible, khususnya berupa cagar budaya dan bangunan bersejarah, masih kurang.

. Fasilitas. Fasilitas penunjang wisata yang dapat mendukung pengembangan dan
pensuasanaan Kampung Wisata Rejowinangun, seperti area pertunjukkan kesenian,
panggung kesenian, bangku penonton,dll. Pembangunan serta perbaikan fasilitas
pariwisata masih berupa hal-hal kecil saja seperti pembuatan peta jelajah, papan nama
kampung, dan papan petunjuk arah, sedangkan pembangunan dan perbaikan yang
bersifat mayor seperti perbaikan jalan, perbaikan MCK, penataan koridor wilayah, dll,
masih berupa rencana saja dan masih belum dapat dilaksanakan karena belum
tersedianya dana.

. Aksesibilitas & Transportasi. Belum terdapat moda transportasi umum yang nyaman
untuk mencapai Kampung Wisata Rejowinangun

. Promosi. Kegiatan promosi belum dapat dilakukan secara maksimal karena pada
dasarnya Rejowinangun masih dalam proses pengembangan sehingga belum banyak
yang dapat ditawarkan kepada wisatawan karena atraksi wisata Rejowinangun yang
masih belum dikemas dengan baik. Selain itu, keterbatasan dana juga menjadi salah satu
persoalan dalam hal ini.

. Sumber Daya Manusia. Kurangnya peran generasi muda dalam pengembangan Kampung
Wisata Rejowinangun. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia masih berupa
swadana yang saat ini pengadaannya masih mandiri dari masyarakat.
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7. Kelembagaan & Kebijakan. Masih belum adanya pembagianbwewenang dan koordinasi
yang baik antara dinas-dinas yang terkait dalam pengembangan Kampung Wisata
Rejowinangun.

8. Ekonomi. Belum terdapat pengalokasian dana khusus yang berkelanjutan untuk
pengembangan kampung wisata. Belum adanya investasi luar atau pihak swasta yang
masuk ke dalam pengembangan Kampung Wisata Rejowinangun. Saat ini Kampung
Wisata Rejowinangun masih belum dapat memberikan keuntungan sosial ekonomi
jangka panjang bagi masyarakat Rejowinangun.

KESIMPULAN

Tujuan pengembangan kampung wisata sebagai destinasi alternatif wisata perkotaan
cukup berhasil khususnya di kampung Rejowinangun. Meskipun jumlah wisatawan yang
datang belum sebanyak obyek wisata lain yang lebih dahulu ada, tetapi keberadaan
kampung ini sudah mulai dikenal masyarakat. Bagi warga Rejowinangun sendiri penetapan
sebagai kampung wisata mulai dirasakan dampaknya meskipun masih ada beberapa hal
yang masih harus dibenahi. Namun mereka mulai bersikap lebih aktif untuk mengenalkan
kampungnya sebagai kampung wisata dan terlibat dalam aktivitas yang diadakan.
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Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
(SAK ETAP) Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kusharyanti
Sri Astuti
Dwi Sudaryati

abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pelaku UMKM dalam  melakukan
pelaporan keuangan melalui sistem komputerisasi, melakukan analisis terhadap kinerja
keuangannya dan mampu menyusun strategi bisnisnya dengan mengidentifikasikan factor
kekuatan — kelemahan — peluang — ancaman (SWOT).

Metode penelitian ini dengan cara melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM
dalam mengoperasikan sistem pelaporan keuangan komputerisasi, kemudian menganalisis
laporan keuangan tersebut untuk berbagai tujuan. Karena laporan keuangan bukan satu-satunya
sumber informasi untuk pembuatan keputusan, maka dibutuhkan informasi lain untuk
menentukan strategi bisnisnya melalui analisis SWOT. Selain itu juga melakukan
pendampingan dalam menyusun business plan.

Secara umum, pelaku UMKM sudah mampu memahami dalam menganalisis laporan
keuangan akan tetapi masih sederhana pemahamannya. Sedangkan untuk analisis SWOT dan
penyusunan business plan mereka masih belum mampu menyusun secara tepat. Pemahaman
mereka masih sangat sederhana dan tradisional.

Keywords: Analisis Laporan Keuangan, Bussiness Plan, Analisis SWOT, Sistem Pelaporan
Keuangan.

A. Latar Belakang Masalah

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)
merupakan standar akuntansi keuangan untuk perusahaan skala kecil dan menengah. SAK-
ETAP muncul karena sebelumnya belum ada Standar Akuntansi Keuangan yang khusus untuk
perusahaan kecil dan menengah, Standar Akuntansi Keuangan masih secara umum yang
ditujukan kepada perusahaan-perusahaan besar. Sehingga bagi perusahaan-perusahaan
(industri) kecil dan menengah mengalami kesulitan dalam implementasinya, padahal standar
ini dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Sebagaimana kita ketahui
laporan keuangan sangat bermanfaat bagi perusahaan antara lain untuk mengukur Kkinerja
keuangan perusahaan, mampu mengidentifikasikan harta pemilik dan harta  perusahaan,
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mampu dipakai sebagai penyusunan anggaran dengan tepat, mampu menunjukkan aliran kas
dan dipakai sebagai dasar penetapan pajak dengan tepat (Auliyah, 2012). Selain itu, saat ini
banyak regulator yang mewajibkan perusahaan kecil dan menengah untuk menyusun laporan
keuangan, antara lain dipakai sebagai dasar pengajuan dana modal dan juga untuk pelaporan
perpajakan.

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang
usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Masalah utama
yang menjadi fokus dalam pengembangan usaha kecil menengah antara lain adalah
pengelolaan keuangan dan permodalan. Rendahnya kemampuan UMKM dalam penyusunan
laporan keuangan telah menyulitkan pihak perbankan untuk memberikan modal dan
mengevaluasi kinerja keuangan mereka. Standar akuntansi keuangan yang dijadikan pedoman
dalam penyusunan laporan keuangan harus diterapkan secara konsisten. Namun karena
UMKM memiliki berbagai keterbatasan, maka kewajiban tersebut diduga tidak
menguntungkan karena akan menambah biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang
diperoleh atas penyusunan laporan keuangan (Suhairi, 2011). Sebagai solusinya adalah
dibuatnya sistem pelaporan keuangan siap pakai (komputerisasi) sekaligus analisis laporan
keuangannya. Sebagai rencana pengembangan usahanya, maka perlu adanya analisis bisnis ke
dalam analisis SWOT dan perencanaan bisnis.

Analisis SWOT adalah proses identifikasi berbagai faktor yang berpengaruh secara
sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang
dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths)dan peluang (Opportunities), namun secara
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Proses
pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi,
dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategis (strategic planner) harus
menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman)
dalam kondisi yang ada saat ini Freddy Rangkuti (2009). Setiap kegiatan bisnis perlu untuk
mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki perusahaan.
Tujuannya adalah untuk menetukan strategi agar perusahaan (UMKM) tetap going concern.

Bussiness plan merupakan pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis
(UMKM), serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta
rencana-rencana yang akan dijalankan untuk memenuhi tujuan tersebut. Bussiness plan juga
dapat mengandung informasi tentang latar belakang organisasi atau tim yang bertanggung
jawab memenuhi tujuan itu. Bussiness plan adalah suatu dokumen tertulis yang
menggambarkan secara sistematis suatu bisnis/usaha yang diusulkan. Kegunaan dari Bussiness
plan adalah kegiatan penelitian (bisnis) yang akan dilaksanakan /sedang berjalan tetap pada
jalur yang direncanakan, pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan dan
sebagai alat untuk mencari dana dari pihak ketiga (investor, lembaga keuangan dan
sebagainya).

Masih terbatasnya sumber daya UMKM akan menjadi hambatan bagi UMKM untuk
berkembang. Keterbatasan kemampuan menyusun laporan keuangan dan menganalisis laporan
keuangan, menentukan strategi usaha dan mengidentifikasikan kekuatan-kelemahan-peluang-
ancaman usaha mereka, merupakan factor yang sangat menghambat berkembangnya usaha
UMKM. Penelitian ini memberikan solusi atas hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam
mengembangkan usahanya tersebut.

B. Tinjauan Pustaka
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Penelitian tentang laporan keuangan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) pernah dilakukan oleh Baas dan Schrooten (2006), hasil penelitiannya menyatakan
bahwa hampir seluruh UMKM di seluruh dunia mengalami kesulitan dalam mendapatkan
kredit perbankan . Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan informasi keuangan UMKM
yang diperlukan oleh kreditur untuk pengambilan keputusan kredit. Hampir sebagian besar
UMKM di Indonesia hanya mencatat jumlah uang masuk dan keluar, jumlah barang yang
dibeli dan terjual serta jumlah piutang dan utang, namun belum mampu menyusun laporan
keuangan sesuai format yang diinginkan pihak perbankan (Jati, 2004). Menurut Rudiantoro
dan Siregar (2011), kualitas pelaporan keuangan UMKM masih rendah, hal ini berdampak
terhadap jumlah kredit yang mereka dapatkan dari perbankan. Implementasi Standar Akuntansi
Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tahun 2011diharapkan
mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan UMKM. Akan tetapi, penerapan ini akan
mempunyai kendala karena rendahnya pemahaman para pelaku UMKM dalam menggunakan
informasi dalam SAK ETAP.

Penelitian Kusharyanti dan Astuti (2015) menyimpulkan bahwa sebagian besar pelaku
UMKM di Yogyakarta menyadari pentingnya pencatatan dan laporan keuangan, namun
mereka tidak mempunyai kemampuan/keahlian atau terbatas sumber dayanya untuk
melakukan pencatatan. Sehingga hal tersebut belum dilakukan, laporan kegiatan usahanya
masih sangat sederhana sekali. Belum memenuhi ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
Sebagian besar belum memahami cara menyusun laporan keuangan yang benar untuk usaha
mereka. Hampir seluruh pelaku UMKM Yogyakarta belum mengetahui mengenai standar
akuntansi keuangan (SAK ETAP) untuk usaha mereka. Padahal SAK ETAP sudah disahkan
sejak tahun 2011. Mereka belum bisa melakukan pencatatan yang memisahkan antara uang
usaha dan uang pribadi. Pencampuran uang usaha dan uang pribadi ini dianggap sebagai salah
satu penyebab tidak berkembangnya usaha mereka, selain itu faktor ketekunan dan disiplin
dalam pencatatan juga belum dilakukan.

C. Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan datanya diperoleh melalui survei. Survei
dilakukan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut data dari Disperindagkop, sampai dengan tahun
2013 jumlah UMKM di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 22.000. Survei
dilakukan dengan cara mengelompokkan ke masing-masing kelompok usaha: mikro, kecil
dan menengah. Tidak seluruh populasi akan disurvei, akan tetapi akan diambil sampel
sebesar 5% dari masing-masing kelompok usaha, atau memenuhi judgement dalam
pengambilan data oleh peneliti.

Penelitian pada tahun 1 sudah diperoleh data tentang daftar UMKM di Yogyakarta melalui
Desperindagkop  Yogyakarta. Berdasarkan data tersebut, peneliti  melakukan
pengelompokan UMKM berdasarkan ukuran dan karakterisitik masing-masing untuk
mempermudah dalam mengidentifikasikan informasi keuangan yang dibutuhkan.
Kemudaian berdasarkan laporan keuangan perusahaan, dilakukan analisis laporan keuangan
dan analisis bisnis.
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D. Hasil dan Pembahasan

Laporan keuangan perusahaan (UMKM) pada umumnya terdiri dari neraca (posisi
keuangan), laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Secara umum, tujuan disusunnya
laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor,
kreditor dan pemakai lainnya, sekarang atau masa yang akan datang untuk membuat
keputusan.
Analisis atas laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak pemakai dengan berbagai
tujuan. Neraca berisikan sumber daya ekonomi (asset), kewajiban ekonomi (utang) dan
modal. Analisis terhadap neraca bermanfaat untuk melihat likuiditas perusahaan,
fleksibilitas keuangan, kemampuan operasi dan kemampuan menghasilkan pendapatan pada
periode tertentu. Laporan laba rugi meringkas hasil kegiatan selama satu periode akuntansi.
Analisis laporan laba rugi memberikan informasi terkait dengan tingkat keuntungan
perusahaan, tingkat fleksibilitas keuangan dan kemampuan operasional perusahaan.
Fleksibilitas keuangan menceminkan kemampuan perusahaan menyesuaikan operasi
terhadap kenaikan aliran kas operasional dan kemampuan menjual asset tanpa mengganggu
jalannya operasi perusahaan. Kemampuan operasional mengacu pada kemampuan
perusahaan menjaga aktivitas perusahaan berdasarkan tingkat kegiatan tertentu. Laporan
arus kas memberikan informasi mengenai kas masuk dank as keluar perusahaan. Analisis
terhadap arus kas memberikan informasi mengenai (1) kemampuan perusahaan
menghasilkan aliran kas masa datang yang positip; (2) kemampuan perusahaan memenuhi
kewajibannya dan membayar dividen; (3) kebutuhan perusahaan akan pendanaan eksternal;
(4) alasan terjadinya perbedaan-perbedaan antara laba bersih dengan penerimaan dan
pengeluaran perusahaan; (5) aspek kas dan non kas dari transaksi investasi dan pendanaan
selama periode tertentu.

Alat analisis laporan keuangan yang sering digunakan adalah rasio likuiditas, rasio
aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio pasar.

1 Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka
pendeknya. Biasanya untuk melihat likuiditas perusahaan yaitu dengan menghitung current
ratio dan quick ratio (acid test ratio). Rasio yang rendah menunjukkan risiko likuiditas yang
tinggi. Sedangkan rasio yang tinggi menunjukkan kelebihan asset lancer, hal ini tidak bagus
karena akan menghasilkan return yang rendah bagi perusahaan.

2 Rasio aktivitas mencerminkan setiap aktivitas asset. Aktivitas asset yang rendah pada
tingkat penjualan yang tinggi akan mengakibatkan kelebihan dana yang tertanam pada asset
tersebut, sehingga akan lebih produktif apabila ditanamkan untuk asset lain yang produktif.
Rasio aktivitas yang sering digunakan adalah rata-rata umur piutang, Perputaran sediaan,
perputaran asset tetap, perputaran total asset.

3 Rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kewajiban jangka panjangnya.Perusahaan dengan total utang lebih besar dari total asetnya
menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak solvable.

4. Rasio profitabilitas.
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat
penjualan, asset dan modal saham tertentu.

Analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threats) merupakan metode
perencanaan strategis perusahaan. Analisis ini untuk menentukan bagaimana kekuatan
(strengths) mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada,
bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan (advantage)
dari peluang (opportunities) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu
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menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi
kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau
menciptakan sebuah ancaman baru.

Secara garis besar, berdasarkan analisis SWOT maka berikut adalah berbagai kekuatan-
kelemahan-peluang-dan ancaman UMKM sebagai obyek penelitan:
Kekuatan:

1. Usaha UKMKM adalah fleksibel, bisa dilakukan oleh wira usaha dalam berbagai sector
dan juga bisa dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai tingkatan.
2. Usaha UMKM mampu menampung SDM yang besar, sehingga mengurangi
pengangguran.
3. Usaha UMKM mampu bertahan dalam kondisi krisis, karena sebagian besar
menggunakan input sumber dalam negeri.
Kelemahan:

1. Kualiatas SDM yang rendah, karena pelaku usaha berasal dari tingkat pendidikan yang
beragam, dari tingkat terbawah sampai akhir.

2. Masih terbatasnya sarana dan infrastruktur bagi UMKM, seperti kebijakan pemerintah
(lembaga) terhadap usaha UMKM.

3. Belum terwujudnya komitmen, konsistensi kebijakan, dan semangat keterpaduan
berbagai pihak (pembuat kebijakan) dalam pengembangan UKM. Ini menyebabkan
pemborosan dan tidak efektifnya pembinaan UKM.

Peluang:

1. Meningkatnya dukungan pemerintah terhadap usaha UMKM.
2. Potensi pasar dalam negeri semakin berkembang.
3. Berkembangnya teknologi informasi.
4. Semakin berkembangnya industry.
5. Tersedianya SDM dan SDA yang banyak.
Ancaman:

=

Adanya liberalisme perdagangan dan kompetisi bisnis yang sangat kuat.

2. Rendahnya peran pemerintah dan lembaga terkait terhadap liberalism perdagangan.

3. Masih rendahnya komitmen penciptaan produk berkualitas dan penegakan etika bisnis.
4

E. KESIMPULAN

Setiap aktivitas bisnis UMKM perlu dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan dengan
benar dan tepat. Fungsinya adalah untuk mengetahui perkembangan usaha para pelaku UMKM
dalam menjalankan bisnisnya. Banyak manfaat dari laporan keuangan tersebut, antara lain
adalah untuk mengukur kinerja keungan perusahaan melalui analisis rasio keuangan. Selain
informasi keuangan, pelaku UMKM juga membutuhkan informasi lain yang dipakai untuk
menentukan strategi perusahaan. Informasi tersebut dapat dianalisis dengan analisis SWOT.
Agar aktivitas bisnis berjalan terarah, maka perlu adanya perencanaan bisnis yang matang
melalui analisis business plan. Penggunaan system pelaporan keuangan komputerisasi mampu
mendukung pelaku UMKM dalam pelaporan keuangan. Dengan system yang sudah tersedia,
laporan keuangan akan tersusun secara lebih akurat dan tepat waktu. Lebih akurat karena
sudah terstandar dalam pelaporannya, sehingga tidak ada persepsi yang berbeda dalam
penilaian setiap aktivitas bisnis. Analisis SWOT yang dilakukan peneliti melalui pengamatan
dan wawancara, membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan strategi usahanya dengan
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lebih baik. Analisis business plan yang dilakukan oleh peneliti sangat membantu pelaku
UMKM dalam menyusun kegiatan usahanya ke depan. Rendahnya kemampuan pelaku
UMKM dalam melakukan analisis SWOT dan business plan serta sifat bisnis tradisonal
merupakan kendala yang dihadapi peneliti untuk kelangsungan penerapan hasil penelitian ini.
Penerapan hasil penelitian dilakukan secara bertahap, sulit untuk secara radikal. Sehingga
perlu adanya monitoring dan pendampingan dalam waktu yang lama untuk penerapan secara
total.
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Abstract

The aim of writing this article to explain the influence of organizational culture on the
motivation and performance by mediating personality factors such as self-esteem, self-
concept, and self-confidence. Understanding of motivation and organizational culture. This
paper discusses the importance of motivation and organizational culture on performance, the
importance of mediation personality self-esteem, self-concept and self-confidence on the
performance and the factors that influence the mediation of personality self-esteem, self-
concept and self-confidence. It is believed that as motivation and organizational culture is
very important to support a performance. With the motivation, can direct or control and
motivate a person to take action will be the desired behavior based on the targets that have
been set to achieve a goal that will be achieved, and can implement an organizational culture
that is already available to run. Personality Self-esteem, self-concept and self-confidence can
help in overcoming the existing problems in the organization better, because the personality
of self-esteem, self-concept and self- confidence will encourage efforts to improve
performance. With the motivation and organizational culture, a person's performance will
increase and showed good progress.
ABSTRAK

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena
sumber daya manusia memiliki peranan sebagai subyek pelaksanaan kebijakan dan kegiatan
operasional pada sebuah perusahaan. Oleh karena itu setiap organisasi haruslah
memperhatikan dan memberdayakan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan baik
agar organisasi dapat berkembang. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk menerangkan
mengenai pengaruh motivasi dan budaya organisasi terhadap Kinerja dengan mediasi faktor-
faktor kepribadian seperti Self-esteem, Self-concept, dan Self-confidence. Motivasi dan
budaya organisasi ini sangatlah penting untuk menunjang sebuah kinerja. Dengan adanya
motivasi, dapat mengarahkan atau mengendalikan dan menggerakan seseorang untuk
melakukan tindakan akan perilaku yang diinginkan berdasarkan sasaran-sasaran yang sudah
ditetapkan untuk mencapai sebuah tujuan yang akan dicapai, dan bisa menerapkan budaya
organisasi yang sudah tersedia untuk dijalankan. Kepribadian Self-esteem,self-concept dan
self confidence dapat membantu dalam mengatasi masalah yang ada dalam organisasi dengan
lebih baik, karena kepribadian self-esteem, self-concept dan self confidence akan mendorong
usaha keras untuk meningkatkan kinerja. Dengan adanya motivasi dan budaya organisasi,
kinerja seseorang akan semakin meningkat dan menunjukkan progres yang baik.

Kata kunci: Motivasi, budaya organisasi,kinerja dan mediasi self-esteem, self-concept dan
self confidence
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PENDAHULUAN

Berbagai usaha yang dilakukan oleh manusia tentunya untuk memenuhi keinginan dan
kebutuhannya, namun agar keinginan dan kebutuhannya dapat terpenuhi tidaklah mudah
didapatkan apabila tanpa usaha yang maksimal. Mengingat akan kebutuhan orang yang satu
dengan yang lain berbeda-beda tentunya cara untuk memperolehnya berbeda pula. Dalam
memenuhi kebutuhannya seseorang akan berperilaku sesuai dengan dorongan yang dimiliki
dan apa yang mendasari perilakunya, untuk itu dapat dikatakan bahwa dalam diri seseorang
ada kekuatan. (Mardiana dan Heriningsih, 2014)

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja para pegawainya dalam
melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pegawai
merupakan sumber daya yang penting bagi organisasi, karena memiliki bakat, tenaga, dan
pemikiran yang sangat dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Budaya
organisasi pada dasarnya mewakili norma-norma perilaku yang diikuti oleh para anggota
organisasi.

Dalam rangka memberdayakan karyawan yang ada maka perusahaan harus mampu
memotivasi, dan budaya organisasi terhadap kinerja dengan mediasi self efficacy yang tepat,
sehingga akan meningkatkatkan kualitas kinerja karyawan. Salah satu faktor yang sangat
mempengaruhi motivasi karyawan adalah bagaimana budaya perusahaan yang berjalan atau
ada di perusahaan tersebut. Budaya perusahaan menjadi sebuah kebiasaan yang berlangsung
sejak awal berdirinya perusahaan tersebut. Inti motivasi kerja dan organisasi budaya adalah
dengan adanya dorongan semangat kerja dan pelaksanaan aktivitas karyawan agar mampu
mewujudkan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan.

Budaya organisasi dalam artikel ini adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh
anggota organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para
anggota organisasi. Kekuatan suatu budaya memengaruhi suasana sebuah organisasi dan
perilaku para anggotanya.

Pada artikel pentignya motivasi dan budaya organisasi terhadap kinerja, motivasi dan
budaya kerja berpengaruh terhadap kinerja memediasi Kepribadian self-esteem, self-concept
dan self-confidence, pentingnya mediasi kepribadian self-esteem, self-consept dan self
confidence terhadap kinerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi kepribadian self-
esteem, self-concept dan self confidence.

PENGERTIAN MOTIVASI, BUDAYA ORGANISASI DAN KINERJA

Motivasi adalah cara terampuh untuk memberikan semangat kerja disaat para pekerja
sudah merasa kelelahan atau jenuh dengan rutinitas pekerjaan yang dilakukan. Memotivasi
bias dilakukan dengan memberikan solusi refresing kepada para pekerja, tetapi refresing
bukan tentang perjalanan indah dan mewah, bukan juga perjalanan yang menghabiskan waktu
berhari-hari lamanya, cukup dengan mengistirahatkan badan dan pikiran. Memotivasi diri
sendiri sangatlah penting, perlu dilakukan, untuk masa depan diri, keluarga,dan juga
pekerjaan. Motivasi kerja merupakan suatu keahlian dalam mengarahkan atau mengendalikan
dan menggerakan seseorang untuk melakukan tindakan akan perilaku yang diinginkan
berdasarkan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Hadari Nawawi (2003:35) menyatakan bahwa suatu keadaan yang mendorong
atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung
secara sadar. Yang mempengaruhi motivasi kerja meliputi: uang, pujian, perhatian,
persaingan, kebanggaan, perlimpahan, kesempatan, kebutuhan, usia, jenis kelamin, tingkat
pendidikan, keterampilan, masa kerja, dll.

Waldman (1994) berpendapat bahwa kinerja merupakan gabungan perilaku dengan prestasi
dari apa yang diharapkan dan pilihannya atau bagian syarat-syarat tugas yang ada
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pada masing-masing individu dalam organisasi. Kinerja merupakan kondisi yang
harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat
pencapaian hasil yang akan dicapai. Dengan adanya informasi mengenai kinerja suatu
perusahaan, akan dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan,
meluruskan kegiatan-kegiatan utama, dan tugas pokok instansi, bahan untuk perencanaan,
menentukan tingkat keberhasilan instansi untuk memutuskan suatu tindakan, dan lain-lain.
Ostroff (1992) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kinerja karyawan mengacu pada
prestasi kerja karyawan diukur berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan
perusahaan. Pengelolaan untuk mencapai kinerja karyawan yang sangat tinggi terutama
untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

PENTINGNYA MOTIVASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAPA
KINERJA

Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan
mendukung perilaku manusia, agar mau bekerja dengan giat dan antusias mencapai hasil
yang optimal. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi motivasi karyawan adalah
bagaimana budaya perusahaan yang berjalan atau ada di perusahaan tersebut. Budaya
perusahaan menjadi semacam sebuah rules yang tidak tertulis dan bahkan sudah menjadi
sebuah kebiasaan yang berlangsung sejak awal berdirinya perusahaan tersebut. Motivasi
semakin penting karena manajer/pemimpin membagikan pekerjaan kepada bawahannya
untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan.

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang
berkumpul, bekerjasama secara sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan
terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya
yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Budaya perusahaan juga dapat menjadi trademark sebuah perusahaan apabila rules
yang diterapkan itu sangat unik. Setiap organisasi memiliki budaya organisasi yang
berfungsi untuk membentuk aturan atau pedoman dalam berfikir dan bertindak dalam
mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini berarti budaya organisasi yang tumbuh dan
terpelihara dengan baik akan mampu memacu organisasi ke arah perkembangan yang lebih
baik. Selain itu, tekanan utama dalam perubahan dan pengembangan budaya organisasi
adalah mencoba untuk mengubah nilai-nilai, sikap dan perilaku dari anggota organisasi
secara keseluruhan.

Budaya organisasi mampu menjadi faktor kunci keberhasilan organisasi, tetapi dapat
pula menjadi faktor utama kegagalan organisasi. Menurut Robbins (2003) kuat lemahnya
budaya sebuah organisasi dapat dipantau dengan melihat 3 (tiga) hal yaitu :

a. Arah, apakah nilai-nilai yang hidup searah atau selaras atau mendukung tujuan-tujuan
organisasi.

b. Penyebaran , apakah nilai-nilai budaya tersebut dihayati dan dimiliki oleh semua
anggota dalam organisasi, atau hanya oleh sekelompok kecil manajer tingkat atas.

c. Intensitas, apakah pengaruh budaya tertentu memberi tekanan (biasanya melalui
tekanan kelompok) yang kuat pada anggota organisasi hingga ditaati atau tidak.
Sebuah kinerja seseorang yang menunjukan pada prestasi, pasti akan selalu
mendambakan penghargaan terhadap hasil pekerjaanya dan mengharapkan imbalan
yang adil. Penilaiaan kinerja perlu dilakukan secara seobyektif mungkin karena akan
memotivasi karyawan dalam melakukan kegiatannya. (Mardiana,

2004, 2009, dan 2012).
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Disamping itu penilaan kinerja dapat memberikan informasi untuk kepentingan
pemberian dalam gaji, promosi dan memantai pekerjaan karyawan. Berbagai cara
ditempuh untuk meningkatkan kinerja karyawan misalnya melalui pendidikan dan
pelatihan, pemberian kompensasi dan motivasi serta menciptakan lingkungan kerja yang
baik. Secara garis besar, kinerja dapat dipahami sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh
seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan
tanggung jawab masing-masing, guna mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan
secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika.

Budaya perusahaan dapat mempunyai dampak yang berarti terhadap Kkinerja
ekonomi jangka panjang. Budaya kuat membantu kinerja bisnis karena menciptakan suatu
tingkat motivasi yang luar biasa dalam diri karyawan. Jika prestasi kerja karyawan
meningkat berarti tujuan perusahaan dalam upaya memotivasi dan menerapkan budaya
organisasi kepada karyawannya berhasil.

Karyawan yang telah dimotivasi akan menunjukan suatu sikap keinginan dan
kesanggupan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik untuk mencapai prestasi kerja
yang maksimum, dan sikap inilah yang disebut dengan semangat karyawan dalam bekerja.
Jadi pada akhirnya karyawan yang telah dimotivasi akan bersemangat dalam bekerja yang
kemudian akan menunjukan suatu upaya untuk mematuhi budaya organisasi yang
diterapkan pada perusahaan untuk meningkatkan prestasi kerja yang optimal demi
mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.

PENTINGNYA MEDIASI KEPRIBADIAN SELF-ESTEEM, SELF-CONCEPT
DAN SELF-CONFIDENT TERHADAP KINERJA

Self-esteem merupakan kumpulan dari kepercayaan atau perasaan tentang diri kita atau
persepsi kita terhadap diri sendiri tentang motivasi, sikap, perilaku, dan penyesuaian emosi
yang mempengaruhi kita. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan pula bahwa self esteem
berkenaan dengan: (a) kemampuan kita untuk memahami apa yang dapat kita lakukan dan
apa yang telah dilakukan, (b) penetapan tujuan dan arah hidup sendiri, (c) kemampuan
untuk tidak merasa iri terhadap prestasi orang lain. Low self esteem (harga diri rendah)
sering dihubungkan dengan permasalahan gangguan mental seperti, depresi, kecemasan,
dan permasalahan belajar. Juga beberapa kesulitan seperti, kegagalan, kerugian, dan
kemunduran. Sebaliknya, high self esteem (harga diri tinggi) diyakini menjadi dasar bagi
perkembangan mental yang sehat, kesuksesan, dan kehidupan yang efektif. Self-esteem
diartikan dalam istilah percaya diri meskipun tidak sepenuhnya menggambarkan makna
yang sesungguhnya. -self-esteem adalah penerimaan diri sendiri, oleh diri sendiri berkaitan
bahwa kita pantas, berharga, mampu dan berguna tak peduli dengan apa pun yang sudah,
sedang atau bakal terjadi. Tumbuhnya perasaan aku bisa dan aku berharga merupakan inti
dari pengertian self-esteem ”.

Self-concept, merupakan bagian penting dalam perkembangan kepribadian. Seperti
dikemukakan oleh Rogers bahwa konsep kepribadian yang paling utama adalah diri. Diri
(self) berisi ide-ide, persepsi-persepsi dan nilai-nilai yang mencakup kesadaran tentang diri
sendiri. Konsep diri merupakan representasi diri yang mencakup identitas diri yakni
karakteristik personal, pengalaman, peran, dan status sosial. Self concept dapat dikatakan
merupakan sekumpulan yang dipegang oleh seseorang tentang dirinya.

Self concept adalah pengetahuan dan gagasan seseorang tentang dirinya serta sikap
terhadap diri dan perilakunya. Self concept dibagi menjadi self concept positif dan konsep
diri negatif. Individu dapat menilai hubungan dengan orang lain secara tepat dan akan
menumbuhkan penyesuaian sosial yang baik. Sebaliknya, self concept negatif akan
mengambarkan perasaan tidak mampu dan rendah diri. Individu akan merasa ragu dan
kurang percaya diri.
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Self-confidence (Kepercayaan Diri), kepercayaan diri adalah salah satu aspek
kepribadian yang penting pada seseorang. Kepercayaan diri merupakan atribut yang sangat
berharga pada diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat,tanpa adanya kepercayaan
diri akan menimbulkan banyak masalah pada diri seseorang. Hal tersebut dikarenakan
dengan kepercayaan diri, seseorang mampu untuk mengaktualisasikan segala potensinya.
Kepercayaan diri merupakan sesuatu yang Urgen untuk dimiliki setiap individu.
Kepercayaan diri diperlukan baik oleh seorang anak maupun orang tua, secara individual
maupun kelompok. Manfaat dari mediasi Self-esteem, Self-concept dan Self-confident
dalam kinerja:

a.  Self-esteem, Self-concept dan Self-confident yang dimiliki, akan menetapkan apa yang
akan ia lakukan dalam menghadapi suatu tugas untuk mencapai tujuan yang
diiinginkannya.

b. Self-esteem, Self-concept dan Self-confident sebagai mediator yang  cukup
berpengaruh terhadap pemilihan karir seseorang.

c. Memiliki keinginan untuk bertahan pada suatu tugas, bagi Individu yang memiliki
Self-esteem, Self-concept dan Self-confident yang tinggi biasanya akan berusaha keras
untuk menghadapi kesulitan dan bertahan dalam mengerjakan suatu tugas bila mereka
telah mempunyai keterampilan prasyarat

d.  Memiliki kualitas usaha dalam strategi untuk memproses suatu tugas secara lebih
mendalam dengan yang Self-esteem, Self-concept dan Self-confident tinggi.

MOTIVASI DAN BUDAYA KERJA BERPENGARUH TERHADAP KINERJA
MEDIASI KEPRIBADIAN

Walaupun program pemberdayaan dan budaya organisasi telah dilakukan, namun
permasalahan terkait dengan sumberdaya manusia masih saja terjadi di perusahaan.
Permasalahan tersebut meliputi tingkat kedisiplinan, dimana hampir tiap hari ada
karyawan yang terlambat selain itu juga meninggalkan tempat kerja lebih awal ataupun
mangkir dari pekerjaan, Kkedisiplinan karyawan juga ditunjukkan dengan ruang kerja
mereka yang kurang tertata rapi. Permasalahan lain yang muncul adalah masih adanya
karyawan yang keluar masuk tiap tahunnya. Akan tetapi jika indikasi-indikasi dari tingkat
kepusan kerja yang rendah masih muncul, maka hal tersebut menjadi suatu masalah.
Apabila karyawan termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik maka, produktivitas kerja
akan meningkat, jika produktivitas meningkat berarti prestasi kerja karyawan juga
meningkat. Dan jika prestasi kerja karyawan meningkat berarti tujuan perusahaan dalam
upaya memotivasi dan menerapkan budaya organisasi kepada karyawannya akan berhasil.
Karyawan yang telah dimotivasi akan menunjukan suatu sikap keinginan dan kesanggupan
untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik untuk mencapai prestasi kerja yang
maksimal, dan sikap inilah yang disebut dengan semangat bekerja. Jadi pada akhirnya
karyawan yang telah dimotivasi akan bersemangat dalam bekerja yang kemudian akan
menunjukan suatu upaya untuk mematuhi budaya organisasi yang diterapkan untuk
meningkatkan prestasi kerja yang optimal.

Kepribadian self esteem, self concept dan self confident sangatlah besar pengaruhnya
terhadap pembentukan kepuasan kerja.

Budaya telah menjadi suatu konsep yang sangat penting dalam memahami individu
atau kelompok manusia dalam waktu yang cukup lama. Budaya pada hakekatnya
merupakan proses integrasi dari suatu perilaku manusia yang mencakup pikiran, ucapan
dan perbuatan dengan proses pembelajaran. Dalam kehidupannya manusia dipengaruhi
oleh budaya dimana manusia berada. Keutamaan budaya organisasi merupakan pengendali
dan arah dalam membentuk sikap dan perilaku manusia yang melibatkan diri dalam suatu
kegiatan organisasi.
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Standar kinerja menjelaskan tingkat-tingkat kinerja yang diharapkan, dan
merupakan bahan perbandingan, tujuan atau target tergantung dari pendekatan yang
diambil. Standar kinerja yang baik itu, terukur, dan mudah dipahami, menguntungkan baik
bagi organisasi maupun bagi karyawan. Standar kinerja mendefiniskan tentang pekerjaan
yang tergolong memuaskan. Penilaian kinerja adalah proses evaluasi dari seberapa
karyawan yang mengerjakan pekerjaannya Kketika dibandingkan dengan standar
perusahaan, dan kemudian mengkomunikasinnya dengan karyawan. Stres atau dalam
kondisi lelah dengan adanya banyak pekerjaan dan tuntutan yang harus dilaksanakan dapat
mengurangi self-esteem,self concept dan self confident pada diri individu, jika tingkat
stres individu rendah maka tinggi self-esteem, self concept dan self confident sebaliknya
jika stres tinggi maka faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi kepribadian self-esteem,
self-concept dan self confidence pada individu rendah.

Self esteem berkenaan dengan kemampuan kita untuk memahami apa yang dapat
kita lakukan dan apa yang telah dilakukan, penetapan tujuan dan arah hidup sendiri, serta
kemampuan untuk tidak merasa iri terhadap prestasi orang lain. Self-esteem merupakan
kumpulan dari kepercayaan atau perasaan tentang diri kita atau persepsi kita terhadap diri
sendiri tentang motivasi, sikap, perilaku, dan penyesuaian emosi yang mempengaruhi kita.
Orang yang percaya diri dengan kemampuannya cenderung untuk berhasil, sedangkan
orang yang selalu merasa gagal cenderung untuk gagal, Self concept, merupakan bagian
penting dalam perkembangan kepribadian.

Self esteem, self concept dan self confident berhubungan dengan kinerja dimana
jika seseorang memiliki Self esteem, self concept dan self confident yang tinggi maka
cenderung untuk berhasil dalam tugasnya sehingga meningkatkan kepuasan atas apa yang
dikerjakannya. Budaya organisasi yang kuat akan memicu karyawan untuk berpikir,
berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Kepercayaan terhadap
kemampuan diri, keyakinan terhadap keberhasilan yang selalu dicapai membuat seseorang
bekerja lebih giat dan selalu menghasilkan yang terbaik. Sedangkan self esteem, self
concep dan self confident merupakan sebuah kepercayaan diri, harga diri dan rasa percaya
diri tentang probabilitas bahwa seseorang dapat melaksanakan dengan sukses beberapa
tindakan atau masa depan dan mencapai beberapa hasil
KESIMPULAN

Jika karyawan termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik produktivitas kerja
akan meningkat. Jika produktivitas meningkat berarti prestasi kerja karyawan juga
meningkat. Dan jika prestasi kerja karyawan meningkat berarti tujuan perusahaan dalam
upaya memotivasi dan menerapkan budaya organisasi kepada karyawannya pun ikut
berhasil. Motivasi dan budaya organisasi terhadaap kinerja dengan mediasi kepribadian
self esteem, self concept dan self confidentpun dapat terlaksana dengan baik demi
memajukan kesejahteraan seorang pegawai ataupun perusahaan. Salah satu aspek dalam
meningkatkan Kkinerja karyawan ialah pemberian motivasi kepada karyawan.Bahwa
kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang yang bersifat positif maupun
negatif tentang pekerjaannya. Kepuasan kerja berkaitan dengan organisasi akan terlihat
dari produktivitas kinerja yang diperolen memuaskan atau tidak memuaskan sehingga
sudah tentu akan mempengaruhi juga perilaku organisasi.

151



Prosiding LPPM UPN “VETERAN’ YOGYAKARTA Tahun 2016 ISBN: 978-602-60245-0-3

REFERENSI

Bandura, A. 1997. Self-Efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman and
Company.

Bandura, A. 1986. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Nawawi, Hadari. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Mangkunegara, A.P, (2000), Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan |, Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya.

Mardiana, Tri. Heriningsih, Sucahyo. 2014. Pengaruh Motivasi Dan Budaya
Organizational Terhadap Kinerja Yang Dimediasi Self Efficacy. Proposal Penelitian
Hibah Fundamental. Kemenristek & Dikti RI.

Mardiana, Tri. 2011. Anteseden Kepuasan Kerja dan Pengaruhnya Terhadap Intensi Turn
Over (Studi Pada Perawat Rumah Sakit Golongan C). Jurnal Manajemen Inovasi dan
Bisnis.

Mardiana, Tri. 2009. Pengaruh Sumber Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Tenaga
Edukatif Di Lembaga Pendidikan Tinggi (Studi Kasus Pada Fakultas Ekonomi
UPNIVeteranl Yogyakarta. Call Paper Seminar Nasional Fakultas Ekonomi UPN
-Veteranl Jawa Timur.

Mardiana, Tri. 2004. Pengaruh Karakteristik Individu, Karakeristik Pekerjaan dan
Pengalaman Kerja Terhadap komitmen Perawat RS Panti Rapih Di DI Yogyakarta.
Jurnal llmiah TELAAH BISNIS.

Masrukin dan Waridin, 2006. Pengaruh Motivasi, Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi
dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai, EKOBIS, Vol. 7, No. 2.

Muhid, Abd, 2009. Self-Efficacy (Perspektif Teori Kognitif Sosial dan Implikasinya
terhadap Pendidikan). Tadris. Volume4.

Ostroff, C, 1992, -The Relationship Between Satisfaction Attitudes and Performance an
Organization Level Analysisl, Journal of Applied Psychology, Vol.77,No. 68.

Robbins, Stephen P. 2003. Perilaku Organisasi. Edisi Kesembilan. Jakarta: PT Indeks
Kelompok Gramedia.

Sutanto, Aftoni, 2002, Peran Budaya Organisasi untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja dan
Kinerja Karyawan, Benefit, Vol 6, No.2.

Waldman, David A., 1994, The Contribution of Total Anality Management to aTheory of
Work performance, Academy of Management Review, Vol 19 No.3, pp 210-536.

152



Prosiding LPPM UPN “VETERAN’ YOGYAKARTA Tahun 2016 ISBN: 978-602-60245-0-3

Analisis Karakteristik Individu Pengusaha Terhadap
Keberhasilan dan Kegagalan Usaha Kecil Menengah
Sabihaini, Januar Eko Prasetio
Dosen UPN -Veteranll Yogyakarta
SWK 104 Ring Road, Yogyakarta 55283
E-mail: sabihaini@yahoo.com

Abstract

The success and failure of SMEs be an interesting topic to be discussed primarily related
to the individual characteristics of entrepreneurs. Characteristics generally owned by an
individual SMEs are the characteristics of small business owners such as locus of control,
need for achievement, the tendency to take risks (risk taking), and a preference for
innovation (preference to innovation). These characteristics have a major role in achieving
the goals of SMEs .

Keberhasilan dan kegagalan UKMmenjadi topik yang menarik untuk dibahas terutama
terkait dengan karakteristik individu pengusaha.Karakteristik secara umum dimiliki oleh
seorang pengusaha UKM adalah Karakteristik individu pemilik UKM sepertilocus of
control, kebutuhan untuk berprestasi (need for achievement), kecenderungan mengambil
risiko (risk taking),dan preferensi untuk berinovasi (preference to innovation).
Karakteristik tersebut memiliki peran yang besar dalam pencapaian tujuan usaha UKM.

A. Pendahuluan

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis
usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan
Presiden Rl Nomor: 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi
rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan
kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang
tidak sehat.

Littunen (2000) menyatakan bahwa UKM berdiri atas keputusan individu, dimana
pemilik adalah sebagai manajer yang memiliki harapan atas kemampuannya dalam
menjalankan usaha.Dalam menjalankan usahanya, pemilik sangat dipengaruhi oleh nilai-
nilai, kepercayaan dan tujuan kewirausahaan.Nilai-nilai, kepercayaan dan tujuan
kewirausahaan inilah yang sangat menentukan bagaimana peluang bisnis dipertimbangkan
untuk dipilih (Forsman, 2008). Dengan demikian kesuksesan UKM lebih banyak
dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pemilik (manajer) yang ditunjukkan oleh orientasi
strategi (Kotey dan Meredith, 1997 ), karakteristik pribadi pemilik merupakan faktor
terkuat yang mampu menjelaskan kinerja UKM (De Zoysa dan Herath, 2007). Tulisan ini
ingin mengungkap karakteristik individuyang seperti apa yang perlu dimiliki oleh seorang
pengusaha yang keberhasilan dan kegagalanUKM.

B. Pembahasan

Karakteristik pribadi pemilik UKM dapat digambarkan dari: locus of control,
kebutuhan untuk berprestasi (need for achievement), kecenderungan mengambil risiko
(risk taking); dan preferensi untuk berinovasi (preference to innovation)(Méario dkk, 2008;
Watson dan Newby, 2005; Littunen, 2000; Koh, 1996). Selain itu, keberhasilan pengusaha
ditentukan oleh tiga motif, yakni: need for achievement, need for power, need for
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affiliation (McClelland, 1988), namun dari ketiga motif tersebut hanya need for
achievement yang mencirikan seorang wirausaha (Robbins and Judge, 2012).

Boohene (2008) menyatakan bahwa kontribusi UKM terhadap perkembangan
perekonomian secara keseluruhan ditentukan oleh kinerja usaha individual, dimana hasil
Kinerja tersebut merupakan hasil dari adopsi strategi yang dilakukan oleh pemiliknya.Hal
ini disebabkan karena pada bisnis baru yang dikembangkan merupakan bagian dari strategi
hidup pribadi pemilik yang secara luas dicirikan sebagai karakteristik kepribadian pemilik
(penguasa).David dan Wilson (2003) menyatakan bahwa pengusaha secara sederhanan
diartikan sebagai orang yang memiliki karakteristik pribadi (personal charakteristics), risk
taking, kreativitas dan ambisi. Sementara Benzing dan Chu (2009) bahwa pengusaha lebih
dimotivasi oleh keinginan untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup dalam
menjalankan bisnis mereka untuk memperoleh pertumbuhan dan kepuasan pribadi.

Hasil beberapa penelitian lain tentang usaha mikro dan kecil menemukan bahwa
tempat usaha, usia pengusaha, jenis kelamin, latar belakang pekerjaan orang tua , tingkat
pendidikan serta pengalaman kerja memilki pengaruh positif terhadap kinerja. Seperti
Kolvereid,1996; Mazarol et al; 1999; Sinha, 1996; menyimpulkan bahwa pengusaha yang
berusia muda (30-40) memiliki kinerja tertinggi. Kolvereid (1996) menemukan bahwa
individu yang memiliki pengalaman kerja sebelumnya memiliki kinerja yang lebih tinggi
daripada yang belum memilki pengalaman kerja. David, Leig, dan North (1995),
menemukan bahwa di perusahaan kecil dimana kepemilikan dan manajemen merupakan
gabungan dari keluarga dan keberhasilan sangat ditentukan oleh gaya hidup dan latar
belakang keluarga. Selanjutnya, bahwa: 1) ciri dari budaya Asia yang tidak bisa
dikesampingkan dalam pengelolaan usaha, 2) kekeluargaan memiliki pengaruh positif
yang signifikan dan terkuat dalam pertumbuhan usaha, dibandingkan dengan variabel lain
seperti kompetensi pemilik, dan tingkat profesionalisme dalam usaha dan derajat
pelaksanaan perencanaan formal.

Charney and Libecap (2000) dan Sinha (1996) menemukan bahwa tingkat
pendidikan mempengaruhi Kinerja usaha kecil, meneliti tentang pengaruh pendidikan yang
relevan dengan keberhasilan usaha. Sinha (1996) juga menemukan bahwa 72 persen
keberhasilan usaha kecil dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang relevan dengan
jenis usaha dan 67 persen pengusaha kecil yang tidak sukses adalah pengusaha kecil yang
tidak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan jenis usaha saat ini.
Badarudin (2007) menemukan bahwa etos kerja wirausaha muslim di Batur Klaten Jawa
Tengah, menemukan bahwa adanya pengaruh positif antara asal daerah terhadap etos
kerja, begitu pula temuan penelitian ini juga mendukung terori klasik yang dipelopori oleh
Staley dan Morse (1965) menyatakan usaha kecil yang berlokasi di daerah pedesaan dan
mengandalkan sumber bahan baku di sekitar lokasi akan tumbuh lebih lambat jika
dibandingkan dengan usaha kecil yang berlokasi di perkotaaan.

Katz dan Green (2007) dan Longenecker et al (2006) menyimpulkan penelitian
yang mengidentifikasi manfaat kewirausahaan bila dibandingkan dengan pekerjaan
tradisional yang sudah ada organisasi. Manfaat-manfaat ini umumnya termasuk
menghasilkan uang, kebebasan, meningkatkan kepuasan, fleksibilitas pribadi dan waktu
keluarga, kesempatan untuk pertumbuhan. William dan Andrew (1996), menyatakan
bahwa seorang wirausahawan (entrepreneur) adalah seseorang yang memperoleh peluang
dan menciptakan organisasi untuk mengejarnya.

Proses kewirausahaan (entrepreneurship) menyangkut segala fungsi, aktifitas, dan
tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi untuk
mengejarnya.

Kristiansen, Furuholt, Wahid (2003), penelitiannya pada usaha warung
telekomunikasi di Indonesia, menemukan hubungan positif dan signifikan antara
pengalaman usaha dengan tingkat keberhasilan. Staw (1991), ada bukti kuat bahwa
pengusaha kecil memiliki orang tua yang bekerja mandiri atau berbasis sebagai wirausaha
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memiliki kinerja yang lebih baik. Duchesneau et al. (dalam Staw 1991), wirausaha yang
berhasil adalah mereka yang dibesarkan oleh orang tua yang juga wirausaha, karena
mereka memiliki pengalaman luas dalam usaha.Haswellet al; (dalam Zimmerer &
Scarborough, 1998) menyatakan bahwa alasan utama kegagalan usaha adalah kurangnya
kemampuan manajerial dan pengalaman.Zinger at al; (2001), menyatakan bahwa
kemampuan majerial di bidang manajemen pemasaran dan keuangan, operasi dan kinerja
perusahaan memiliki hubungan yang positif sehingga dapat membantu mengidentifikasi
aktivitas manajemen kunci selama awal keberhasilan perusahaan. Helen (2008) dan
Chaston(1992)menyatakan bahwa penentu keberhasilan usaha kecil terletak pada latar
belakang individu seperti kemampuan manajerial. Pendapat hampir sama dikemukakan
oleh Kolvereid, 1996; Mazzarol et al. (1999) menyatakan bahwa pengaruh karakteristik
individu: usia dan jenis kelamin, dan latar belakang individu, seperti pendidikan dan
pengalaman kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja usaha kecil. Namun
terdapat dua prakondisi utama untuk tumbuhnya usaha kecil, yakni kemampuan
perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup jangka panjang, dan kemampuan
manajer untuk mengatasi hambatan manajemen. Selain itu, bahwa tingkat pendidikan
pemilik-manajer dan dukungan pemerintah serta perbankan memiliki pengaruh positif
terhadap keberhasilan usaha kecil.SementaraHelen (2008) motivasi dan tujuan seorang
pengusaha (manajer) memiliki pengaruh positifterhadap pertumbuhan perusahaan kecil
juga reputasi perusahaan, kepedulian terhadap layanan pada pelanggan, keterampilan
karyawan dan diversifikan produk merupakan kunci pertumbuhan perusahaan kecil.
Berdasar temuan penelitian yang telah dilakukan maka faktor yang membentuk
karakteristik pribadi pengusaha yakni: independen, semangat dalam bekerja (enerjik),
percaya diri, kompetitif, dan berorientasi pada tujuan (Hisrich, 1988), pengalaman dalam
mengelola usaha, latar belakang pekerjaan orang tua dan tingkat keterlibatan keluarga
dalam mengambil keputusan perusahaan memberi pengaruh positif dan signifikan pada
kinerja usaha skala kecil. Sedangkan faktor penentu keberhasilan serta hambatan yang
dihadapi oleh usaha mikro dan kecilterletak pada latar belakang individu (Helen, 2008;
Chaston, 1992; Ahmed, 1995) dan pengaruh karakteristik individu yakni: usia dan jenis
kelamin, dan latar belakang individu, seperti pendidikan dan pengalaman kerja yang
mempengaruhi kinerja usaha kecil (Kolvereid, 1996; Mazzarol et al., 1999).

C. Penutup

Berdasar hasil penelitian yang pernah dilakukan maka penulis menyimpulkan
bahwa karakteristik secara umum dimiliki oleh seorang pengusaha UKM adalah
Karakteristik pribadi pemilik UKM dapat digambarkan dari: locus of control, kebutuhan
untuk berprestasi (need for achievement), kecenderungan mengambil risiko (risk taking);
dan preferensi untuk berinovasi (preference to innovation). Karakteristik tersebut memiliki
peran yang besar dalam pencapaian tujuan usahanya.
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Faktor-Faktor Organisasional yang Mempengaruhi Kecenderungan Melakukan
Fraud pada Perusahaan Sektor Keuangan di Indonesia
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Abstraksi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor organisasional perusahaan
perbankan yang melakukan fraud di Indonesia. Data amatan dalam penelitian ini adalah
tahun 2010 sampai tahun 2014.

Penelitian ini adalah penelitian empiris, data dipilih dengan menggunakan teknik
sampling. Data amatan dalam penelitian ini sebanyak 45, dan diolah dengan
menggunakan alat analisis regresi logistic. Adapun variable yang diteliti adalah fraud.
Sedangkan factor-faktor organisasional perusahaan adalah pengungkapan risiko dan
independensi fungsi auditor intern serta opini auditor independen.

Hasil pengujian membuktikan bahwa tidak ada variable organisasional perusahaan
maupun opini auditor independen yang berpengaruh signifikan terhadap indikasi fraud di
perusahaan perbankan.

Keywords: Faktor organisasional, fraud, opini auditor.

A. Latar Belakang Penelitian

Fraud menurut International Standards on Auditing number 99 dapat didefinisikan
sebagai tindakan yang disengaja oleh manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam
governance perusahaan, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau
penipuan untuk memperoleh leuntungan yang tidak adil atau illegal (Amiruddin dan
Sundari, 2012).

Berbagai upaya yang bisa dilakukan oleh manajemen untuk meminimalisasi
adanya fraud, seperti meningkatkan kultur perusahaan melalui implementasi prinsip-
prinsip good corporate governance (GCG). Karena melalui implementasi good corporate
governance (GCG) akan mendorong efisiensi kinerja sumber daya perusahaan serta
menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan. Selain itu juga
membentuk dan mengekfektifkan fungsi audit intern. Sebagaimana kita ketahui bahwa
peran auditor intern saat ini sangat berat, mereka dituntut untuk melakukan evaluasi dan
memberikan kontribusi perbaikan dalam manajemen risiko, pengendalian intern dan proses
tata kelola dengan menggunakan pendekatan sistematis (Tugiman, 2015).

158



Prosiding LPPM UPN “VETERAN’ YOGYAKARTA Tahun 2016 ISBN: 978-602-60245-0-3

Financial Statement Fraud merupakan tindakan rutin yang menghasilkan salah saji
material dalam laporan keuangan (AICPA 1987). APB (1998) mengakui bahwa fraud yang
dilakukan oleh manajemen adalah sulit untuk dideteksi selama berlangsungnya audit
laporan keuangan karena manajemen mempunyai cara tersendiri untuk menyembunyikan
fraud. Penelitian tentang fraud pernah dilakukan oleh Loebbecke et al (1989), bahwa fraud
dilakukan karena ada kondisi yang mendukung dalam entitas dan manajer. Bell dan
Carcello (2000) mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang mendorong adanya fraudulent
financial reporting adalah lingkungan pengendalian yang lemah, pertumbuhan perusahaan
yang cepat, laba yang rendah, prediksi laba manajemen salah, dan status kepemilikan
perusahaan.

Fama dan Jensen (1983) menemukan bukti bahwa fungsi pengendalian intern yang
diproksikan dengan peran direksi ekstern akan meningkatkan pengendalian perusahaan,
sehingga akan menekan adanya fraud yang dilakukan oleh manajemen. Young (2000)
meneliti bahwa komite audit merupakan barisan depan dalam mengantisipasi tindakan
fraud terhadap laporan keuangan. Akan tetapi Beasley (1996) dan Dechow et al (1996)
menemukan bukti yang berbeda, bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh
signifikan terhadap fraud dalam pelaporan keuangan, hal ini dikarenakan posisi komite
audit yang tidak independen.

Manajemen risiko perusahaan atau yang juga dikenal dengan enterprise risk
management adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan
pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha perusahaan. Tujuan
perancangan ERM menurut Beasley et al (2006) adalah untuk meminimalkan risiko
portofolio yang dihadapi perusahaan. Risiko yang dihadapi perusahaan dapat berupa risiko
keuangan dan risiko non keuangan.

Penelitian di Indonesia yang menghubungkan faktor manajemen risiko terhadap
fraudulent financial reporting masih relatif sedikit. Sebagian besar peneliti meneliti
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko. Seperti
Meizaroh dan Lucyanda (2011), Suhardjanto dan Dewi (2011), Simanjuntak dan Lusi
(2012). Mereka meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen
risiko, tidak meneliti dampak dari pengungkapan manajemen risiko tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa kasus kecurangan dalam pelaporan keuangan telah
banyak dilakukan, baik di tingkat internasional maupun di Indonesia. Seperti kasus Enron,
WorldCom, Kimia Farma, Bakrie and Brothers dan Bank Century (www.Bapepam.go.id).
Dampak dari kasus ini adalah kepercayaan pengguna laporan keuangan semakin berkurang
terhadap kelengkapan dan keandalan angka-angka akuntansi di laporan keuangan.
Perusahaan diharapkan untuk dapat lebih transparan dalam mengungkapkan informasi
keuangan perusahaannya, sehingga dapat membantu para pengambil keputusan seperti
investor, kreditur, dan pemakai informasi lainnya dalam mengantisipasi kondisi ekonomi
yang semakin berubah (Almilia dan Retrinasari, 2007). Hal ini menimbulkan banyak
permintaan kepada perusahaan publik untuk memperluas praktik pengungkapan dalam
laporan tahunan, tidak hanya mengungkapkan informasi keuangan saja tapi memperluas
pengungkapan informasi risiko.
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Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 mengenai
Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa
perusahaan harus menyajikan penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan
serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko.Peraturan lain yang
mengatur tentang pengungkapan resiko adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri
Negara BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002. Disebutkan bahwa perusahaan BUMN
harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan
oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan
keputusan oleh pemodal, pemegang saham/pemilik modal, kreditur, dan stakeholders,
salah satunya faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen
atas iklim berusaha dan faktor risiko.

Melihat begitu besarnya tuntutan peran auditor intern dalam good governance dan
manajemen risiko, maka penelitian ini akan melakukan pengujian peran fungsi auditor
intern dan pengungkapan risiko manajemen dalam mengantisipasi adanya kecurangan
dalam pelaporan keuangan (fraud fraudulent financial reporting). Berdasarkan data survey
perkembangan auditor intern di 107 negara, diketahui bahwa peran auditor intern dalam
menunjang pencapaian tujuan perusahaan hanya sebesar 44% (Tugiman, 2015). Jika peran
auditor intern dalam perusahaan terlalu rendah, maka akan mendorong manajemen untuk
melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Selain menguji peran auditor intern, penelitian ini juga akan menguji faktor
pengungkapan manajemen risiko terhadap kecenderungan perusahaan melakukan fraud.
Pengungkapan manajemen risiko perusahaan sangat diperlukan, karena berisikan proses
penggelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang
dapat mengancam kelangsungan usaha perusahaan. Tujuan perancangan manajemen risiko
menurut Beasley et al (2006) adalah untuk meminimalkan risiko portofolio yang dihadapi
perusahaan. Semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan oleh fungsi-fungsi
pengawas perusahaan, maka pengungkapan risiko tidak terlalu dibutuhkan (Oliviera et al.,
2011), sehingga hal ini bisa menurunkan adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Pengungkapan mengenai manajemen risiko di Indonesia masih sebatas
pengungkapan sukarela, kecuali untuk industri perbankan. Sehingga masih banyak ragam
pengungkapannya. Penelitian di Indonesia yang menghubungkan faktor manajemen risiko
terhadap kecurangan dalam pelaporan keuangan masih relatif sedikit. Sebagian besar
peneliti meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen
risiko.

B. Tinjauan Pustaka

Agency theory menjelaskan bahwa terdapat konflik kepentingan antara agen
(Manajemen) dan principal (pemilik). Teori ini mengansumsikan bahwa manajer sebagai
agen bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal),
namun di sisi lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimumkan kesejahteraan
mereka sehingga ada kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan
terbaik principal (Jensen dan Meckling,1976).
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Manajemen risiko perusahaan atau yang juga dikenal dengan Enterprise Risk
Management (ERM) adalah proses penggelolaan risiko yang mencakup identifikasi,
evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha perusahaan.
Tujuan perancangan ERM menurut Beasley et al (2006) adalah untuk meminimalkan
risiko portofolio yang dihadapi perusahaan. Risiko yang dihadapi perusahaan dapat berupa
risiko keuangan dan risiko non keuangan.

Terdapat penelitian tentang hubungan antara Dewan Komisaris Independen
terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko, hasilnya perusahaan dengan tingkat proporsi
dewan komisaris independen yang tinggi biasanya akan mendapat tuntutan untuk
memberikan informasi lebih banyak demi menyeimbangkan tingkat resiko reputasi pribadi
mereka (Lopes dan Rodrigues, 2007 dalam Oliviera et al., 2011). Sehingga untuk
mengurangi biaya agensi, perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen yang
lebih tinggi akan cenderung mengungkapkan informasi lebih luas.

Penelitian James (2003) menunjukkan bahwa pengguna laporan keuangan
menganggap fungsi audit internal yang melapor pada manajemen senior kurang mampu
memberikan perlindungan terhadap adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Hal ini
dikarenakan adanya anggapan bahwa fungsi auditor intern tidak independen, dan
dimungkinkan aktivitas auditor intern dibatasi ruang lingkupnya. Sehingga perlu adanya
objektivitas fungsi audit internal melalui struktur pelaporan yang lebih kuat, yakni dengan
tanggungjawab pengawasan fungsi internal audit secara langsung oleh komite audit. Uzun
et al, 2004 dalam Mattousi dan Gharbi (2011) menemukan bahwa semakin tinggi proporsi
direktur independen dari luar perusahaan, semakin kecil pula kecenderungan terjadinya
kecurangan dalam perusahaan.

Faktor-Faktor Organisasional terkait dengan Financial Statement Fraud

Kecurangan pelaporan keuangan kemungkinan dapat ditemukan ketika auditor
mencurigai adanya kesalahan akuntansi atau kurangnya penjelasan mengenai pengelolaan
transaksi dan saldo akun. Akan tetapi, kecurangan ini sering ditemukan karena kesulitan
keuangan perusahaan, yang pada akhirnya akan menjadikan perusahaan bangkrut.
Penelitian tentang fraud pernah dilakukan oleh Loebbecke et al (1989), bahwa fraud
dilakukan karena ada kondisi yang mendukung dalam entitas dan manajer. Bell dan
Carcello (2000) mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang mendorong adanya fraudulent
financial reporting adalah lingkungan pengendalian yang lemah, pertumbuhan perusahaan
yang cepat, laba yang rendah, prediksi laba manajemen salah, dan status kepemilikan
perusahaan.

Fama dan Jensen (1983) menemukan bukti bahwa fungsi pengendalian intern yang
diproksikan dengan peran direksi ekstern akan meningkatkan pengendalian perusahaan,
sehingga akan menekan adanya fraud yang dilakukan oleh manajemen. Young (2000)
meneliti bahwa komite audit merupakan barisan depan dalam mengantisipasi tindakan
fraud terhadap laporan keuangan. Akan tetapi Beasley (1996) dan Dechow et al (1996)
menemukan bukti yang berbeda, bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh
signifikan terhadap fraud dalam pelaporan keuangan. Beasley (2000) menguji corporate
governance antara sampel perusahaan yang melakukan fraud dengan yang tidak
melakukan fraud, mereka menemukan bukti bahwa perusahaan yang melakukan fraud
hanya memiliki sedikit komite audit. Hal ini dimungkinkan komite audit tidak independen
dan kurang bekerja secara maksimal. Sedangkan perusahaan sampel yang tidak melakukan
fraud, lebih banyak menempatkan direksi eksternnya.

161



Prosiding LPPM UPN “VETERAN’ YOGYAKARTA Tahun 2016 ISBN: 978-602-60245-0-3

Berbagai upaya yang bisa dilakukan oleh manajemen untuk meminimalisasi
adanya fraud, seperti meningkatkan kultur perusahaan melalui implementasi prinsip-
prinsip good corporate governance (GCG). Karena melalui implementasi good corporate
governance (GCG) akan mendorong efisiensi kinerja sumber daya perusahaan serta
menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan. Selain itu juga
membentuk dan mengekfektifkan fungsi audit intern. Sebagaimana kita ketahui bahwa
peran auditor intern saat ini sangat berat, mereka dituntut untuk melakukan evaluasi dan
memberikan kontribusi perbaikan dalam manajemen risiko, pengendalian pengendalian
intern dan proses tata kelola dengan menggunakan pendekatan sistematis (Tugiman, 2015).

Auditor internal sebaiknya tidka melakukan audit yang berkaita dengan risiko
manajemen dan tata kelola, jika pengendalian intern organisasi belum memadai.
Pengendalian intern organisasi memadai dinyatakan dalam opini auditor ekstern dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian (Tugiman, 2015). Berdasarkan data survey
perkembangan auditor intern di 107 negara, diketahui bahwa peran auditor intern dalam
menunjang pencapaian tujuan perusahaan hanya sebesar 44% (Tugiman, 2015).

Berdasarkan teori-teori di atas, serta beberapa penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1: Peran fungsi auditor intern berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan fraud.

H2: Pengungkapan manajemen risiko berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan
fraud.

A. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan data sekunder.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian
ini adalah purposive sampling, dengan kriteria: perusahaan menyampaikan annual report
secara terbuka dan data tersedia lengkap.

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data yang dibutuhkan
dalam penelitian ini adalah data perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia yang diperoleh dari www.idx.co.id, dan data laporan tahunan (annual report)
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh dari www.idx.co.id.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel, yaitu variabel dependen,
variabel independen dan variabel kontrol. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah
fraud. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Angka 1 menjukkan
bahwa perusahaan diindikasikan melakukan manipulasi laporan keuangan, dan angka 0
jika perusahaan tidak diindikasikan melakukan manipulasi laporan keuangan. Perusahaan
terindikasi melakukan manipulasi laporan keuangan diproksikan dengan menggunakan
model Beneish M-Score.
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Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen risiko dan
efektivitas fungsi audit intern perusahaan. Variabel manajemen risiko diukur dengan
menggunakan jumlah pengungkapan risiko perusahaan. Sedangkan variabel efektivitas
fungsi auditor intern diukur dari tingkat independensi fungsi auditor intern dalam
perusahaan. Adapun variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini
auditor. Opini ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Angka 1 menunjukkan
opini auditor selain wajar, dan angka 0 menunjukkan opini auditor wajar. Seperti pendapat
Tugiman (2015), menyatakan bahwa pengendalian intern organisasi yang memadai akan
ditunjukkan dalam opini auditor ekstern dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan alat analisis regresi
logistik, yang diolah dengan menggunakan software SPSS. Adapun model regresi logistik
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Fr=Po+P1MR + B2 Al +B30 + ¢

Dalam hal ini: (FR): Fraud, diukur dengan menggunakan variabel dummy. Nilai 1 jika
perusahaan adalah manipulator dan 0 jika non manipulator; (MR):Manajemen Risiko,
diukur dari jumlah pengungkapan risiko; (Al): Efektivitas fungsi pengendalian intern,
diukur dari tingkat independensi fungsi auditor intern dalam perusahaan; (O): Opini
auditor ekstern; (e) : error term

Setelah dilakukan pengolahan data, maka akan dilakukan pengujian terhadap
hipotesis. Hipotesis penelitian akan didukung jika nilai signifikansi t dari hasil pengolahan
regresi menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 5%.

Untuk  menentukan  perusahaan  manipulator  atau  non-manipulator,
diidentifikasikan dengan menggunakan analisis Beneish M-Score. Apabila nilai M-Score
di bawah -2.22 maka kemungkinan perusahaan tersebut prudent, tetapi apabila M-Score
lebih besar dari -2.22 maka kemungkinan perusahaan tersebut melakukan manipulasi pada
laporan keuangannya.

Data dan Pembahasan

Tahun amatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2010 sampai
2014. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 sampel. Adapun gambaran
data penelitian ini ditunjukkan dalam table 1 berikut ini:
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Tabel 1. Distribusi Frekuensi

Kriteria |Jumlah [Prosentase |
Dosisi Al 1 28 0.62
2 7 038
Risiko 3 0.13
4 4 0.09
5 1 0.09
7 1 0.02
8 30 067
. I 15 =
Opind 1 37 0.82
0 8 018
15] -
Fraud 1 42 0.93
0 3 0.07

15

Posisi auditor intern dalam perusahaan dikategorikan ke dalam tingkatan
independensinya. Tingkat independen tertinggi adalah diberi nilai 1, yaitu posisi auditor
berada di bawah presiden direktur/dewan komisaris. Berdasarkan amatan, maka sebagian
besar posisi auditor intern adalah sangat independen (62%). Sedangkan posisi auditor
intern di bawah direktur utama diberi angka 2. Sebanyak 38% posisi auditor intern dalam
amatan adalah kurang independen. Semakin independen posisi auditor intern, maka
semakin rendah kemungkinan adanya fraud di dalam perusahaan.

Jumlah pengungkapan risiko paling banyak adalah 8 tipe risiko, yaitu sebanyak 67%.
Jumlah pengungkapan yang semakin banyak menunjukkan transparansi informasi
perusahaan. Sehingga hal ini akan menekan adanya fraud di dalam perusahaan.

Opini auditor yang diberikan sebagian besar (83%) adalah wajar tanpa pengecualian.
Hal ini menandakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pihak perbankan sudah
wajar dan bebas dari salah saji material dan fraud.

Sedangkan indikasi adanya perusahaan melakukan fraud adalah relative kecil, yaitu hanya
7%. Hal ini dikarenakan untuk menilai perusahaan benar-benar melakukan fraud hanya
melalui pengukuran. Selain itu tingginya regulasi perbankan akan sangat menekan
kemungkinan perusahaan perbankan melakukan fraud.

Berdasarkan analisis regresi logistic, maka table 2 ditunjukkan hasil analisis regresi.

Tabel 2. Analisis Regresi Logistik
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Variables in the

Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1* Al 18.608| 8680.825 .000 1 .998| 1.206ES8
RISK -14.188(  3299.878 .000 1 997 .000
OPINI 916 1.378 442 1 506 2.500
Constant 95.998 27789.662 .000 1 .997| 4.913E41

a. Variable(s) entered on step 1: Al, RISK, OPINI.

Berdasarkan hasil olah regresi logistic diketahui bahwa tidak ada satu variable
independen yang mampu memprediksi perusahaan perbankan melakukan fraud. Hal ini
dikarenakan beberapa factor. Jika dilihat dari distribusi frekuensi data yang ada pada table
1 di atas, maka sebagian besar perusahaan perbankan sudah mematuhi regulasi perbankan
dengan baik. Auditor internal sudah memiliki tingkat independensi yang tinggi dalam
melaksanakan tugasnya. Sehingga bisa menekan adanya indikasi fraud dalam pelaporan
keuangan serta mampu mengevaluasi efektivitas pengendalian perusahaan, yang manahal
ini punya peranan penting terhadap tindakan fraud. Banyaknya jumlah pengungkapan
risiko menandakan keterbukaan informasi perusahaan. Semakin banyak informasi yang
diungkapkan, maka semakin sedikit risiko fraud yang dilakukan oleh perusahaan.
Perusahaan yang melakukan fraud biasanya akan membatasi jumlah pengungkapan
informasi, hal ini dilakukan untuk menutupi informasi yang tidak akurat.

Sebagian besar opini auditor adalah wajar tanpa pengecualian. Berarti perusahaan
dalam menyusun laporan keuangan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam
standar akuntansi yang berlaku serta tidak mengandung salah saji material dan fraud.
Auditor menjamin kebenaran akan opini tersebut, karena apabila auditor bertindak
gegabah dalam memberikan opini, maka bisa diberi sanksi baik profesi maupun oleh
klien-kliennya.Selain itu tingginya regulasi perbankan akan menuntut perusahaan untuk
patuh terhadap regulasi tersebut, sehingga akan berpikir panjang apabila melakukan fraud.

165



Prosiding LPPM UPN “VETERAN’ YOGYAKARTA Tahun 2016 ISBN: 978-602-60245-0-3

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah menguji factor-faktor organisasial perusahaan perbankan
yang mempengaruhi kecenderungan perusahaan perbankan melakukan fraud. Berdasarkan
data dan pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa tidak ada factor organisasional
yang mampu mengindikasikan perusahaan perbankan melakukan fraud.

Berdasarkan distribusi frekuensi, maka sebagian besar perusahaan perbankan sudah
menjalankan atau mematui regulasi perbankan dengan bagi. Posisi dan sikap auditor intern
yang sangat independen, tingkat pengungkapan informasi yang tinggi, serta kepatuhan
dalam penyusunan laporan keuangan yang tinggi hal ini bisa dilihat dari opini auditor yang
diberikan.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan, antara lain adalah pengukuran perusahaan
melakukan fraud menggunakan prediksi. Sehingga tidak mampu memberikan gambaran
fraud yang sesungghnya. Sehingga untuk penelitian berikutnya bisa menggenakan prediksi
yang lebih akurat. Selain hal itu, pengukuran organisasional hanya menggunakan jumlah
pengungkapan risiko dan posisi auditor intern. Penelitian berikutnya bisa menggunakan
ukuran yang berbeda dan menambah variable penelitian.
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Abstract

The series of activities in the framework of the migration of analog to digital broadcasting
has been implemented. In accordance with the digital broadcasting migration roadmap, in
2017 it should be broadcasting in Indonesia is using digital technology. A series of
processes that have been implemented to produce large capital players who will dominate
the digital broadcasting industry. While local players are small capital did not get a
chance. In addition to problems at the level of regulation, socialization and preparation in
the community as an end user technology is also not addressed. While consumer education
looks very minimal with yet shown by the public knowledge about the policies and digital
technology.The reasearch carried out in the digital village and using the qualitative
approach. Data was collected by indepht inteview and focus group discussion. The result
shows that public knowledge about migration and also digital TV is very poor. In the other
hand, public is already familiar with smartphone to consume the media

Keywords: Digital TV, Migration, Digital Media education.

PENDAHULUAN

Migrasi teknologi penyiaran dari analog ke digital merupakan suatu keniscayaan.
Meskipun di Indonesia proses ini mengalami penundaan, bukan berarti teknologi analog
akan terus dipertahankan. Saat ini seluruh negara di benua Eropa, Amerika dan Australia
telah menyelesaikan proses migrasi. Kondisi global menunjukkan bahwa 85% wilayah
dunia sudah mulai mengimplementasikan televisi digital. Jepang melakukan analog switch
off pada Juli 2011, Korea Desember 2012, China tahun 2012, UK Oktober 2012. Di
sebagian besar negara Asia, kecuali negara di Asia Barat, juga hampir selesai. Di Asean
Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam peralihan teknologi penyiaran digital.

Siaran TV digital di Laos sudah sudah dimulai pada tahun 2007 dengan menggunakan
teknologi Digital Terrestrial Multimedia Broadcast (DTMB) seperti yang digunakan Cina
dan diprediksi akan melakukan analogue switch off pada tahun 2020. Sedangkan di
Kamboja, telah memulai siaran digital pada September 2015. Laos menggunakan teknologi
DTMB Korea Selatan dan Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVBT) Eropa dan telah
mengoperasikan 60 channel digital baik nasional dan internasional. Saat ini siaran TV
digital Kamboja telah menjangkau 70 persen populasi.

Di Vietnam migrasi digital dipersiapkan lebih rapih. Pesawat TV yang berukuran
lebih dari 32 inches di pasaran sudah harus dilengkapi dengan tuner digital. Artinya
konsumen terlindungi dari upaya cusi gudang pabrikan untuk menghabiskan stok pesawat
TV analog. Vietnam menggunakan teknologi sistem DVB-T2?MPEG4 yang menggantikan
sistem DVBT/MPEG2 sebelumnya. Negara yang masuk Asean belakangan ini melakukan
analogue switch off di provinsi Danang pada 2015 kemarin. Singapura merupakan negara
yang progresif dalam melakukan migrasi. Negara _kecil® ini telah melakukan switch off
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siaran analog pada tahun 2016 ini dengan menggunakan sistem teknologi yang sama dengan
yang akan digunakan Indonesia, yaitu DVB-T2. Sedangkan di Brunei akan melakukan
switch off pada Juni 2014, Malaysia Desember 2015, Singapura tahun 2015, Thailand dan
Pilipina 2015. ( http://www.tvdigital. kominfo.go.id).

Indonesia merencanakan switch off pada 2012. Namun rencana tersebut sepertinya
masih belum jelas mengingat hingga awal 2016 ini, analog switch off belum bisa
dilaksanakan. Proses digitalisasi penyiaran terestrial di Indonesia tertunda lantaran
Permenkominfo no 22 tahun 2011 yang mengatur penyelenggaraan penyiaran TV digital
terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) dibatalkan oleh PTUN dan diperkuat
oleh PTTUN Jakarta atas gugatan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) yang
didukung oleh Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI).

Kompleksitas tahapan migrasi, terutama kasus Indonesia, adalah begitu banyaknya
pelaku industri penyiaran dengan kondisi kekuatan modal yang berbeda. Kompleksitas ini
berdampak pada rumitnya pembuatan regulasi yang harus mampu mengakomodasi seluruh
kepentingan stake holder. Kerumitan inilah yang akhirnya memunculkan gugatan oleh
asosiasi TV lokal yang merasa kepentingannya tidak terakomodasi dalam regulasi yang ada.
Permenkominfo no 22 tahum 2011 dianggap hanya berpihak kepada pemodal besar dan
tidak mengayomi pemain lokal yang berniat berpartisipasi dalam dunia penyiaran digital.

Proses migrasi penyiaran paling tidak membutuhkan persiapan pada dua level.
Pertama level regulasi, yang menyangkut seperangkat aturan yang dipakai sebagai pedoman
bagi para pelaku industri penyiaran. Kedua level publik yang merupakan sasaran (end user)
dari industri ini. Tahapan peralihan sebenarnya bisa dilakukan pemerintah dengan terlebih
dahulu menyelesaikan segala persoalan regulasi dan selanjutnya dengan sendirinya publik
akan menyesuaikan perkembangan teknologi ini. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Jerman
yang beranggapan bahwa masyarakat yang mampu akan segera mengadopsi dan yang
kurang mampu akan pelan-pelan menyesuaikan diri. Namun cara ini jelas tidak pluralis.
Masyarakat diposisikan sebagai objek yang tidak punya pilihan dan _dipaksa‘ untuk
mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintahnya.

Sementara pendekatan yang lebih baik adalah mempersiapkan keduanya, baik regulasi
yang menyangkut pelaku industri maupun publik sebagai pengguna secara proporsional.
Artinya industri diberi insentif kemudahan untuk mempersiapkan diri dan masyarakat diberi
edukasi yang juga memungkinkan untuk mempersiapkan diri.

KAJIAN LITERATUR

Sambil menunggu selesainya pembahasan revisi UU penyiaran di DPR, saat ini
Kemenkominfo kembali melakukan siaran uji coba TV digital. Siaran dimulai pada 15 Juni
hingga 15 Desember 2016 dan memungkinkan untuk diperpanjang. Uji coba ini bersifat non
komersial dan melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia, TVRI, penyedia konten dan industri
perangkat. Tidak seperti sebelumnya yang melibatkan konsorsium televisi, pada uji coba
kali ini diikuti oleh 36 perusahaan dari berbagai daerah.

Pengalaman di beberapa negara dalam melakukan migrasi penyiaran analog ke digital
menunjukkan banyak hal yang harus dipikirkan dan dikelola secara cermat. Di Inggris
misalnya, persiapan untuk proses tersebut dilakukan selama 17 tahun dengan mengadakan
sekian serial studi mendalam dan simultan tentang perilaku penonton, daya beli masyarakat,
cost benefit analysis, aksesibilitas masyarakat terhadap teknologi tersebut, kesiapan
teknologi, standardisasi teknologi, sampai pada serangkaian regulasi yang harus
dipersiapkan untuk mengaturnya. Bahkan di Inggris, juga dipersiapkan langkah-langkah
jangka panjang untuk mengelola pesawat TV analog yang tidak dipakai lagi oleh
masyarakat.
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Untuk kasus Indonesia, pengetahuan responden tentang rencana pemerintah untuk
melakukan migrasi teknologi penyiaran masih sangat rendah (Prabowo dan Arofah, 2015).
Penelitian dilakukan di RT 36 Tamansari Yogyakarta merupakan masyarakat melek
internet. Kampung ini dijuluki -Kampung Cyberll. Namun demikian, pengetahuan mereka
tentang rencana pengembangan penyiaran digital masih rendah. Demikian halnya mengenai
pengetahuan tentang seputar teknologi penyiaran digital dan keuntungannya bagi
masyarakat. Artinya persiapan infrastruktur apa saja yang harus mereka siapkan, sama
sekali belum diketahui. Sisi lain yang menarik adalah meskipun pengetahuan mereka
tentang rencana digitalisasi penyiaran rendah, namun pola konsumsi media mereka sudah
mendukung untuk beradaptasi dengan penyiaran digital.

Hingga saat ini pemerintah melalui kementrian Kominfo masih menayangkan iklan
mengenai TV digital di TVRI. Namun karena minat masyarakat untuk menonton TVRI
menurun, iklan ini seperti tidak menjadi agenda publik. Untuk itu, penelitian ini bertujuan
untuk membangun sebuah disain pendidikan publik mengenai TV digital. Mendasarkan
pada hasil penelitian tahun pertama dimana hampir seluruh responden mengkonsumsi media
baru, maka rekayasa disain penelitian ini berbasis pada media baru dengan asumsi akan
mampu menjangkau lebih besar audiens secara personal.

Sosialisasi Penyiaran Digital di Indonesia

Sejak niat untuk melakukan migrasi teknologi digital dicanangkan, persiapan
pemerintah lebih terfokus pada aspek industrinya saja. ltupun terbatas pada wilayah yang
hanya bisa diakses pemodal besar dan kunci bisnis di industri ini, seperti masalah pengelola
multiplexing. Hingga sebelum semua regulasi tentang digitalisasi penyiaran dianulir oleh
MA, pemerintah telah menyelesaikan lelang pengelola multiplexing di 15 zona layanan.
Hasilnya sudah diduga, pemenangnya adalah industri penyiaran bermodal besar, seperti
MNC grup, Media Indonesia, Trans Corp dan lainnya.

Logika pemerintah lebih mengutamakan pemain besar menjadi mudah dibaca
manakala memafhumkan bahwa industri ini adalah industri padat modal. Logika yang
dibangun lebih pada logika otoritarianisme. Publik diposisikan sebagai pihak yang tidak
memiliki banyak pilihan. Ketika teknologi digital sudah beroperasi, hanya ada dua pilihan
bagi publik, mengganti perangkat televisi atau tidak bisa menerima siaran. Untuk mengganti
pun sosialisasi mengenai perangkat apa yang harus diganti atau ditambahkan, dimana
memperolehnya, berapa harganya, dan berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi ini
tidak dikomunikasikan secara optimal.

Untuk menghadapi migrasi dari televisi analog ke televisi digital, salah satu TV
lokal di Yogyakarta mengaku sama sekali belum melakukan persiapan atau menyusun
langkah-langkah yang perlu dilakukan. Hal yang saat ini sedang dipikirkan adalah
bagaimana dengan keputusan yang telah dibuat seperti siaran berjaringan yang harus
dimulai Desember 2008, tetapi praktiknya belum seperti yang diatur di dalam UU.
Pengelola stasiun tersebut sedang menunggu keputusan lebih lanjut, termasuk di dalamnya
spesifikasi perangkat teknologi yang akan digunakan dalam penyelenggaraan siaran TV
digital.

Model digital yang paling sesuai menurut pengelola stasiun TV lokal adalah model
TV Lokal seperti yang ada sekarang ini. Namun sampai saat ini masih belum ada
regulasinya. Kondisi sekarang kalau PH mau memasok program sudah dapat dilakukan. PH
harus mempunyai sponsor dan membeli jam tayang di televisi lokal. Sampai saat ini
pengaturan traffic siaran tv lokal masih sangat rumit. Apalagi kalau harus menerima
program dari PH maka akan lebih rumit lagi.
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Digitalisasi dipandang akan membuat banyak peluang PH untuk berproduksi. TV
yang diberi hak siar bisa menyiarkan lebih banyak program. Masalahnya adalah apakah TV
yang punya frekuensi mampu membeli program dari PH. Apabila tidak mampu, maka
mereka akan berproduksi sendiri karena dari segi ekonomi dirasa lebih praktis dan efisien.
Wacana PH masih baru sebatas wacananya pemerintah. Bagi TV lokal praktik seperti itu
masih dirasa sangat jauh.

Bagi stasiun TV lokal perubahan total harus dilakukan mulai dari perubahan
transmiter. Pada rencana digitalisasi saat ini, posisi TV lokal masih menunggu. Akan lebih
baik apabila terlebih dahulu pilot project yang direncanakan dimatangkan. Selanjutnya
dibuat disain yang pas dan sesuai dengan kondisi industri TV lokal. TV lokal merasa selalu
menjadi obyek dan dianaktirikan dibanding dengan TV Jakarta. Hal itu bisa dilihat dari
keputusan televisi berjaringan yang belum ada tindak lanjutnya. Penataan frekuensi belum
mengarah pada diversity of content maupun ownership. Realitas di lapangan praktik
kebijakan tersebut masih mengambang.

Apabila proses digitalisasi antara TV lokal dengan TV Jakarta tidak bersamaan,
maka tv lokal akan ketinggalan. Belum jelasnya regulasi, apakah TV Jakarta akan
berjaringan dengan tv lokal ketika diberlakukan digitalisasi atau tidak, inipun
membingungkan pengelola TV lokal. Sementara praktik dari aturan UU penyiaran seperti
siaran nasional empat jam selebihnya untuk siaran tv lokal, belum teralisasi sebagaimana
yang diharapkan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperolen  kedalaman
informasi mengenai pola perlaku penggunaan media TV maupun media digital di
masyarakat. Penelitian dilakukan di lingkungan -Kampung Cyberl RT 36 Tamansari
Yogyak